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Pendanaan Perubahan Iklim memerlukan biaya yang sangat besar. 
Menurut perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebutuh­
an pendanaan perubahan iklim di Indonesia mencapai Rp3,7 ribu triliun, 

atau setiap tahun anggaran dibutuhkan setidaknya Rp200-Rp300 triliun. 
Jumlah itu setara dengan 7-11% anggaran belanja negara pada tahun 2022. 
Besarnya biaya tersebut dikonfirmasi oleh United Nations Environment 
Programme (UNEP) yang memperkirakan kebutuhan biaya adaptasi pe­
rubahan iklim bagi negara berkembang mencapai US$140-300 miliar per 
tahun pada 2030. Kebutuhan ini akan meningkat menjadi US$280-500 miliar 
pada 2050.

Konsorsium Open Climate Financing in Indonesia (OCFI) beranggotakan tiga 
organisasi masyarakat sipil di sektor transparansi dan tata kelola pemerin­
tah, yaitu Media Lintas Komunitas (Medialink), Indonesia Budget Center 
(IBC), dan Indonesia Governance Insight (IGI), telah melakukan penelitian 
yang mengurai, memetakan, serta menjelaskan tata kelola pendanaan per
ubahan iklim di Indonesia. 

Riset ini merupakan riset yang bersifat eksploratif deskriptif terhadap tata 
kelola Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia dengan meneliti sumber 
pendanaan, besaran anggaran dan peruntukannya. Penelitian ini juga 
dikaitkan Governance Assessment yang mengacu pada standar anti korupsi 
pada tata kelola pendanaan perubahan iklim di tingkat global yang disusun 
oleh Transparency International (2022). Ada empat aspek yang dinilai yaitu 
indikator integritas, akuntabilitas, transparansi, dan metode identifikasi ke
bijakan. 

Kata 
Pengantar
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Riset ini berharap memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah untuk 
serius melakukan pembenahan tata kelola pendanaan perubahan iklim 
di Indonesia yang lebih berpihak kepada masyarakat terdampak, dengan 
menekankan prinsip-prinsip Integritas, Transparansi, Partisipasi dan Akun­
tabilitas, serta pengukuran kinerja yang jelas.

OCFI ingin memberikan khazanah informasi baru terkait tata kelola pendanaan 
perubahan iklim di Indnesia berbasis riset, yang temuan-temuannya bisa 
dipertanggungjawabkan agar bisa digunakan sebagai bahan kajian, bahan 
diskusi, bahan advokasi, bahan untuk acuan pengembangan pengelolaan 
dana perubahan iklim di Indonesia yang lebih baik oleh berbagai pihak ter­
kait.

Terima kasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu sela­
ma proses riset dilakukan, baik bantuan informasi data/dokumen, gagasan/
ide, waktu, serta bantuan financial untuk mendukung secara teknis pelak­
sanaan riset. Terima kasih secara khusus kami berikan kepada tim peneliti, 
editor, dan para konributor sehingga riset ini dapat selesai.

Jakarta, Desember 2023 

Ahmad Faisol
Direktur Eksekutif Medialink
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Dunia global sedang menghadapi krisis perubahan iklim yang membu­
tuhkan upaya bersama dalam penyelesaiannya. Inisiatif aksi mitigasi 
dan adaptasi yang diselenggarakan secara multilateral telah mem­

buahkan Protokol Kyoto (1997) dan Paris Agreement (2015) yang menun­
tut komitmen baik terutama dari negara maju dan negara berkembang dalam 
menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk Indonesia. Negara berkem­
bang merupakan korban dan pihak terdampak dari sejarah perkembangan 
industrialisasi yang merusak lingkungan. 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan hutan luas dan ber­
ada di garis khatulistiwa memegang peranan penting sebagai paru-paru 
dunia dalam menurunan emisi karbon. Indonesia sangat berkomitmen da­
lam menghadapi perubahan iklim, salah satu langkahnya adalah mengarus
utamakan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui praktik 
ekonomi hijau dengan pengelolaan dana lingkungan hidup yang terpadu, 
terarah, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, laporan penelitian ini mencoba melakukan 
penjelasan mengenai:
1.	P enanganan perubahan iklim di Indonesia 
2.	M enguraikan pendanaan perubahan iklim di Indonesia, dan 
3.	M endeskripsikan tata kelola lembaga-lembaga pengelola pendanaan per­

ubahan iklim di Indonesia. 

Berdasarkan hasil riset Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI) 
diketahui bahwa pendanaan perubahan iklim di Indonesia berasal dari pen­

Ringkasan 
Eksekutif
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danaan dalam negeri (APBN, APBD, pihak swasta, dan lain-lain) dan luar 
negeri (bilateral dan multilateral).

Pendanaan perubahan iklim dari dalam negeri mengalami peningkatan dalam 
beberapa tahun terakhir. Meski demikian, anggaran perubahan iklim masih 
relatif kecil dibandingkan kebutuhan. Kementerian Keuangan menyebut­
kan anggaran perubahan iklim dalam APBN tahun 2016-2021 rata-rata 
Rp83,8 triliun atau 3,66%. Artinya, masih kurang dari alokasi optimal sebe­
sar 7-11% dari total APBN.

Pendanaan perubahan iklim dari luar negeri, yang berasal pihak bilateral 
diketahui terdapat 14 negara kontributor. Berdasarkan negara dengan to­
tal jumlah bantuan terbesar adalah Jepang dan Amerika Serikat. Sedang­
kan lembaga multilateral seperti Multi Development Banks (MDBs) tercatat 
paling kurang 10 lembaga MDBs dengan total jumlah bantuan terbesar di
dominasi oleh ADB dan Bank Dunia (World Bank). 

Konsorsium OCFI menemukan dari tahun 2009 hingga 2023, total pen­
danaan perubahan iklim dari luar negeri adalah sebesar US$17.655,15 juta. 
Datanya berasal dari kompilasi BUR Indonesia dari tahun 2009-2019 sebe­
sar US$5.968,25 juta dan total pendanaan JETP dan ETM tahun 2023 yang 
telah diidentifikasi sebesar US$11.561,70 juta. Sebagai catatan, data total ini 
belum memasukkan pendanaan luar negeri dari tahun 2020-2022 dikare­
nakan data BUR Indonesia belum tersedia. 

Berdasarkan instrumen pendanaan dari kompilasi BUR Indonesia (2015-
2019) dan JETP serta ETM tahun 2023 tercatat dengan skema hibah sebe­
sar US$905,39 juta atau 5% dari total pendanaan sebesar US$17,141,89 juta. 
Sementara skema pinjaman sebesar US$13.506,7 juta atau 79%. 

Berdasarkan sektor penerima pendanaan untuk tahun 2015-2019 diketahui 
dari total jumlah dan persentase terbesar dialokasikan untuk sektor ener­
gi sebesar US$2.428,57 juta (43,5%), disusul sektor transportasi sebesar 
US$2.422,34 juta (43,4%), multisektor sebesar US$412,46 juta (7,4%), limbah 
sebesar US$162,97 juta (2,9%), kehutanan sebesar US$153,78 juta (2,8%), perta­
nian sebesar US$0,07 juta (0,01%). 

Hadirnya JETP dan ETM di sektor transisi energi di Indonesia mendorong 
munculnya kontributor pendanaan baru yakni pihak bank swasta murni 
(Glasgow Financial Alliance for Net Zero-GFANZ). Tahun 2023, Sekretariat 
JETP Indonesia telah mengeluarkan dokumen pelaksanaan program. Kon­
sorsium OCFI memberikan catatan kritis untuk itu, yakni: dokumennya ti­
dak menyebutkan upaya-upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana 
korupsi dalam seluruh aktivitas, belum memasukkan prinsip-prinsip dasar 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), simplifikasi makna 
akuntabilitas sebatas pembentukan mekanisme pengaduan dan pelibatan 
partisipasi masyarakat secara parsial dan lain-lain.
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Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang mengelola pendanaan per
ubahan iklim, seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan PT Sarana 
Multi Infrastruktur (Persero) yang kesemuanya di bawah Kementerian Ke
uangan. BPDLH, BPDPKS dan PT SMI mengelola pendanaan perubahan iklim 
yang jumlahnya sangat besar setiap tahun yakni belasan trilunan rupiah. Be­
sarnya jumlah dana perubahan iklim yang dikelola setiap tahun oleh ketiga 
lembaga rentan atas terjadinya praktik koruptif dan pelanggaran good gover-
nance. 

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola pendanaan perubahan iklim 
di Indonesia semestinya terus melakukan upaya untuk membangun sistem 
anti korupsi dan tata kelola (good governance) untuk memastikan integritas, 
transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas di seluruh lembaga pengelola 
pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim. Juga berupaya menyusun 
program dan aktivitas yang secara aktif dan nyata melibatkan partisipasi 
masyarakat dan berorientasi pada GESI (gender, equality, social inclusion) 
terutama di daerah-daerah yang rentan dampak perubahan iklim (hutan, 
daerah aliran sungai, lingkungan sekitar pertambangan dan lain-lain).
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BAB I 
PENDAHULUAN

“Sudah menjadi fakta ilmiah yang mapan bahwa ketika hutan gundul, hujan akan 
berhenti, di mana pohon ditanam, hujan akan tertarik dan volume air akan turun. 

Menerima peningkatan seiring dengan bertambahnya vegetasi.”

(Mahatma Gandhi, 1925)1 

1India Muda, 15 Oktober 1925 dikutip dari https://www- mkgandhi-org.translate.goog/ articles/ green_
future.htm

1.1	 Latar Belakang

Hutan Indonesia terluas ke delapan di dunia. Pilihan pembangunan di 
masa lalu menjadikan hutan hanya dilihat sebagai potensi dan sumber 
ekonomi untuk dieksploitasi, sebagaimana ditunjukkan banyaknya alih 
fungsi maupun pembukaan hutan alam dan gambut untuk perkebunan 
seperti untuk kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, atau 
perikanan atas kawasan mangrove. Deforestasi dan degradasi hutan 
tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang 
gas emisi yang cukup besar. Pada saat bersamaan, masih adanya tutupan 
hutan dan posisi Indonesia yang berada di garis katulistiwa, menjadikan 
hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia sehingga perlu keseriusan untuk 
menanganinya.

Indonesia dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang 
makin serius pada beberapa dekade yang akan datang, antara lain terjadinya 
kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan 
hutan rendah (misalnya Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara), hilangnya 
keanekaragaman hayati, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). 
Selain itu, hilangnya tutupan hutan berdampak pada perubahan iklim yang 
berimplikasi pada kurangnya ketersediaan air, bencana alam, kesehatan, 
dan gizi dengan implikasi kemiskinan dan ketimpangan (ADB, 2021). 

1
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa 7 
dari 10 bencana alam di Indonesia memiliki kaitan erat dengan perubahan 
iklim, antara lain kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan cuaca 
ekstrim.2 Selain itu, penyebab memburuknya kualitas iklim di Indonesia 
adalah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Antara lain 
melalui aktivitas penebangan hutan secara liar; kebakaran hutan; permin
taan terhadap hasil hutan yang cukup tinggi baik skala lokal, nasional, mau­
pun global; konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, 
pemukiman dan lain-lain (KLHK, 2017). 

Bencana akibat perubahan iklim ini berdampak langsung terhadap ke­
hidupan manusia dan berdampak pada perekonomian yakni meningkatnya 
biaya penanganan bencana dan pemulihan paska bencana. Awal tahun 
2021, Pemerintah Republik Indonesia meminjam sekitar Rp7,05 triliun 
(US$500 juta) dari Bank Dunia untuk memperkuat ketahanan finansial dan 
fiskal terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, dan risiko lain dari 
sektor kesehatan.3 

Desakan atas perekonomian dan anggaran negara dari terjadinya ben
cana akibat perubahan iklim, misalnya kebakaran hutan, turut memperbu­
ruk citra Indonesia di mata internasional. Kebakaran hutan dengan skala 
yang besar di tahun 2015 mengakibatkan asapnya mencapai Malaysia dan 
Singapura. Kebakaran tersebut menjadikan puluhan juta orang terpapar 
polusi udara dengan tingkat polusi dalam kategori berbahaya. Secara 
ekonomi, kebakaran hutan di tahun 2015 menyebabkan kerugian ekonomi 
sebesar US$16,1 miliar.4

Dalam upaya menjaga keberadaan hutan dan pengelolaan lingkungan, 
pemerintah telah mencanangkan keberadaan hutan primer minimal 46 
juta hektare (ha) atau 25% dari luas lahan nasional, termasuk lahan gambut 
yang akan dipertahankan minimal 9,2 juta ha (60% dari total lahan gambut) 
hingga tahun 2024. Adapun untuk menjaga ketersediaan air, wilayah aman 
air secara nasional seluas minimal 175,5 juta ha atau 93% dari luas wilayah 
Indonesia.

Langkah yang ditempuh pemerintah antara lain berupa kebijakan mo
ratorium pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut pada 2011 yang diper­
panjang setiap dua tahun. Upaya untuk menahan laju deforestasi lebih 
jauh akibat ekspansi lahan perkebunan sawit pada kawasan hutan, telah 
diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan 
Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivi­
tas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018. Peraturan ini meng
atur moratorium perizinan baru perkebunan kelapa sawit hingga terbitnya 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian 
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 
Gambut. Peraturan ini menetapkan penghentian permanen pemberian izin 
baru pada kawasan yang sudah ditetapkan.

Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim 
tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia, menyebutkan bahwa Indonesia sangat serius 
dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan 

2https://www.liputan6.com/health/read/3963691/7-dari-10-bencana-di-indonesia-terkait-perubahan-iklim 
3https://www.cnnindonesia.com/ekonomi//hadapi-bencana-indonesia-utang-rp7-triliun-dari-bank-dunia 
4World Bank (2016). ‘The cost of fire: An economic analysis of Indonesia’s 2015 fire crisis.’
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aksi nyata dengan memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih 
baik.5 Indonesia menandatangani Protokol Kyoto tahun 1998 dan meratifi­
kasi tahun 2004. Strategi nasional pertama Indonesia tentang perubahan 
iklim disusun tahun 2007. Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 
62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD+). 

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 ten­
tang Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Tujuan utama pembentukan 
DNPI yaitu untuk meningkatkan koordinasi pengendalian perubahan iklim dan 
memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Pada tahun 2015, DNPI 
dan BP-REDD+ dilebur menjadi bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas 
rumah kaca yang tertuang di dokumen Nationally Determined Contribution 
(NDC) sebagai tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Un­
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pada dokumen First NDC disebutkan 
bahwa target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% 
dari bussiness as usual (BAU) dan upaya sendiri dan sampai dengan 41% de
ngan bantuan internasional.6 

Upaya Indonesia dalam menangani perubahan iklim memerlukan biaya 
yang sangat besar. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan (Kemen­
keu), kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia mencapai Rp3,7 
ribu triliun, atau setiap tahun anggaran dibutuhkan setidaknya Rp200-300 
triliun. Jumlah itu setara dengan 7-11% anggaran belanja negara pada tahun 
2022. Besarnya biaya tersebut dikonfirmasi oleh United Nations Environ­
ment Programme (UNEP) yang memperkirakan kebutuhan biaya adaptasi 
perubahan iklim bagi negara berkembang mencapai US$140-300 miliar per 
tahun pada tahun 2030. Kebutuhan ini akan meningkat menjadi US$280-
500 miliar pada tahun 2050. 

Isu pendanaan iklim terus mencuat dan pada saat Konferensi Perubahan 
Iklim ke-26 di Glasgow di tahun 2021 (COP 26) mendorong komitmen negara 
maju dalam mewujudkan dana US$100 miliar untuk diberikan kepada negara mis
kin dan berkembang. Pada COP 27 yang berlangsung November 2022 di Mesir, 
komitmen baru menggantikan skema US$100 miliar dengan menyinergikan 
dampak perubahan iklim dalam berbagai kebijakan fiskal ekonomi.

Berangkat dari pemikiran di atas, studi ini merupakan upaya untuk 
mengurai, memetakan, serta menjelaskan pendanaan perubahan iklim di 
Indonesia. Studi ini fokus pada penggalian informasi terkait besaran nilai 
pendanaan perubahan iklim, sumber pendanaan, mekanisme penyaluran, 
penerima manfaat serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pen­
danaan tersebut. Pada tahap berikutnya dapat digali langkah-langkah yang 
sudah dilakukan dan perlu dilakukan ke depannya untuk menangani per
ubahan iklim di Indonesia agar mendapat dukungan masyarakat luas.

5Transkrip lengkap pidato Presiden RI (2021). diakses pada 7 Juli 2023,  https://www.presidenri.go.id/
transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-ktt-perubahan-iklim/ 

6Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(2017). ‘Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution).’
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1.2	 Pertanyaan Studi
1)	 Bagaimana pendanaan perubahan iklim di Indonesia?

a.	 Dari mana sumber pendanaannya?
b.	 Berapa besar pendanaannya?
c.	 Apakah bentuk pendanaannya? 

2) 	 Bagaimana transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendanaan per
ubahan iklim di Indonesia? Apakah tantangannya dan hal-hal yang dapat 
diperkuat?

1.3	Tu juan Studi
1)	 Memperoleh gambaran secara rinci mengenai sumber pendanaan 

perubahan iklim, besaran atau jumlah dan mekanisme penyaluran.
2)	 Memberikan rekomendasi kebijakan agar penyaluran dana perubahan 

iklim dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indo­
nesia.

3)	 Merumuskan strategi agar masyarakat dapat memantau transparansi 
dan akuntabilitas pendanaan perubahan iklim.

1.4	 Output Studi
Output dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi berupa lapor
an yang menggambarkan mekanisme dan sumber pendanaan perubahan 
iklim di Indonesia. Juga memberikan gambaran tantangan dan rekomendasi 
untuk penguatan tata kelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

1.5	 Pernyataan Permasalahan

Kebutuhan dan penerimaan jumlah pendanaan perubahan iklim di In­
donesia yang besar. Bagaimana fakta sebenarnya? Menurut Menteri Air­
langga Hartanto (2022), dana yang saat ini dikelola BPDLH telah mencapai 
US$968,6 juta atau Rp14,52 triliun. Menurut studi Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan Indonesia dan Climate Policy Initiative (CPI) ta­
hun 2014 menyebutkan pada tahun 2011, setidaknya sebesar Rp8,4 triliun 
(US$951 juta) dana untuk perubahan iklim berasal dari sumber-sumber pen­
danaan publik. Data Indonesia Second Biennial Update Report yang disusun 
KLHK, tahun 2018 menyebutkan selama tahun 2015-2016 pendanaan peru­
bahan iklim sebesar mencapai US$1,86 miliar yang sebagian besar berupa 
pinjaman lunak dan jumlah kecil berupa hibah. Besarnya jumlah pendanaan 
perubahan iklim di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik maka rentan 
dengan perilaku koruptif dan pelanggaran good governance.

Dalam penelusuran dokumen kebijakan diketahui bahwa lembaga pe
ngelola yang khusus ditunjuk untuk pendanaan perubahan iklim di Indone­
sia tidak ada secara eksplisit. Sejauh ini, Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup (BPDLH) dianggap sebagai lembaga pengelola pendanaan perubah
an iklim di Indonesia. Namun, menurut Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan 
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Hidup menyebutkan, untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan 
hidup dibentuk unit organisasi non eselon yang melaksanakan fungsi pe
ngelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan 
keuangan badan layanan umum. Dan Pasal 1 Perpres tersebut disebutkan 
yang dimaksud pengelolaan dana lingkungan hidup adalah suatu sistem 
dan mekanisme yang digunakan untuk mendanai upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pasal 33A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/
PMK.01/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
137 /PMK.01/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peng­
himpunan dana dan penyaluran dana, Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup dapat menggunakan nomenklatur Indonesian Environment Fund. Pasal 
1 Ayat 1 PMK tersebut menyebutkan bahwa BPDLH merupakan unit organisasi 
non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. 
Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan BPDLH berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dengan kondisi regulasi yang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa 
BPDLH sebagai satu-satunya lembaga yang menghimpun dan mengelola 
pendanaan perubahan iklim di Indonesia, maka terdapat beberapa lembaga 
lain yang juga menghimpun dan mengelola pendanaan perubahan iklim di In
donesia seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan 
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang juga berada di bawah Kemenkeu. 

Pasal 1 point 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Peng­
himpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyebutkan 
dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah se­
jumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Ke­
lapa Sawit (BPDPKS). Dan Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 66 
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 
Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit menyebutkan bahwa penggunaan dana yang dihimpun untuk 
kepentingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), termasuk dalam rang­
ka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, 
hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan peman­
faatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Dalam konteks perubahan iklim, 
pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel termasuk dalam aksi miti­
gasi perubahan iklim. Oleh karena itu, BPDPKS patut digolongkan ke dalam 
lembaga pengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia. 

Sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)—BUMN dengan 
mandat dan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur—
diketahui mengelola berbagai pendanaan perubahan iklim dari luar negeri 
misalnya Grant Agreement dengan Bank Dunia (Clean Technology Fund 
(CTF) dan Global Environment Facility (GEF) senilai US$55,25 juta untuk ek­
splorasi panas bumi.

Pada saat penelitian dilakukan, diketahui masih sedikit literatur yang 
tersedia mengenai pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Literatur ter­
kait itu misalnya The Landscape of Public Climate Finance in Indonesia oleh 
BKF Kemenkeu dan Climate Policy Initiative (2014), Indonesia Second Bien-
nial Update Report yang disusun KLHK (2018), dan Funding Proposal FP130: 
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Indonesia REDD+ RBP for Result period 2014-2016 oleh Green Climate Fund 
(21 Agustus 2020), dan sedikit karya akademisi. 

Laporan BKF dan CPI (2014) menyebutkan bahwa pendanaan perubah
an iklim dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, in­
vestasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada 
masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial. Namun 
demikian, berbagai literatur menunjukkan bahwa pemanfaatannya lebih be­
sar pada pembangunan sedangkan untuk masyarakat masih sedikit porsi
nya (BKF dan CFI, 2014). Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan pen­
danaan perubahan iklim di Indonesia penting untuk dikaji terutama menge­
nai akuntabilitas, transparansi, dan focusing kebijakan pendanaan supaya 
pro masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat adat dan perempuan 
(mencapai tujuan point 13 Sustainable Development Goals). 

1.6	 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Studi

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui desk study 
dan field study. Desk study dilakukan dengan proses menganalisis data 
seperti regulasi dan publikasi atau kajian yang berkaitan dengan dana 
perubahan iklim di Indonesia, monitoring media, dan analisis program 
pemerintah. 

Analisis regulasi dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu inventari­
sasi hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan yang men­
dasar untuk mengetahui ketentuan norma hukum positif yang berlaku, 
dan melakukan analisis regulasi dengan menelaah sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat 
ditelaah baik secara vertikal maupun horizontal (Asikin, 2004). Sementara 
field study dilakukan dengan in-depth interview dan focus group discussion 
(FGD) untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas 
dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.

Merujuk perspektif Creswell (2003: 14) strategi pendekatan kualitatif 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Dengan 
pilihan ini diharapkan mampu mengeksplorasi secara mendalam terhadap 
program, aktivitas, peristiwa/kejadian, kegiatan ataupun proses (Creswell, 
2003: 15) pendanaan perubahan iklim di Indonesia selama ini. Bagaimana 
gambaran dan proses pendanaan perubahan iklim dilakukan di Indonesia. 
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses pendanaaan perubah­
an iklim yang sudah diimplementasikan (Merriam 2002: 8). Peristiwa atau 
proses yang diteliti dibatasi pada waktu tertentu. Apabila menggunakan 
perspektif Newman (1997: 29) maka studi ini dapat dikategorikan sebagai 
sebuah studi yang bertujuan untuk mencari deskripsi apa yang disebut 
sebagai penguatan tata kelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia. 
Penelitian ini juga dapat disebutkan sebagai penelitian deskriptif analistis 
berusaha untuk sejauh mana pendanaan perubahan iklim di Indonesia dike­
lola selama ini (Nazir, 1998: 63).
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1.6.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam studi ini adalah informan (narasumber) yang 
berasal pejabat pemerintahan dan instansi non pemerintah yang me
nguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan infor­
masi lengkap dan akurat terkait tata kelola pendanaan perubahan iklim. 
Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat kementerian terkait, 
non govermental organization (NGO) yang bergerak di bidang lingkung
an, dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara mendalam, dan FGD yang dilaksanakan di pusat dan/atau di 
daerah yang menjadi pilot project untuk pendalaman dan tindak lanjut 
penelitian ke depannya. 

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan 
penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber-sumber primer 
dan sekunder. Data primer berupa data verbal dan visual yang didapat se­
lama kegiatan di lapangan. Data verbal dikumpulkan dengan wawancara 
mendalam (indepth interview) dengan sejumlah informan utama. Sebagian 
besar data yang dikumpulkan adalah dokumen dari Lembaga terkait pen­
danaan perubahan iklim terutama dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ke­
menterian Keuangan, BPDLH, BPDPKS, PT SMI, KLHK dan UNFCCC.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Instrumen studi yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti. 
Penelitian kualitatif sebagai human instrument menetapkan fokus peneli­
tian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis 
data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 
2014). Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna 
perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau ma­
salah kemanusiaan (Sugiyono, 2014). Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah di­
kumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di
hadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang 
menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs 
di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 
2011).

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi litera­
tur, FGD, dan wawancara mendalam dengan narasumber kunci dianalisis 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengacu pada Miles M.B. 
& Huberman A.M. (1994). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan 
gambaran tentang situasi selama penelitian, menggali, memetakan, dan 
menguraikan masalah yang untuk menjawab pertanayaan penelitian. Se­
lanjutnya, hasil analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif disajikan dalam 
bentuk tabel, numerik, grafik, dan narasi dengan verifikasi dan tetap mem­
perhatikan kesesuaian data yang terkumpul. Analisis data kualitatif meng
ikuti empat langkah berurutan sebagaimana bagan di bawah ini.



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

8

Bagan 1. 
Tahapan Penelitian

1.6.4 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kementerian/lembaga yang mempu­
nyai kaitan dengan pendanaan perubahan iklim di Indonesia seperti BKF 
Kemenkeu, KLHK, BPDLH, BPDPKS, dan PT SMI. Berbagai lembaga ini 
dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan merupakan institusi resmi 
yang diketahui mengelola dokumen/informasi dan program mengenai 
pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Dokumen/informasi pendanaan 
tersebut dihimpun melalui berbagai instrumen di sejumlah sektor seper­
ti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa 
lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan. Do­
kumen/informasi tersebut akan ditriangulasi dengan data-data yang terse­
dia di laman resmi UNFCCC dan lainnya. 

BPDLH dapat menerima hibah dan pinjaman serta menyalurkan ber­
sama dengan beberapa instrumen ekonomi lainnya. Pengelolaan dana 
oleh BPDLH diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/
PMK.05/2020 yang meliputi penghimpun dana, pemupukan dana, dan penya
luran dana. Selain itu, dana yang dihimpun dapat bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah 
serta sumber dana lainnya yang sah. Selain BPDLH, juga terdapat BPDPKS 
dan PT SMI yang mengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

1.6.5 Tahapan dan Waktu Pengumpulan Penelitian

Pelaksanaan penelitian lapangan dan penulisan laporan dilaksanakan seki­
tar enam bulan, mulai Juli-Desember 2023. 

1.6.6 Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada kementerian/lembaga yang mengelola 
dana perubahan iklim di Indonesia yaitu KLHK, Kemenkeu, BKF Kemenkeu, 
BPDLH, BPDPKS, dan PT SMI (Persero).

Pengelolaan dana perubahan iklim tersebar di beberapa kementerian/lem­
baga dan pemerintah daerah. Hingga saat ini, belum ada data terpadu yang 
komprehensif memotret seluruh dana yang masuk ke Indonesia. Memang su­
dah terdapat BPDLH sebagai lembaga pengelola dana lingkungan hidup, teta­
pi BPDLH belum dapat mengurus ke lima sektor perubahan iklim.

1

4

2

3

Pengumpulan Data

Verifikasi Data

Pemilahan Data

Penyajian Data

Pengumpulan data melalui studi 
literatur dan wawancara

Penelitian diverifikasi dengan 
menyusun kesimpulan atas data 
yang dihasilkan

Data dan temuan penelitian dipilah, 
diringkas, dan diklasifikasi untuk men­
jawab pertanyaan penelitian

Data disajikan dalam bentuk narasi, 
tabel, grafik dan elemen grafis 
lainnya
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Secara organisasional, BPDLH masih muda umurnya di mana efektif 
berjalan pada tahun anggaran 2021. Meski dibentuk tahun 2019, persiapan 
kelengkapan struktur dan kelembagaan baru lengkap tahun 2020. 

Dalam kurun waktu penelitian, narasumber yang dapat ditemui adalah 
Staf Khusus Kementerian LHK, Staf Khusus Kementerian Keuangan, Direksi 
BPDLH, dan Anggota Pengawas BPDLH. Sedangkan permintaan data pene­
litian melalui surat formal tidak mendapat respon dari lembaga/kementeri­
an yang dituju. Kesulitan pengumpulan data primer membuat para peneliti 
memutuskan penelitian akan banyak menggunakan data-data dari sumber 
sekunder seperti dokumen, buku-buku, website dan lain-lain.

1.7	 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Aturan Hukum Mengenai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim 

Banyaknya regulasi terkait perubahan iklim menunjukkan besarnya komit­
men Indonesia dalam memenuhi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim sejak 1994, Protokol Kyoto 2004, 
hingga Persetujuan Paris 2016. Beberapa aturan terkait pengelolaan dana 
lingkungan hidup antara lain:

Tabel 1. 
Aturan Hukum Mengenai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim

Tahun Peraturan Penjelasan

2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Mengatur aktivitas sistematis dan terpadu 
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup yang melipu­
ti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum

2011 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RANPEGRK)

Kadaluwarsa, perlu diperbarui

2011 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 
Nasional

Acuan bagi seluruh instansi pemerintah dan 
daerah dalam melakukan penurunan emisi gas 
rumah kaca

2011 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar 
Negeri dan Penerimaan Hibah

Mengatur tata cara pengadaan pinjaman luar 
negeri dan penerimaan hibah yang dapat digu­
nakan untuk pendanaan lingkungan hidup

2014 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang 
Panas Bumi

Mengatur sumber energi panas yang terkand­
ung di dalam air panas, uap air, serta batuan 
bersama mineral ikutan dan gas lainnya

2012 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 
tentang Rencana Aksi Nasional Perubahan 
Iklim 2013-2020

Kadaluwarsa dan sudah direvisi dengan 
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2012

2014 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pres­
iden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana 
Aksi Nasional Perubahan Iklim 2013-2020

Mengesahkan Statute of the International Re-
newable Energy Agency (Statuta Badan Energi 
Terbarukan Internasional) yang dideklarasikan 
di Bonn, Jerman, pada tanggal 26 Januari 2009

2014 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Energi Nasional

Mengatur mengenai Kebijakan energi nasional 
merupakan kebijakan pengelolaan energi 
yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berke­
lanjutan, dan berwawasan lingkungan guna 
terciptanya kemandirian energi dan ketahanan 
energi nasional
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Tahun Peraturan Penjelasan

2016 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Paris Agreement to The United Na-
tions Framework Convention on Climate Change

Penetapan Paris Agreement menjadi Undang-
Undang mengatur tentang mekanisme 
pendanaan perubahan iklim

2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi 
Perubahan Iklim

Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah dae­
rah dalam menyusun aksi adaptasi perubahan 
iklim dan mengintegrasikan dalam rencana pem­
bangunan suatu wilayah dan/atau sektor spesifik

2017 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Memberikan mandat kepada pemerintah 
untuk membentuk Badan Layanan Umum dana 
lingkungan, termasuk dana perubahan iklim

2017 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata 
Kelola REDD+, 

Memberikan mandat agar dana REDD+ dikelola 
oleh Badan Layanan Umum (BLU)

2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 72 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan 
dan Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengen­
dalian Perubahan Iklim

Mengatur pelaksanaan pengukuran, 
pelaporan dan verifikasi aksi dan sumber daya 
pengendalian perubahan iklim

2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 73 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan 
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Mengatur penyelenggaraan dan pelaporan 
inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

2017 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 
tentang Penunjukan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sebagai K/L Pembina 
Pengintegrasian Pembangunan Berkelanjutan

Mengatur secara umum tentang pengelolaan 
dana lingkungan hidup

2017 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 679 Tahun 2017 tentang 
Pemantauan Implementasi Kontribusi yang 
Ditetapkan Secara Nasional (NDC)

Mengatur tahapan pemantauan implementasi 
Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional 
(NDC)

2018 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak 
Perubahan Iklim

Mengatur mekanisme penilaian kerentanan, 
risiko, dan dampak perubahan iklim

2018 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 
Tentang Penetapan Dana Lingkungan Hidup 
dan Pengelolaannya

Menyatakan bahwa Badan Layanan Umum 
untuk mengelola dana lingkungan, termasuk 
pendanaan REDD+

2018 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2018 
tentang Rencana Induk Pembangunan Rendah 
Karbon Nasional 2015-2030

Mengatur secara teknis tata cara pengelolaan 
dana lingkungan hidup

2019 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 
tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian 
Perubahan Iklim 2020-2030

Mengatur tentang mekanisme pemanfaatan 
nilai ekonomi karbon untuk pendanaan 
perubahan iklim

2019 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana 
Lingkungan Hidup

Mengatur organisasi tata laksana pada BPDLH

2019 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 779/
KMK.O5/2019 tentang Penetapan Badan Pe
ngelola Dana Lingkungan Hidup pada Kemen­
terian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah 
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum

Memberikan wewenang kepada BPDLH untuk 
menggunakan modalitas BLU untuk Dana 
Lingkungan

2020 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 ten­
tang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pem
bangunan Rendah Karbon Nasional 2015-2030

Mengatur tentang tata cara penatausahaan 
dana lingkungan hidup

2021 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko

Mengatur perizinan berusaha berdasarkan 
tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan 
perizinan berusaha berbasis risiko

2021 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 ten­
tang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon un­
tuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetap­
kan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas 
Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Mengatur tentang penyesuaian mekanisme 
pemanfaatan nilai ekonomi karbon untuk 
pendanaan perubahan iklim

2023 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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1.7.2 Sumber Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Strategi pendanaan perubahan iklim di Indonesia mulai digagas sejak Protokol 
Kyoto tahun 1997 yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 
2004. Strategi pendanaan perubahan iklim dibangun dengan asumsi bahwa 
kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim harus diatasi dengan mengoptimalkan 
sistem pendanaan iklim, mulai dari sumber pendanaan, lembaga pendanaan 
dan mekanismenya serta lembaga penerima pendanaan untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang ingin dicapai dan sasaran yang ditetapkan. 

Upaya yang dilakukan sebagai strategi pendanaan mitigasi dan adapta­
si iklim meliputi peningkatan diversifikasi sumber pendanaan, penguatan 
kapasitas lembaga keuangan, dan penguatan kapasitas pemangku kepen­
tingan dalam mengakses pendanaan. Pemerintah Indonesia telah meng­
ambil sejumlah kebijakan yang membuka peluang untuk meningkatkan di­
versifikasi sumber pendanaan baik dari sumber nasional maupun internasi­
onal—publik dan swasta. Di tingkat nasional, peluang untuk mengoptimal­
kan anggaran negara dijajaki, misalnya dengan menggunakan instrumen 
green sukuk atau obligasi hijau dan instrumen penetapan harga karbon. 
Selain itu, Indonesia terus memobilisasi sumber keuangan internasional 
melalui jalur bilateral, regional, dan multilateral, termasuk pembayaran 
berbasis hasil REDD+ berdasarkan Perjanjian Paris, hibah, serta sumber dan 
mekanisme potensial lainnya (KLHK, 2021).

Pasal 16 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 
Tahun 2017 menyebutkan bahwa sumber pendanaan REDD+ berasal dari: 
a.	 Hibah
b.	 Kerja sama/pembayaran program atau kegiatan yang berbasis kinerja 

(result-based payment)
c.	 Anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau
d.	 Sumber lainnya yang sah. 

Dalam berbagai literatur, secara umum dikenal ada dua sumber pen­
danaan perubahan iklim yakni pendanaan luar negeri dan pendanaan da­
lam negeri. Pendanaan dalam negeri dibedakan berdasarkan asal dari: (1) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Be­
lanja Daerah,dan (2) Swasta yang berasal dari perbankan, green bonds, cor-
porate social responsibility, filantropi, dan lain-lain. Pendanaan luar negeri 
dapat bersumber dari berbagai kerja sama multilateral dan bilateral melalui 
hibah, pinjaman, dan bantuan teknis, dapat berasal dari lembaga internasi­
onal atau filantropi seperti United Nations Development Programme, The 
Green Climate Fund, Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia, Uni 
Eropa, United States Agency for International Development (USAID), Ja­
pan International Cooperation Agency (JICA), dan lain-lain. 

1.7.2.1 Pendanaan dari Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara 
Global Network Week yang diadakan oleh Universitas Indonesia dengan 
topik Indonesia’s Policies and Strategies to Embrace an Inclusive and Green 
Recovery menyatakan “Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah 
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dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kual­
itas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, ser­
ta pembangunan rendah karbon. 

Untuk itu, anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN. 
88,1% di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai 
modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Komitmen Indonesia 
mengurangi emisi karbon tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 
Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di 
Indonesia, sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan 
internasional pada tahun 2030.7

Pemerintah juga memperkuat instrumen kebijakan pengendalian dampak 
perubahan iklim melalui pajak karbon. Pajak karbon diterapkan untuk me
ngendalikan emisi karbon di Indonesia yang cukup tinggi yang rencananya 
akan menyasar sektor pembangkit listrik tenaga uap batubara mulai 2024. 
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah empat kali menerbitkan Sukuk Hijau 
Global hingga US$3,5 miliar. Pemerintah juga telah menerbitkan Sukuk Hi­
jau Ritel selama dua kali dalam kurun waktu 2018-2020 dengan total Rp6,9 
triliun. Sukuk hijau adalah surat berharga negara syariah yang mengede­
pankan pembayaran program ramah lingkungan. 

Optimalisasi berbagai peluang tersebut perlu didukung dengan siner­
gi, integrasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik di tingkat 
nasional maupun di tingkat daerah melalui kolaborasi kebijakan, program, 
dan pendanaan. Pemerintah kemudian melaksanakan Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 
(BPDLH) Tahun 2022 dengan tema Penguatan Aksi Bersama untuk Pendanaan 
Lingkungan Hidup Berkelanjutan pada tanggal 21-22 Desember 2022. Sejumlah 
strategi dibahas baik pengurangan emisi di sektor kehutanan, energi sumber daya 
mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri sampah atau limbah, 
transportasi, pertanian, kelautan, serta perikanan. Dalam kesempatan itu Presiden 
RI Joko Widodo menekankan agar dana BPDLH dialokasikan pada kegiat
an-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik urusan 
pengelolaan sampah, konservasi flora-fauna, rehabilitasi hutan mangrove, 
rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut.

1.7.2.2 Pendanaan dari Luar Negeri

Berdasarkan Indonesia Second Biennial Update Report (KLHK, 2018) Pemer­
intah Indonesia telah menerima pendanaan perubahan iklim dari berbagai 
negara dan agensi pembangunan. Untuk periode tahun 2015-2016, yang 
diterima mencapai US$1,86 miliar. Dari jumlah itu, sebesar 99% untuk aksi 
mitigasi atau US$1,85 miliar. Sebagian besar dukungan keuangan dalam 
bentuk pinjaman lunak dan jumlah kecil berbentuk hibah. Sektor yang ban­
yak menerima dukungan keuangan adalah energi dan sektor transportasi. 
Kedua sektor ini menerima lebih dari 97%. 

7Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, HM.4.6/131/SET.M.EKON. 
3/3/2022. “Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mening-
katkan Kesejahteraan Sosial”, Jakarta, 14 Maret 2022.
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Sumber dana dari luar negeri dikenal ada yang berupa bantuan institusi 
bilateral dan institusi multilateral. Pada awal program pendanaan perubah­
an iklim, Indonesia mengembangkan kemitraan dengan delapan negara 
mitra (Jepang, Kanada, Denmark, Swedia, Inggris, Australia, Jerman dan 
Amerika Serikat) dan beberapa organisasi internasional antara tahun 1997 
dan 2016 (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2009; DFID, 2016; Pemerintah 
Norwegia, 2010; Manning dan Diermeen, 2000; Adger et al., 2003). Ma
yoritas pendanaan perubahan iklim secara bilateral yang diterima Indone­
sia berasal dari Norwegia, yang mengumumkan perjanjian bilateral menge
nai pengurangan deforestasi senilai ￡781 juta pada tanggal 26 Mei 2010 
(RFN, 2010 dikutip dari Gracia Paramitha, 2022).

Pada periode tahun 2015-2016, tercatat berdasarkan sumber dana, dari 
bilateral perjanjian dengan Jepang sebesar US$885,11 juta (48%), diikuti oleh 
ADB sekitar US$403 juta (22%), oleh Jerman (KfW Development Bank, Deut­
sche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) sekitar 
US$215 juta (12%) dan oleh Prancis sekitar US$124,6 juta (6,7%). Dukungan 
keuangan dari Jepang adalah mitigasi perubahan iklim investasi khususnya 
transportasi, pengelolaan energi dan limbah. Jerman menyediakan keuangan 
dukungan untuk energi, transportasi, kehutanan dan sektor limbah. Pran­
cis memfokuskan dukungan untuk program energi yang berkelanjutan dan 
inklusif. Green Climate Fund untuk pengurangan emisi pada 2014-2016 se­
besar 20 juta ton setara CO2 senilai US$103,8 juta.8

Upaya elaborasi berbagai keputusan penting forum internasional seper­
ti G20 Indonesia 2022 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (COP 27) terus 
dilakukan pemerintah untuk menggalang pendanaan lingkungan hidup. Pelu­
ang pendanaan tersebut dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia, 
terutama terkait target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) 
pada tahun 2030 melalui pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% dengan sum­
ber daya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.

1.7.3	Lembaga Pengelola Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Untuk lembaga pengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia yang 
umum dikenal adalah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 
Pemberitaan terkait kinerja BPDLH cukup massif. Pada 2018, Pemerintah 
membentuk BPDLH yang fungsinya adalah sebagai motor penggerak pem
biayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPDLH berstatus 
Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuan­
gan Nomor 779/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pe­
merintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU). BLU BPDLH memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Dana 
Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, 
perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, ke­
lautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Dasar BPDLH didirikan adalah bentuk komitmen Indonesia pada Paris 
Agreement untuk mencapai target pengurangan emisi dalam NDC sebesar 

8https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2627
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29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Proses 
pembentukan BPDLH merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan 
Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan 
Fiskal dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pemerintah menjamin seluruh dana yang diinvestasikan oleh mitra ke­
pada BPDLH akan dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertang­
gungjawabkan. Dana tersebut dapat diakses/dimanfaatkan oleh berbagai 
penerima manfaat seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 
masyarakat, dan perorangan untuk program peningkatan kualitas lingkungan 
hidup. Sejak Oktober 2019, dana yang telah dikelolanya mencapai US$968,6 
juta atau Rp14,52 triliun yang bersumber dari berbagai pihak. 

Dana yang dikelola selain bersumber dari dana APBN, juga berasal dari 
dana reboisasi, dana hibah dari Green Climate Fund untuk proyek REDD+, 
RBP, dana hibah dari Ford Foundation melalui program Community Based 
Program Dana TERRA, dana pinjaman dari Bank Dunia untuk program Pool-
ing Fund Bencana, Mangrove for Coastal Resilience, dana hibah Bank Dunia 
untuk program FCPF-Forest Carbon Facility Partnership Result Based Pay-
ment REDD+, Bio-CF for Initiative for Sustainable Forest Landscape Result 
based Payment REDD+. Diperkirakan potensi dana yang akan masuk men­
capai Rp24 triliun. 

Sebenarnya, selain BPDLH terdapat pula beberapa lembaga atau badan 
lain yang mengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Hal ini ber­
dasarkan penelusuran sumber dana, aksi program dan pemanfaatannya, 
tercatat lembaga pengelola lain seperti BPDPKS yang di bawah Kemen
terian Keuangan dan PT SMI dengan Sustainable Development Goals (SDG) 
Indonesia One. Sumber pendanaan PT SMI terkait penanganan perubah­
an iklim menggunakan standar regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017. 

Dalam Indonesia Second Biennial Update Report (2018) menyebutkan 
bahwa untuk upaya peningkatan energi terbarukan di sub sektor trans­
portasi dilakukan melalui program Biodiesel 30 (B30) yang pendanaannya 
diambil dari dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh BPDPKS. 
Menurut hitungan IBC, untuk periode 2015-2021, tercatat BPDPKS menge­
lola pendanaan sebesar Rp110 triliun untuk program B30.

BPDPKS mengelola insentif penyaluran biodiesel melalui program B30 
sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 
tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
beserta perubahannya yang kedua pada Peraturan Presiden Nomor 66 
Tahun 2018, serta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Ener
gi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka 
Pendanaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sumber dana insentif biodiesel berasal dari pungutan pajak ekspor 
dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit. Se­
lanjutnya, sebagian besar dana tersebut oleh BPDPKS dipergunakan 
sebagai insentif kepada perusahaan kelapa sawit atau perusahaan lain 
yang terlibat dalam perdagangan biodiesel dengan PT Pertamina. Ter­
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dapat persyaratan administrasi dan produk yang mesti memenuhi kua
litas yang ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Miner­
al Republik Indonesia.

Pada tahun 2022, Indonesia menyepakati pendanaan internasional un­
tuk transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Energy 
Transition Mechanism (ETM), dan Clean Investment Fund-Accelerated Coal 
Transition (CIF-ACT) sejumlah US$24,05 miliar. Pemerintah membentuk 
Platform Negara (Country Platform) yang berfungsi sebagai kerangka kerja 
untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk mempercepat tran
sisi energi nasional, dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial 
dan non-komersial secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menun­
juk PT SMI sebagai ETM Country Platform Manager dalam mengembang­
kan kerangka kerja pendanaan dan investasi untuk program ETM. PT SMI 
berkolaborasi dengan berbagai mitra institusi berupa mitra hibah, mitra 
pendanaan, mitra pengetahuan dan teknis, serta mitra investasi. 

1.8	 Tata Kelola yang Baik (Good Governance) 
Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Tata kelola yang baik (good governance) pada hakikatnya suatu konsep 
yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Keputusan tersebut 
sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan 
sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Governance bisa diartikan sebagai cara mengelola urusan–urusan pub­
lik. Bank Dunia dalam Mardiasmo (2004:23) memberikan definisi gover-
nance sebagai ”the way state power is used in managing economic and social 
resources for development of society”. Sedangkan United Nation Develop­
ment Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exer-
cise of political, economic, and administrative authority to manage a nations 
affair at all levels“.

Berikutnya, World Bank dan The Overseas Economic Cooperation Fund 
(OECF) dalam Rahardjo Adisasmita (2011:23) menyamakan arti good gover-
nance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, dan men­
jalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks 
(kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan. 
UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, 
meliputi: partisipasi, rule of law, transparansi, responsive, consensus orienta-
tion, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas dan strategic vision.

Tata kelola (governance) terkait erat dengan prinsip-prinsip dasar 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, 
dan akuntabilitas sebagai pilar utama. Istilah good governance sudah 
banyak dibedah dan dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin 
kesejahteraan nasional (national prosperity). Hal tersebut dapat ditempuh 
dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan 
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pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, 
korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.9

UNDP (1997) mengemukakan 8 (delapan) prinsip good governance yakni:
1)	 Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
2)	 Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness)
3)	 Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk 

mencapai consensus bersama
4)	 Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani
5)	 Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
6)	 Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum
7)	 Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses 

tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan 
ekonomi

8)	 Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui 
cara-cara yang adil dan inklusif.

Pengertian serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan 
negara yang baik, yakni:
1)	 Asas kepastian hukum
2)	 Asas tertib penyelenggaraan negara
3)	 Asas kepentingan umum
4)	 Asas keterbukaan
5)	 Asas proporsionalitas
6)	 Asas profesionalitas
7)	 Asas akuntabilitas

Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip good governance tersebut, 
kata kunci dalam tata kelola adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
dan koordinasi. Keempat prinsip kunci inilah kemudian umum digunakan 
sebagai dasar penilaian berdasarkan sisi landasan hukum, aktor dan im­
plementasinya. Koordinasi termasuk di dalamnya adalah identifikasi kebi­
jakan, bagaimana proses penyusunan kebijakan, efektivitas pelaksanaan, 
dan monitoring dan evaluasi. Adapun untuk prinsip yang selalu diutamakan 
adalah partisipasi semua pihak terutama untuk memantau dan mengawasi 
pelaksanaan proses sesuai ketentuan dan kepatutan yang ditentukan.

Untuk penilaian tata kelola dalam studi ini mengacu pada hasil kajian 
Tranparency International (TI) tahun 2022 yang berjudul “Corruption Free 
Climate Finance: Strengthening Multilateral Funds”. Metode TI tersebut me­
ngunakan penilaian atas variabel atau aspek mulai dari integritas, transpar­
ansi, akuntabilitas, dan metode identifikasi kebijakan yang masing-masing 
memiliki indikator tertentu. 

Literatur tentang tata kelola lingkungan global (global environmental 
governance) sangat banyak dan mencakup berbagai disiplin ilmu, tetapi 
relatif lebih sedikit yang berfokus langsung pada pendanaan perubahan 

9Michael D Mehta, “Good Governance”, dalam Mark Bevir, Encyclopedia of Governance, hal. 359-262
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iklim. Pencarian Web of Science untuk penelitian tata kelola keuangan iklim 
menunjukkan bahwa dari 73 artikel yang tersedia, yang pertama diterbit­
kan pada tahun 2009 dan jumlah publikasi terus meningkat, memuncak 
pada tahun 2019 dengan tahun 2020 siap melampaui tahun sebelumnya. 
Ini menunjukkan bahwa subjeknya cukup baru lahir dan berada pada tahap 
awal ekspansi cepat. Dalam urutan menurun, 49% dari catatan muncul da­
lam disiplin Studi Lingkungan, diikuti oleh Ilmu Politik (26%), dan seterusnya 
dalam Ilmu Lingkungan (23%), Ekonomi, dan Administrasi Publik (keduanya 
13%). Berbagai disiplin ilmu lain termasuk studi perkotaan, sosiologi dan 
geografi menampilkan 1-2 artikel tentang subjek tersebut. Studi lingkung
an secara inheren interdisipliner, menggambar dari berbagai bidang ilmu 
sosial dan alam.

Di Indonesia, literatur mengenai pendanaan perubahan iklim dan tata 
kelola belum banyak terutama menyangkut sumber pendanaaan/pem­
biayaan. Dalam penelitian ini, tata kelola lebih luas daripada lembaga pe­
merintah dan mencakup semua aktor dengan kekuatan pengambilan kepu­
tusan atau lebih luas pengaruh pengondisian pada pengaturan yang ada 
untuk mengelola aset, orang, atau sumber daya.
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BAB II 
PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM 

DI INDONESIA
“Salah satu modal yang belum ada untuk mengatasi masalah iklim 

adalah kehendak kolektif.”
(Al Gore, dalam bukunya Our Choice, 2009)

Perubahan iklim menjadi pembahasan yang menarik dewasa ini. Informasi 
yang tersedia dan dapat diakses publik masih kurang. Studi ini dilakukan 
untuk memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai perubahan iklim. 
Uraian berikut berusaha memberikan informasi dan penjelasan mengenai 
perubahan iklim, pendanaan perubahan ikllim dan tata kelola pendanaan 
perubahan iklim di Indonesia

2.1	 Kajian Literatur Pendanaan Perubahan Iklim 
di Indonesia 

Dalam penelitian ini, dilakukan kajian atau reviu atas beberapa buku dan 
laporan penelitian terkait pendanaan perubahan iklim di Indonesia yang 
sudah di publikasi. Dalam tabel 2 di bawah ini merupakan uraian singkat 
beberapa buku dan laporan penelitian untuk memberikan koridor umum 
dalam studi ini.

Tabel 2. 
Daftar Kajian Pustaka Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

No. Judul dan Sumber Dokumen Keterangan

1. Pendanaan Publik Untuk 
Pengendalian Perubahan Iklim 
Indonesia (2022) oleh Badan Kebijakan 
Fiskal, Kementerian Keuangan

Dokumen ini menyajikan data dan analisis mengenai 
pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim 
di Indonesia. Data tersebut mencakup besaran dana, 
sumber pendanaan, dan sektor penerima manfaat

2. Kebutuhan Pendanaan Perubahan 
Iklim di Indonesia (2021) oleh Pusat 
Kajian Ekonomi dan Kebijakan 
Perubahan Iklim, Universitas 
Indonesia

Studi ini mengestimasi kebutuhan pendanaan perubahan 
iklim di Indonesia sebesar US$100-150 miliar per tahun. 
Kebutuhan tersebut akan meningkat seiring dengan 
upaya pemerintah untuk mencapai target pengurangan 
emisi gas rumah kaca

3 Laporan Anggaran Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 
2018-2020 dan Penandaan Anggaran 
Perubahan Iklim pada 11 daerah, 
Diterbitkan tahun 2021, Kementerian 
Keuangan dan United Nations 
Development Programme (UNDP)

Laporan ini menyajikan data alokasi anggaran mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim yang dialokasikan 
pemerintah pusat dan daerah, serta tantangan dan 
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan 
transparansi pendanaan perubahan iklim
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No. Judul dan Sumber Dokumen Keterangan

4. Pemetaan Pendanaan Perubahan 
Iklim di Indonesia (2020) oleh Institute 
for Essential Services Reform (IESR)

Studi ini memetakan pendanaan perubahan iklim di Indo­
nesia dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri. Studi ini menemukan bahwa pendanaan per­
ubahan iklim di Indonesia masih belum optimal dan masih 
didominasi oleh sumber pendanaan luar negeri

5. Pendanaan Perubahan Iklim Melalui 
Mekanisme Pembiayaan Berbasis 
Pasar (2019) oleh Climate Policy 
Initiative (CPI)

Studi ini mengkaji potensi pendanaan perubahan 
iklim melalui mekanisme pembiayaan berbasis pasar 
di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa mekanisme 
ini memiliki potensi untuk menjadi sumber pendanaan 
perubahan iklim yang besar di Indonesia

6. Potensi Pendanaan Perubahan Iklim 
Melalui Dana Dari Sektor Swasta 
(2018) oleh Asian Development Bank 
(ADB)

Studi ini mengkaji potensi pendanaan perubahan iklim mela
lui dana dari sektor swasta di Indonesia. Studi ini menemu­
kan bahwa sektor swasta memiliki potensi untuk menjadi 
sumber pendanaan perubahan iklim yang besar di Indonesia

Beberapa poin penting dari hasil kajian atau publikasi tersebut: 
a.	 Kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia masih sangat be­

sar. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target 
pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri 
dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Untuk 
mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan pendanaan per­
ubahan iklim yang besar

b.	 Pendanaan perubahan iklim di Indonesia masih didominasi oleh sumber 
pendanaan luar negeri. Pada tahun 2022, pendanaan perubahan iklim di 
Indonesia berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri. Namun, sumber pendanaan luar negeri masih mendominasi, 
yaitu sebesar 63%

c.	 Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai 
pihak untuk meningkatkan pendanaan perubahan iklim. Pemerintah 
perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga donor internasional, 
sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pendanaan 
perubahan iklim di Indonesia.

2.2	 Gambaran Umum Pendanaan Perubahan Iklim

Penjelasan mengenai beberapa definisi dan pokok bahasan dalam studi 
ini diuraikan dalam bagian ini. Penjelasan yang dipaparkan menjadi acuan 
atau pijakan untuk memperoleh sudut pandang atau perspektif yang jelas 
mengenai hal-hal yang akan digali dalam bagian ini.

2.2.1 Perubahan Iklim 

Perubahan iklim menurut Enviromental Protection Agency (EPA) adalah 
perubahan iklim signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu yang 
ditandai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain se­
bagainya. Diketahui bahwa suhu bumi berubah satu derajat dalam tempo 
100 tahun terakhir. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka pan­
jang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti 
melalui variasi siklus matahari. 

Dalam regulasi Indonesia yang diterbitkan di tingkat Undang-Undang 
sampai peraturan menteri, perubahan iklim didefinisikan sebagai beru­
bahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas 
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manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global 
dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang ter
amati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Sebagai contoh dalam 
Perubahan iklim berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 ten­
tang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Perubahan iklim telah menjadi isu yang signifikan mengingat dampak 
yang menyebabkan masalah cukup besar bagi peradaban manusia, baik se­
cara perlahan maupun kejadian yang ekstrim. Kejadian ini tentu saja menye­
babkan kerugian dan kerusakan tidak hanya secara ekonomi—(pendapat
an dan aset fisik) namun juga non ekonomi (individu, masyarakat, dan 
lingkungan) (Loss and Damage Online Guideline, UNFCCC). Hal ini dibukti­
kan dengan kenaikan suhu global di atas 2 derajat pada tahun 2100 akan 
berdampak pada manusia, flora fauna, dan ekosistem (Reuters, 2021) yang 
berarti semua negara akan beresiko terkena dampak perubahan iklim, dan 
diperlukan adanya ambisi kolektif untuk aksi iklim yang merefleksikan NDC 
tiap negara sebagaimana ditetapkan oleh Persetujuan Paris (2015).

Sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama 
perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti 
batu bara, minyak dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan 
emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit Bumi, meng­
hasilkan panas matahari dan menaikkan suhu.

Banyak studi membuktikan bahwa isu perubahan iklim pada masa saat 
ini sudah menjadi sangat krusial. Salah satu dampak lingkungan dari per
ubahan iklim ini adalah peningkatan suhu permukaan bumi yang terjadi 
secara ekstrem. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) pada tahun 2013, dalam satu abad terakhir, terjadi perce­
patan pemanasan global akibat meningkatnya produksi gas rumah kaca 
(GRK) di atmosfer yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil serta 
aktivitas manusia lainnya seperti perubahan dan alih fungsi lahan. Laporan 
Khusus IPCC tentang Pemanasan Global 1,5°C pada tahun 2017 menyatakan 
bahwa suhu bumi saat ini telah meningkat sekitar 1°C dibandingkan pada 
masa pra-industri. IPCC (2014) dalam Budiarso (2019) memperkirakan bahwa 
pada tahun 2100 suhu di permukaan bumi akan meningkat sekitar 1,8-40 C 
dibandingkan rata-rata suhu di permukaan bumi pada tahun 1980-1999. 

Dari sisi kerugian atas dampak perubahan iklim, Thomson Reuters Founda­
tion (2020) memberikan estimasi kerugian sebesar US$8 miliar setiap hari. 
Jumlah tersebut berasal dari biaya pengobatan penyakit, ketidakmampuan 
untuk bekerja, dan kebutuhan akan peralatan medis. Menurut Loh dan Ste­
venson (2008), kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim mencapai 
5% dari GDP global per tahun. Lebih lanjut, dampak negatif perubahan iklim 
bukan hanya tidak dapat dibalik (irreversible) tetapi hanya dapat diminimal­
kan (Lohmann, 2006 dikutip dari Ade Bebi Irama, 2020).

Tren peningkatan suhu di Indonesia juga berada di angka yang cukup tinggi. 
Dalam laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (2020) 
menyebutkan bahwa dari tahun 1981-2018 tren kenaikan suhu di Indonesia ber
kisar pada 0,030 C setiap tahun. Mengacu pada Indeks Adaptasi Global Notre 
Dame (ND-GAIN, 2020) yang menjelaskan kerentanan sebuah negara akan pe­
rubahan iklim dengan kesiapannya untuk berubah, menempatkan Indonesia 
pada ranking 101. Ini menegaskan Indonesia berada dalam posisi rentan dan 
perlu mengubah struktur masyarakatnya lewat penguatan mitigasi dan aksi 
adaptasi untuk memungkinkan pembangunan yang tahan iklim. 
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Dalam konteks kebijakan iklim, Indonesia telah memperbaharui NDC se­
jak proses Persetujuan Paris (2015), yaitu Intended NDC (2015), NDC Perta­
ma (2016), NDC Diperbarui (Updated NDC, 2021), dan NDC Ditingkatkan (En-
hanced NDC, 2022). Walau telah diperbarui beberapa kali, kebijakan iklim 
Indonesia dianggap kurang ambisius. Pandangan ini sesuai dengan Climate 
Action Tracker (CAT) yang menjelaskan nilai Indonesia akan kebijakan iklim
nya masih sangat tidak memadai—yang artinya kebijakan dan komitmen 
iklim Indonesia tidak konsisten dengan ambang batas 1,5 derajat Persetu­
juan Paris dan justru menyebabkan kenaikan, bukan penurunan emisi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pu­
lau dengan dengan garis pantai sepanjang 54.720 km rentan dengan risiko 
perubahan iklim. Bahaya perubahan iklim adalah sifat perubahan Iklim 
yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan ter­
tentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, 
laju, frekuensi, dan peluang kejadian. Indoensia memiliki kerentanan tinggi 
terhadap bahaya perubahan iklim. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 
kerentanan terhadap perubahan iklim (climate change vulnerability index) 
oleh Yusuf dan Francisco (2009) sebagian besar wilayah Indonesia memi­
liki kerentanan yang cukup tinggi terhadap serangan bencana alam siklon 
tropis, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut 
dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Indonesia memiliki tutupan hutan yang cukup besar dan posisinya yang 
berada di garis katulistiwa memungkinkan Indonesia menjadi paru-paru 
dunia. Namun, deforestasi dan degradasi hutan selama ini menjadikan In­
donesia sebagai salah satu negara penyumbang gas emisi rumah kaca atau 
emisi karbon yang besar. Menurut data dari Global Carbon Project, Indone­
sia merupakan negara peringkat sepuluh penghasil emisi karbon terbesar 
di dunia, yaitu sekitar 1,69% dari total emisi dunia pada 2020. Deforestasi 
dan degradasi hutan terjadi melalui aktivitas penebangan hutan secara liar, 
kebakaran hutan, permintaan terhadap hasil hutan yang cukup tinggi baik 
skala lokal, nasional, maupun global, konversi lahan hutan menjadi lahan 
pertanian, perkebunan, pemukiman dan lain-lain (KLHK, 2017). 

Gambar 1. 
Peta Kerentanan Wilayah Indonesia terhadap Perubahan Iklim

Sumber: Yusuf dan Francisco (2009)
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Perubahan iklim di Indonesia berdampak pada perubahan temperatur dan 
tingkat curah hujan tahunan. Curah hujan diproyeksikan mengalami perubahan 
yang berarti meski perubahan tersebut tidak sama antar wilayah di Indone­
sia. Seperti dilansir oleh USAID (2017), curah hujan di Indonesia diestimasikan 
mengalami peningkatan, baik dalam hal intensitas (sekitar 2-7%) maupun 
frekuensi (3-23%) sampai dengan tahun 2050. Kenaikan temperatur dan curah 
hujan tahunan tersebut akan diikuti oleh peningkatan durasi gelombang panas 
(heat waves), hilangnya gletser di Papua, tertundanya monsun hingga 30 hari, 
musim kering yang relatif lebih panjang dua hari, serta kenaikan permukaan air 
laut antara 150-450 mm sampai dengan tahun 2056.

2.2.2 Penanganan Perubahan Iklim

Program penanganan atau pengendalian perubahan iklim secara umum 
dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi 
adalah upaya untuk mengurangi emisi GRK dalam rangka mengurangi 
risiko dampak dari perubahan iklim, sementara adaptasi merupakan upaya 
untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi yang disebabkan 
oleh perubahan iklim. Fokus dari program mitigasi perubahan iklim yaitu 
penurunan atau pengurangan emisi karbon, yang menjadi penyebab utama 
perubahan iklim, berdasarkan target tertentu pada sektor terpilih (OECD, 
2008). Sementara itu, fokus program adaptasi perubahan iklim terletak 
kepada upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin muncul akibat 
perubahan iklim (OECD, 2016 dikutip dari Ade Bebi Irama, 2020).

Menurut UNFCCC terdapat enam jenis GRK yang dapat menimbulkan pe­
manasan global, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), Nitrat Oksika 
(N20), Hidrofluorokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs), dan Sulfur Hek­
safluorida (SF6). Dari tiap GRK di atas memiliki potensi menimbulkan pe
manasan global atau Global Warming Potential (GWP) yang berbeda. GWP 
merupakan ukuran untuk membandingkan potensi GRK dalam proses pema
nasan global pada periode tertentu. Jangka waktu yang umum digunakan 
untuk menghitung GWP adalah 100 tahun. Dengan mengetahui GWP gas-gas 
penyebab polusi di atmosfer, para pihak dapat memperkirakan emisi yang 
dihasilkan dan membuat rencana pengurangan emisi GRK di seluruh sektor. 
Dalam penghitungan, GWP disetarakan dengan nilai potensi gas CO2. Meng
ingat jumlah CO2 di atmosfer dapat berubah-ubah, tergantung seberapa besar 
bahan bakar fosil yang dibakar oleh manusia untuk menghasilkan energi.

Tabel 3. 
Potensi Pemanasan Global

No. Jenis Gas Simbol GWP  (Periode 100 Tahun)

1 Karbon dioksida CO2 1

2 Metana CH4 25

3 Nitrat Oksigen N2O 298

4 Sulfat Heksaflourida (SF6) SF6 22-800

5 Hidroflurokarbon (HFC) HFCs 12-14.800

6 Perfluorokarbon (PFC) PFCs 7.390-17.340

Sumber: IPCC Fourth Asseessment Report (2007)
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Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa karbon dioksida yang menimbulkan 
pemanasan global (GWP) paling rendah dan karbon dioksida menyumbang 
sekitar 76% dari total emisi (berdasarkan data tahun 2015). Artinya, meng
acu pada tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa 1 ton metana di atmosfer 
memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih kuat daripada 1 ton karbon 
dioksida. Selanjutnya, gas berfluorinasi memiliki GWP yang lebih tinggi dan 
mampu bertahan lebih lama di atmosfer dibanding gas lainnya. Perfluo­
rokarbon, misalnya, memiliki kandungan bahan kimia yaitu CF4 dan C2F6 
yang masing-masing memiliki GWP sebesar 6.500 dan 9.200.

Grafik 1. 
Sektor Penyumbang GRK Global (dalam juta ton CO2e)

Sumber: 
Climate Watch. 
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Grafik 1 di atas menjelaskan bahwa emisi GRK disebabkan oleh zat-zat di 
atas yang sebagian besar dari sektor energi. Perubahan iklim di Indonesia 
berdampak pada ketersediaan air, manajemen risiko bencana, pembangun
an perkotaan, khususnya di wilayah pesisir, serta kesehatan dan gizi, dengan 
implikasi kemiskinan dan ketimpangan (ADB, 2021). Untuk menangani gas 
emisi karbon perlu adanya dukungan dan keseriusan dari multipihak mulai 
dari Pemerintah Pusat dan Daerah, perusahaan, masyarakat, pemerintahan 
luar negeri, lembaga donor bilateral dan multilateral, dan lain-lain. Sebagai 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia Indo­
nesia menandatangani Protokol Kyoto dan Paris Agreement tahun 2015. 

Salah satu pihak yang banyak terlibat dalam penanganan perubahan 
iklim adalah lembaga donor atau donor multirateral. Yang pada umumnya 
berbentuk lembaga keuangan internasional. Bank pembangunan multilat­
eral atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dibentuk untuk memban­
tu negara anggota dalam mencapai peningkatan kesejahteraan, keluar dari 
kemiskinan dan kelaparan, serta pembangunan yang berkelanjutan. 

Secara umum, muncul setelah Perang Dunia II, LKI hadir sebagai organisa­
si yang berperan untuk menstabilkan sistem keuangan global dan membantu 
negara-negara terdampak. Pemberian bantuan ditujukan khususnya bagi negara 
anggota yang berada pada golongan negara miskin dan berkembang. Ban­
tuan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan murah, hibah, 
bantuan teknik, pengetahuan dan penguatan kapasitas institusi dan kebi­
jakan. Saat ini, LKI berperan sebagai institusi yang membantu mendanai in­
frastruktur, energi, pendidikan, dan kelestarian lingkungan di negara-nega­
ra berkembang termasuk di dalamnya isu perubahan iklim.
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LKI besar, seperti World Bank (WB), International Bank for Reconstruc­
tion and Development (IBRD), Asian Development Bank (ADB), Islamic De­
velopment Bank (IDB) dan International Finance Corporation (IFC) sudah 
mampu mendapatkan pendanaan selain dari anggota, seperti memperoleh 
pinjaman dari pasar, negara/lembaga donor atau menerbitkan obligasi. 
Fondasi dukungan permodalan yang kuat dari negara anggota tetap di
butuhkan. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan peyaluran 
bantuan kepada negara yang membutuhkan, juga merupakan faktor yang 
berperan penting dalam memperoleh kepercayaan pasar dan pendanaan 
publik, serta menjadi pertimbangan dalam penentuan peringkat (rating) 
dari lembaga pemeringkat. 

Sejak disepakati Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 
2015, dunia internasional mengadopsi 17 target pembangunan berkelanjut
an, salah satunya mengatasi perubahan iklim, dengan tujuan leaving no one 
behind. Target ambisius SDGs sampai tahun 2030 memerlukan pendanaan 
yang cukup besar, dan upaya lebih dari sekedar business as usual untuk 
mencapainya. Berbicara soal keberlanjutan (sustainability), maka isu per­
ubahan iklim dan lingkungan ada dalam konteks ini sangat penting. 

Isu perubahan iklim selalu melekat dalam kebijakan apapun secara glo
bal dan kekinian. Ada beberapa hal yang menjadi bagian dari kerja sama da­
lam konteks ini di antaranya adalah peluang bisnis dan pertumbuhan baru 
yang membawa perspektif kuat tentang bagaimana memprioritaskan dan 
mendanai program climate-smart development termasuk melalui kemitraan 
mulitilateral dan bilateral.

2.2.3 Pendanaan Perubahan Iklim

Definisi pendanaan perubahan iklim adalah upaya untuk mendukung pelak­
sanaan seluruh kegiatan ketahanan iklim, baik kegiatan inti maupun pen­
dukung, untuk mencapai target ketahanan iklim. Sumber pendanaan meng­
acu pada sumber lokal, nasional, atau transnasional—diambil dari sumber 
pembiayaan publik, swasta, dan alternatif—yang berupaya mendukung 
aksi mitigasi dan adaptasi yang akan mengatasi perubahan iklim. Dalam arti 
luas, pendanaan perubahan iklim mengacu pada pendanaan lokal, nasional 
atau transnasional—ditarik dari sumber pendanaan publik, swasta, dan al­
ternatif—yang berupaya mendukung mitigasi dan tindakan adaptasi yang 
akan mengatasi perubahan iklim (UNFCCC 2021c). 

Standing Committee on Finance (SCF) UNFCCC merekomendasikan 
definisi operasional yang menyatakan bahwa pendanaan iklim yang men­
dukung langkah mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan gas ru­
mah kaca dengan tujuannya mengurangi kerentanan, dan mempertahan
kan dan meningkatkan ketahanan, manusia dan sistem lingkungan terha­
dap dampak negatif perubahan iklim (UNFCCC 2018). 

Dalam kajian ini perlu ditegaskan pengertian mengenai pendanaan dan 
pembiayaan. Pendanaan (fund) adalah jumlah uang yang disediakan oleh 
pemerintah atau organisasi perbankan internasional untuk mendukung 
komitmen menghadapi perubahan iklim. Adapun pembiayaan dapat diarti
kan biaya yang dikeluarkan dengan harapan ada output yang jelas terkait 
dana yang digunakan atau pembayaran balik dari dana yang dikeluarkan. 
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Dengan kata lain, pembiayaan (finance) adalah pengeluaran sejumlah uang 
yang diambil sebagai pinjaman atau bantuan yang harus dikembalikan dengan 
ketentuan atau kesepakatan.1 

Pembiayaan iklim menurut UNFCCC adalah pembiayaan lokal, nasional, 
atau transnasional—baik dari sumber pembiayaan publik, swasta, maupun 
inovasi—yang berupaya mendukung aksi mitigasi dan adaptasi yang akan 
mengatasi perubahan iklim. Nakhooda dkk (2014) menjelaskan pendanaan 
iklim yang mengacu pada sumber daya keuangan yang dimobilisasi untuk 
mendanai aksi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 
Adapun definisi menurut Gupta dkk (2014) adalah pembiayaan iklim secara 
lebih spesifik untuk negara berkembang sebagai sumber keuangan yang 
dialokasikan untuk mengatasi perubahan iklim secara global dan berfungsi 
sebagai aliran keuangan bagi negara berkembang untuk membantu mereka 
mengatasi perubahan iklim (Watson & Schalatsek, 2021) menjelaskan definisi 
pendanaan iklim sebagai sumber daya keuangan yang dimobilisasi oleh negara 
maju untuk mendanai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk 
komitmen pendanaan iklim publik oleh negara maju (Suroso dkk, 2022).

Penanganan perubahan iklim di Indonesia memerlukan biaya yang sangat 
besar. Pendanaan ketahanan iklim harus diinisiasi dan dimobilisasi agar dapat 
berkesinambungan dan secara efektif dan efisien Mengingat bahwa pen­
danaan ini penting dalam mendukung implementasi kegiatan dan mencegah 
kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim. Pendanaan ketahanan 
iklim yang dimaksud harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk 
mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan ketahanan iklim, baik kegiatan uta­
ma maupun penyangga, untuk mencapai target ketahanan iklim. 

Sampai saat ini terdapat dua sumber utama pendanaan untuk aksi mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam bukunya, Bappenas (2021) 
menyebutkan bahwa dua sumber utama pendanaan tersebut dapat berasal 
dari sumber pendanaan dalam negeri dan sumber pendanaan luar negeri.
1)	 Sumber pendanaan dari dalam negeri dapat berasal dari mekanisme peng­

alokasian APBN dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
2)	 Sumber pendanaan dari luar negeri dapat berasal dari pinjaman dan hi­

bah luar negeri, baik hibah langsung maupun hibah terencana. Pinjam
an dan hibah tersebut dapat diperoleh melalui skema kerja sama inter
nasional baik bilateral maupun multilateral, skema donor dari lembaga 
donor internasional, serta melalui skema dari akses pendanaan dari Ad­
aptation Fund, Global Environment Facility (GEF), Global Climate Fund 
(GCF), dan lain sebagainya. Selain kedua sumber tersebut, saat ini juga 
mulai banyak dikembangkan pembiayaan inovatif melalui penerbitan 
obligasi hijau dan/atau obligasi syariah hijau (green sukuk).

Dari dua sumber tersebut meliputi juga sumber dari swasta dan inovasi 
penggalangan dana publik baik dari luar negeri maupun di dalam negeri. 
Beberapa kegiatan yang bisa didukung pendanaannya antara lain: 
pembangunan infrastruktur, penerapan/aplikasi teknologi, peningkatan 
kapasitas masyarakat, dan bantuan pendanaan bagi masyarakat untuk 
dapat bertahan dari dampak perubahan iklim (adaptasi). 

1https://unfccc.int/topics/introduction-to-climate-finance
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2.3	 Komitmen Indonesia untuk Penanganan 
Perubahan Iklim

Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap perubahan 
iklim maka Indonesia aktif dalam upaya menanggulangi dampak perubah­
an iklim. Salah satu upaya partisipasi Indonesia mengendalikan perubahan 
iklim global adalah keterlibatan aktif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) terkait pengendalian perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan 
United Nations Framework on Climate Change Conference-Conference of 
The Parties (UNFCCC-COP). Hal ini dibuktikan dengan komitmen melaku­
kan kegiatan pembangunan Indonesia yang berketahanan iklim melalui 
Perjanjian Paris. 

Bagan 2. 
Linimasa Komitmen Indonesia dalam Perubahan Iklim

1994
Ratifikasi UNFCCC menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan United 
Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
bangsa mengenai Perubahan Iklim)

1995 UNFCCC-COP1 Berlin menghasilkan komitmen Negara-negara industri dan menghasilkan “Berlin 
Mandate”

1996 UNFCCC-COP2 di Jenewa, Swiss menyepakati 10 butir deklarasi Jenewa (Geneve Declaration)

1997 UNFCCC-COP3 menghasilkan Protokol Kyoto. Target negara-negara industri untuk 
mempersiapkan langkah-langkah positif dalam menurunkan emisi CO2 dan GHG lainnya

1998 UNFCCC-COP4 di Buenos Aires menghasilkan Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yaitu rencana dua 
tahun untuk menyelesaikan perangkat praktis implementasi Konvensi

1999 UNFCCC-COP5 di Bonn tidak menghasilkan kesimpulan besar.

2000 UNFCCC-COP6 di Den Haag negosiasi dalam modalities of the Kyoto Protocol

2001 UNFCCC-COP7 di Marakes, pembahasan teknis secara rinci mengenai “Bonn Agreement” terkait 
Protokol Kyoto yang disebut “Marrakech Accords”

2002
UNFCCC-COP8 di New Delhi, menghasilkan Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and 
Sustainable Development dan New Delhi work programme dalam aspek pendidikan, training dan 
public awareness

2003 UNFCCC-COP9 di Milan, menindaklanjuti keputusan kegiatan afforestasi dan reforestasi di bawah 
skema Clean Development Mechanism (CDM)

2004
•	UNFCCC-COP10 di Buenos Aires menghasilkan Buenos Aires Programme of Work on Adaptation and 

Response Measures
•	Ratifikasi Protokol Kyoto Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004

2005 UNFCCC-COP11 Montreal menghasilkan rancangan aksi Montreal (Montreal Action Plan) dan Strategic 
Long-Term Cooperative Action

2006
UNFCCC-COP12 di Nairobi melaporkan 189 negara dari total anggota UN (191 negara), dan 
European Community (EU) bergabung dalam Konvensi (164 negara dan EU bergabung dalam 
Protokol Kyoto). COP12 tetapkan Five Year Programme of Work on Impacts, Vulnerability and 
Adaptation to Climate Change

2007 UNFCCC-COP13 di Bali, Indonesia menghasilkan menghasilkan Bali Action Plan salah satunya REDD+

2008 UNFCCC-COP14 di Poznan, Polandia menindaklanjuti Bali Action Plan

2009

•	UNFCCC-COP15 Kopenhagen menghasilkan Copenhagen Accord 
•	Indonesia mengajukan kedaulatan terkait adaptasi
•	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
•	Indonesia mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Mandat utama PT SMI (1) 

Memberikan manfaat dan berkontribusi kepada masyarakat melalui tindakan sadar sosial dan 
ekonomi (2) Mempromosikan eberlanjutan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
dan mitigasi perubahan iklim

2010 UNFCCC-COP16 di Cancun, Meksiko menghasilkan Perjanjian Cancun (Cancun Agreement)

2011 UNFCCC-COP17 di Durban, Afrika Selatan menghasilkan Durban Platform

2012 UNFCCC-COP18 di Doha, Qatar menghasilkan Doha Climate Gateway (DCG) Peraturan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2013-2020
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2013

•	UNFCCC-COP19 di Warsawa, menghasilkan 7 keputusan lebih mendetail terkait aspek-aspek 
REDD+ antara lain, pendanaan, koordinasi dan institusi, REL/RL, MRV, NFMS, drivers of defor-
estation and degradation, safeguards, dan sistem informasi safeguards (SIS).

•	Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RANPEGRK)

•	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah 
Kaca Nasional

•	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar 
Negeri dan Penerimaan Hibah

2014

•	UNFCCC-COP20 di Lima, Peru menghasilkan Lima Call for Climate Action secara aklamasi
•	Penerbitan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API)
•	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
•	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2013-2020
•	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
•	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Menyebutkan mengenai 

penghimpunan dana usaha perkebunan

2015

•	UNFCCC-COP21 di Paris menghasilkan Decision 1/ CP.21 on Adoption of the Paris Agreement
•	Kesepakatan Paris dalam COP 21 pada 2015 di Paris yang ditandatangani 170 negaramengaskan 

bahwa setiap negara berupaya memitigasi perubahan iklim, mencegah agar penaikan suhu 
global tidak sampai 2 derajat celsius pada 2100 nanti melalui pengurangan emisi karbon. 
Kesepakatan tersebut efektif berlaku mulai 2020

•	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan peraturan ini dibentuk BPDPKS untuk mendorong 
pembangunan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui pengelolaan dana yang prudent, 
transparan, dan akuntabel

2016

•	UNFCCC-COP22 di Marakes menghasilkan standar normatik pada The Paris Agreement ke 
dalam pelbagai strategi yang implementatif

•	Menandatangani Perjanjian Paris pada 22 April 2016. 
•	Ratifikasi Perjanjian Paris menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016
•	Indonesia menjadi salah satu dari 55 negara pertama yang meratifikasi Perjanjian Paris

2017
•	UNFCCC-COP23 di Bonn, Jerman menghasilkan “Role Book 2018” berisi inventarisasi kemjuan global
•	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
•	Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sebagai K/L Pembina Pengintegrasian Pembangunan Berkelanjutan

2018

•	UNFCCC-COP24 di Katowice, Polandia menghasilkan Katowice Cilmate Package. Katowice 
Climate Package adalah sebuah Rulebook untuk implementasi Paris Agreement

•	Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dana Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaannya. Mneyebutkan tentang lembaga pengelola pendanaan perubahan iklim yaitu 
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

•	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Rendah 
Karbon Nasional 2015-2030

2019

•	UNFCCC-COP25 di Madrid, Spanyol menyepakati peningkatan target pengurangan emisi gas rumah 
kaca. Pembahasan tentang masalah pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk membantu 
mereka beradaptasi dengan dampak iklim dan kebijakan kontroversial tentang pasar karbon di 
dalam buku peraturan Perjanjian Iklim Paris

•	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim 
2020-2030

•	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana 
Lingkungan Hidup

2020
•	RPJMN 2020-2024 dengan agenda nasional berupa membangun lingkungan hidup 

meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
•	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 91 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Rendah Karbon Nasional 2015-2030

2021

•	UNFCCC COP26 Glasgow di Glasgow, Skotlandia menghasilkan the Glasgow Climate Pact 
-	 komitmen dari setiap pihak untuk mencapai target iklim yang lebih ambisius 
-	 perlunya Transparansi dan Pelaporan. 
-	 COP26 adalah pertemuan pertama yang mengevaluasi hasil dari Persetujuan Iklim Paris pada 2015

•	Indonesia menyampaikan update NDC dan LTS-LCCR 2050
•	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 

untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

2022

•	UNFCCC-COP27 di di Sharm El Sheikh, Mesir menghasilkan kesepakatan mekanisme pendanaan baru 
untuk kerugian dan kerusakan (loss & damage) kepada negara-negara miskin atau berkembang yang 
rentan dan mengalami kerugian akibat perubahan iklim

•	Indonesia menjadi tuan rumah G20
•	Indonesia berkomitmen melaksanakan JETP

2023
•	COP28 di Abu Dhabi menyepakati transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi, dengan cara 

yang adil, teratur dan merata
•	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Sumber: Diolah Konsorsium OCFI dari berbagai sumber, 2023
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Komitmen Pemerintah Indonesia menurunkan emisi GRK tertuang dalam 
Dokumen NDC sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris. Dalam Pasal 4 paragraf 2 
Perjanjian Paris mewajibkan setiap negara pihak untuk menyusun, meng­
komunikasikan, dan mempertahankan serangkaian NDC yang berisi komit­
men iklim yang akan mereka capai. Pada dokumen awal, First Nationally 
Determined Contribution disebutkan bahwa target penurunan emisi Indo­
nesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari BAU dan upaya sendiri dan sam­
pai dengan 41% dengan bantuan internasional. 

Terdapat 5 sektor dalam program perubahan iklim di Indonesia yakni:
1.	 Energi dan transportasi
2.	 Limbah, 
3.	 Industrial Process And Product Uses (IPPU), 
4.	 Pertanian; dan 
5.	 Kehutanan dan penggunaan lahan.

Indonesia bertanggung jawab atas dokumen NDC dan Biennial Update Re-
port (BUR) negara-negara yang menjalankan komitmen mitigasi dan adap­
tasi perubahan iklim di dunia. Indonesia terakhir mengirimkan Enhanced 
NDC pada tanggal 23 September 2022 dan BUR ke-3 pada tanggal 20 De­
sember 2021. Selanjutnya upaya kolektif mitigasi di tingkat nasional dan 
sub nasional dituangkan dalam peta jalan NDC.

Target penurunan emisi GRK Indonesia hingga tahun 2030 adalah sebe­
sar 29% (unconditional atau tanpa dukungan dari berbagai pihak di dunia) 
dan 41% (conditional atau dengan dukungan dari berbagai pihak di dunia). 
Pemerintah Indonesia memerlukan sumber daya anggaran dalam jumlah 
yang sangat besar untuk dapat melakukan aksi mitigasi dan adaptasi untuk 
menurunkan emisi GRK tersebut.

Sesuai dokumen NDC, pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim 
dibagi menjadi lima sektor. Kelimanya adalah kehutanan dan lahan, perta­
nian, energi dan transportasi, limbah serta proses industri dan penggunaan 
produk. 

Bagan 3. 
Target Penurunan Emisi GRK Indonesia hingga Tahun 2030

Sumber: Dokumen awal Nationally Determined Contribution

Komitmen Pemerintah Indonesia selanjutnya diwujudkan dengan mengin­
tegrasikan urgensi perubahan iklim sebagai agenda pembangunan ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-
2024. Dan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi. Pemerintah Indone­
sia menetapkan Ketahanan Iklim sebagai bagian dari agenda prioritas dalam 
RPJMN 2020-2024, yaitu pada Prioritas Nasional Ke-6 “Membangun Lingkung
an Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. 

target 
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dan s/d 
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Target yang dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024 adalah penurunan 
potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim di tahun 2020 se­
besar 0,34% dan 1,15% di tahun 2024. Target ini diharapkan dapat dicapai 
melalui empat strategi, yaitu perlindungan kerentanan pesisir dan sektor 
kelautan, peningkatan ketahanan air, peningkatan ketahanan iklim pada 
sektor pertanian, dan perlindungan kesehatan dari dampak iklim. Komit­
men ini sebenarnya sudah konkrit dan dibuktikan dalam penyusunan APBN 
yang mengalokasikan sekitar 7-11% dari APBN untuk perubahan iklim. 

NDC sangat penting karena mewakili rencana investasi yang didukung 
secara politik di bidang-bidang penting yang memiliki potensi tidak hanya 
untuk mencapai tujuan penanganan perubahan iklim sekaligus mendorong 
pembangunan berkelanjutan. Misalnya, 100% NDC yang didukung oleh Cli-
mate Promise UNDP mempunyai target atau kebijakan energi, 90% mencakup 
sektor pertanian. Pemenuhan target-target ini tidak hanya mengatasi krisis 
iklim juga diharapkan dapat membantu memenuhi prioritas pembangunan 
sebagai contoh: akses terhadap energi atau ketahanan pangan. 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara APEC Economic Leaders’ 
Informal Dialogue and Working Lunch yang mengangkat tema “Sustainabil-
ity, Climate and Just Energy Transitions” yang digelar di Moscone Conven­
tion Center, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 16 November 
2023 menyatakan terdapat tiga hal penting yang harus menjadi fokus kerja 
sama APEC dalam isu perubahan iklim. 

Pertama, bahwa APEC harus mewujudkan transisi energi yang ber
keadilan, kolaborasi yang setara, saling menguntungkan, dan sejalan de
ngan Dokumen Bangkok tentang BCG Economy dan Prinsip Transisi Energi 
yang adil. Kedua, bahwa APEC harus memastikan akses setiap ekonomi 
pada teknologi hijau yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern. Hal 
tersebut dapat dilakukan melalui transfer teknologi, pembangunan kapa­
sitas, dan akses terhadap mineral kritis. Ketiga, bahwa APEC harus men­
dorong mekanisme pembiayaan inovatif melalui sinergi dan kemitraan 
yang melibatkan partisipasi swasta serta dukungan lembaga keuangan 
internasional. “Skema JETP (Just Energy Transition Partnership) dan Ener-
gy Transition Mechanism dapat jadi model yang dapat diperluas jangkauan
nya,” menurut Presiden Joko Widodo.2

2.3.1 Aksi Mitigasi dan Upaya Adaptasi Untuk Pencapaian Target NDC

Strategi pencapaian target NDC dilakukan meliputi aksi mitigasi dan upaya 
adaptasi adalah sebagai berikut:
A.	 Aksi Mitigasi untuk Pencapaian Target NDC

1.	 Sektor Energi
a.	 Efisiensi Penggunaan Energi Final
b.	 Pemanfaatan Clean Coal Technology-CCT
c.	 Produksi Listrik EBT
d.	 Penggunaan bahan bakar nabati-BBN (Mandatory B30) pada 

Sektor Transportasi
e.	 Penambahan Jaringan Gas
f.	 Penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas -SPBG.

2https://setkab.go.id/presiden-jokowi-paparkan-tiga-hal-penting-dalam-isu-perubahan-iklim/
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2.	 Sektor Kehutanan
a.	 Penurunan deforestasi (secara umum masih berada dalam ske­

ma REDD+)
b.	 Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, 

di hutan alam (penurunan degradasi) maupun di hutan tanaman 
(secara umum masih berada dalam skema REDD+)

c.	 Rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030
d.	 Restorasi 2 juta ha gambut pada 2030.

3.	 Sektor Limbah
a.	 Pengelolaan limbah padat
b.	 Pengelolaan limbah cair industri
c.	 Pengeloaan limbah cair domestik
d.	 Peningkatan penerapan land fill gas (LFG) recovery dari 2010-2030 

dalam pengelolaan TPA
e.	 Peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui pengom­

posan dan 3R (kertas)
f.	 Peningkatan persentase PLTSa/RDF (Refuse Derived Fuel).

4.	 Sektor IPPU (industrial processes and product use)
a.	 Industri semen melaksanakan aksi mitigasi melalui pengurangan 

“clinker to cement ratio” (blended cement)
b.	 Peningkatan efisiensi industri ammonia melalui optimasi pemanfa

atan gas bumi (feedstock) dan CO2 recovery pada primary reformer.
c.	 Penambahan aksi mitigasi lainnya seperti CO2 recovery, improve-

ment process pada smelter, dan pemanfaatan besi bekas (scrap) 
pada industri besi dan baja serta sisa klaim IPPU (PFCs) dari CDM 
aluminum smelter.

5.	 Sektor Pertanian
a.	 Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah
b.	 Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air
c.	 Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas
d.	 Perbaikan suplemen pakan.

B. Upaya Adaptasi untuk Pencapaian Target NDC
1.	 Ketahanan Ekonomi

a.	 Pertanian dan perkebunan berkelanjutan
b.	 Pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi
c.	 Penurunan deforestasi dan degradasi hutan
d.	 Konservasi lahan
e.	 Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan
f.	 	Perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi.

2.	 Ketahanan Sosial dan lifelihood
a.	 Meningkatkan kapasitas kapasitas adaptasi dengan membangun 

sistem peringatan dini
b.	 kampanye kesadaran publik secara luas dan program Kesehatan 

masyarakat
c.	 Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat di dalam 

proses perencanaan lokal untuk mengamankan akses kepada 
sumberdaya alam utama

d.	 Meningkatkan secara cepat program kesiap siagaan menghadapi 
bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana

e.	 Identifikasi wilayah sangat rentan di dalam perencanaan dan 
tata guna lahan
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f.	 	Peningkatan permukiman masyarakat, penyediaan kebutuhan 
dasar dan pembangunan prasarana tahan iklim

g.	 Pencegahan dan resolusi konflik.
3.	 Ketahanan Ekosistem dan Lanskap

a.	 Konservasi dan restorasi ekosistem
b.	 Perhutanan sosial
c.	 Perlindungan kawasan pesisir
d.	 Pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi
e.	 Kota berketahanan iklim. 

KLHK (2017) membuat laporan yang menjabarkan Strategi Pencapaian Tar­
get dalam NDC yaitu mengusulkan sembilan strategi yang bisa diterapkan 
oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai dan mengimplementasikan 
target-target dalam dokumen NDC. Laporan KLHK tersebut menyebutkan:
1.	 Pengembangan ownership dan komitmen semua pihak, baik Kemen­

terian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat sipil, 
lembaga keuangan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait

2.	 Pengembangan kapasitas, baik dalam bentuk penguatan kelembagaan 
maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia

3.	 Enabling Environment, yaitu mengidentifikasi serta menyusun peraturan 
perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim

4.	 Penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi dengan berbagai 
sektor atau pelaku terkait

5.	 Kebijakan Satu Data Gas Rumah Kaca, yakni berupa Sistem Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas Dan Trans­
paran (SIGN SMART), Sistem Registri Nasional (SRN), dan aplikasi lainnya

6.	 Penyusunan kebijakan, rencana, dan program (KRP) intervensi, mulai 
dari mitigasi hingga adaptasi

7.	 Penyusunan guidance implementasi NDC yang dapat menjadi panduan 
bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi, serta 
riviu target NDC

8.	 Implementasi NDC yang berdasarkan KRP yang telah disusun, dan
9.	 Pemantauan dan reviu NDC.

Strategi pencapaian target NDC perlu dilengkapi dengan strategi pendana­
an pencapaian agar target NDC segera terpenuhi (KLHK, 2019). Strategi pen­
danaan yang dapat ditempuh untuk mencapai target NDC, lihat bagan 4.

2.4	 Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di 
Indonesia

Pendanaan perubahan iklim memegang peran penting dalam penanganan 
dampak perubahan iklim. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar 
bagi masyarakat dan berpengaruh pada kemakmuran dan pembangunan. 
Pemerintah Indonesia telah melakukan beragam komitmen mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim. Namun, tindak lanjut berbagai regulasi, komit­
men, target, dan strategi masih belum optimal. 

Berdasarkan asesmen Climate Action Tracker tahun 2022, Indonesia 
masih berada pada tingkat highly insufficient dalam aksinya menjawab tan­
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tangan dampak iklim. Sementara sumber Indonesia terkait pendanaan un­
tuk mencapai target NDC msih mengandalkan dari APBN. Penurunan emisi 
dengan sumber APBN (bussines as usual) hanya tercapai 29%. Penurunan 
emisi akan mencapai 41% dengan bantuan internasional. Lihat bagan 5.

Bagan 5. 
NDC dan Pendanaan Perubahan Iklim

Nationally Determined Contribution (NDC)
Penurunan emisi 29% (business as usual) & 41% (bantuan internasional)

Tantangan Pendanaan Hijau Cukup Besar

Sumber Pendanaan

APBN

•	 Mekanisme penganggaran K/L
•	 Insentif fiskal (tax holiday, tax 

allowance, pembebasan PPN 
untuk barang modal, PPH DTP 
geothermal, pembebasan bea 
impor barang modal)

•	 Dana alokasi khusus

Internasional

•	 Global Environment Facility 
(GEF)

•	 Green Climate Fund (GCF)
•	 Bilateral agency
•	 Lembaga Multilateral
•	 Dsb.

Non APBN

•	 Skema PPP
•	 Swasta murni
•	 Green bond
•	 Green sukuk
•	 Kredit Usaha Rakyat

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

2.4.1 Kebutuhan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Kebutuhan pendanaan iklim untuk Indonesia adalah sekitar Rp33,12 triliun 
hingga Rp173,19 triliun (KLHK, 2020). Dalam skenario mitigasi Perencanaan 
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) optimis, total investasi yang dibutuhkan 
Indonesia adalah sebesar Rp6.638,72 triliun (setara dengan 34,6% GDP) untuk 
periode 2020-2024 atau setara dengan Rp325,62 triliun per tahun (BKF, 2020).

	 Peningkatan alokasi APBN/APBD dan mengoptimakan 
monitoring dengan budget tagging;

	 Peningkatan bantuan keuangan pusat ke daerah;
	 Pemanfaatan dana desa;
	P emberlakuan carbon tax;
	 Mendorong terbentuknya dana jangka panjang untuk perubahan 
iklim misalnya energi terbarukan dan efisiensi enargi;

	 Pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri;
	P enerbitan green bank/sukuk;
	 Mobilisasi sumber dana masyarakat seperti filantropi dan CSR.

	 Peningkatan dukungan perbankan dengan produk inovatif 
(bunga murah, jangka panjang, mekanisme de-risking dan 
skema project finance);

	 Pengembangan insentif finansial untuk mendorong investasi 
swasta;

	 Mendorong skema pinjaman daerah;
	 Mendorong skema KPBU termasuk pemanfaatan fasilitas 
viability fund dan availlability payment;

	 Mengembangkan skema penjaminan kredit untuk badan usaha.

	 Pengembangan badan layanan umum terkait isu perubahan iklim;
	 Mendorong kerja sama lembaga keuangan nasional dengan 
lembaga keuangan internasional;

	 Mendorong terciptanya skema pembiayaan inovatif dari lem­
baga keuangan;

	 mendorong kerja sama dan pemanfaatan dana dari platform 
pendanaan internasional seperti CCF, CTF, GEF, dll.;

	M endorong sinergi pendanaan dengan skema blended finance;

Peningkat­
an dan Di­
versifikasi 
Sumber 
Dana

Pengem­
bangan 
Kapasitas 
Institusi 
Penyalur 
Pendana­
an

Peningkat­
an Kapasi­
tas Pelaksa­
naan Kegiat­
an untuk 
Menerima 
Pendanaan

UU 32/2009 tentang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Ling­

kungan Hidup

PP 46/2017 ten­
tang Instrumen 

Ekonomi Lingkung­
an Hidup

Perpres 77/2018 
tentang Penge­

lolaan Dana Ling­
kungan Hidup

PMK 137/2019 ten­
tang Struktur dan 
Tata Kelola BLU 

Dana Lingkungan 
Hidup

Badan Pengelola 
Dana Lingkungan 

Hidup (LH Fund)

St
ra


tegi


 P

endanaan









 P

encapaian






 Targe





t

 N
D

C

Sumber: KLHK, 2019

Bagan 4.
Strategi Pendanaan Pencapaian Target NDC
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Sedangkan dalam NDC disebutkan bahwa kebutuhan pendanaan peru­
bahan iklim Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp3.779 triliun. Artinya, 
setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 tri­
liun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11% APBN 2022. Menteri Keuangan 
menyatakan bahwa ketersediaan pendanaan iklim masih jauh dari kebutuhan. 
Indonesia hanya mampu menggelontorkan rata-rata sebesar Rp89,6 triliun 
per tahun atau 3,9% dari alokasi APBN. 

Besaran ini dikonfirmasi oleh United Nations Environment Programme (UNEP). 
UNEP menghitung kebutuhan biaya adaptasi perubahan iklim bagi negara 
berkembang mencapai US$140-300 miliar dollar per tahun pada tahun 2030. 
Kebutuhan ini akan meningkat menjadi US$280-500 miliar pada 2050. Dari 
APBN, pada tahun 2020 alokasi sebesar Rp77,81 triliun. Sebelumnya pada ta­

Kebutuhan Pendanaan Peru-
bahan Iklim

Komitmen Indonesia di­
turunkan ke dalam agenda 
tiap sektor. Komitmen terse­
but memiliki konsekwensi 
pembiayaan yang tidak 
sedikit

Estimasi Biaya Mitigasi Perubahan Iklim
Referensi Ruang Lingkup Estimasi Biaya/Dampak

Second Biennial 
Update Report, 
KLHK (2018

Biaya mitigasi perubahan 
iklim untuk mencapai NDC

Biaya mitigasi akumulatif 
mencapai Rp 3.461 triliun 
hingga 2030

Roadmap 
NDC Mitigasi 
Indonesia, 
KLHK (2020)

Miaya mitigasi perubahan 
iklim untuk mencapai NDC 
(menggunakan pendekat­
an biaya aksi mitigasi)

Biaya mitigasi akumulatif 
dari tahun 2020-2030 men­
capai Rp 3.779 triliun (Rp 
343,6 triliun per tahun)

Diperlukan kebijakan  untuk memastikan 
kebutuhan pendanaan  dapat terpenuhi

Kebutuhan Pembiayaan Mitigasi 
Perubahan Iklim per Sektor

Sektor
Second Biennial
Update Report

(Rp triliun)

Roadmap NDC
Mitigasi (Rp 

triliun)
Kehutanan 77,82 93,28
Energi dan 
Transportasi

3.307,20 3.500,00

IPPU 40,77 0.92
Limbah 30,34 181,40
Pertanian 5,16 4,04

Total 3.461,31 3.779,63

Sumber: Second Biennal Update Report (2018) & Road-
map NDC Mitigasi (2020)

Sumber: “Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Pe­
rubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” 
oleh Kemenkeu, 2023
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Bagan 6. 
Kebutuhan Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia hingga Tahun 2030
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hun 2018 dan tahun 2019, pemerintah menganggarkan Rp132,47 triliun dan 
Rp97,66 triliun. Pendanaan untuk mitigasi belum menjadi perhatian sebagian 
negara yang menyampaikan NDC. Kebutuhan pendanaan adaptasi perubahan 
iklan secara umum hanya 30% dari kerugian akibat perubahan iklim.

The Low Carbon Development Initiative (LCDI) menyebutkan bahwa 
transformasi perekonomian Indonesia untuk mencapai net-zero memerlukan 
perubahan dalam investasi yang sudah ada dan pendanaan baru yang signifikan. 
Biayanya akan mulai sekitar US$20 miliar per tahun pada tahun 2021-2022 (sekitar 
Rp291 triliun) dan rata-rata US$150-200 miliar (Rp2,2-2,9 kuadriliun) per tahun un­
tuk periode 2021-2030 (yaitu 3,4-4,5% PDB pada periode tersebut). Pada tahun 
2031-2040, kebutuhan investasi akan meningkat menjadi US$700 miliar-$1 trili­
un per tahun (7,1-9,8% PDB); pada tahun 2041-2050, jumlahnya akan mencapai 
US$1,3-1,6 triliun per tahun (6,6-7,5% PDB); dan pada tahun 2051-2070, sebesar 
US$2,1-2,2 triliun per tahun (3,4% PDB) (Bappenas, 2021).

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya ke
uangan publik yang terbatas dalam mendukung penanganan perubahan iklim 
(IESR, 2022). Secara umum, sumber dana perubahan iklim merupakan pen­
danaan yang bersumber dari publik, swasta, dan sumber-sumber pendanaan 
alternatif baik pada lingkup nasional, regional, maupun internasional dalam 
mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta keduanya. Sum­
ber-sumber pendanaan iklim digunakan secara inovatif dan inklusif sehingga 
memberikan manfaat langsung dan jaminan jangka panjang untuk semua pi­
hak. Lebih jauh, pendanaan iklim juga akan mendukung agenda Tujuan Pemba­
ngunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Pendanaan ketahanan iklim yang 
dikelola pemerintah Indonesia berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 

2.4.2 Sumber Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Disebutkan bahwa dana perubahan iklim dapat berasal dari berbagai sumber, 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pendanaan dalam negeri 
antara lain APBN/APBD, dana pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri, 
dan dana hibah dari lembaga donor dalam negeri. Sumber pendanaan luar 
negeri antara lain dana pinjaman dari lembaga keuangan internasional, dana 
hibah dari lembaga donor internasional, dan dana dari mekanisme pembiayaan 
perubahan iklim. Terkait pengelolaan dana dari luar negeri diperlukan country 
platform. Dalam konteks ini yang ditunjuk untuk mewadahi dana perubahan 
iklim adalah BPDLH, BPDPKS dan PT SMI melalui SDG Indonesia One.

Sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia dapat diuraikan seba­
gai berikut:3

a.	 Dana APBN. Dalam upaya mencapai target pengurangan emisi gas ru­
mah kaca, pemerintah menargetkan pendanaan perubahan iklim akan 
mencapai 20% dari total belanja pemerintah pada 2030

b.	 Dana pinjaman/utang: Berasal dari lembaga keuangan internasional, 
seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Develop­
ment Bank (IsDB). Dana pinjaman/utang ini biasanya digunakan untuk 
membiayai proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan 
pembangkit listrik tenaga surya atau rehabilitasi hutan

3https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda/media/files/publications/6qda-juknis.pdf
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c.	 Dana hibah/bantuan: Berasal dari lembaga donor internasional, seperti Pe­
merintah Amerika Serikat, Pemerintah Jepang, dan Pemerintah Jerman. 
Dana hibah/bantuan ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek-
proyek yang berskala lebih kecil, seperti pengembangan pertanian 
yang adaptif terhadap perubahan iklim atau mitigasi risiko kesehatan

d.	 Mekanisme pembiayaan perubahan iklim: Merupakan instrumen pem­
biayaan yang dirancang untuk mendukung upaya pengendalian perubah
an iklim. Mekanisme pembiayaan perubahan iklim ini antara lain Clean 
Development Mechanism (CDM), Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation Plus (REDD+), dan International Climate Fund (ICF).

Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai cara untuk memenuhi ke­
butuhan pendanaan iklim. Beberapa di antaranya adalah mengusahakan 
dukungan dana dari negara lain, lembaga atau pihak swasta, serta sejum­
lah inovasi pendanaan lainnya. Misalnya, dalam program Penurunan Emi­
si dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD+, Indonesia berhasil 
mendapatkan dana senilai 103,78 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun 
dari Green Climate Fund (GCF). GCF adalah lembaga internasional yang di
bentuk UNFCCC pada 2010 untuk menyalurkan pendanaan iklim bagi ne
gara-negara berkembang. Pendanaan tersebut didapatkan Indonesia dari 
skema pembayaran berbasis hasil karena Indonesia berhasil menurunkan 
angka deforestasi.

Dalam program REDD+, Indonesia menandatangani kesepakatan den­
gan Pemerintah Norwegia pada 2010. Dalam kesepakatan itu, Pemerintah 
Norwegia sepakat untuk memberi dukungan dana senilai satu miliar dollar 
AS atau sekitar Rp14,26 triliun untuk melakukan moratorium penebangan 
hutan. Akan tetapi, kesepakatan tersebut berakhir pada September 2021 
karena kendala implementasi kesepakatan.

KLHK menyatakan bahwa kinerja pengurangan emisi GRK melalui REDD+ 
telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pem­
bayaran berbasis kinerja atau result-based payment (RBP). Indonesia men­
jadi negara yang menerima pembayaran paling besar dengan total komit­
men US$439,8 juta, dengan telah menerima pembayaran US$279,8 juta.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan pendanaan untuk sembilan 
proyek yang telah disetujui oleh GCF. Dua di antaranya adalah Proyek Bus 
Rapid Transit di Semarang dan Geothermal Resource Risk Mitigation.

Seiring dengan bertambahnya program dan pendanaan iklim Indone­
sia, pemerintah pun merespons dengan membentuk badan atau lembaga 
yang mengatur aliran pendanaan perubahan iklim. Untuk kepentingan 
GCF, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mewakili Kementerian Keuangan menja­
di otoritas nasional (National Designated Authority-NDA). BKF bertanggung 
jawab merancang dan mengatur kebijakan fiskal yang berkaitan dengan 
pendanaan iklim.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pendanaan ketahanan iklim, kajian 
ini akan mengulas tentang sumber pendanaan (dalama negeri dan luar 
negeri), bentuk pendanaan (pinjaman lunak atau komersil, hibah dan jamin
an), sektor peruntukkan (kehutanan dan penggunaan lahan, energi dan 
transportasi, IPPU, limbah dan pertanian) dalam kurun waktu 2008-2020. 
Detailnya adalah sebagai berikut:
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2.4.2.1 Pendanaan dari Dalam Negeri

Pendanaan dalam negeri menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Indo­
nesia memasukkan unsur penanganan perubahan iklim ke dalam kebija­
kan fiskal dan melakukannya dengan masif dan progresif. Kemenkeu telah 
mengembangkan sistem penandaan anggaran iklim untuk anggaran pemer­
intah daerah dalam rangka kegiatan perubahan iklim. Hal ini disampaikan 
Direktur Utama BPDLH Dr. Joko Tri Haryanto (07/07/2023) mengenai pen­
andaan anggaran iklim dari sumber daya APBN bertujuan untuk memantau 
dan mengevaluasi alokasi APBN dan efektivitas kegiatan. Penandaan ang­
garan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kegiatan iklim 
kepada masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam pendanaan anggaran 
iklim adalah lembaga pemerintah yang memiliki sumber daya APBN. Setiap 
lembaga/instansi pemerintah harus menandai semua program, kegiatan, 
dan keluaran iklim ke dalam situs web Kementerian Keuangan.

Indonesia masih memiliki kesenjangan keuangan (financial gap) yang 
besar untuk memenuhi target kebutuhan pendanaan terkait perubahan 
iklim. Untuk itu diperlukan dukungan pendanaan yang sangat besar untuk 
meningkatkan ketahanan iklim di Indonesia.

Bagan 7. 
Pengembangan Kebijakan Fiskal dan Pendanaan Iklim di Indonesia
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Sumber: NDC Partnership, 2021

Walaupun Indonesia membutuhkan pendanaan yang besar untuk perubahan 
iklim dari berbagai sumber termasuk dari swasta dan korporasi, Pemerintah 
tetap menyiapkan rambu-rambu pada sektor dan pelaku ekonomi melalui kla­
sifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan penge
lolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan 
iklim. Upaya pemerintah disebut Taksonomi Hijau.4

4Otoritas Jasa Keuangan (2020). ‘Taksonomi Hijau di Indonesia Edisi 1.0.’
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Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan keuangan berkelan­
jutan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang 
dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025) untuk men­
dukung komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Menurut OJK, sek­
tor keuangan dapat berperan sebagai katalis untuk mempercepat pene­
rapan aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan. 
Sektor jasa keuangan membutuhkan pemahaman yang sama mengenai 
kegiatan usaha melalui Taksonomi Hijau. 

OJK meluncurkan Taksonomi Hijau pada Januari 2022. Penyusunannya 
berdasarkan sektor prioritas yang tertuang dalam Nationally Determined 
Contribution (NDC) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 
60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang 
Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

Keberadaan Taksonomi Hijau di Indonesia dilandasi oleh adanya kebu­
tuhan standardisasi mengenai definisi dan kriteria hijau, kebutuhan moni-
toring secara berkala dalam implementasi penyaluran kredit/ pembiayaan/
investasi ke sektor hijau yakni untuk mendorong pembiayaan iklim dan 
pembangunan berkelanjutan, serta kebutuhan penyempurnaan pelaporan 
yang dilakukan oleh industri jasa keuangan.

Taksonomi Hijau tidak hanya berfokus pada sektor/kegiatan ekonomi 
yang dikategorikan hijau, tapi disusun secara struktural berdasarkan Klasifi­
kasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang juga mencakup sektor/ke­
giatan usaha yang belum terklasifikasi ke dalam kategori hijau. Bahkan Tak­
sonomi Hijau juga tetap membuka ruang untuk sektor/kelompok/kegiatan 
usaha yang belum tercantum di KBLI sesuai klarifikasi dari Kementerian/
Lembaga (K/L) terkait. Dalam penyusunannya, telah mengklasifikasikan ke­
giatan/sektor ekonomi ke dalam tiga kategori.

Klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori, 
yaitu:
1.	 Hijau: Kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan 

kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata 
kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di 
tingkat nasional ataupun tingkat internasional.

2.	 Kuning: Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang ba­
tas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukur­
an serta dukungan praktik terbaik lainnya.

3.	 Merah: Kegiatan usaha tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning 
dan/atau hijau.

Berdasarkan dokumen Taksonomi Hijau, OJK bersama delapan K/L ter­
kait telah mengkaji 2.733 sektor dan sub sektor. Sebanyak 919 dapat dipe­
takan pada sub sektor/kelompok/kegiatan usaha (KBLI) dan terklarifikasi 
mengenai ambang batasnya oleh kementerian teknis terkait. Dari 919 sub 
sektor/kelompok/kegiatan usaha tersebut, terdapat 904 yang belum dapat 
dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau (terdapat prasyarat 
yang harus dipenuhi terlebih dahulu). Sementara 15 lainnya dapat masuk 
secara langsung sebagai kategori hijau (OJK, 2022). 
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OJK sedang merevisi Taksonomi Hijau Edisi 1.0 pada tahun 2023 dengan 
nama baru, yakni “Taksonomi Berkelanjutan Indonesia”. Taksonomi Berke­
lanjutan Indonesia merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang men­
dukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang 
mencakup ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.5 

Perubahan taksonomi tersebut dilandasi berbagai perkembangan ter­
kini terkait inisiatif keuangan berkelanjutan. Beberapa di antaranya ada­
lah agenda berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs Indonesia, 
transisi energi yang menjadi salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 
tahun 2022 maupun sebagai Keketuaan ASEAN tahun 2023, penerbitan Un­
dang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguat
an Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan mandat bahwa pem­
biayaan berkelanjutan mencakup juga pembiayaan transisi, dan penerbit
an ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) oleh ASEAN Taxonomy 
Board (ATB) untuk mendorong transisi energi diantaranya melalui upaya 
penghentian penggunaan batu bara (coal phaseouts) yang dimasukkan da­
lam ATSF (OJK, 2023).

Taksonomi ASEAN merupakan suatu sistem yang inklusif dan kredibel 
untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di ka­
wasan. Taksonomi ASEAN disusun dengan mempertimbangkan standar 
taksonomi yang sudah ada namun tetap mempertimbangkan kondisi dan 
kebutuhan negara-negara ASEAN yang beragam. Untuk itu, Taksonomi 
ASEAN disusun dengan pendekatan multi-tier yang memiliki dua elemen 
utama, yakni Foundation Framework yang berisi tentang prinsip-prinsip 
umum yang digunakan untuk menilai aspek sustainable dari suatu kegiat­
an ekonomi dan Plus Standards yang berisi definisi dan kriteria lebih lanjut, 
termasuk kriteria kualifikasi dan benchmark, bagi kegiatan ekonomi dan 
investasi hijau.

Penyusunan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia berfokus pada NDC-re-
lated sector dan akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada tahun 
2023 untuk fokus sektor energi. Adapun aktivitas di sektor energi terbagi 
ke dalam dua kelompok, yaitu:
1.	 Aktivitas pembangkitan tenaga listrik, transmisi dan distribusi, penun­

jang ketenagalistrikan.
2.	 Pertambangan dan penggalian serta penunjang pertambangan dan peng

galian.

2.4.2.2 Pendanaan dari Luar Negeri

Dukungan sumber pendanaan internasional telah diserukan dalam Pasal 3 
Protokol Kyoto dan Pasal 9 Perjanjian Paris bahwa para pihak yang memiliki 
sumber daya yang lebih baik agar dapat memberikan bantuan kepada 
negara-negara yang memiliki kerentanan terhadap bahaya perbahan iklim. 
Selain itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan 
untuk memahami dan menilai kebutuhan keuangan negara, dan memahami 
bagaimana pendanaan ini dapat dimobilisasi secara optimal. 

5Otoritas Jasa Keuangan (2023). Draft Taksonomi Berkelanjutan Indonesia Versi 1.0.
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Pada Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 atau COP 26 di Glasgow, Skot­
landia, pada November 2021, Indonesia menekankan keseriusan dalam 
pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia melakukan aksi nyata 
dengan memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Poin 
utama di COP 26 adalah menagih komitmen negara-negara maju dalam wujud 
dana 100 miliar dollar AS per tahun 2020 untuk diberikan kepada negara mis­
kin dan berkembang. Pada akhirnya, komitmen tersebut berhasil disepakati 
kembali dalam Pakta Iklim Glasgow.

Pada COP 27 yang berlangsung November 2022 di Mesir, komitmen 
baru menggantikan skema US$100 miliar dengan menyinergikan dampak 
perubahan iklim dalam berbagai kebijakan fiskal ekonomi. Instrumen kebijak
an pendanaan iklim dari luar negeri di Indonesia merupakan green bonds 
dengan tujuan utama mendorong akses keuangan, menyediakan penda
naan jangka panjang, dan mengurangi biaya modal. 

Hasil COP 27 merupakan reformasi terhadap arsitektur keuangan global 
agar lebih selaras dengan tujuan iklim. Ide utama untuk mengubah mandat 
bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia dan lembaga keuangan 
internasional, seperti Dana Moneter Internasional, guna memastikan aliran 
pendanaan yang lebih besar ke proyek transisi energi dan adaptasi dengan 
planet yang memanas. 

Salah satu hasil COP 27 adalah dua kesepakatan pendanaan Just Ener-
gy Transition Partnership (JETP) diumumkan untuk Vietnam dan Indonesia 
atas upaya menghapus emisi batu bara. Afrika Selatan juga mendapat per­
setujuan akhir dari para donornya atas rencana JETP senilai US$8,5 miliar 
dan Indonesia akan menyusun kesepakatan yang lebih besar lagi senilai 
US$20 miliar untuk beralih dari batu bara.

Mekanisme pendanaan untuk ketahanan iklim dapat melalui angga­
ran pemerintah maupun mekanisme lain seperti, mekanisme UNFCCC 
(berdasarkan konvensi dan perjanjian) atau di luar UNFCCC. Pendanaan 
ketahanan iklim yang mendukung kegiatan prioritas nasional pada Ren­
cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Ren­
cana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), diarahkan melalui 
mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pem­
bangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 
pusat dan daerah. Dalam SPPN, pendanaan dapat bersumber dari alokasi 
pendanaan dalam negeri dan dukungan pendanaan luar negeri. 

Pendanaan perubahan iklim internasional di Indonesia, begitu kom­
pleks mengingat setiap donor atau entitas pendanaan memiliki struktur, 
aturan, dan tingkat kerumitan yang berbeda (Prakarsa, 2023). Sebagian be­
sar berupa pembiayaan dan pinjaman/hutang. Sumber utama pendanaan 
yaitu pendanaan multilateral dan bilateral, pendanaan MDB (bank pemba­
ngunan multinasional), filantropi swasta, dan lembaga keuangan berdasar­
kan mandat internasional. Hal ini mengisi kesenjangan pendanaan yang 
diperlukan negara-negara berkembang untuk mencapai Perjanjian Paris, 
misalnya, mendirikan badan-badan baru untuk menurunkan dan mencair­
kan dana. 
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Alur pendanaaan perubahan iklim dapat dijelaskan dalam bagan 8 di 
bawah ini.

Bagan 8. 
Alur Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia dari Luar Negeri
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Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke 28 (COP 28) di Dubai, Uni Emirat 
Arab salah satu hasilnya adalah pendanaan kehilangan dan kerusakan 
(loss and damage fund) bagi negara berkembang yang rentan terdampak 
perubahan iklim. Tuan rumah memberikan bantuan dana sebesar US$100 
juta, disusul Jerman dengan nominal yang sama, Uni Eropa 225 juta euro, 
Inggris 60 juta pound, Amerika Serikat US$17 juta, dan Jepang US$10 juta.

Beberapa entitas lain menggunakan entitas nasional atau lokal yang 
masih ada sebagai sub-strukturnya, sehingga memungkinkan entitas 
tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Misal
nya, lembaga pembiayaan iklim internasional seperti GCF (menyalurkan 
dananya melalui Entitas Terakreditasi (AE). Perlu diketahui bahwa Entitas 
Terakreditasi dapat berupa lembaga publik, sektor swasta, lembaga swa­
daya masyarakat, lembaga pemerintah, bank pembangunan nasional, bank 
komersial, atau lembaga keuangan lainnya. Entitas dapat menyalurkan 
pendanaan iklim dari saluran lain. 

Dengan mempertimbangkan kompleksitas struktur pendanaan perubah­
an iklim, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga pusat dan ter­
padu untuk menyalurkan dana melalui berbagai instrumen dan sumber ke 
proyek dan kegiatan tertentu hingga ke tingkat masyarakat lokal. Badan ini 
secara khusus didirikan mengingat semakin besarnya kebutuhan dan po­
tensi sumber dana yang terkait dengan perubahan iklim. Badan ini meru
pakan Environmental Fund (IEF) di Indonesia. Badan ini berbeda dengan 
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang berbentuk lembaga per­
walian dana, berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang disebut BPDLH.

Instrumen kebijakan pendanaan iklim dari luar negeri di Indonesia salah sa­
tunya merupakan green bonds dengan tujuan (1) mendorong akses keuangan, 
(2) menyediakan pembiayaan jangka panjang, dan (3) mengurangi biaya 
modal. Selain Indonesia, negara lain menerapkan instrumen ini adalah Chi­
na, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.
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Berdasarkan target NDC, hingga tahun 2023, Indonesia termasuk nega­
ra yang mengelola dana perubahan iklim relatif besar di wilayah Asia Timur 
dan Pasifik. 

Grafik 2. 
10 Negara Tersebar Penerima Bantuan Pendanaan Perubahan Iklim 

di Asia Timur dan Pasifik (2003-2020)
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2.4.2.3 Pendanaan dari Swasta dan Korporasi

Pendanaan swasta berasal dari lembaga perbankan, green bonds, CSR, 
filantropi, dan lain-lain. Diketahui bahwa bahwa partisipasi swasta da­
lam pendanaan iklim belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam hal 
ini, BKF Kemenkeu melakukan kajian dan reviu kebijakan tentang penye­
diaan lingkungan pendukung untuk mendorong keterlibatan swasta dalam 
proyek adaptasi perubahan iklim (Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan 
Multilateral, 2021). Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dalam 
studi BKF, jenis pelaku sektor swasta yang dapat terlibat dalam proyek 
adaptasi perubahan iklim berkisar dari Perusahaan Multinasional (MNC) 
hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Partisipasi swasta dalam pendanaan perubahan iklim saat ini terus di­
dorong oleh OJK melalui penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2014) 
dan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berke­
lanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitor Efek, dan Perusahaan Publik. 
Indonesia telah menerbitkan 17 obligasi hijau, sosial dan keberlanjutan senilai 
US$7,7 miliar. Penerbitan obligasi hijau Pada tahun 2022, dilakukan oleh dua 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi besar; PT PLN dan PT Pertamina. 
Penerbitan obligasi ini yang akan digunakan untuk membiayai aset energi ter­
barukan. Proyek infrastruktur hijau, sebagaimana diidentifikasi dalam laporan, 
dapat mendorong stimulus hijau di Indonesia; mempromosikan penciptaan 
lapangan kerja hijau sementara juga menangani perubahan iklim.

Untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan pendanaan perubahan 
iklim dan dana yang dibutuhkan dalam mencapai target NDC maka dilakukan 
terobosan pendanaan inovatif. Pemerintah Indonesia membuat skema pem
biayaan yang inovatif dengan menerbitkan surat utang negara atau Sukuk Hi­
jau berdasarkan program pengurangan gas rumah kaca atau dikenal dengan 
istilah sukuk hijau. Penerbitan sukuk hijau Indonesia menjadi tonggak penting, 
tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global (Kemenkeu, 2021). 
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Sukuk Hijau adalah surat berharga negara syariah yang mengedepankan 
pembiayaan program atau proyek-proyek ramah lingkungan. Berdasarkan 
laporan Alokasi dan Dampak Sukuk Hijau 2021, pendanaan melalui Sukuk 
Hijau telah digunakan untuk sejumlah sektor, seperti transportasi berke­
lanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim bagi wilayah rentan dan 
mitigasi bencana, efisiensi energi, manajemen air dan limbah, serta energi 
baru terbarukan.

Pada 2021 pula, pemerintah memperkenalkan Sukuk Hijau selama tiga 
puluh tahun, yang pertama di dunia. Terkait penerbitan Sukuk Hijau ini In­
donesia mendapatkan 10 penghargaan internasional, antara lain dari IFR 
Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euro Money, dan Climate Bonds 
Initiative. Generasi millennial Indonesia lebih sadar akan program perubah
an iklim dengan menjadi investor Sukuk Hijau. Sekali dayung tiga pulau 
terlalui, dengan memberikan peluang investasi, tindakan investasi terse­
but mampu mendukung penanganan perubahan iklim dan instrumen hijau 
(Kemenkeu, 2021).

2.4.2.4 Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Kebutuhan akan regulasi yang tinggi bercermin pada tuntutan yang diha­
dapi oleh Indonesia dalam membangun ekosistem Ekonomi Hijau mandiri 
berintegritas. Kebijakan untuk mengawal efektivitas pengurangan emisi 
dan penguatan dukungan terhadap kebijakan Ekonomi Hijau. Hal ini men­
jadi altermatif sumber pendanaan dapat berasal dari pajak karbon yang 
tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Har­
monisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak karbon diterapkan pada emisi karbon yang memberikan dampak 
negatif cukup besar bagi lingkungan hidup. Pada tahap pertama, pajak 
karbon akan dikenakan ke sektor pembangkit listrik tenaga uap batubara 
mulai April 2022. Implementasinya direncanakan hingga tahun 2024, baru 
setelahnya akan menyasar sektor-sektor lain.

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi gas rumah kaca 
(GRK) yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi baik dari sektor energi, per­
tanian, kehutanan, industri, maupun limbah, termasuk penggunaan bahan 
bakar fosil. Bahan bakar hidrokarbon, termasuk minyak bumi, gas alam, 
dan batubara, mengandung unsur karbon yang akan menjadi karbondioksi­
da (CO2) dan senyawa lainnya sehingga berdampak terhadap pemanasan 
global yang terus meningkat. 

Penerapan pajak karbon bukan hanya dapat menambah pundi pendapat
an negara, tapi juga diyakini mampu berkontribusi terhadap pengurangan 
emisi karbon dan mendorong perilaku para pelaku usaha beralih ke aktivitas 
ekonomi yang rendah karbon. Selain itu, pengenaan pajak karbon juga diharap
kan mampu mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan in­
vestasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

Saat ini pengaturan penerapan pajak karbon sudah diatur dalam Un­
dang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratur­
an Perpajakan (HPP). Pasal 13 UU HPP menyebutkan bahwa pajak kar­
bon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi 
lingkungan hidup. Adapun dampak negatif bagi lingkungan hidup antara 
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lain penyusutan sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup, atau 
kerusakan lingkungan hidup.

Aturan tersebut menjelaskan, pajak karbon dikenakan kepada wajib 
pajak orang pribadi atau badan atas pembelian barang yang mengandung 
karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Kendati demikian, 
dasar pungutan karbon bukan atas setiap emisi yang dihasilkan seluruh ak­
tivitas ekonomi yang dilakukan, melainkan kelebihan emisi dari batas am­
bang emisi yang ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan pendanaan perubahan iklim dari pajak karbon 
diperlukan stratgei pendanan perubahan iklim nasional terkait perdagan­
gan karbon seperti dalam bagan 9 berikut.

Bagan 9. 
Strategi Pendanaan Perubahan Iklim Nasional Terkait Perdagangan Karbon

Dukungan pendanaan untuk mencapai target 
agenda iklim dapat berasal dari sektor publik, 

swasta dan internasional menuju “a just and affor­
doble transsition”

Internasional

NZE

Sumber Pendanaan

Domestik

APBN Non APBN

•	Belanja Pemerintah 
Pusat

•	Belanja TKDD
•	Pajak/Cukai Karbo
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•	Perdagangan Karbon
•	APBD
•	Lembaga Jasa 

Keuangan (Perbankan 
dan IKNB)

•	Pasar 
Modal

•	BUMN
•	Filantropi

BPDLH, SDG Indonesia ONE, ICCTF

Bilateral Multilateral

•	Green Climate Fund
•	Global Environment 

Facility
•	Adaptation Fund
•	MDBs/IFLs

•	Pemerintah 
negara lain

•	Swasta dari 
negara lain

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2021

Sementara Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi 
Karbon (NEK) mengatur bahwa pungutan atas karbon merupakan bentuk 
pungutan di bidang perpajakan baik di pusat maupun daerah, kepabean 
dan cukai, serta pungutan negara lainnya. Pungutan tersebut dilakukan 
berdasarkan kandungan karbon dan/atau potensi emisi karbon dan/atau 
jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Penetapan NEK merupakan suatu mekanisme insentif untuk mengarah­
kan berbagai kegiatan/keputusan ekonomi, seperti konsumsi dan investa­
si menuju kegiatan yang lebih ramah terhadap iklim (OECD, 2023; World 
Bank, 2022). Penerapan NEK juga berpotensi mendukung perkembangan 
ekonomi berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan 
seiring dengan perlindungan lingkungan (ADB, 2021).

Tarif yang dikenakan atas pajak karbon yaitu ditetapkan lebih tinggi atau 
sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbondioksida 
ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Dalam hal harga karbon di pasar 
karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram CO2e atau satuan yang setara, 
tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram 
CO2e atau satuan yang setara. Adapun penerapan tarif pajak karbon di In­
donesia menggunakan skema cap and tax yang akan diintegrasikan dengan 
kebijakan cap and trade. Skema cap and tax dan cape and trade dijelaskan 
dalam bagan 10 di bawah ini.
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Bagan 10. 
Skema Pengenaan Tarif Pajak Kabon
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Sumber: Paparan 
Menteri Keuangan pada 

7 Oktober 2021

Skema cap and tax ditujukan untuk sisa emisi yang belum bisa ditutup 
dengan pembelian Sertifikat Izin Emisi (SIE). Sisa emisi tersebut akan dike­
nakan tarif pajak karbon yaitu sebesar Rp 30 per kilogram CO2e. Sedang­
kan skema cap and trade yaitu entitas yang menghasilkan emisi lebih dari 
cap diwajibkan membeli SIE. Entitas lain yang emisinya di bawah cap. Enti­
tas juga dapat membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE). 

Dalam konteks Indonesia, harga karbon untuk pertama kali ditetapkan 
pada pertengahan tahun 2022 seiring dengan implementasi uji coba pajak 
karbon untuk industri PLTU batu bara. Pemerintah Indonesia menetapkan 
pajak karbon senilai Rp30.000 (US$2.10) per ton CO2e. Nilai tersebut rela­
tif jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai pajak karbon yang 
direkomendasikan oleh World Bank dan International Monetary Fund (IMF) 
untuk negara berkembang, yaitu sebesar US$30-US$100 per ton CO2e. Pa­
dahal, penetapan nilai harga karbon yang tepat dapat memaksimalkan po­
tensi tambahan pendapatan Indonesia hingga Rp8.000 triliun.

Di samping dari sisi harga yang telah ditetapkan, perkembangan im­
plementasi NEK di Indonesia ditunjukkan melalui peluncuran beberapa 
instrumen untuk melengkapi penyelenggaraan NEK. Di bawah payung hu­
kum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan, OJK menerbitkan peraturan perdagangan 
karbon melalui pertukaran karbon dan secara resmi memperkenalkan bur­
sa karbon pada 26 September 2023. Bursa karbon di Indonesia berpotensi 
besar untuk menambah pendapatan ekonomi berkelanjutan di Indonesia 
dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp313 triliun (US$20 miliar).6

Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pa­
jak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. Kedua hal ini masih dalam pro
ses penyusunan. Penjelasan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Harmonisasi Per
aturan Perpajakan menyebutkan, road map pajak karbon sebagai berikut:
1.	 Strategi Penurunan Emisi Karbon. Hal ini berkaitan dengan target pe­

nurunan misi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri 
dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dan menuju 
Net Zero Emission (NZE) paling lambat di tahun 2060

6https://finansial.bisnis.com/read/20231011/90/1703130/estimasi-bank-asal-hong-kong-hsbc-soal-potensi-
bisnis-bursa-karbon-ri
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2.	 Sasaran Sektor Prioritas. Hal ini berkaitan dengan target penurunan 
emisi sektor energi dan transportasi serta sektor kehutanan sudah 
mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC sehingga menja­
di prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca. Selain dua sektor 
tersebut akan mengikuti transformasi industri nasional berbasis energi 
bersih dan pajak karbon menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan NZE 
paling lambat tahun 2060

3.	 Keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan. Bauran 
kebijakan pajak karbon, perdagangan karbon dan kebijakan teknis 
sektoral di antaranya phasing out coal, pembangunan energi baru dan 
terbarukan, dan/atau peningkatan keanekaragaman hayati diharapkan 
akan mendukung pencapaian target NZE 2060 dengan tetap mengede­
pankan prinsip just and affordable transition bagi masyarakat dan mem­
berikan kepastian iklim berusaha

4.	 Keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya. Peta jalan (road map) pa­
jak karbon akan memuat antara lain strategi penurunan emisi karbon 
dalam NDC, sasaran sektor prioritas, dan/atau memperhatikan pemba­
ngunan energi baru terbarukan dan diatur lebih lanjut dengan atau ber­
dasarkan Peraturan Pemerintah. 

Adapun pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1.	 Tahun 2021, dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon
2.	 Tahun 2022 sampai dengan 2024, diterapkan mekanisme pajak yang 

mendasarkan pada batas emisi (cap and tax untuk sektor pembangkit 
listrik terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara)

3.	 Tahun 2025 dan seterusnya, implementasi perdagangan karbon secara 
penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahap
an sesuai kesiapan sektor terkait dengan memperhatikan antara lain 
kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan/atau skala usaha. 

Pada tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian ESDM meluncurkan perda­
gangan karbon sub sektor pembangkit listrik yang akan dilaksanakan secara 
mandatori pada pembangkit PLTU batu bara berkapasitas paling kecil 100 
MW yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN. Kementerian ESDM 
juga telah menetapkan nilai Persetujuan Teknis Batas atas Emisi Pelaku Usaha 
(PTBAE-PU) kepada 99 unit PLTU Batubara (42 perusahaan) yang terlibat 
dalam perdagangan karbon dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW.

Hingga saat ini, pungutan atas karbon belum diberlakukan. Awalnya, 
pemerintah bakal menerapkan pajak karbon secara terbatas pada 1 April 
2022 lalu, namun harus ditunda berkali-kali. Hal ini lantaran pemerintah 
belum merampungkan sejumlah aturan turunan UU HPP. Aturan turunan 
yang dimaksud antara lain PP tentang Road Map Pajak Karbon, Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan 
Pajak Karbon, dan PMK tentang Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon.

NEK berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang berperan merasional
isasikan kegagalan pasar akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh 
emisi GRK. Pemerintah memperkuat instrumen kebijakan pengendalian 
dampak perubahan iklim melalui pajak karbon. Pajak karbon diterapkan untuk 
mengendalikan emisi karbon di Indonesia yang cukup tinggi yang rencananya 
akan menyasar sektor pembangkit listrik tenaga uap batubara mulai 2024. 
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2.5	 Beberapa Program Perubahan Iklim di Indonesia

Indonesia melakukan sejumlah kemajuan dalam pengendalian perubahan 
iklim. Dalam rangka mengurangi emisi GRK, pemerintah telah mengambil 
langkah yang signifikan dan strategis untuk memanfaatkan pendanaan in­
ternasional terutama Green Climate Fund (GCF). Sebagai salah satu sumber 
utama pendanaan iklim internasional, pendanaan GCF berpotensi menam­
bah anggaran negara dan diharapkan dapat meningkatkan investasi sektor 
swasta yang akan menjadi kunci bagi pencapaian target NDC Indonesia. 

Sejalan dengan prioritas penurunan emisi, pemerintah Indonesia menyu
sun rencana yang mendukung secara sinergis. Salah satunya adalah ren­
cana transisi energi bersih. Transisi energi bersih harus melibatkan sektor 
industri perlu inovatif dalam akuisisi teknologi dan investasi. Dengan in­
vestasi dan teknologi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi emisi gas ru­
mah kaca dan menghindari kelaparan, anomali cuaca, serta tenggelamnya 
pulau di Indonesia maupun di Pasifik.

Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema, yang dapat menjadi 
sumber dana inovatif termasuk di bidang carbon pricing dan carbon trad-
ing. Selain itu, investasi hijau lebih berpotensi menarik baik di pasar modal 
maupun branding publik. Dengan meminimalkan penggunaan plastik dan 
digantikan dengan bahan organik, perlahan akan mengubah pola pikir dan 
masyarakat akan mempertahankan kehidupan yang bersih, hijau, dan lebih 
berkelanjutan. Bidang lain yang sedang gencar digalakkan Pemerintah ada­
lah penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Detail di bawah 
ini akan menjelaskan seluk beluk beberapa program perubahan iklim yang 
akan dan sedang berjalan di indonesia.

2.5.1 Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+)

REDD+ merupakan singkatan Reducing Emission from Deforestation and 
Forest Degradation Plus (REDD+) adalah rangkaian upaya yang didesain un­
tuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca yang berasal dari tindakan deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ 
merupakan pengembangan konsep REDD sebelumnya ditambah dengan 
langkah-langkah safeguard. 

Awal REDD hanya mengurus masalah pengurangan emisi dari defores
tasi dan degradasi hutan. Sedangkan, REDD+ memperhatikan pelaksanaan 
program konservasi hutan dan manajemen hutan pada tingkat global, na­
sional, dan sub-nasional. Skema REDD+ merupakan sebuah mekanisme 
insentif global bagi beberapa negara berkembang yang mampu menjaga 
hutannya dari kerusakan lebih lanjut.

Skema REDD pertama kali diusulkan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika. Se­
lanjutnya dirumuskan pada konferensi para pihak COP 13 di Bali pada tahun 
2007. Skema REDD+ yang diusulkan pada COP 13 bertujuan untuk mengatasi 
perubahan iklim dengan memberikan kompensasi secara finansial kepada se­
jumlah negara berkembang untuk setiap penurunan emisi yang telah dicapai 
dari upaya menghentikan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Pembahasan lebih lanjut dalam COP 15 pada tahun 2009 di Copenhagen, 
Denmark, skema REDD menambahkan beberapa konsep untuk memasukkan 
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pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management/SFM), konserva­
si hutan dan karbon hutan, serta peningkatan stok karbon hutan. 

Kemudian pada COP 19 yang diselenggarakan di Warsawa tahun 2011 
menghasilkan 7 keputusan lebih mendetail terkait aspek-aspek REDD+ an­
tara lain, pendanaan, koordinasi dan institusi, drivers of deforestation and 
degradation, safeguards, dan sistem informasi safeguards (SIS).

Untuk program REDD+, Indonesia berhasil mendapatkan dana senilai 
US$103,78 juta atau sekitar Rp1,5 triliun dari GCF. GCF adalah lembaga inter­
nasional yang dibentuk oleh Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bang­
sa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 2010 untuk menyalurkan 
pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Pendanaan tersebut 
didapatkan Indonesia dari skema pembayaran berbasis hasil karena Indo­
nesia berhasil menurunkan angka deforestasi.

2.5.1.1 Ruang Lingkup Kegiatan dan Prinsip Implementasi REDD+ di Indonesia

Pemerintah pada tahun 2009 berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 
Indonesia sampai 26%. Bahkan, dengan adanya dukungan keuangan interna­
sional, Presiden Yudhoyono berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca sampai 41%. Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerin­
tah Norwegia untuk program pengurangan emisi dengan skema REDD+. 

Tahun 2010, kedua pemerintah menandatangani Letter of Intent (LoI). Sep­
tember 2010, Presiden mendirikan Satuan Tugas REDD+ untuk memastikan 
bahwa implementasinya berjalan lancar melalui Keputusan Presiden Nomor 19 
Tahun 2010. Kebijakan tersebut didukung Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Per­
pres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca untuk men­
dukung komitmen mengurangi emisi terutama di kehutanan. 

Pemerintah Norwegia sepakat untuk memberi dukungan dana US$1 
miliar dollar AS atau sekitar Rp14,26 triliun untuk melakukan moratorium 
penebangan hutan. Akan tetapi, kesepakatan tersebut berakhir pada Sep­
tember 2021 karena kendala implementasi kesepakatan.

REDD+ menjadi salah satu elemen penting dari operasional RAN-GRK 
dalam bidang pengelolaan hutan dan lahan gambut dan pertanian. Pada 
perkembangan implementasi REDD+ di Indonesia, terdapat banyak tantang
an dan pengalaman. REDD+ merupakan isu lintas sektoral yang memerlukan 
koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi penyebab 
deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka implementasi REDD+ secara 
penuh, baik di skala nasional maupun sub nasional. Pada perkembangannya 
pengelolaan dana REDD+ dikelola BPDLH mulai tahun 2019.

REDD+ di Indonesia mencakup kegiatan adalah sebagai berikut:
1. 	 Penurunan emisi dari deforestasi
2. 	 Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut
3. 	P emeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui:

a.	 Konservasi hutan
b.	 Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management)
c.	 Rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak

4. 	 Penciptaan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan man­
faat dari karbon melalui:
a.	 Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal
b.	 Peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati
c.	 Peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain.
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Implementasi REDD+ di Indonesia dilandaskan pada lima prinsip yaitu efek­
tif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 16 Kepu­
tusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017, 
menyebutkan bahwa sumber pendanaan REDD+ dapat berasal dari: a) hi­
bah; b) kerja sama/pembayaran program atau kegiatan yang berbasis ki
nerja (Result-Based Payment); c) anggaran pendapatan dan belanja negara; 
dan/atau d) sumber lainnya yang sah. 

Program percontohan untuk REDD+ RBP dari GCF ini dimulai pada tahun 
2017 berlangsung sampai dengan tahun 2022. Indonesia merupakan negara 
kelima yang mengakses program percontohan senilai US$500 juta ini, yaitu 
setelah Paraguay, Chili, Ekuador dan Brasil.

2.5.2 Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030

Pemerintah RI telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan 
emisi GRK untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasio
nal “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Pasal 3 Ayat (4) menyebutkan 
bahwa pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan 
sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan Carbon Net Sink (penye
rapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon 
yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskan). 

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui 
aksi mitigasi penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan dengan 
kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 
tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam 
rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang 
terjadi beserta dampaknya. Di antara lima sektor yang berperan dalam 
penurunan emisi gas rumah kaca, sektor FOLU diharapkan memberikan 
kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi GRK di Indo­
nesia. Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, 
sektor FOLU memiliki porsi terbesar yaitu sebesar 17,4% (dari target skena
rio CM1 sebesar 31,89%) dan 25,4% (dari target skenario CM2 sebesar 43,2%) 
dalam pemenuhan target netral karbon atau Net Zero Emission.

Menurut KLHK 2023, hasil perhitungan inventarisasi gas rumah kaca 
nasional berada pada angka 1.220 metrik ton setara karbon dioksida pada 
2022. Angka itu naik dibandingkan data tahun sebelumnya (2021), sebesar 
6,9%, tingkat emisi pada 2022 jika dibandingkan dengan business as usual 
(BAU) pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%.

Sementara itu, sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencatatkan 
perbaikan. Pada 2021 hingga 2022, angka deforestasi bersih Indonesia 
mengalami penurunan sebesar 8,4%. Angka deforestasi telah turun ke titik 
terendah dalam 20 tahun terakhir, yakni pada angka 110.000 hektare pada 
tahun 2021 dan 104.000 hektare pada tahun 2022.

Dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, 
terdapat delapan kebijakan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 
dengan memperhatikan target penurunan emisi di sektor kehutanan, yaitu:
1.	 Pencegahan/Penurunan Laju Deforestasi Hutan
2.	 Degradasi Hutan Konsesi
3.	 Pembangunan Hutan Tanaman
4.	 Pengelolaan Hutan Lestari
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5.	 Rehabilitasi non-Rotasi dan Dengan Rotasi
6.	 Pengelolaan Lahan Gambut
7.	 Pengelolaan Mangrove
8.	 Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Ta­
hun 2022 mengatur sekurangnya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s 
FOLU Net Sink 2030, yaitu: 
1.	 Pengurangan laju deforestasi lahan mineral
2.	 Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove
3.	 Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral
4.	 Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove
5.	 Pembangunan hutan tanaman
6.	 Pengelolaan hutan lestari
7.	 Rehabilitasi dengan rotasi
8.	 Rehabilitasi non-rotasi
9.	 Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut
10.	Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang
11.	 Konservasi keanekaragaman hayati
12.	 Perhutanan sosial
13.	 Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian
14.	Pengembangan dan konsolidasi hutan adat
15.	Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan 

pengamanan kawasan hutan.

Program FOLU Net Sink 2030 membutuhkan biaya Rp204,02 triliun. Total 
kebutuhan biaya tersebut masih jauh di atas ketersediaan dana (atau 
defisit) yang dihitung dari proses pendanaan iklim 2020-2024, yang hanya 
Rp19,61 triliun. Ada kesenjangan dana kebutuhan aksi mitigasi hingga 
mencapai Rp74 triliun.

Dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 
menyebutkan, perkiraan awal pendanaan FOLU Net Sink 2030 mencapai 
Rp293 triliun baik dari sektor swasta maupun APBN. Rinciannya, kegiatan 
perlindungan hutan dari deforestasi membutuhkan Rp111 triliun dengan 
kontribusi pembiayaan dari pihak sektor swasta sekitar 34%, sedangkan 
sisanya bersumber dari APBN dan masyarakat. 

Kegiatan perlindungan hutan dari degradasi memerlukan pembiayaan 
sebesar Rp47 triliun, yang berasal dari sektor swasta. Kegiatan pengayaan 
memerlukan pendanaan sebesar Rp608 miliar dengan kontribusi swas­
ta sebesar 94%. Sedangkan kegiatan Reduced Impact Logging (RIL) me­
merlukan pendanaan sebesar Rp767 miliar yang seluruhnya berasal dari 
swasta.

Kegiatan rehabilitasi dengan rotasi memerlukan dana total sebesar 
Rp18 triliun, dengan sektor swasta sebesar 47% dan rehabilitasi non rotasi 
memerlukan dana sebesar Rp4 triliun dengan kontribusi sektor swasta se­
besar 24%. Kegiatan perbaikan pengelolaan air sebesar Rp301 miliar dengan 
pembiayaan sepenuhnya dari sektor swasta. Kegiatan restorasi lahan gam­
but membutuhkan total dana sebesar Rp12 triliun, dengan kontribusi dari 
kontribusi sektor swasta sebesar 16%.
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Di COP 28 Dubai pada tahun 2023, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Alue Dohong mengatakan Indonesia mempunyai pengalaman 
dalam menurunkan emisi karbon di sektor kehutanan dan tata guna lahan 
(FOLU), terutama dalam mengurangi deforestasi. Tercatat pada 2019, emisi 
Indonesia di sektor FOLU mencapai 922 juta ton setara CO2 akibat kebakaran 
hutan dan lahan. Lalu turun menjadi 183 juta ton CO2 pada 2020.7 Komitmen 
negara-negara maju untuk berkontribusi dalam pendanaan loss and damage 
bagi negara-negara berkembang yang rentan terdampak perubahan iklim 
merupakan angin segar bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia 
yang membutuhkan dana yang sangat besar dalam menangani krisis iklim.

Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dilaksanakan di 
12 (dua belas) Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang terdiri dari; (1) 
Sumatera Utara, (2) Aceh, (3) Sumatera Barat, (4) Riau, (5) Sumatera Selatan, 
(6) Jambi, (7) Lampung, (8) Kalimantan Barat, (9) Kalimantan Selatan, (10) 
Kalimantan Tengah, (11) Kalimantan Utara, dan (12) Kalimantan Timur.8

2.5.3 Program Sektor Energi dan Transportasi

Secara historis, emisi terbesar Indonesia berasal dari kehutanan dan peng­
gunaan lahan lainnya (FOLU), berdasarkan emisi kumulatif dari tahun 
1850–2021. Perbaikan pengendalian deforestasi telah menurunkan dan 
mencegah hilangnya hutan primer. Akan tetapi, dorongan menuju indus­
trialisasi secara massif telah mengubah kontribusi CO2 sektoral, dengan 
sektor energi yang menjadi kontributor terbesar yang disusul oleh FOLU. 
Pada tahun 2020, sektor energi berkontribusi sebesar 56% dari total emisi 
CO2 nasional—sekitar 50% di antaranya berasal dari pembangkitan listrik 
(KLHK, 2022 dikutip dari JETP Indonesia, 2023)

Sektor energi Indonesia diatur berdasarkan dua Undang-Undang yakni 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Un­
dang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selanjutnya, disah­
kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang yang juga mengatur mengenai iklim per
aturan yang lebih kondusif bagi penciptaan pekerjaan dan investasi, terma­
suk di sektor ketenagalistrikan dan energi.

Selama dua puluh tahun terakhir, batubara telah memenuhi sebagian 
besar kebutuhan energi tambahan Indonesia. Di periode tersebut, kontri­
busi batubara meningkat dari 8% menjadi 30% dalam bauran energi. Lebih dari 
51% listrik Indonesia pada tahun 2022 ditenagai oleh batubara dengan kapasi
tas terpasang batubara sebesar sekitar 33 GW (JETP Indonesia, 2023).

Dalam situasi tersebut, Indonesia kemudian mendorong pengembang­
an energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai upaya penurunan emisi GRK 
di sektor energi dalam mewujudkan Indonesia Net Zero Emission pada ta­
hun 2060 atau lebih cepat. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, 
potensi EBT diperkirakan mencapai 3.687 Gigawatt (GW) baik dari tenaga 
surya, tenaga air/hidro, bioenergi, tenaga angin, energi laut. Namun hingga 
Maret 2023, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.736 Megawatt (MW).

7https://www.forestdigest.com/detail/2477/rbp-pembayaran-berbasis-kinerja
8https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6863/pusat-daerah-dalam-satu-derap-aksi-iklim-folu-net-

sink-2030
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EBT adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara 
terus menerus dan secara berkelanjutan dapat terus diproduksi tanpa ha­
rus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil (Interna­
tional Energy Agency/EA).9 Sedangkan menurut UU Nomor 30 Tahun 2007 
menyebutkan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi yang di­
hasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan 
baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan 
terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Komitmen EBT oleh Indonesia dipertegas pada COP 26 tahun 2021. Me
nurut Guru Besar Departemen Teknik Lingkungan ITS, Prof Ir Joni Hermana 
MScES PhD menyatakan bahwa penerapan energi baru dan terbarukan 
(EBT) harus jadi fokus utama.10 EBT menjadi penting mengingat dampak 
penggunaan sumber energi selama ini dan akibat perubahan iklim. 

Permasalahan lain di Indonesia di sektor penyediaan energi selama ini 
terutama ketenagalistrikan adalah pembiayaannya didominasi oleh utang. 
Climate Policy Initiative (2023) menyatakan bahwa instrumen utang mendomi
nasi pembiayaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Pembiayaan utang 
adalah sebesar 78% dari total yang dihitung berdasarkan komitmen, di mana 
55% untuk pembangkit listrik dari bahan bakar fosil dibangun antara tahun 
2015-2017, dan sisanya 45% untuk pembangkit energi terbarukan dibangun 
secara bertahap dan meningkat sejak tahun 2018. Lihat grafik 3 di bawah ini.

Grafik 3. 
Komitmen Keuangan untuk Pembangkit 

Berbahan Bakar Fosil—Berdasarkan Instrumen

Sedangkan pada sisi lain untuk program perubahan iklim di Indonesia, 
menurut laporan Indonesia Second Biennial Update Report yang disusun 
KLHK pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pendanaan perubahan iklim 
periode tahun 2015-2016 mencapai sebesar US$1,86 miliar yang sebagian 
besar berupa pinjaman lunak dan jumlah kecil berupa hibah. Terdapat 99% 
untuk aksi mitigasi yaitu US$1,85 miliar. Sektor penerima dukungan keuangan 
terbanyak adalah energi dan transportasi yang totalnya lebih dari 97%.

Data bahwa sektor energi merupakan sektor penerima alokasi dana peru­
bahan iklim terbesar semakin dipertegas pada tahun 2023 yang menyebutkan 
angkanya mencapai Rp18,9 triliun. Alokasi dana tersebut digunakan untuk 
berbagai program dan kegiatan, seperti pengembangan energi terbarukan, 
konservasi energi, dan efisiensi energi. Program transisi energi yang digagas 

9Lihat juga https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/ciri-jenis-manfaat-indikator-ebt-indonesia/
10https://www.its.ac.id/news/2022/10/14/ebt-solusi-berkelanjutan-sumber-energi-nasional/
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sejak tahun 2021 adalah Just Energy Transition Partnership (JETP), Energy Tran-
sition Mechanism (ETM), dan Clean Investment Fund-Accelerated Coal Transition 
(CIF-ACT) sejumlah US$24,05 miliar.11 Detailnya akan dijelaskan di bawah ini.

2.5.3.1	Program Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy 
Transition Mechanism (ETM)

Pada COP 26 UNFCCC yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia, mulai 31 Oktober 
hingga 12 November 2021, pemerintah Afrika Selatan dan Perancis, Jerman, 
Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (International Partners Group—IPG) 
mengumumkan adanya kebijakan energi baru yang ambisius dan jangka 
panjang. Kebijakan kemitraan tersebut adalah inisiasi program Just Energy 
Transition Partnership (JETP) atau kemitraan transisi energi yang adil. Negara 
awal yang tergabung dalam program JETP adalah Afrika Selatan dan Indonesia.

Selain IPG, dalam program JETP juga tergabung kelompok yang disebut 
Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang akan memobilisasi pen­
danaan melalui swasta dan perbankan. Di tingkat global, GFANZ terdiri dari 
JP Morgan Chase, The Goldman Sachs Group, Inc., Bank of America, Citibank, 
Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, MUFG, Standard Chartered, Sumitomo 
Mitsui Financial Group, Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Industrial 
Bank of dan lain-lain. Saat ini tergabung 126 bank dari 41 negara dengan 
total aset 41% seluruh aset perbankan dunia atau setara US$73 triliun.12

JETP merupakan sebuah kerja sama yang diinisiasi sejak tahun 2021 oleh 
sekelompok pemimpin global yang prihatin dengan perlambatan transisi 
energi yang adil di banyak negara, khususnya negara-negara berkembang. 
Kelompok ini berpendapat bahwa transisi energi yang adil sangat penting un­
tuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak 
perubahan iklim. Mengingat dalam beberapa tahun ke depan, transisi energi 
yang adil akan menjadi prioritas utama bagi banyak negara, dan JETP akan ber­
peran penting dalam mempercepat transisi tersebut.13

Menurut Katherine Kramer (2022), JETP adalah mekanisme kerjasama 
pendanaan baru diluncurkan yang dirancang untuk membantu negara-negara 
berkembang yang sangat bergantung pada batubara untuk melakukan tran
sisi energi yang adil dari batubara. Untuk mengatasi dampak sosial dari 
transisi batubara juga dilaksanakan pelatihan dan penciptaan lapangan 
kerja alternatif bagi pekerja yang terkena dampak dan pekerja baru serta 
penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak.

Dukungan pendanaan dari IPG untuk Afrika Selatan adalah sebesar US$8,5 
miliar dari pendanaan konsesi dan komersial dari Perancis, Jerman, Inggris, 
Amerika Serikat, dan Uni Eropa (Katherine Kramer 2022). Sedangkan data lain 
yakni pemberitaan di website UN Climate Change Conference UK 2021 menye
butkan besaran pendanaan JETP di Afrika Selatan adalah sebesar US$16.910,4 
miliar. Data tersebut menunjukkan jenis pendanaannya didominasi oleh utang 
atau pinjaman lunak dan komersial sedangkan porsi hibah dan teknikal asisten­
si hanya sebesar 3,8%. Detailnya dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini.

11https://www.mongabay.co.id/2023/03/05/pemerintah-janji-selesaikan-peta-jalan-pensiun-dini-pltu-batuba­
ra-jetp-harus-transparan/

12https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/GFANZ.pdf
13Pengertian, Fungsi Dan Cara Kerja Dari Just Energy Transition Partnership Oleh SolarKita https://kump­

aran.com/solar-kita/pengertian-fungsi-dan-cara-kerja-dari-just-energy-transition-partnership-20eitAxZSVW
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14https://www.neraca.co.id/article/176053/jetp-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi
15https://www.climatepolicyinitiative.org/id/press-release/cpi-umumkan-peran-kunci-dalam-men­

dukung-transisi-energi-indonesia/
16https://www.neraca.co.id/article/176053/jetp-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi
17https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_f_id-1703731480.pdf
18https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_6892

Tabel 4. 
Pendanaan JETP di Afrika Selatan dalam US$ (2023-2027) 

Dalam juta 
US$

Hibah/Bantuan 
Teknis Pinjaman Lunak Jaminan Pinjaman 

Komersial
CIF/ACT (£500 juta untuk memanfaat­
kan tambahan US$2,1 miliar) 50 2,555 0 2,605

Uni Eropa-EIB 35 1,000 0 1,035

Perancis 2.5 1,000 0 1,002.5

Jerman 198 770 0 968

Inggris 24 0 1,300 1,824

United States 20.15 0 0 1,020.17

Total (instrument) 329.7 5,325 1,300 8,455.7

Sumber: https://ukcop26.org/12-month-update-on-progress-in-advancing-the-just-energy-transiti-on-partnership-jetp/ 

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia, di bulan No
vember tahun 2022 beberapa negara yang tergabung dalam International 
Partners Group (IPG) meluncurkan kemitraan dengan Indonesia, untuk 
memobilisasi pendanaan sebesar US$20 miliar dalam membantu Indonesia 
menerapkan upaya-upaya dekarbonisasi. Alokasi pendanaan ini berasal 
dari negara-negara anggota IPG sebesar US$10 miliar, dan sisanya akan 
dimobilisasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).14

Indonesia menjadi negara kedua setelah Afrika Selatan yang memper­
oleh pendanaan iklim multinasional dari IPG. Menyusul peningkatan target 
pengurangan emisi dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Con-
tribution (ENDC) 2022, kemitraan JETP Indonesia dengan dukungan pem­
biayaan iklim terbesar hingga saat ini diharapkan menjadi dorongan kuat 
untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas Indonesia da­
lam mempercepat proses penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara 
dan peningkatan investasi energi terbarukan.15

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia, pada No­
vember 2022 beberapa negara yang tergabung dalam International Part­
ners Group (IPG) meluncurkan kemitraan dengan Indonesia, untuk memo­
bilisasi pendanaan sebesar US$20 miliar dalam membantu Indonesia me­
nerapkan upaya-upaya dekarbonisasi. Alokasi pendanaan ini berasal dari 
negara-negara anggota IPG sebesar US$10 miliar, dan sisanya akan dimobil­
isasi melalui pendanaan swasta oleh GFANZ.16 

Kelompok awal GFANZ yang tergabung dalam JETP Indonesia adalah Bank 
of America, Citi Bank, Deutsche Bank, The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited (HSBC), Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.17 Dan 
negara yang tergabung dalam IPG adalah Jepang, Amerika, Kanada, Denmark, 
Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, Persatuan Kerajaan Britania Raya 
dan Irlandia Utara, sebagaimana yang tercantum pada Joint Statement.18

Sebelum program JETP ini diluncurkan pada KTT G20, Pemerintah pada 
pertengahan September 2022 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 
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Nomor 122 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan 
Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

IRENA (2017) menyebutkan potensi sumber daya untuk energi terbarukan 
cukup besar di Indonesia dan peluang untuk melampaui 23% pada tahun 
2025 dan 31% pada tahun 2050 dapat tercapai. Dalam laporan tersebut juga 
disebutkan bahwa target tahun 2050 secara realistis dapat dipenuhi pada 
tahun 2030 namun memerlukan investasi sebesar US$16 miliar hingga tahun 
2030. Pembangkit listrik dari bahan bakar non-fosil di Indonesia tahun 2020 
didominasi oleh tenaga air (6,8%), panas bumi (5,4%), dan biofuel (4,7%), angin 
(0,16%), dan tenaga surya secara statistik dapat diabaikan (IEA, 2020a). 
Tantangan transisi energi bagi JETP di Indonesia adalah memperluas skala 
energi terbarukan yang berkelanjutan (Katherine Kramer 2022).

JETP Indonesia (2023) menyebutkan untuk pembangkitan listrik ber­
dasarkan visi Pembangunan Rendah Karbon Jangka Panjang Indonesia 
yang sejalan dengan Perjanjian Paris, Indonesia bermaksud untuk mengu
rangi pemanfaatan berdasarkan skenario “LCCP” (Skenario Rendah Kar­
bon yang Sesuai dengan Perjanjian Paris) secara signifikan dibandingkan 
dengan skenario “CPOS” (Kebijakan Saat Ini). Faktor emisi jaringan listrik 
akan berkurang secara signifikan dari sekitar 500g CO2/kWh dalam CPOS 
hingga kurang dari 100g CO2/kWh dalam LCCP. Untuk menindaklanjuti 
komitmen terhadap pemenuhan target emisi net zero pada tahun 2060 
atau lebih awal, Kementerian ESDM mulai merancang suatu peta jalan 
emisi net zero dalam sektor energi. Untuk mencapai target emisi net zero, 
KESDM telah menetapkan lima pilar utama dalam strategi pelaksanaannya:
1.	 Penonaktifan dini PLTU Batubara secara bertahap
2.	 Akselerasi investasi energi terbarukan
3.	 Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien
4.	 Elektrifikasi dalam sektor transportasi, bangunan, dan rumah tangga, dan
5.	 Pemanfaatan jaringan listrik pintar.

Skenario JETP Indonesia adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga 
batubara dimulai setelah tahun 2035. Berbeda dengan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), di mana pembangkit listrik batubara 
dipensiunkan pada usia pensiun alamiahnya (didefinisikan sebagai saat nilai 
bukunya mencapai nol), skenario JETP menganjurkan pemensiunan dini 1,7 
GW kapasitas batubara pada tahun 2040. Hal ini dapat dilakukan melalui 
dukungan keuangan internasional dari Mekanisme Transisi Energi (Energy 
Transition Mechanism/ETM). 

Paska 2040, disimulasi adanya peningkatan dalam penghentian dan per­
baikan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, termasuk batubara dan 
gas. Pembangkit-pembangkit ini akan diadaptasi untuk beroperasi sepenuhnya 
dengan bahan bakar alternatif seperti bioenergi atau amonia untuk tenaga 
batubara, dan hidrogen untuk tenaga gas. Untuk mencapai emisi nol-nol 
pada tahun 2050, skenario JETP mempercepat penghentian pembangkit 
listrik tenaga batubara, yang dijadwalkan untuk mencapai usia pensiun alami 
pada tahun sekitar tahun 2050 sesuai dengan rancangan RUKN. Percepatan ini 
menargetkan periode antara tahun 2045 dan 2050, yang melibatkan lebih 
dari 10 GW kapasitas.

Struktur tata kelola JETP di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:
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1.	 Policy layers Indonesia decarbonization task force dan IPG task force 
2.	 Sekretariat JETP, dan 
3.	 Pelaksanaan proyek. Pengelola dana JETP ditunjuk satu lembaga se­

bagai country platform. PT SMI ditunjuk sebagai country platform, 
berkoordinasi di tingkat proyek untuk transaction layer. Jenis proyek di 
bawah JETP mencakup early retirement PLTU, pengembangan PLT en­
ergi terbarukan, grid/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisien­
si energi, dan just transition. PT SMI selaku manajer pendanaan akan 
bermitra dengan GFANZ. Penunjukan PT SMI selaku country platform 
manager ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 
Tahun 2022.

Koordinasi antar pemangku kepentingan dilakukan dengan mengusulkan 
transaksi pilot project early retirement di bawah payung JETP untuk mem­
buktikan keberlangsungan mekanisme pasar. Koordinasi ini melibatkan 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PT PLN (Per­
sero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuan­
gan—CIF-ACT, dan lainnya.19 

Data CPI (2023) menyebutkan bahwa pendanaan JETP Indonesia pada 
tahun 2023 terbagi dua jenis yakni pendanaan yang disepakati sebesar 
US$4,2 billion dan pendanaan yang belum disepakati sebesar US$7,3 billion. 
Totalnya adalah sebesar US$11,5 billion. Jika diperhatikan Gambar 3 di 
bawah ini maka dapat diketahui bahwa pinjaman lunak dan pinjaman non 
lunak (komersil) mendominasi dibandingkan dengan porsi hibah/tekhnikal 
asistensi. Kondisi Indonesia tersebut mirip dengan Afrika Selatan. 

Gambar 3. 
Rincian Pendanaan JETP Indonesia20

19https://www.neraca.co.id/article/176053/jetp-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi 
20https://www.climatepolicyinitiative.org/highlights-from-indonesias-jetp-comprehensive-invest­

ment-and-policy-plan/
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Energy Transition Mechanism (ETM)

Pemerintah Indonesia pada 14 November 2022 meluncurkan Energy Tran-
sition Mechanism (ETM) Country Platform, yakni sebuah bentuk koordinasi 
utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di 
Indonesia untuk sektor energi. Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transi-
tion Mechanism (ETM) adalah program peningkatan pembangunan infrastruktur 
energi dan percepatan transisi energi menuju emisi nol bersih/NZE (Net 
Zero Emission) dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable) di 2060 
atau dipercepat.

Proses transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan 
dilakukan tanpa membebani keuangan negara. ETM akan didanai melalui 
bentuk pembiayaan campuran (blended finance). Pembiayaan akan berasal 
dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, bank pembangunan, 
bank komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asu­
ransi, serta filantrofis lokal dan internasional yang akan dikelola oleh PT 
Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

PT SMI sebagai ETM Country Platform Manager dapat mengembangkan 
kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM. PT SMI 
berkolaborasi dengan berbagai mitra institusi yang terdiri dari:
•	 Mitra Hibah (Bloomberg Philanthropies & ClimateWorks Foundation’s 

Global Energy Transition Initiative, UK MENTARI, dan Global Energy 
Alliance for People and Planet)

•	 Mitra pembiayaan (ADB, World Bank, Islamic Development Bank, 
Climate Investment Funds, HSBC, Standard Chartered, dan Japan Bank 
for International Cooperation)

•	 Mitra pengetahuan & teknis (United States Agency for International 
Development, Global Green Growth Institute, Climate Policy Initiative, 
United Nations Development Programme, Rocky Mountain Institute, 
dan Climate Bonds Initiative) 

•	 Serta mitra investasi (Indonesia Investment Authority). Untuk pen­
danaan perubahan iklim di sektor energi, terdapat dana yang dikelola 
PT SMI (Persero)—satu-satunya BUMN dengan mandat dan izin usa­
ha sebagai Perusahaan Pendanaan Infrastruktur—misalnya menge­
lola Grant Agreement dengan Bank Dunia (Dana CTF dan GEF) senilai 
US$55,25 juta untuk eksplorasi panas bumi.

Program ETM adalah bagian tak terpisahkan dengan program JETP Indo­
nesia. Jika ETM melalui dukungan keuangan internasional bertugas untuk 
pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara maka JETP adalah pro­
gram payung untuk perencanaan transisi energi di berbagai sektor. Pen­
danaan program ETM Indonesia melalui Rencana Investasi Indonesia dari Dana 
Investasi Iklim Percepatan Transisi Batubara (Climate Investment Funds Acceler-
ated Coal Transition atau CIF-ACT), yang “menyediakan platform khusus yang 
menawarkan sumber daya dalam skala besar ketika negara-negara mengha­
dapi tekanan dalam finansial publik mereka” (JETP Indonesia, 2023)

Dewan pengelola Climate Investment Funds, salah satu pendanaan multi­
lateral untuk aksi iklim negara-negara berkembang yang paling besar di dunia, 
telah menyepakati secara prinsip dukungan pendanaan lunak sebesar US$500 



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

58

juta untuk Indonesia. Dana ini akan menggerakan lebih dari US$4 miliar pembia
yaan untuk mempercepat penghentian hingga 2 GW dari beberapa pembang
kit listrik tenaga batu bara untuk mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon 
dioksida pada tahun 2030 dan 160 juta ton pada tahun 2040. 

Kemitraan ETM dipimpin oleh ADB dimulai pada tahun 2021. Hibah Jepang 
adalah pendanaan awal pertama yang diumumkan untuk ETM. CIF-ACT meru
pakan dana global, dengan kontribusi dari negara-negara IPG berikut ini:
•	 Amerika Serikat ~US$1 miliar
•	 Inggris ~US$500 juta
•	 Jerman ~EUR260 juta
•	 Kanada ~ 1 miliar CAD, dan
•	 Denmark ~sisanya.

Masing-masing mitra menandatangani MoU dengan PT SMI untuk secara 
bersama mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi 
yang adil dan terjangkau di Indonesia. 

Indonesia telah mengidentifikasi lebih dari 15 gigawatts CFPP untuk di­
hentikan secara dini, langkah pertama dalam menentukan tindakan jang­
ka pendek dan berarti untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil 
ke energi ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan 
beberapa mitra internasional, termasuk institusi multilateral dan bilateral, 
filantropi, dan investor swasta untuk mendukung transisi energi. 

Sebelumnya, PT SMI dan PT PLN menandatangani MoU untuk mengem­
bangkan skema pembiayaan dan investasi sehubungan dengan transisi 
energi dari pembangkit listik tenaga batu bara yang dilakukan PLN sebagai 
pemangku kepentingan utama dari ETM. PT SMI dan PT PLN akan memulai 
diskusi untuk implementasi transisi energi dari 1,68 GW pembangkit listrik 
tenaga batu bara milik PLN di mana mendapatkan biaya modal yang paling 
kompetitif menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi tersebut. 

Pengumuman ETM Country Platform Indonesia berlangsung pada aca­
ra yang sama di mana ABD menandatangani MoU dengan PT PLN, Cire­
bon Electric Power, dan The Indonesian Investment Authority (INA) untuk 
memulai diskusi terkait percepatan penghentian Cirebon-1, pembangkit 
listrik tenaga batu bara 660 megawatt di Jawa Barat. INA tengah menger­
jakan sebuah alur dari potensi transaksi sektor swasta sebanyak 1,5 GW, 
termasuk Cirebon-1.21

PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yakni 
PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.22 PLTU Cirebon berkapasitas 1 x 660 
MW dengan investasi mencapai US$ 877 juta. PLTU dibangun dengan ske­
ma Independent Power Producer (IPP) oleh konsorsium Indika Energy Tbk, 
Marubeni Corporation, Korea Midland Power Company, dan Santan Co. 
Ltd. Konsorsium bernama Cirebon Electric Power (CEP). Presiden Direktur 
CEP saat ini adalah Hisahiro Takeuchi. 

Pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 senilai US$250-300 juta atau 
setara Rp3,8-4,6 triliun. Pembangkit listrik ini memiliki kontrak penya

21https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Indonesia-Luncur­
kan-ETM-Country 

22https://www.liputan6.com/bisnis/read/5125616/didanai-adb-lewat-skema-etm-pln-pensiunkan-pltu-
batu-bara-cirebon 
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luran listrik hingga tahun 2042 (30 tahun). Biasanya, pembangkit listrik 
batu bara memiliki usia 40-50 tahun, sehingga kontrak bisa diperpanjang 
usia 10-20 tahun setelah habis pada tahun 2042. “Jika pembangkit listrik 
ini menghentikan operasinya secara permanen pada tahun 2037, misalnya, 
hal itu akan mengurangi masa operasinya setidaknya 15 tahun dengan 
menggunakan masa operasi konservatif 40 tahun,” kata ADB.23

2.6 	Tantangan dalam Pendanaan Perubahan 
Iklim di Indonesia 

Kemampuan pendanaan publik Indonesia dalam menangani perubahan 
iklim berbanding jauh dengan kebutuhan yang ada. Banyak tantangan 
sekaligus peluang yang perlu ditangani serius dalam penggalangan dan 
pengelolaan dana perubahan iklim di Indonesia. Beberapa hal dapat 
diuraikan dibawah ini.

1.	 Penguatan Partisipasi Swasta dalam Pendanaan Perubahan Iklim Masih 
Rendah.

Swasta dianggap punya andil besar dalam perubahan iklim Tantangan dan 
peluang besar yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pendanaan iklim 
adalah kurangnya partisipasi sektor swasta, terutama dalam upaya adaptasi 
perubahan iklim (BKF, 2020). Padahal, potensi investasi swasta tinggi, terbukti 
dari semakin meningkatnya kontribusi swasta dalam pendanaan iklim global 
yang mencakup 49% dari total alokasi (CPI, 2021). Rendahnya kontribusi dan 
partisipasi swasta disebabkan beberapa alasan. Dalam konteks tata kelola pe­
rusahaan, masih ditemukan pihak manajerial yang tidak yakin akan dampak 
perubahan iklim dan tidak mampu merencanakan agenda perusahaan dengan 
perspektif jangka panjang (CANE, 2013). Selain itu, risiko investasi yang tinggi, 
seperti modal yang besar, tantangan teknis, jangka waktu yang lama, model bisnis 
yang belum terbukti, fluktuasi mata uang, kondisi makroekonomi, lingkungan 
bisnis yang tidak terprediksi, ketidakjelasan pelacakan keuangan, serta potensi 
gejolak politik, juga menjadi hambatan (IESR, 2022). Kebijakan untuk mening­
katkan investasi dinilai masih kurang ambisius dan tidak sufisien (Wijaya, et al., 
2021). Insentif fiskal dan non-fiskal dalam rangka penerapan pendanaan iklim 
harus dikembangkan. Sampai saat ini, insentif investasi yang sudah ada juga 
kurang menarik bagi swasta (IESR, 2022). 

Tantangan ini perlu diantisipasi pemerintah dengan memperluas ruang ke­
terlibatan sektor swasta dalam pendanaan iklim. Pihak swasta sudah terbukti 
menjadi jawaban atas keterbatasan sumber pendanaan iklim (Buchner, Fal­
coner, Hervé-Mignucci, & Trabacchi, 2012). Mengembangkan kebijakan 
yang mumpuni untuk mendukung pengembangan pasar dalam penguatan 
ketahanan iklim dan sinergi antara pemerintah dengan swasta. 

Pemerintah perlu menciptakan insentif untuk kontribusi swasta, teruta­
ma dengan instrumen tidak langsung (menciptakan mekanisme dan kebi­

23https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/637b21248db12/menanti-kelanjutan-kesepaka­
tan-pensiun-dini-pltu-cirebon-1-dengan-adb 
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jakan). Dan menyusun skema investasi yang rendah risiko bagi swasta. 
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan melakukan investasi dalam 
bidang ekuitas atau memberikan peningkatan kredit sehingga sektor pub­
lik akan menanggung sebagian besar risiko investasi.

Pemerintah mendorong mekanisme pasar saat ini yang mampu merefleksi
kan perbedaan harga dari sektor Green dan non-Green. Melakukan tahapan 
dari sebatas Financing Green menuju penguatan untuk Greening the Finance 
demi mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Disamping itu juga 
memperkuat kelayakan proyek-proyek hijau nasional agar mampu dibiayai 
sektor keuangan dan mendapat dukungan internasional.

2.	 Kebijakan yang belum menyeluruh dan masih lemah

Meskipun pentingnya pendanaan iklim diakui secara luas, konsensus kebi­
jakan masih rendah. Hal ini tercermin dari kurang optimalnya mekanisme 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Den­
gar Pendapat (RDP) yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang 
mendukung pendanaan iklim. Dalam praktik Musrenbang, keterlibatan 
masyarakat masih terbatas. Jarang ada pemahaman yang cukup mengenai 
isu perubahan iklim dan kerap berjalan tanpa menghasilkan rumusan yang 
berkualitas (Far, 2022). RDP seringkali hanya menjadi agenda formalitas 
dengan kurangnya keterwakilan semua pihak dan dialog yang substansial 
untuk mencapai konsensus yang kuat. Hingga saat ini, beberapa kebijak
an iklim yang dihasilkan masih tidak konsekuen dengan kebutuhan dana 
untuk sektor-sektor non-hijau, seperti sektor energi berbasis fosil dan in­
frastruktur konvensional (Perdana, 2022). Alhasil, Indonesia masih berada 
pada tingkat highly insufficient (sangat tidak memadai) dalam menjawab 
tantangan dampak perubahan iklim (CAT, 2022).

3.	 Mendorong penerapan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Upaya ini perlu dilakukan dengan meningkatan investasi dan inovasi Proyek 
EBT. Investasi dan inovasi proyek energi baru dan energi terbarukan meru
pakan kunci mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 2°C (OECD, 2017) 
sekaligus alternatif penggalangan dana untuk perubahan iklim. Sebagai 
langkah awal, pelatihan dan pengembangan kapasitas berbagai pihak per­
lu ditingkatkan.

Pemerintah mengelola dan menyampaikan informasi kepada kalangan 
industri, dan masyarakat mengenai EBT dan kerangka pengembangannya. 
Selanjutnya, pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang men­
dorong investasi iklim dengan merepresentasikan kepentingan masyarakat 
untuk menciptakan agenda politik yang hijau dan mendorong pemerintah 
untuk membuat standar implementasi proyek EBT. 

Pemerintah menggandeng lembaga penelitian, industri, dan masya
rakat dalam upaya meningkatkan studi dan pengembangan serta meng
inisiasi program fasilitasi inovasi teknologi EBT dengan menawarkan pen­
dampingan dan bantuan teknis. Pemerintah dalam membangun infrastruk­
tur yang mendukung pembangunan EBT, seperti jaringan transmisi dan 
distribusi listrik yang kuat, infrastruktur pengisian kendaraan listrik, dan 
sistem penyimpanan energi.
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4.	 Kerangka kelembagaan antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum 
terukur

Indonesia perlu membuat kerangka kelembagaan antar K/L yang lebih ter­
ukur untuk mewujudkan ketahanan iklim. Sampai saat ini implementasi 
CBT belum optimal karena sistem memerlukan integrasi dan sinergi serta 
penyusunan pedoman masih belum mutakhir (BKF, 2020). Pemberlakukan 
CBT mitigasi hanya terbatas pada 7 kementerian dan CBT adaptasi hanya 
diimplementasikan oleh 16 K/L. Pelaksanaan CBT ini juga dihadapkan dengan 
dinamika kebutuhan dan kondisi daerah di Indonesia yang tidak sama serta 
kriteria K/L yang berbeda-beda. 

Tidak hanya itu, hubungan birokrasi antara pusat dan daerah dalam ske­
ma pendanaan iklim juga masih tumpang tindih sehingga menghambat ki­
nerja program perubahan iklim (Desdiani, 2022). Instrumen mobilisasi dana 
publik dan non-publik juga dinilai kurang komprehensif (BKF, 2020).

Salah satunya adalah dengan climate budget tagging (CBT) atau penan­
daan pendanaan iklim. Namun demikian, implementasi CBT masih belum 
optimal karena sistem memerlukan integrasi dan sinergi serta penyusunan 
pedoman masih belum mutakhir.

Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan pendanaan hijau melalui 
penetapan kerangka regulasi, penyelarasan insentif keuangan publik, pening
katan pendanaan hijau dari berbagai sektor, serta pengintegrasian peng
ambilan keputusan dalam pendanaan sektor publik dengan konsiderasi isu 
perubahan iklim. Perputaran dana hijau juga memerlukan adanya dorongan 
kepada bank, perusahaan asuransi, dan manajer aset untuk menyelaraskan 
portofolio investasi mereka dengan tujuan-tujuan iklim. 

Selanjutnya peran terkait anggaran, K/L memberikan dukungan per
aturan dan administrasi untuk menerbitkan hibah ke tingkat daerah di 
bawah mekanisme pendanaan perubahan iklim, berkoordinasi dengan K/L 
pelaksana untuk persiapan dokumen anggaran dan proses implementasi 
anggaran, serta melakukan penganggaran adaptasi.

Institusi yang terlibat dalam tahapan terkait anggaran adalah Bappe­
nas, Kemenkeu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekarang 
menjadi Kementerian. Dalam tahap pendanaan juga terdapat keberadaan 
entitas lain di institusi negara seperti BPDLH, PT SMI, Global Environment 
Facility (GEF), Bank Dunia, Global Climate Fund, dan Himpunan Bank Mi­
lik Negara (HIMBARA) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, 
Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). 

Dukungan yang menyangkut penelitian dan pengembangan, K/L melak­
sanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidangnya yang dimak­
sudkakan untuk mendukung peta jalan NDC serta melakukan diseminasi 
informasi yang dapat mendukung pelaksanaan peta jalan NDC. Beberapa 
lembaga yang menjadi penjuru kegiatan penelitian adalah Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN).
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BAB III 
LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLA 
PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM 

DI INDONESIA
“Akuntabilitas pendanaan perubahan iklim mengharuskan pendanaan tersebut 

dapat ditelusuri, diperbandingkan, dan tidak berisiko mengalami penghitungan ganda 
serta bersesuaian dengan tujuan Perjanjian Paris untuk meningkatkan transparansi. 

Datanya seharusnya dilaporkan pada tingkat agregat dan aktivitas.”
(Jean Paul Brice Affana dkk, 2020)

Sejak dari awal, pengelolaan dan pelaksanaan program-program terkait 
pendanaan perubahan iklim di Indonesia didesain tidak hanya dilaksanakan 
oleh satu lembaga. KLHK menjadi leading sector untuk lingkungan dan ke­
hutanan serta perubahan iklim karena memang bagian dari tugas dan fung­
si utamanya. Pendanaan perubahan iklim di Indonesia berasal dari sumber 
dan mekanisme yang berbeda-beda, sehingga pengelolaannya juga memi­
liki mekanisme yang berbeda. APBN sebagai sumber utama pendanaan 
perubahan iklim harus dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga 
(K/L) sesuai dengan alokasi masing-masing. Alokasi APBN yang diberikan 
kepada K/L ini kemudian dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
nya. Untuk memastikan agar alokasi anggaran tersebut efektif dan efisien, 
maka pengelolaannya harus berbasis atau berorientasi pada hasil. Artinya, 
alokasi anggaran tersebut seharusnya mampu menghasilkan beberapa 
output yang dirasakan manfaatnya.

Salah satu contohnya terdapat pada KLHK, dari total anggaran yang 
diterima selama tiga tahun (2018-2020) mampu menghasilkan setidaknya 
217 output yang terdiri atas 140 output mitigasi, 48 output adaptasi, dan 
29 output co-benefit. Beberapa contoh output tersebut yakni berupa aksi 
restorasi gambut, pengelolaan sampah, pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
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(DAS), dan lain sebagainya. Sama seperti KLHK, K/L lainnya juga menggu­
nakan alokasi anggaran tersebut untuk menghasilkan output-output yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pencapaian 
masing-masing output ini sangat diperlukan mengingat penggunaan ang­
garan APBN memerlukan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perjanjian Paris mensyaratkan sebuah lembaga dari masing-masing 
negara partisipan UNFCCC yang mengelola dana lingkungan terkait den­
gan target NDC. Badan yang mengelola pendanaan untuk mencapai target 
NDC ini mempunyai instrumen yang fleksibel bagi pendanaan perubahan 
iklim di tingkat global maupun nasional. Kelembagaan badan ini harus me­
nerapkan pola pengelolaan keuangan dengan mekanisme yang menjamin 
transparansi dan akuntabilitas dalam memobilisasi serta mendistribusikan 
dengan baik. Untuk melengkapi fungsi Indonesia Climate Change Trust Fund 
(ICCTF), pada tahun 2019 dibentuk BPDLH berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 Tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa 
lembaga pengelola pendanaan perubahan iklim adalah Badan Pengelola 
Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kemenkeu. Mekanisme kerja 
BPDLH adalah goverment to government dan menyesuaikan dengan skema 
pendanaan bilateral dan multilateral sesuai perjanjian/kesepakatan.

Sebenarnya, di bawah Kemenkeu terdapat tiga lembaga yang berperan 
dalam pengelolaan dana perubahan iklim yaitu BPDLH, BPDPKS dan PT SMI. 
Meski tidak bisa diperbandingkan secara langsung atau dari masing-masing 
lembaga namun mempunyai irisan isu dan spesialisasi dalam pengelolaan 
dana perubahan iklim. BPDLH dan BPDKS berbentuk Badan Layanan Umum 
(BLU) sementara PT SMI adalah perseroan terbatas.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak ada lembaga pengelola dan 
penghimpun pendanaan perubahan iklim yang khusus diatur oleh regulasi. 
BPDLH yang dianggap sebagai pusat pengelolaan pendanaan perubahan 
iklim di Indonesia juga hanya diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan 
hidup. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Perpres Nomor 77 Tahun 2018. 
BPDLH menurut Pasal 33A PMK Nomor 24 /PMK.01/2021 menggunakan no­
menklatur Indonesian Environment Fund. 

Kondisi ini membuat BPDLH bukan satu-satunya lembaga yang meng­
himpun dan mengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia, sehingga 
terdapat beberapa lembaga lain yang juga menghimpun dan mengelola 
pendanaan perubahan iklim di Indonesia seperti BPDPKS dan PT SMI yang 
juga berada di bawah Kemenkeu. BPDPKS diatur dalam Pasal 1 point 4 Per­
pres Nomor 61 Tahun 2015 dan tugasnya dalam pemanfaatan bahan bakar 
nabati jenis biodiesel untuk transportasi yang berkaitan dengan aksi miti­
gasi perubahan iklim diatur dalam Pasal 11 Ayat 2 Perpres Nomor 66 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 61 Tahun 2015. 

Sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)—BUMN dengan 
mandat dan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur—
diketahui mengelola berbagai pendanaan perubahan iklim dari luar negeri 
misalnya Grant Agreement dengan Bank Dunia (Clean Technology Fund 
(CTF) dan Global Environment Facility (GEF) senilai US$55,25 juta untuk ek­
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splorasi panas bumi. PT SMI sejak awal diinisiasi untuk pembiayaan green 
infrastructure dan mengelola SDG One. Dalam SDG terdapat bidang/sektor 
lingkungan hidup sehingga harus mengelola dana lingkungan juga. Me­
kanisme kerja PT SMI adalah bussiness to bussiness.

3.1	 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Pendirian BPDLH merupakan mandat dari Perjanjian Paris dan Undang- 
Undang lingkungan. BPDLH secara khusus didirikan sebagai antisipasi se­
makin besarnya kebutuhan dan potensi sumber dana yang terkait dengan 
perubahan iklim. Badan ini sebagai Indonesia Environmental Fund (IEF). 
Badan ini berbeda dengan ICCTF yang berbentuk lembaga perwalian dana, 
BPDLH berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). Badan ini dibentuk ber­
dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presi
den Nomor 77 Tahun 2018.

Sumber pendanaan yang dikelola BPDLH lebih luas dibandingkan sum­
ber pendanaan yang dikelola oleh ICCTF. Dikutip dari laman situs Kemen­
keu (2022), beberapa dana yang dikelola oleh BPDLH berasal dari dana re­
boisasi, dana hibah yang berasal dari Green Climate Fund, dana hibah yang 
berasal dari Ford Foundation melalui program Community Based Program 
Dana TERRA, serta dana pinjaman dari Bank Dunia untuk program Pooling 
Fund Bencana dan Mangrove for Coastal Resilience, serta dana hibah World 
Bank untuk dua program yaitu program Forest Carbon Facility Partnership 
RBP REDD+ dan program Bio-CF for Initiative for Sustainable Forest Land-
scape RBP REDD+. Potensi sumber dana yang akan masuk dan dikelola oleh 
BPDLH diperkirakan mampu mencapai Rp24 triliun (Kemenkeu, 2022). 

Fungsi BPDLH melakukan penguatan pengawasan bagi pencapaian target 
meskipun pemenuhan agen yang memiliki kualifikasi mendukung pelaksanaan 
proyek pendanaan hijau masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. 
Pendanaan perubahan iklim atau pengelolaan dana lingkungan hidup berpi­
jak pada tiga hal penting yakni komitmen pendanaan, integritas pendanaan, 
dan aksesibilitas pendanaan. Sejak 2019, setidaknya ada enam lembaga donor 
internasional yang menyalurkan dana ke BPDLH untuk mitigasi iklim. Seperti 
Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility, BioCarbon Fund, Debt 
for Nature Swap, Ford Foundation, dan Global Environment Facility. Selain itu, 
ada dana rehabilitasi mangrove dan dana reboisasi dari KLHK.

Menurut Djoko Hendratto, Direktur Utama BPDLH paling awal, terdapat 
beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menjalankan tugas dan fungsi 
BPDLH antara lain tata kelola internal, pengelolaan dana, dan evaluasi oleh 
streering committe dan dewan pengawas. Di samping hal-hal tersebut 
BPDLH juga mendorong peningkatan kapasitas lembaga swadaya masya
rakat (LSM) lokal. Dalam upaya mendapatkan pendanaan, BPDLH juga 
menjalin kerjasama dengan donor untuk program energi dan adaptasi. Ada 
penekanan pada perluasan sumber pendanaan dari donor, APBN, dan sek­
tor swasta. Ekstensifikasi donor dilakukan BPDLH dengan peninjauan dan 
pendekatan untuk memastikan tercapainya target emisi yang diinginkan. 

Dalam struktur BPDLH terdapat 10 perwakilan Kementerian/Lembaga yang 
menjadi Steering Committee, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, 
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Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ke­
menterian Energi, Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kemen
terian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bap­
penas, Kemmenterian Kelautan dan Perikanan. Di bawah Steering Committee, 
berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 PMK Nomor 137/PMK.01/2019 disebutkan bahwa 
BPDLH dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu, terdapat pula 5 orang yang 
menjadi anggota Dewan Pengawas BPDLH. 

Bagan 11. 
Struktur Organisasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

- Penyimpanan Dana
- Pembayaran berdasarkan mandate

Line MinistriesProject Board for each
Project if Necessary

Board 
of

Super-
visor

Line 
Minis­
tries

Project Board for 
each Project if 

Necessary

Tim 
Teknis

Laporan

Steeting Committee

KEMENKO PEREKONOMIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

FOLU Net Sink

Mandat Laporan

Rekening Perintah Lainnya

Program Operasional

Rekening Trustee

Public - Bilateral
Norway

Public - Multilateral
The WBGCF

Public - Multilateral
CLUAFord Foundation

MONEV

Lembaga Perantara

•	Individu
•	Instansi Pemerintah di tingkat Nasional dan 

Sub-Nasional

•	Organisasi masyarakat sipil
•	Sektor swasta
•	Lembaga penelitian/pendidikan
•	Komunitas

Beneficiaries

Tidak Langsung Langsung

REDD+

Energy DWS
Disaster

Pounding
Fund

Sumber: BPDLH

1https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/6948/alokasi-dana-bpdlh-akan-fokus-ata­
si-satu-persatu-persoalan-lingkungan-hingga-tuntas

Beberapa program yang telah dikerjakan oleh BPDLH adalah sebagai beri­
kut:
1.	 BPDLH saat ini mengelola dana di luar skema APBN atau mekanisme 

pembahasan APBN telah mencapai US$968,6 juta atau Rp14,52 triliun, 
yang berasal dari berbagai sumber dana seperti Dana Reboisasi Hutan, 
Global Environment Facility, Bank Dunia, dan Amerika Serikat1

2.	 BPDLH terlibat dalam inisiatif peraturan presiden dan peraturan menteri 
keuangan terkait dana bencana. Saat ini, BPDLH sedang menyusun per
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aturan pelaksanaan yang akan mengatur cakupan program dan tata 
kelolanya. Dalam mengelola dana, BPDLH bekerja sama dengan berba
gai donor dan mengikuti prinsip-prinsip saveguard, termasuk GESI (Gen-
der Equality and Social Inclusion). Mereka memiliki 12 prinsip saveguard 
untuk setiap proyek dan menjalankan evaluasi risiko yang mencakup 
faktor-faktor seperti gender equality, sosial, dan lingkungan 

3.	 BPDLH fokus pada mengukur dampak setiap proyek yang mereka kelo­
la, termasuk kontribusi terhadap pengurangan emisi GRK, peningkatan 
ekosistem, keseimbangan lingkungan, dan dampak sosial seperti pen­
ciptaan lapangan kerja dan penghematan masyarakat

4.	 BPDLH aktif dalam mendukung pengembangan climate finance dan 
pengumpulan data terkait, seiring dengan inisiatif pemerintah untuk 
mencapai target perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi adalah 
mendefinisikan climate finance dan melacak dana yang tidak terdaftar 
secara langsung di APBN

5.	 BPDLH mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan 
dana dan berupaya untuk memahami dampak setiap proyek tidak hanya 
dari segi lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial, termasuk isu-isu 
gender dan inklusi sosial.

Sejak awal lembaga ini dirancang dapat mengelola pendanaan dari anggaran 
pemerintah dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan Pemerintah yang digu­
nakan untuk kebutuhan belanja, investasi dan pendanaan upaya perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk untuk upaya pengendalian per
ubahan iklim. Untuk itu, lembaga pendanaan lingkungan hidup akan dikelola 
secara profesional dengan mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 
negara dan menerapkan standar fidusiari dan praktik-praktik terbaik yang 
diterima secara internasional. Lembaga pendanaan lingkungan hidup tersebut 
berada di bawah pembinaan Kemenkeu dan KLHK dalam hal ini berperan se­
bagai koordinator dalam memberikan arahan program-program lingkungan 
hidup, termasuk program pengendalian perubahan iklim. 

Tabel 5 merupakan gambaran umum BPDLH yang menjadi Indonesia 
Environment Fund di Indonesia.

Tabel 5. 
Gambaran Umum BPDLH

Bentuk 
Badan 

Hukum 
Badan Layanan Umum (BLU)

Sumber 
Pen­

danaan

•	 APBN
•	 APBD
•	 Sumber lainnya yang sah

Penya
luran 
Dana

•	 Belanja
•	 Pembiayaan melalui skema fasilitas dana bergulir (FDB)
•	 Bentuk lainnya sesuai peraturan dan UU

Sektor 
Prioritas

1.	P engendalian perubahan iklim
2.	 Pengelolaan hutan berkelanjutan
3.	P engendalian kebakaran hutan dan pemulihan lahan gambut
4.	 Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
5.	 Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
6.	 Konservasi keanekaragaman hAyati dan ekosistem
7.	 Pengendalian pencemaran
8.	 Peningkatan daya saing industri berbasis SDA
9.	 Pengolahan limbah B3
10.	Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah Karbon 
11.	Peningkatan efisiensi energi, EBT dan konservasi energi sosial serta kemitraan lingkungan
12.	Penurunan ancaman, gangguan dan pelanggaran hukum bidang LHK
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Program 
Prioritas

1.	 Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukung lainnya (termasuk 
kerangka REDD+)

2.	 Konservasi keanekaragaman hAyati dan ekosistem (termasuk kerangka REDD+)
3.	 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (termasuk kerangka REDD+)
4.	 Peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya alam
5.	 Pengolahan limbah padat, cair, dan bahan berbahaya beracun
6.	 Penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan serta rendah karbon
7.	 Peningkatan penerapan efisiensi energi, energi baru terbarukan, dan konservasi 

energinan sosial dan kemitraan lingkungan
8.	P enurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan
9.	 Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya

Target 
Pen­

danaan

Perorangan, masyarakat adat, kelompok masyarakat yang terdaftar di pemerintah, 
lembaga pemerintah/non-pemerintah, badan usaha serta lembaga pendidikan/penelitian.

Proyek 
Strategis

•	 PLTS Atap (ISURYA)
•	 Environmental Fund Management Cooperation Services
•	 Forestry Business Financing Services
•	 Environmental Investment Services

Sumber: BPDLH

3.1.1. Pengelolaan Pendanaan oleh BPDLH
Pada setiap awal tahun jajaran direksi BPDLH melakukan kontrak kerja dengan 
Direktur Jendral Perbendaharaan Negara Kemenkeu mengenai kesanggupan 
target kinerja yang meliputi Aspek Layanan dan Aspek Keuangan dan Tata Ke
lola. Kedua aspek ini diatur secara lengkap dan dilaporkan setiap akhir tahun 
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan kinerja badan.

Secara umum tata kelola diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Merunut pembentukan dan perjalanannya sampai tahun 2023 maka se­
cara umum, BPDLH terus berupaya memenuhi asas-asas umum pemerin
tahan yang baik. Mulai dari segi aturan, mekanisme, tahapan atau meka
nisme kerja, dan pelaporan mulai dilaksanakan sesuai ketentuan.

Beberapa upaya integritas dan transparansi pengelolaan dana di BPDLH di­
wujudkan melalui laporan tahunan yang terbit tiap akhir tahun dan adanya 
audit laporan keuangan oleh auditor independen. BPDLH pernah melaku­
kan audit standar pelayanan dan akuntabilitas yang dilakukan lembaga 
audit internasional. Catatan atas laporan yang disampaikan BPDLH masih 
berkutat pada sisi keuangan dan realisasi anggaran yang berhasil dihimpun 
oleh BPDLH, sehingga tidak tersedia data mengenai pemanfaatan dari alo­
kasi anggaran yang telah digulirkan kepada debitur atau sasaran penerima 
manfaat secara rinci. Terutama umpan balik atau tindak lanjut dari hasil pe­
nelitian yang didanai oleh BPDLH. 

Hingga saat ini, BPDLH masih berproses untuk membangun manajemen 
informasi yang direncanakan rampung pada 2030. Mengacu pada laporan 
realisasi anggaran BPDLH 2021 dijelaskan terjadi kenaikan nilai realisasi ang
garan dan belanja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal 
ini mengingat bahwa operasional efektif BPDLH pada tahun 2020 hanya 
selama tiga bulan dan 2021 telah beroperasi secara penuh. 

3.1.2 Sumber Dana BPDLH

Sejak Oktober 2019 atau melewati tiga-setengah tahun usia BPDLH, setidaknya 
ada enam lembaga donor internasional yang telah menyalurkan dana untuk 
mitigasi iklim. Selain itu, ada dana rehabilitasi mangrove, energi baru terbaru­
kan, dana untuk kebencanaan, restorasi lingkungan, dan dana reboisasi dari 
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KLHK. Hal ini menjadi pijakan BPDLH sejak awal untuk menentukan kebijakan 
program tematik dan pendanaan awal berdiri. Alur pendanaan tersebut dapat 
kita lihat dalam gambar 4. Peruntukan, hasil yang diharapkan, kebutuhan pen­
danaan sampai tahun 2030, mekanisme dan instrumen pendanaan, serta po­
tensi sumber atau donor pendanaan program-program tersebut.

Gambar 4. 
Program Tematik dan Pendanaan BPDLH

Sumber: BPDLH

Gas Rumah Kaca
Peningkatan 

Kualitas 
Lingkungan

Ketahanan Ben­
cana dan Iklim

Ketahanan 
Masyarakat

Hutan lestari, 
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pengelolaan 

ekosistem

Energi terbarukan, 
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Polusi, penge­
lolaan  limbah, 
industri hijau, 
dan ekonomi 

silkular

Peningkatan 
kesehatan, 

ketahan 
pangan dan 

air

Adaptasi 
iklim dan 

managemen 
risiko benana

Meningkatkan ketahanan lingkungan dan masyarakat
Tujuan pengelo-
laan dana lingkun-

gan hidup

Hasil pengelolaan 
dana lingkungan 

hidup

Program 
Tematik

Hibah Dana Bergulir Dana Abadi LainnyaInstrumen 
Pendanaan

Redd+
GCF

FCPF-WB
BioCF-WB

TERRA 
perekonomian 

berkelanjutan bagi 
masyarakat Ford 

Foundation

Renewable 
Energy

PLTS Atap 
CEF UNDP

Lainnya

Reboisasi
APBN

Pemu­
lihan 
Ling­

kungan

Lainnya

Dana Pe­
ngumpulan 

bencana 
PFB (APBN)

Lainnya

Program 
BPDLH

Need and Available 
Fund (s.d. 2030) Rp 3.400 trilyun

BPDLH dapat menerima hibah dan pinjaman, serta menyalurkannya ber­
sama dengan beberapa instrumen ekonomi lainnya. Pengelolaan dana 
oleh BPDLH diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/
PMK. 05/2020 yang meliputi penghimpun dana, pemupukan dana, dan 
penyaluran dana. Dana yang akan dihimpun dapat bersumber dari APBN, 
APBD serta sumber dana lainnya yang sah. Detail program yang diterima 
BPDLH dari berbagai donor dapat antara lain:
1.	 Green Climate Fund (GCF) untuk pendanaan REDD+ RBP sejumlah US$103 

juta (2021-2023). Dana ini merupakan pendanaan atas proposal Indonesia atas 
penurunan emisi GRK 2014-2016 disetujui Agustus 2020 senilai US$103,8 juta

2.	 Pemerintah Norwegia untuk pendanaan REDD+RBP sejumlah US$560 
juta (2021-2030)

3.	 Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) untuk pendanaan REDD+ sejum­
lah US$110 juta (2021-2023). Dan ini merupakan dana pembayaran berbasis 
kinerja atas program REDD+ dengan lokasi Provinsi Kalimantan Timur

4.	 BioCarbon Fund (BCF) untuk program REDD+ sejumlah US$60 juta (2023-
2025) untuk REDD+. Dana ini merupakan dana pembayaran berbasis ki­
nerja atas program REDD+ dengan lokasi Provinsi Jambi

5.	 World Bank dalam program REDD+ sejumlah US$2 juta (2021-2024). Dana ini 
fokus untuk dukungan pengembangan manajemen informasi, safeguard, 
dan monitoring dan evaluation, dan 

6.	 Ford Foundation dalam program REDD+ komitmen US$1 juta (2021). 
Fokus kegiatan berbasis masyarakat (antara lain; perhutanan sosial, 
mangrove).
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Untuk penyaluran dana reboisasi oleh BPDLH masih dalam inisiasi. Dana ini 
akan disalurkan dapat dilihat dalam bagan 13 di bawah ini, dengan skema:
1.	 Dana yang ditujukan untuk reboisasi (on farm: Pembangunan Hutan Ta­

naman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, wanatani, pembibitan dan 
pemeliharaan tanaman kehutanan, tunda tebang tanaman kehutanan, 
dan off farm: pengelolaan hasil hutan dan pinjaman sarana produksi

2.	 Beneficiaries: kelompok masyarakat, koperasi, private sector, atau peme­
gang ijin usaha

3.	 Disalurkan dalam bentuk pinjaman.

Bagan 13. 
Mekanisme Penyaluran 
Dana Reboisasi

Sumber: BPDLH

Bagan 12. 
Mekanisme Penyaluran Dana REDD+

3.1.3 Mekanisme Penyaluran Dana BPDLH

Salah satu latar belakang pembentukan BPDLH adalah pengelolaan dana 
dari program REDD+ maka mekanisme sementara ini yang dominan adalah 
penyaluran dana REDD+. Detail alur meknaisme penyaluran dana REDD+ 
dapat dilihat dalam bagan 12 di bawah ini. Pengaturan mengenai penya
luran dana REDD+ diatur dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 07/BP­
DLH/2020 tentang Pedoman Penyaluran Dana REDD+.

Sumber: BPDLH
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Persyaratan teknis:
1	 Kelengkapan informasi (deskripsi 

kegiatan, analisis masalah, logical 
framework, target group, 
monev, dll.

2.	Rencana implementasi safeguard
3.	Pengalaman mengelola kegiatan 

untuk LP

Persyaratan dan kelayakan pendanaan:
1.	 Ketersediaan dokumen kelengkapan RAB kegiatan
2.	Kesesuaian antara jumlah pendanaan yang disusulkan 

dengan alokasi yang tersedia
3.	Kesesuaian antara usulan pendanaan pada tiap 

komponen kegiatan dengan standar yang ditetapkan 
dalam peraturan perundangan

4.	Kesesuaian SOP pengelolaan keuangan lembaga dengan 
standar umum yang diterima publik

Kontrak 
BPDLH 
dan LP/

Penerima 
manfaat

Keputusan 
oleh Dirut 

BPDLH

Persyaratan 
Administrasi

Keterse­
diaan Dana

Kesesuaian 
Program

Kelayakan 
Usulan

Persyarata 
Teknis Pro­

posal

Kriteria program yang dapat didanai
1.	Program yang mendukung 

implementasi REDD+
2.	Progran berbasis kinerja

Persyaratan Administrasi:
1.	S urat permohonan
2.	Salinan akta notaris lembaga/surat 

keterangan lainnya
3.	Proposal permohonan dengan 

rincian RAB dan rencana distribusi 
manfaat

4.	Rekomendasi teknis dari kementeri­
an/lembaga negara/pemda

5.	Nomor registrasi SRN
6.	Salinan SOP keuangan lembaga
7.	Pernyataan komitmen antikorupsi 

dan antiterorisme

Syarat program 
dapat diajukan
1.	Terdaftar dalam 

SRN
2.	Mendapat 

rekomendasi 
kementerian 
terkait dan 
memiliki rencana 
implementasi 
kerangka 
pengaman 
kegiatan

-	 Direktorat 
terkait BP­
DLH

-	 K/L
-	 Profesional/

ahli
-	L embaga 

non peme­
rintah, atau

-	 Instansi 
pendidikan

-	 Kapasitas kelembagaan
-	 Kapasitas pengelolaan keuangan
-	 Kapasitas pengelolaan program
-	 Kapasitas pelaksanaan safeguard
-	M emiliki kemampuan penerusan hibah

Lembaga
Perantara

1.	Masyarakat hu­
kum adat

2.	Kelompok masya
rakat yang ter­
daftar di peme
rintahan

3.	Lembaga peme­
rintah

4.	Lembaga non 
pemerintah

5.	Badan usaha
6.	Lembaga pendi­

dikan/penelitian

Penerima 
Manfaat

Lembaga penyalur 
Bank, Lembaga keuangan non bank, badan 

hukum yang dapat menyalurkan dana

Langsung
Usaha 

Kehutanan

Investasi 
Lingkungan

Debitur

Debitur

0-8%/th

0-9%/th

Sesuai analisis

Langsung

1-4%/th
BPDLH
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3.1.4 Asesmen dan Standar Pelayanan pada BPDLH

Dalam rangka mengukur kredibilitas dan tingkat kepercayaan donor dan 
masyarakat dalam pengelolaan dana lingkungan oleh BPDLH maka dilaku­
kan asesmen. Asesmen terhadap BPDLH dilakukan asesor independen in­
ternasional yaitu Price Waterhouse Copper (PWC) dan LTS International.2 
Asesmen oleh PWC didukung oleh UNDP–GCF, sedangkan asesmen oleh 
LTS International didukung Pemerintah Norwegia. 

PWC melakukan asesmen pada 24-31 Maret 2020. PWC menggunakan 
pendekatan Harmonisasi dalam Bantuan Tunai (Harmonized Approach to 
Cash Transfers—HACT). Kerangka untuk menilai meliputi peringkat risiko 
manajemen BPDLH. Hasil akhir dari penilaian PWC adalah Low Risk.

LTS International melakukan asesmen pada 10 Agustus 2020-4 Desember 
2020. Penilaian terhadap BPDLH dilakukan terkait pengelolaan dana sesuai standar 
internasional. Penilaian LTS International mendapat predikat Moderate Risk.

Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ber­
dasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor: KEP-57/PB/2023, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan terdiri dari:
1.	 Layanan Persetujuan Penyaluran Fasilitas Dana Bergulir Pembiayaan 

Usaha Kehutanan melalui lembaga penyalur
2.	 Layanan Persetujuan Penyaluran Fasilitas Dana Bergulir Pembiayaan 

Usaha Kehutanan Secara Langsung
3.	 Layanan Penetapan Lembaga Penyalur sebagai Penyalur Pembiayaan 

Usaha Kehutanan
4.	 Layanan Kerjasama Pendanaan Program Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup
5.	 Layanan Penyaluran Pendanaan Program Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.

3.2	 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS)

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan meng
amanatkan adanya penghimpunan dana usaha perkebunan. Turunannya 
termuat di Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 
tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 20 Peraturan Presi­
den Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit.

BDPKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 
untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari 
pungutan ekspor CPO dan turunannya. Mereka memiliki empat program 
utama, yaitu: (1) program peremajaan tanaman kelapa sawit (replanting), 
(2) program peningkatan produktivitas dan mutu, (3) program pengem­
bangan hilirisasi, dan (4) program bantuan sosial. BDPKS ditugaskan untuk 
mendukung program perubahan iklim di sektor perkebunan kelapa sawit, 
seperti implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pengurangan 
emisi gas rumah kaca, dan peningkatan ketahanan iklim.3 Sekilas mengenai 
BPDPKS terdapat di tabel 6.

2Laporan Tahunan BPDLH Tahun 2021
3https://spks.or.id/file/publikasi/Buku_Penelitan_BPDPKS.pdf
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Tabel 6. 
Gambaran Umum BPDPKS

Bentuk Badan Hukum Badan Layanan Umum (BLU)
Sumber Pendanaan Dana Pungutan Ekspor Sawit (Crude Palm Oil/CPO)

Penyaluran Dana 1.	 Dukungan manajemen
2.	 Insentif Biodiesel
3.	 Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR)
4.	 Penyediaan Sarana dan Prasarana
5.	 Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit
6.	 Penelitian dan Pengembangan
7.	 Kemitraan dan Promosi

Sektor Prioritas 1.	 Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
2.	 Penyediaan Sarana dan Prasarana
3.	 Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit
4.	 Penelitian dan Pengembangan
5.	 Biodiesel

Program Prioritas 1.	 Peremajaan perkebunan kelapa sawit
2.	 Pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati
3.	 Penelitian dan pengembangan
4.	 Promosi
5.	 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
6.	 Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit

Target Pendanaan Masyarakat (pekebun kelapa sawit), perusahaan sawit, peneliti. 

Sumber: Diolah konsorsium Ocfi dari berbagai sumber, 2023

Penghimpunan dana di sektor industri kelapa sawit dilakukan BPDPKS se­
jak tahun 2015. Dikuatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/
PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS. Dana yang dike­
lola BPDPKS berasal dari Pungutan Ekspor dimana setiap tahun mening­
kat, kecuali tahun 2019. Tahun 2015, BPDPKS menghimpun dana sebesar 
Rp6,90 triliun dan tahun 2021 mengalami peningkatan drastis menjadi 
Rp71,64 triliun.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tahun 2022 
menyebutkan luas perkebunan sawit tahun 2011 mencapai 9,10 juta hektar 
dan tahun 2021 sudah mencapai 14,66 juta hektar. Perkebunan sawit mempu­
nyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan 
sebagai salah satu penghasil utama devisa negara, penyerap tenaga ker­
ja dan pembangunan infrastruktur di daerah. Tahun 2019 secara total nilai 
ekspor perkebunan sawit mencapai US$25,38 miliar atau setara dengan 
Rp359,14 triliun (asumsi US$1=Rp14.148). Sebagian besar industri per
kebunan sawit di Indonesia dikuasai oleh perusahaan swasta, perusahaan 
milik negara, dan perkebunan rakyat dengan luas perkebunan dan total 
produksi CPO berbeda-beda. Perusahaan swasta adalah pemilik lahan ter­
luas dan penghasil terbesar CPO dan turunannya.

Pada tahun 2018, total luas perkebunan sawit seluas 14.326.350 ha. Per
usahaan Besar Swasta (PBS) memiliki lahan terbesar seluas 7.892.706 ha 
(55,09%), Perkebunan Rakyat (PR) seluas 5.818.888 ha (40,62%) dan Perke­
bunan Besar Negara (PBN) seluas 614.756 ha (4,29%). Dari sebaran Perke­
bunan sawit di Indonesia, PBS terbesar produksi hasil komoditas sawit: 
CPO, minyak inti sawit (crude oil of palm kernel) dan jenis produk olahan 
lain. Tahun 2018 tercatat total produksi CPO sebesar 42,88 juta ton. Dengan 
rincian, PBS menghasilkan 25,44 juta ton (59,32%) sedangkan PR sebesar 
15,19 juta ton (35,67%) dan PBN sebesar 2,15 juta ton (5,01%). Sedangkan 
untuk prosensate kapasitas produksi, PR lebih rendah yakni 35,67% diban
dingkan % luas lahan yakni 40,62%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 
permasalahan di sektor perkebunan sawit milik rakyat. Lihat grafik 4.
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Grafik 4. 
Luas Areal Perkebunan 
dan Produksi CPO 
Tahun 2018 
Berdasarkan 
Kepemilikan Lahan

Sumber: Statistik Kebun Sawit 
Ditjen Bun Kementan 2018-2020, 
diolah IBC, 2022

BPDPKS memiliki tiga jenis program, yaitu:
1.	 Program bantuan: atau program mandatori biodiesel, peremajaan sawit 

rakyat, penyediaan sarana dan prasarana, penelitian dan pengembangan, 
pengembangan sumber daya manusia, dan program promosi dan kemitraan. 
Program yang memberikan bantuan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa 
sawit dalam bentuk subsidi, hibah, atau fasilitas lain yang tidak mengikat

2.	 Program insentif: program yang memberikan insentif kepada pelaku 
usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memenuhi kriteria tertentu, 
seperti sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), sertifikat RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), atau sertifikat lain yang diakui 
secara internasiona

3.	 Program Kerjasama: program yang melibatkan kerja sama antara BPDPKS 
dengan pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam 
rangka mendukung program perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

3.2.1 Sumber Dana BPDPKS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 
BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber dana utama BPDPKS adalah iuran ekspor CPO dan produk turunan­
nya, yang dikenakan sebesar US$50 per ton CPO dan US$30 per ton produk 
turunan. Iuran ini bertujuan untuk mendukung program perkebunan kela­
pa sawit yang berkelanjutan, termasuk program penurunan emisi GRK, pe­
lestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.4  

Periode 16-31 Desember 2023, biaya keluar CPO US$18/MT dan pungutan 
ekspor CPO US$75/MT.

Sumber dana lain yang sah yang dapat dikelola BPDPKS adalah dana 
dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga internasional yang 
terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, misalnya dana 
dari BPDLH, yakni lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana-dana 
terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan 
karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan 
perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.5

4https://www.bpdp.or.id/sekilas-badan-pengelola-dana-perkebunan-kelapa-sawit
5https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/dibentuk-lembaga-pengelo­

la-dana-lingkungan
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IBC (2022) menyatakan total penerimaan pungutan CPO dari tahun 2015-
2021 adalah sebesar Rp139,2 triliun. Tercatat, dominasi peruntukkan untuk 
program Biodiesel sebesar Rp110 triliun atau 79%. Sementara pemberian 
bantuan kepada petani kecil dalam program PSR sangat kecil Rp6,6 triliun 
atau hanya 5%.

Program kerja sama yang telah dilakukan BPDPKS antara lain dengan BP­
DLH,6 dengan KLHK dalam program Kampung Iklim (Proklim),7 dengan UNDP 
dalam program Road Map Program Kampung Iklim (Proklim)8 dan lain-lain.

3.3	 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah BUMN yang seluruh modal
nya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kemen­
terian Keuangan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 
dengan 8 (delapan) sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, 
yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, 
pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum. 

PT SMI didirikan pada tahun 2009 sebagai penggerak pertumbuhan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia melalui berbagai layanan 
pengembangan keuangan, termasuk untuk mendukung penerapan skema 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPS). PT SMI mempunyai mandat dengan 
dua fokus utama:
1.	 Memberikan manfaat dan berkontribusi kepada masyarakat melalui 

tindakan sadar sosial dan ekonomi
2.	 Mempromosikan keberlanjutan melalui Tujuan Pembangunan Berke­

lanjutan (SDGs) dan mitigasi perubahan iklim.

Pada 2015, Pemerintah mengalihkan aset dan fungsi Pusat Investasi Peme
rintah (PIP) kepada PT SMI, dengan salah satu fungsinya adalah pembiayaan 
kepada pemerintah daerah dan proyek panas bumi. Oleh karena itu, melalui 
Surat OJK Nomor S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015, PT SMI memperoleh 
izin untuk perluasan sektor, termasuk infrastruktur sosial (rumah sakit, pasar, 
terminal, dan lain-lain), infrastruktur pariwisata, dan rolling stock.

Sejak tahun 2018, PT SMI mengembangkan platform SDG Indonesia 
One (SIO) untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs) di Indonesia. SIO merupakan platform terintegrasi yang dirancang 
mengombinasikan dana publik dan privat melalui skema blended finance. 

SDGs yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, dengan prioritas pada 
sektor kesehatan, pendidikan, energi terbarukan dan infrastruktur urban 
(transportasi, air minum dan penanganan limbah). Pengelolaan dana oleh 
PT SMI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.
OS/2017 tentang Tata cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pem­
biayaan Infrastruktur Daerah. Dalam peraturan tersebut PT SMI diberi we­

6http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/mari-kita-membaca-climate-change-performance-in­
dex-2021-bagaimana-posisi-indonesia

7https://waste4change.com/blog/program-kampung-iklim-proklim-ciptakan-mas­
yarakat-peduli-lingkungan/

8https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=318921
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wenang untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur 
daerah dalam bentuk pinjaman.

Selama tahun 2018-2022, PT SMI berhasil memobilisasi komitmen pen­
danaan senilai US$3,25 miliar melalui SIO. Dari nilai komitmen tersebut, 
US$931 juta sudah tertuang dalam bentuk perjanjian dan US$233 juta sudah 
terealisasi (Annual Report PT SMI, 2022).

Pada tahun 2019, PT SMI kembali memperoleh izin perluasan sektor 
dari OJK, melalui Surat OJK Nomor S-7/D.05/2019 tanggal 12 Februari 2019 
tentang Persetujuan Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur yang 
meliputi; prasarana sumber daya air dan irigasi, prasarana sistem pengelo­
laan sampah, prasarana informatika, prasarana energi terbarukan, prasara­
na konservasi energi, prasarana dan sarana olah raga, serta kesenian, dan 
prasarana perumahan rakyat. Melalui perluasan sektor-sektor tersebut, PT 
SMI dapat semakin memberikan solusi inovatif bagi pembangunan Indone­
sia yang berkontribusi aktif dalam pengentasan kemiskinan, ketersediaan 
akses kebersihan atau sanitasi, kesehatan, pendidikan dan teknologi, serta 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lainnya di Indone­
sia. Informasi umum mengenai PT SMI dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. 
Gambaran Umum PT SMI

Bentuk Badan 
Hukum 

Perseroan Terbatas

Sumber 
Pendanaan

1.	H ibah
2.	 internasional: GCF, GGGI, GEF
3.	 Publik/pemerintah
4.	 Swasta/donor/filantropi

Penyaluran Dana Pembiayaan dan investasi
Sektor Prioritas 1.	 Transportasi

2.	 Jalan
3.	 Irigasi
4.	 Telekomunikasi
5.	 Efisiensi energi
6.	 Energi Terbarukan dan konservasi energi
7.	 Sumber mata air
8.	 Sistem pengolahan limbah
9.	 Minyak, gas dan bumi
10.	Sumber mata air
11.	Lembaga pemasyarakatan

12.	Kelistrikan
13.	Air bersih
14.	Selokan
15.	Perkeretaapian
16.	Jalan tol
17.	Kesehatan
18.	Fasilitas perkotaan
19.	Pariwisata
20.	Kesehatan
21.	Fasilitas perkotaan
22.	Bangunan negara

Program 
Prioritas

1.	 Pengendalian Perubahan Iklim (Termasuk program REDD+)
2.	 Pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management) (termasuk 

kerangka REDD+)
3.	P engendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut (termasuk 

kerangka REDD+)
4.	 Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (termasuk kerangka REDD+)
5.	 Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukung lainnya (termasuk 

kerangka REDD+)
6.	 Konservasi keanekaragaman hAyati dan ekosistem (termasuk kerangka REDD+)
7.	 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (termasuk kerangka REDD+)
8.	 Peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya alam
9.	 Pengolahan limbah padat, cair, dan bahan berbahaya beracun
10.	Penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan serta rendah karbon
11.	 Peningkatan penerapan efisiensi energi, energi baru terbarukan, dan konservasi 

energinan sosial dan kemitraan lingkungan
12.	Penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup 

dan kehutanan
13.	Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya

Target 
Pendanaan

Pihak swasta (UMKM), BUMN, BUMD dan pemerintah daerah

Proyek Strategis 1.	 SDG Indonesia One
2.	 Pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menampung pembiayaan UMKM
3.	 Pembangunan Infrastruktur daerah
4.	 Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP)
5.	 Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM)

Sumber: Diolah konsorsium Ocfi dari berbagai sumber, 2023 
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Berdasarkan POJK Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur, cakupan sektor yang dapat dibiayai PT SMI lebih luas lagi 
menjadi 22 sektor yaitu jalan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, 
telekomunikasi dan informatika, air minum, ketenagalistrikan, minyak dan 
gas bumi serta energi terbarukan, kesehatan, lembaga pemasyarakatan. 
Selanjutnya fasilitas pendidikan, pariwisata, fasilitas perkotaan, kawasan, 
sumber mata air, bangunan negara, perumahan rakyat, efisiensi energi, 
konservasi energi, sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan 
air limbah setempat, pengelolaan air limbah terpusat, serta fasilitas olah­
raga dan kesenian.

PT SMI sebagai special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan 
berkomitmen mendukung pemerintah dalam menerapkan Strategi Pemba­
ngunan Rendah Karbon termasuk pencapaian target NDC Indonesia untuk 
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 31,89% tanpa syarat dan 43,2% 
bersyarat pada tahun 2030. 

Terkait dengan pencapaian target NDC dan sejalan dengan Rencana Aksi 
Keuangan Berkelanjutan PT SMI 2022,9 dalam rencana tahunan, PT SMI me­
netapkan target untuk mengurangi porsi pembiayaan proyek pembang
kit listrik tenaga batubara (dalam nilai outstanding) maksimum 7,5% dan 
meningkatkan porsi pembiayaan yang berkaitan dengan mitigasi perubah
an iklim (dalam nilai outstanding) minimal 7,5% hingga akhir tahun 2022. 
Selanjutnya dalam rencana lima tahun (2019-2024).

PT SMI menetapkan target pengurangan jumlah pembiayaan/outstand-
ing proyek pembangkit listrik tenaga batubara maksimum 5%, peningkatan 
jumlah pembiayaan/outstanding terkait mitigasi perubahan iklim minimal 
10%, dan meningkatkan portofolio pembiayaan energi terbarukan dengan 
outstanding hingga Rp3 triliun pada akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan 
ambisi dari PT SMI, mengingat target sebelumnya untuk tahun 2021 adalah 
mengurangi porsi pembiayaan proyek pembangkit listrik berbahan bakar 
fosil (dalam nilai outstanding) maksimal 8% pada akhir tahun 2022.10

Di bawah penugasan baru dari Kementerian Keuangan sebagai Country 
Platform Manager Mekanisme Transisi Energi, PT SMI akan menyediakan 
pembiayaan transisi dan dukungan untuk mendukung transisi energi me
nuju energi bersih dan pembangunan ekonomi rendah karbon.

PT SMI berkomitmen aktif dalam mendukung proyek-proyek terkait 
iklim terutama di bawah platform SDG Indonesia One, sebuah platform 
blended finance terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, termasuk Tujuan Nomor 
13: Penanganan Perubahan Iklim. PT SMI telah berhasil memobilisasi pem­
biayaan untuk mendukung proyek-proyek terkait SDG dari lembaga multi­
lateral dan bilateral serta filantropi dan donor. Selain itu, komitmen untuk 
mendukung aksi iklim diperkuat dengan status PT SMI sebagai Entitas Ter­
akreditasi Green Climate Fund (GCF), yang memungkinkan PT SMI mengak­
ses pendanaan dari GCF dan meningkatkan kapasitasnya dalam memobil­
isasi pembiayaan. Tabel 8 menggambarkan beberapa program yang sudah 
dilaksanakan PT SMI terkait perubahan iklim.

9https://ptsmi.co.id/kebijakan-tentang-isu-perubahan-iklim
10Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT SMI 2022 hal. 13
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Tabel 8. 
Mekanisme Pengelolaan Dana Perubahan Iklim oleh PT SMI

No. Program Uraian Mekanisme

1. SDG Indone­
sia One

Sebuah platform blended finance 
terintegrasi yang bertujuan untuk 
mendukung pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia, termasuk Tujuan No. 13: 
Penanganan Perubahan Iklim

PT SMI berhasil memobilisasi 
pembiayaan untuk mendukung 
proyek-proyek terkait SDG dari 
lembaga multilateral dan bilateral 
serta filantropi dan donor11

2. Country 
Platform 

Mekanisme 
Transisi Ener­
gi Indonesia

Program yang didanai oleh 
Kementerian Keuangan dan Bank 
Dunia untuk mendukung transisi 
energi menuju energi bersih dan 
pembangunan ekonomi rendah 
karbon

PT SMI bertindak sebagai 
Country Platform Manager yang 
mengembangkan kerangka kerja 
pembiayaan dan investasi untuk 
program ini

3. Green Cli­
mate Fund

Sebuah mekanisme pendanaan global 
yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa 
Bangsa untuk mendukung negara-nega­
ra berkembang dalam mengurangi emisi 
gas rumah kaca dan beradaptasi dengan 
dampak perubahan iklim

PT SMI merupakan Entitas Ter­
akreditasi Green Climate Fund yang 
memungkinkan PT SMI mengakses 
pendanaan dari GCF dan meningkat­
kan kapasitasnya dalam memobilisasi 
pembiayaan12 

PT SMI merupakan satu-satunya BUMN dengan mandat dan izin usaha 
sebagai Perusahaan Pendanaan Infrastruktur yang misalnya mengelola 
Grant Agreement dengan Bank Dunia (Dana CTF dan GEF) senilai US$55,25 
juta untuk eksplorasi panas bumi. Pada tahun 2022, Indonesia menyepa­
kati pendanaan internasional untuk transisi energi melalui JETP dan ETM 
(melalui Clean Investment Fund-Accelerated Coal Transition (CIF-ACT) se­
jumlah US$24,05 miliar. Pemerintah membentuk Platform Negara (Country 
Platform) yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menyediakan pen­
danaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi nasional, de
ngan memobilisasi sumber pendanaan komersial dan non-komersial secara 
berkelanjutan. PT SMI ditunjuk Pemerintah Indonesia sebagai ETM Country 
Platform Manager dalam mengembangkan kerangka kerja pendanaan dan 
investasi untuk program ETM. PT SMI berkolaborasi dengan berbagai mit
ra institusi berupa mitra hibah, mitra pendanaan, mitra pengetahuan dan 
teknis, dan mitra investasi. 

3.3.1 Sumber Dana PT SMI

Setelah PT SMI menjadi Industri Keuangan Non Bank (IKNB), PT SMI menja­
di lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk melayani pem­
biayaan infrastruktur konvensional dan syariah. PT SMI juga melakukan in­
vestasi penyertaan modal pada proyek infrastruktur atau perusahaan yang 
bergerak di bidang infrastruktur. 

Selama kurun tahun 2015-2022, total nilai proyek yang dibiayai oleh PT 
SMI mencapai sebesar Rp819,94 triliun. Adapun jumlah proyek mencapai 
435 baik dari sektor jalan tol, jalan, ketenagalistrikan, transportasi, teleko­
munikasi, minyak dan gas bumi, irigasi, air minum, energi terbarukan, hing­
ga pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemda pada masa Pan­
demi Covid-19. Grafik 5 menunjukkan uraian lengkap terkait proyek PT SMI.

11https://ptsmi.co.id/lingkungan
12Ibid.,
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Selain pembiayaan dan investasi, PT SMI mengembangkan pilar bisnis 
Jasa Konsultasi untuk menunjang perannya sebagai katalis percepat
an pembangunan nasional. PT SMI berperan sebagai enabler percepatan 
pembangunan infrastruktur nasional, dengan memberikan jasa konsultasi 
kepada klien dalam penyiapan proyek-proyek infrastruktur baik yang 
termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN. Produk 
jasa konsultasi dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
proyek infrastruktur melalui layanan investment and financial advisory, 
fundraising advisory serta syndication arranger.

Grafik 5. 
Nilai Proyek yang Dibiayai 
PT SMI 2015-2022

Sumber: Diolah OCFI 
dari Annual Report 
Tahunan PT SMI

PT SMI juga melakukan pengembangan proyek untuk mendukung percepat
an pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini berfungsi sebagai en-
abler untuk tujuan pembangunan dengan memberikan fasilitas penyiapan 
proyek, pendampingan transaksi, bantuan teknis dalam bentuk sesuai best 
practices, originasi, peningkatan kapasitas, pengembangan bisnis hingga 
sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan bentuk fasilitas lainnya. 

3.3.2 Pembiayaan Berkelanjutan

PT SMI mendukung komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjut
an di Indonesia. Sejak tahun 2018, PT SMI telah membentuk Divisi Pembiayaan 
Berkelanjutan (DPB) sebagai bentuk dukungan untuk mendorong percepatan 
pembangunan sektor pembangunan hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan 
dalam mendukung pencapaian SDGs. Aktivitas DPB berfokus pada kegiatan 
pengelolaan hibah dan technical assistance, khususnya sektor energi baru dan 
terbarukan (EBT) termasuk akselerasi terhadap eksplorasi panas bumi sebagai 
sumber energi bagi pembangkit listrik panas bumi (PLTP).

PT SMI telah menyediakan pembiayaan berkelanjutan dalam bentuk 
penyediaan fasilitas kredit investasi bagi proyek-proyek infrastruktur ber
kelanjutan, termasuk untuk pengembangan EBT. Sepanjang tahun 2022, 
DPB mencatatkan penambahan 8 financial close dengan nilai komitmen 
pembiayaan Rp5,5 triliun, termasuk di dalamnya Rp3,02 triliun yang meru
pakan komitmen pembiayaan proyek EBT baru. Dengan demikian, sejak 
didirikan pada tahun 2018 dan penggabungan dengan DPI-3 pada 2022, 
DPB memiliki total 42 portofolio (Annual Report PT SMI, 2022).

Beberapa program perubahan iklim yang dikelola PT SMI, antara lain:
1.	 Green Climete Fund (GCF). Pada tahun 2017, PT SMI telah mendapatkan 

Accredited Entity (AE) dengan peringkat/size “small” dari GCF. PT SMI 

2018

107,502

2019

154,803

2020

31,855

2021

76,024

2022

47,931

2009-
2017

401,823
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telah melakukan proses perpanjangan dan upgrade akreditasi tersebut 
menjadi “medium”, yang telah disetujui pada Board Meeting GCF di 
bulan Oktober 2022. Sebagai AE GCF, saat ini PT SMI dapat mengajukan 
proposal baik untuk penyiapan proyek (Project Preparation Facility) 
maupun untuk implementasi proyek (Funding Proposal) untuk proyek-
proyek terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. PT SMI dapat 
mengajukan pendanaan kepada GCF dengan nilai maksimal US$250 juta 
per proposal, dengan instrumen keuangan yang lebih bervariasi dalam 
bentuk hibah, pinjaman, guarantee, dan equity.

2.	 Geothermal Energy Upstream Development Program (GEUDP). PT SMI 
dan Bank Dunia telah melakukan restrukturisasi program GEUDP dengan 
mengalihkan peran Implementing Agency (IA) pada kegiatan pengadaan, 
perencanaan, teknis pelaksanaan, dan pelaksanaan safeguard kepada 
PT Geo Dipa Energi (Persero) (GDE). Berdasarkan Annual Report PT SMI 
Tahun 2022, restrukturisasi program GEUDP telah efektif pada tanggal 
2 Juni 2021 dan PT SMI serta PT GDE telah menjalankan fungsinya sesuai 
peran yang telah disepakati bersama sebagai implementing agency. To­
tal biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka kegiatan persiapan penu­
gasan geothermal yang menggunakan dana GEF dan CTF Bank Dunia 
hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp88,21 miliar.

3.	 Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Merupakan fasilitas pem­
biayaan eksplorasi panas bumi yang dikembangkan oleh International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan PT SMI. Fitur 
khusus GREM adalah tersedianya fasilitas de-risking atau skema risk 
sharing, di mana dalam hal terjadi kegagalan eksplorasi, pengembang 
tidak sepenuhnya menanggung risiko dan biaya eksplorasi. Dengan 
adanya fitur de-risking untuk pengembangan di hulu ini diharapkan 
dapat menurunkan risiko eksplorasi sebagai risiko terbesar yang diha­
dapi oleh pengembang panas bumi. Skema sumber pendanaan fasilitas 
GREM dengan total komitmen sebesar US$651,25 juta.

4.	 Energy Transition Mecanism (ETM). Pemerintah Indonesia meluncurkan 
Country Platform ETM pada 14 November 2022 dalam rangkaian Side 
Event G20. ETM ini akan memanfaatkan pendekatan keuangan campur
an untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi ramah 
lingkungan. Kementerian Keuangan telah menunjuk PT SMI sebagai 
ETM Country Platform Manager untuk mengelola kerangka pendanaan 
dan pembiayaan transisi energi di Indonesia sebagaimana dalam Kepu­
tusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022. 

3.4	 Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)

Indonesia telah menyertakan perubahan iklim sebagai salah satu Prioritas 
Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP­
JMN) 2020-2024. Aksi perubahan iklim menjadi prioritas nasional ke-6, yai­
tu: “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana 
dan Perubahan Iklim”. Program prioritas tersebut terdiri dari tiga program 
prioritas, yakni: (1) Program peningkatan kualitas lingkungan, (2) Program 
ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta (3) Program perencanaan 
Pembangunan Rendah Karbon (PRK). 
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Adapun kegiatan prioritas PRK dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui 
pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penge
lolaan limbah, pengembangan industri hijau serta inisiatif rendah karbon 
pesisir dan laut. Skenario PRK berdasarkan skenario penurunan emisi GRK 
sebesar 43% pada tahun 2030, sebagai berikut:
1.	M elakukan transisi energi ke sumber energi baru terbarukan dan mengu­

rangi penggunaan batubara hingga baruan energi terbarukan mencapai 
23% pada tahun 2030 dan 30% pada tahun 2045

2.	 Meningkatkan efisiensi energi yang diharapkan dapat menurunkan 
intensitas emisi terhadap populasi dengan rasio konsumsi energi total 
per orang sebesar 3,5% pada tahun 2030 dan 4,5% pada tahun 2045. 
Intensitas emisi–rasio total emisi GRK terhadap nilai tambah PDB—
akan turun lebih dari sepertiga pada tahun 2030 dan 60% pada tahun 
2045 dibandingkan dengan tahun 2018

3.	P enegakan hukum atas hutan, kelapa sawit, pertambangan dan mora­
torium lahan gambut sampai 2045. Sektor lahan ini difokuskan pada hutan 
primer seperti di Kalimantan dan Papua dan lahan gambut utama serta 
mangrove yang mendukung keanekaragaman hayati, meningkatkan 
ketahanan dan berkontribusi pada target pengurangan emisi karbon 

4.	 Konsisten dalam pemenuhan Aichi Target (target global untuk mengu­
rangi tingkat hilangnya keanekaragaman hayati), Protokol Nagoya 
(yang mengatur akses ke sumber daya genetik dan pembagian yang 
adil dan merata dari manfaat yang timbul dari pemanfaatannya) dan 
Konvensi Keanekaragaman Hayati yang tercermin dalam Strategi dan 
Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2015-2020

5.	 Meningkatkan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun, sehingga 
total nilai tambah per unit lahan berlipat ganda 2,3 kali antara tahun 
2018-2045, sedangkan intensitas lahan per kapita menurun sebesar 1,6% 
selama periode tersebut.

Target pengendalian perubahan iklim dalam RPJMN dilakukan melalui berb­
agai proyek prioritas, sebagai berikut: (1) Perlindungan kerentanan pesisir 
dan sektor kelautan dengan pagu indikatif sebesar Rp24,34 triliun. (2) Perlin
dungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim dengan pagu indikatif sebe­
sar Rp17,85 triliun. (3) Perlindungan ketahanan pangan terhadap dampak Per
ubahan Iklim dengan pagu indikatif sebesar Rp637 miliar. (4) Pembangunan 
energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan Limbah, 
dan pengembangan industri hijau serta rendah karbon pesisir dan laut pagu 
indikatif Rp252,93 triliun. Totalnya adalah sebesar Rp295,75 triliun.

Proyek prioritas tersebut dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksa­
na sesuai tugas dan fungsinya, di antaranya KLHK, KESDM, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Per­
hubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, serta BUMN.

3.4.1 Mekanisme Penandaan Anggaran Perubahan Iklim

Sejak 2016, Pemerintah Indonesia telah merancang mekanisme pengang­
garan yang baru dalam rangka merespon isu perubahan iklim. Mekanisme 
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penganggaran tersebut dilakukan melalui penandaan anggaran perubah­
an iklim (Climate Budget Tagging/CBT) dalam sistem perencanaan dan pen­
ganggaran nasional. Menurut BKF, penandaan anggaran perubahan iklim 
merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi besaran anggaran yang 
digunakan untuk membiayai output yang spesifik untuk kegiatan mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim.

Pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim mengacu pada do­
kumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN 
GRK) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 serta 
dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) se­
bagai acuan penentuan aksi adaptasi perubahan iklim. Gambar 5 di bawah 
ini menguraikan alur penandaan anggaran perubahan iklim di Indonesia.

Gambar 5. 
Alur Penandaan 

Anggaran 
Perubahan Iklim

Sumber: 
Laporan Anggaran Mitigasi 

dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Tahun 2018-2020, BKF. 2022

Sejak tahun 2016-2017, penandaan anggaran perubahan iklim telah dilak­
sanakan yang dimulai dari cakupan program mitigasi dan dilanjutkan dengan 
penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 
2018. Dalam perkembangannya, hasil penandaan anggaran menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan sebesar 82,96% dari Rp72,4 triliun pada tahun 
2016 menjadi Rp132,47 triliun pada tahun 2018 (BKF, 2020).

Selama tahun 2018-2020, secara kumulatif pemerintah telah mengalo­
kasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 triliun. Artinya, alo­
kasi anggaran perubahan iklim rata-rata sebesar Rp102,65 triliun per tahun 
(4,3% dalam APBN). 

Dalam dokumen RAN GRK, terdapat enam kementerian yang dia­
manatkan untuk melaksanakan kegiatan mitigasi perubahan iklim, yakni 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian 
Perindustrian.
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Namun demikian, berdasarkan Climate Budget Tagging, terdapat 18 K/L 
yang mengalokasikan anggaran perubahan iklim selama tahun 2018-2020. 
Adapun rinciannya sebagai berikut:13

1.	 KLHK secara akumulatif telah mengalokasikan anggaran perubahan 
iklim sebesar Rp10,33 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 
mendanai 217 output yang terdiri dari 140 output mitigasi, 48 output 
adaptasi, dan 29 output co-benefit.

2.	 Kementerian Pertanian (Kementan) secara akumulatif telah menga­
lokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp3,42 triliun. Anggaran 
tersebut dialokasikan untuk mendanai 38 output yang terdiri dari 21 out-
put mitigasi, 16 output adaptasi, dan 1 output co-benefit.

3.	 KESDM secara akumulatif selama tiga tahun terakhir telah mengalo­
kasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp7,02 triliun. Anggaran 
tersebut dialokasikan untuk mendanai 59 output yang terdiri dari 55 
output mitigasi dan 4 output adaptasi.

4.	 Kementerian Perhubungan secara akumulatif selama tiga tahun tera­
khir telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp53,69 
triliun dengan 31 output. Selama ini, hanya melakukan penandaan ang­
garan mitigasi perubahan iklim.

5.	 Kementerian Perindustrian selama tiga tahun terakhir telah mengalokasi­
kan anggaran perubahan iklim sebesar Rp41,67 triliun dengan 15 output. Sela­
ma ini, hanya melakukan penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim.

6.	 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara aku­
mulatif selama tiga tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran perubahan 
iklim sebesar Rp232,74 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk men­
danai 231 output yang terdiri dari 58 output mitigasi, 153 output adaptasi, 
dan 20 output co-benefit.

7.	 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah salah satu Kemen­
terian yang cukup konsisten sejak tahun 2018 untuk melakukan penan­
daan anggaran perubahan iklim. KKP bukanlah salah satu Kementerian/
Lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan aksi mitigasi dalam 
RAN GRK, namun berkontribusi pada penanganan perubahan iklim, 
khususnya terkait blue carbon.

8.	 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan Kementerian yang 
baru terlibat melakukan penandaan anggaran perubahan iklim di tahun 
2020. Berdasarkan tugas dan fungsi, Kemenkes sangat berkontribu­
si pada kegiatan adaptasi perubahan iklim, khususnya untuk menjaga 
daya tahan kesehatan masyarakat dari dampak perubahan iklim.

9.	 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (Ke­
menterian ATR/ BPN) melakukan penandaan anggaran perubahan iklim 
sejak tahun 2019. anggaran perubahan iklim Kementerian ATR/BPN Rp20,9 
miliar dengan 2 output.

10.	 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penandaan anggaran perubahan ik
lim sejak tahun 2019. Selama dua tahun terakhir, anggaran perubahan iklim 
BPS mencapai Rp361,26 miliar dengan 18 output adaptasi perubahan iklim.

11.	 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah melaku­
kan penandaan anggaran perubahan iklim sejak tahun 2018. Selama tiga 
tahun terakhir, anggaran perubahan iklim BMKG mencapai Rp113,99 
miliar dengan 9 output.

13Badan Kebijakan Fiskal, 2022
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12.	 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan 
penandaan anggaran perubahan iklim sejak tahun 2019. Selama dua 
tahun terakhir, alokasi anggaran perubahan iklim BNPB mencapai 
Rp217,36 miliar dengan 25 output. BNPB melakukan penandaan anggar
an untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim.

13.	 Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan penandaan anggaran 
perubahan iklim sejak tahun 2018. Mengacu pada RAN API, BIG meru
pakan lembaga yang mendukung penyediaan data spasial pada bidang 
ketahanan sistem kehidupan (sub-bidang kesehatan dan sub-bidang 
permukiman), bidang ketahanan wilayah khusus (sub-bidang perko­
taan serta sub-bidang pesisir dan pulau-pulau kecil), dan bidang keta­
hanan sistem pendukung. Selama tiga tahun terakhir, alokasi anggaran 
perubahan iklim BIG mencapai Rp13,64 miliar dengan 9 output.

14.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan penan­
daan anggaran perubahan iklim sejak tahun 2018. Mengacu pada RAN 
API, BPPT berperan dalam pengembangan inovasi dan teknologi ter­
kait adaptasi perubahan iklim yang merupakan rencana aksi dari bidang 
ketahanan sistem pendukung. BPPT hanya melakukan penandaan an­
ggaran adaptasi di tahun 2018 dan 2019 saja, sementara di tahun 2020 
tidak teridentifikasi bahwa ada output BPPT dalam aplikasi KRISNA. Se­
lama tahun 2018 hingga 2019, alokasi anggaran perubahan iklim BPPT 
mencapai Rp40,07 miliar dengan 7 output.

15.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekarang disebut Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mulai melakukan penandaan ang­
garan perubahan iklim sejak tahun 2019. Mengacu pada RAN API, LIPI 
berperan dalam bidang ketahanan sistem pendukung melalui pengem­
bangan riset serta ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi pe­
rubahan iklim. Selama dua tahun terakhir, alokasi anggaran perubahan 
iklim LIPI mencapai Rp229,81 miliar dengan 4 output.

16.	Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) mulai melaku­
kan penandaan anggaran perubahan iklim sejak tahun 2019. Mengacu 
pada RAN API, LAPAN berperan dalam pengembangan informasi iklim 
yang handal dan mutakhir bersama dengan BMKG. Lapan selama ini 
melakukan penandaan anggaran adaptasi perubahan iklim. Selama dua 
tahun terakhir, alokasi anggaran adaptasi LAPAN mencapai Rp54,07 
miliar dengan 3 output.

17.	 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya melakukan penandaan 
anggaran perubahan iklim pada tahun 2019 untuk kegiatan adaptasi 
perubahan iklim dengan alokasi anggaran Rp5,39 miliar. Kegiatannya 
meliputi fasilitasi keuangan dan aset pemerintahan desa. Kegiatan fasi
litasi tersebut mengarusutamakan aspek perubahan iklim sebagai salah 
satu risiko yang harus diwaspadai. Sehingga perlu adanya penguatan 
dan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola keuang­
an dan aset Pemerintah Desa dari risiko dan dampak perubahan iklim.

18.	Peran Kementerian Sosial (Kemensos) dalam RAN API ada pada bidang 
ketahanan sistem pendukung (seperti halnya Kemendagri), melalui ren­
cana aksi berupa peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemangku 
kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim. Kemensos mengimple­
mentasikan rencana aksi tersebut melalui peningkatan kapasitas masya



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

84

rakat yang memiliki kesiap-siagaan di lokasi rawan bencana alam. Ke­
giatan tersebut merupakan output adaptasi Kemensos di tahun 2019 
yang merupakan tahun pertama bagi Kemensos dalam melakukan pen­
andaan anggaran perubahan iklim. Kemensos mengalokasikan anggar­
an adaptasi sebesar Rp127,95 miliar.

3.5	 Program Result Based Payment (RBP)

Result Based Payment (RBP) adalah skema pembayaran dari pihak lain 
yang memiliki kewajiban menurunkan emisi GRK dalam Perjanjian Paris. 
Cara menurunkan emisi salah satunya dengan menekan deforestasi dan 
konservasi. Umumnya negara maju tak lagi memiliki hutan luas sehingga 
mereka mengandalkan negara tropis untuk menaikkan penyerapan emisi 
yang mereka produksi.

Gagasan tentang RBP termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hid­
up dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pelaksanaan 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), 
Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement 
of Forest Carbon Stocks, Result Based Payment (RBP) yang menguraikan 
bahwa RBP atau Pembayaran Berbasis Kinerja merupakan insentif positif 
atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang 
telah diverifikasi dan manfaat selain karbon. Dalam kegiatan atau program 
REDD+. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan 
REDD+ akan mendapat insentif yang sesuai, yang diharapkan juga dapat 
membantu kelangsungan kegiatan/program REDD+ tersebut.

Skema RBP REDD+ dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui 
kesepakatan multilateral, bilateral, maupun melalui skema perdagangan 
karbon. Setiap pihak mungkin menerapkan aturan yang berbeda dalam 
hal prosedur, periode referensi dan pembayaran, serta harga karbon. Akan 
tetapi, untuk bisa mengklaim capaian pengurangan emisi REDD+ guna 
mengakses dana RBP, pelaku REDD+ harus melakukan prosedur pengukur
an, pemantauan dan pelaporan capaian penurunan emisinya termasuk kes­
esuaiannya dengan kerangka kerja safeguards yang telah dibuat. Hal ini un­
tuk memastikan integritas kegiatan/program REDD+ mereka tetap terjaga.

Pencairan dana RBP REDD+ akan dilakukan dengan mempertimbangkan 
upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencapai pengurang
an emisi, tidak hanya dalam hal kegiatan implementasi langsung yang 
menghasilkan pengurangan deforestasi dan laju degradasi hutan, tetapi 
juga kegiatan yang mendorong kondisi yang berpotensi mendukung. 
Sebagaimana diatur dalam Permen KLHK No. 70/2017, terdapat 3 (tiga) 
skema penyaluran dana pembiayaan REDD+ di Indonesia yakni langsung 
dari BPDLH kepada pelaksana REDD+, melalui perantara (intermediary), 
atau melalui pemerintah daerah (sub national).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, RBP 
(pembayaran berbasis kinerja) merupakan insentif atau pembayaran yang 
diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi 
dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi. Adapun 
tim verifikasi yang dimaksud adalah tim teknis independen yang ditunjuk oleh 
sekretariat UNFCCC bukan tim sepihak yang diklaim oleh Indonesia.
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Pendanaan RBP tahap pertama US$56 juta dari total US$1 miliar untuk 
periode REDD+ tahun 2016-2017 untuk penurunan emisi sebanyak 11,23 juta 
ton setara CO2. Skema ini disepakati dalam pembayaran berbasis kinerja. 
Negara maju menyiapkan dana kepada negara tropis untuk mengganti biaya 
perlindungan hutan dan pencegahan deforestasi. Hitungannya berbasis unit 
karbon yang terserap. Harga unit karbon disepakati kedua belah pihak dalam 
periode tertentu. Akumulasi penyerapan itu lalu dibayar melalui skema RBP. 

Mekanisme RBP bertujuan untuk memberikan insentif guna mendukung 
pengembangan deforestasi rendah di negara-negara berkembang. Dana 
RBP bisa berasal dari berbagai sumber, baik publik maupun swasta, atau 
melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

Pencairan dana RBP REDD+ akan dilakukan dengan mempertimbangkan 
upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencapai pengurangan 
emisi, tidak hanya dalam hal kegiatan implementasi langsung yang 
menghasilkan pengurangan deforestasi dan laju degradasi hutan, tetapi 
juga kegiatan yang mendorong kondisi yang berpotensi mendukung.

Dana RBP di tingkat nasional akan dikelola oleh BPDLH. Di tingkat sub-nasio
nal, provinsi dan kabupaten dapat menetapkan lembaga pengelola dana 
maupun disalurkan langsung dari kas daerah (tanpa lembaga perantara) ke 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelompok masyarakat, kampung dan 
pelaksana REDD+ lainnya.

Pada tahun 2021, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan me
nyebutkan bahwa Indonesia telah mendapatkan tiga komitmen pendanaan 
melalui skema Result Based Payment (RBP) REDD+ yang meliputi.14

1.	 Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia, pembayaran atas kinerja pengurangan 
emisi GRK dari kegiatan REDD+ untuk periode 2016-2017 sebesar 11,23 
juta ton CO2eq, dengan nilai sebesar US$56 juta

2.	 Green Climate Fund (GCF), diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK 
dari kegiatan REDD+ periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta ton 
CO2eq dengan nilai US$103,8 juta

3.	 Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) World 
Bank untuk provinsi Kalimantan Timur, diberikan atas kinerja penurunan 
emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebesar 22 juta ton CO2eq dengan nilai 
US$110 juta untuk tiga kali tahap pembayaran antara tahun 2021–2025. 

Selain ketiga komitmen yang telah berjalan, skema RBP juga sedang di 
persiapkan di Provinsi Jambi yang akan diberikan atas kinerja penurunan emisi 
GRK sebesar 14 juta MtonCO2e dan pengamanan penggunaan lahan berkelan­
jutan sekitar 1 juta hektar hutan dengan nilai US$70 juta melalui Program Bio-
Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL).

3.5.1 Program Kerjasama Bilateral Norwegia dan Indonesia

Dukungan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia 
difokuskan untuk pengelolaan REDD+. Hubungan bilateral ini dimulai sejak 
tahun 2008, dimana Pemerintah Indonesia yang di pimpin oleh Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan deklarasi di pertemuan G20 di 

14PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Progres Result Based Payment 
REDD+ (menlhk.go.id)



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

86

Pittsburgh yang menyatakan “...we have decided and established a National 
Climate Change Action Plan with the targets of 2020 and 2050.We will change 
the status of our forest from that of a net emitter sector to a net sink sector 
by 2030” (Yudhoyono dalam Schmidt 2009). 

Menindaklanjuti pernyataan tersebut maka pemerintah Indonesia 
melaksanakan program penanganan perubahan iklim melalui pembentukan 
kebijakan yang didalamnya berisi pengaturan mengenai penggunaan 
tanah, dan juga perubahan fungsi alih lahan. Dengan dijalankannya aksi atas 
program kebijakan ini diestimasikan pada tahun 2020 dapat memberikan 
pengurangan sebesar 26% pada emisi gas rumah kaca secara global, bukan 
hanya itu Indonesia bahkan memberikan sanggupan pernyataan bahwa 
dengan program ini akan dicapai 41% pengurangan gas emisi karbon yang 
disebabkan oleh deforestasi di Indonesia (Schmidt, 2009).

Komitmen tersebut kemudian menjadi faktor pendorong untuk mem­
perkuat hubungan kerjasama bilateral antara Norwegia dan Pemerintah 
Indonesia yang diwujudkan melalui perjanjian Joint Declaration on Coopera-
tion towards a Dynamic Partnership in the 21st Century yang ditandatangani 
di Jakarta pada tanggal 8 November 2010.15 Perjanjian ini diarahkan untuk 
meningkatkan kerja sama dan kesepakatan tentang REDD+. 

Sebelumnya pada tanggal 26 Mei 2010, hubungan bilateral antara kedua 
negara memfokuskan pada aspek lingkungan dalam upaya pengurangan 
emisi gas karbon yang tertera pada kesepakatan Letter of Intent on Coop-
eration on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and for-
est degradation (REDD+) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri RI dan 
Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia di sela-sela 
kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Norwegia di Oslo. Pertemuan ini 
menghasilkan kesepakatan antara Norwegia yang berkomitmen memberi­
kan bantuan dana atau hibah sampai dengan US$1 milyar kepada Indonesia. 

Program Indonesia-Norway REDD+ partnership dilaksanakan melalui 
3 tahapan yaitu tahapan persiapan, transformasi, dan kontribusi untuk 
pengurangan emisi yang sudah terverifikasi. Kontribusi dari pemerintah 
Norwegia akan dibayarkan dengan metode result based payment yakni 
akan diberikan ke Indonesia jika Indonesia berhasil mengurangi emisi. Se­
bagai langkah awal, Provinsi Sulawesi Tengah dipilih sebagai pilot province 
untuk UN REDD+ Programm.

Hasil kerjasama antara Norwegia dan Indonesia pada tahapan persiap
an yaitu tahun 2010-2012 ini berjalan lambat dan masih dipertanyakan apa­
kah pembayaran atas pemberian insentif yang diberikan oleh Norwegia 
dapat terlaksana dengan lancar pada tahun 2014 yang mana hal ini dikare­
nakan dengan upaya-upaya atas langkah pencegahan aktivitas deforestasi 
yang melalui penerapan knowledge base seperti promosi anti-korupsi da­
lam aspek legalitas penebangan hutan, memberikan sosialisasi mengenai 
kehutanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, 
belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tanda-tanda 
penurunan aktivitas deforestasi di Indonesia (Kraenner, 2009). 

Sedangkan pada upaya penyelesaian unsur-unsur yang penting seperti 
kepemilikan nasional, kerangka kerja kelembagaan dan rencana pelaksa­

15http://www.antaranews.com/berita/635163/indonesia-norwegia-perkuat-kerja-sama
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naan program REDD+, konsesi baru dalam konservasi hutan gambut dan 
hutan alam serta data base terbaharui atas tanah yang mengalami degrada­
si belum terpenuhi. Misalnya saja yang terjadi di wilayah Provinsi Kaliman­
tan Tengah belum ada kejelasan antara kepemilikan tanah, perencanaan 
penggunaan lahan atas nama kepemilikan pemerintah ataupun masyarakat 
pedalaman yang pada akhirnya mampu memicu kehadiran konflik dengan 
masyarakat terkait di dalam kawasan hutan yang sulit untuk diselesaikan. 

Dengan lambatnya progress dari berjalannya tahapan awal dari per­
siapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia ini pada akhirnya, memunculkan 
rasa skeptisme terhadap efektifitas dari keberhasilan program REDD+ di 
Indonesia, meskipun keterlambatan proses ini tidak dapat sepenuhnya 
dikatakan gagal namun berjalannya proses penerapan program REDD+ di 
Indonesia menjadi suatu pijakan bagi pemerintah Indonesia dalam mem­
perbaharui upaya-upaya pembenahan kehutanan serta melalui LoI yang 
telah disepakati dan di deklarasikan secara internasional dapat menjadi 
dasar bagi pemerintah indonesia dalam memberikan perhatian yang khu­
sus terhadap aspek kehutanan dan memberikan langkah positif dalam upaya 
pembaharuan kebijakan kehutanan di Indonesia.

Pada tahun 2015, di era Presiden Joko Widodo dilakukan langkah-
langkah pembaharuan terhadap penerapan program REDD+ di Indonesia. 
Hal ini disebabkan oleh penerapan REDD+ tahap persiapan sebelumnya 
dianggap berjalan lambat dan bahkan pada tahun 2014 jumlah aktivitas 
dari deforestasi di Indonesia pun meningkat. Melihat hal ini, pemerintah 
Indonesia menegaskan kembali hubungan kerjasama bilateral dengan 
Norwegia. Pertemuan ini dilaksanakan di Istana Merdeka pada 14 April 2015 
yang dihadiri oleh Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Pertemuan ini 
kembali menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan program REDD+ 
yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010.16

Paska pertemuan tersebut, maka pemerintah Indonesia melaksanakan 
beberapa perubahan dalam percepatan progres pelaksanaan REDD+. 
Langkah percepatan ini dilakukan pertama kali dengan adanya pembubar
an dua badan lembaga ad hoc Negara berdasarkan pada Perpres 16 tahun 
2015, bertepatan pada 21 Januari 2015 yang mana dua badan ini adalah 
Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 
(BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Kedua badan 
tersebut dibubarkan dan dijadikan satu dengan tugas dan fungsi dari Ke­
menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.17

Langkah ini diperkuat juga dengan pernyataan Siti Nurbaya (2015), 
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan bahwa “Setiap tugas dan 
fungsi BP-REDD+ dan DNPI kami sebar di beberapa dirjen terkait. Dengan 
demikian, isu ini semakin diperkuat karena memiliki “pasukan” kami hingga 
di daerah-daerah,” Melalui integrasi atas langkah program REDD+ ini 
kedalam kementrian terkait maka akan dapat meningkatkan percepatan 
jalannya proses REDD+ di Indonesia dalam setiap wilayah kehutanan di 
Indonesia serta tercapainya keteraturan dalam satu komando terpusat 

16http://nasional.kompas.com/read/2015/04/14/ 19295301/Bertemu.PM.Norwegia.Jokowi.
Ingin.Lanjutkan.REDD.Plus

17http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.Jokowi.Bubarkan.BP- 
REDD.dan.DNPI
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dari pemerintahan sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam upaya 
pengurangan aktivitas deforestasi dan degradasi lingkungan kehutanan 
Indonesia dan mampu untuk mencapai target pengurangan emisi 41% 
hingga tahun 2020, dan menggapai kestabilan iklim global.

Setelah berjalan 5 tahun, yakni tahun 2015, emisi karbon Indonesia ter­
bukti tidak menunjukkan penurunan. Pemerintah Norwegia hanya menge­
luarkan dana untuk tahap persiapan dan transformasi pada tahap awal se­
besar US$50 juta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dari 
program REDD+ sendiri. Terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan car-
bon rights dan distribusi pembayaran. Kedua, dari sisi peraturan yang sudah 
ada di Indonesia. Terdapat kategori hutan yang sangat kompleks dan beragam 
bahkan terkadang terdapat klaim yang tumpang tindih akan berbagai hutan. 
Hak kepemilikan tanah juga tumpang tindih antar berbagai aktor. 

Selanjutnya, dari sisi pemerintah, banyak kementerian tidak tersinkron
isasi satu sama lain. Hal ini mengakibatkan banyaknya perjanjian yang 
tumpang tindih tanpa proses yang transparan dalam pencapaiannya. Antar 
kementerian dan institusi publik terjadi konflik kepentingan yang membuat 
proses pengaturan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pengurangan 
karbon tidak efektif. Selain itu, pada saat yang sama, pemerintah juga men­
dukung agroindustri sebagai langkah pembangunan. Sehingga, kebijak
an untuk mengurangi deforestasi menjadi kontradiktif dengan kebijakan 
agroindustri. Dari pihak pemerintah Norwegia juga menerapkan prinsip 
light touch yang mencegah pihak Norwegia untuk terlibat di proses pem­
buatan keputusan pemerintah, padahal sebenarnya hal ini penting untuk 
mendorong efisiensi dan efektivitas program. 

Dari aktor-aktor masyarkat sipil yang terlibat, banyak yang terbelah 
akan program REDD+ ini. Berbagai NGO terbelah mengenai sikapnya pada 
program REDD+. Komunitas lokal dan masyarakat di berbagai daerah juga 
skeptis. Pebisnis di bidang pertambangan dan kelapa sawit yang memiliki 
koneksi kuat ke pemerintah jelas menolak REDD+. Prinsip Free Prior dan 
Informed Consent tidak dijelaskan secara maksimum, sehingga yang terjadi 
pemberitahuan satu arah mengenai program REDD+.

Meskipun kondisi di lapangan belum menunjukkan kemajuan, terdapat 
berbagai pencapaian REDD+ yang masih bersifat rentan dan perlu ditingkat­
kan. Pertama, peningkatan visibiltas isu deforestasi di level nasional dan inter­
nasional. REDD+ memobilisasi berbagai aktor di dalam dan luar pemerintah 
untuk berkomitmen dan terlibat dalam reformasi hutan, bekerjasama dengan 
berbagai aktor lain dan membangun jaringan diantara mereka. Kedua, REDD+ 
mampu meningkatkan transparansi. LoI yang menuntut pengembangan peta 
nasional untuk hutan Indonesia dan mempublikasikan kepada khalayak luas. 
Ketiga, peningkatan ruang politik bagi hak-hak masyarakat adat. REDD+ me­
minta masyarakat adat untuk mengumpulkan teritori mereka dalam proses 
menyusun peta hutan nasional. Dalam REDD+, masyarakat adat juga diberi 
ruang bersama pemerintah untuk membicarakan bersama hutan mereka 
meskipun masih dalam kesempatan terbatas. Keempat, mendorong perhatian 
masyarakat ke berbagai tindak kriminal terkait hutan dan melakukan challenge 
terhadap berbagai kepentingan bisnis yang eksploitatif di hutan.

Pada tahun 2016-2017, Pemerintah Indonesia mengklaim telah berhasil me
lakukan penurunan emisi karbon sebesar sebesar 11,2 juta ton yang kemu­
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dian dilaporkan ke pemerintah Norwegia untuk melakukan pembayaran 
insentif hasil kinerja atas penurunan emisi karbon tersebut namun hingga 
september 2021, Norwegia tidak kunjung menyalurkan dana yang disepa­
kati dalam dokumen LOI. Hal ini kemudian menyebabkan Pemerintah Indo­
nesia memutus kerja sama perdagangan karbon dengan Norwegia dengan 
alasan tidak adanya kemajuan konkret implementasi kewajiban pemerin­
tah Norwegia merealisasikan pembayaran RBP atas realisasi pengurangan 
emisi Indonesia periode 2016-2017.

Setelah setahun memutuskan hubungan kerjasama, pada september 2022 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
kembali membangun hubungan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkung­
an Norwegia, Espen Barth Eide melalui penandatanganan nota kerja sama ten­
tang pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU Net Sink. Dalam nota 
kesepakatan itu, Norwegia kembali menyepakati dan akan membayar Indo­
nesia, melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), US$56 juta 
untuk hasil kinerja penurunan deforestasi tahun 2016-2017.18

 
3.5.2	 The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Lanscape 

(BioCF ISFL) di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi telah terpilih menjadi pilot project The BioCarbon Fund plus-Ini-
tiative for Sustainable Forest Lanscape (BioCF ISFL). BioCF ISFL merupakan 
program yang mendanai proyek Jambi Sustainable Landscape Management 
Project (J-SLMP) untuk mengurangi emisi GRK berbasis lahan dan mening­
katkan sekuestrasi karbon19 melalui pengelolaan lahan secara berkelan­
jutan, perlindungan hutan, restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi 
dengan memberikan alternatif penghidupan masyarakat yang lebih baik 
dengan peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan livelihood dan 
lingkungan. Fokus pelaksanaan program ini adalah untuk memajukan im­
plementasi REDD+ yang berkontribusi terhadap pencapaian pengurangan 
emisi yang signifikan secara nasional dan internasional. Program ini juga 
diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target ketahanan 
iklim dan menjadi pembelajaran bagi provinsi lain dalam menyusun pro­
gram penurunan emisi dan kelengkapan perangkat REDD+.

Program ini difasilitasi oleh dana multilateral dan di dukung sepenuhnya 
oleh negara donor seperti Jerman, Norwegia, Swiss, Inggris dan Amerika 
yang dikelola oleh Bank Dunia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 14 juta 
MtonCO2e, dan mengamankan penggunaan lahan berkelanjutan sekitar 1 juta 
hektar hutan yang tersisa. Implementasi program diarahkan untuk menyasar 
kelompok masyarakat di tingkat desa, melalui perhutanan sosial, memperkuat 

18https://www.forestdigest.com/detail/1969/perdagangan-karbon-indonesia-norwegia.
19Sekuestrasi karbon dioksida adalah suatu metode yang digunakan untuk menangkap 

dan menyimpan karbon dioksida yang berasal dari atmosfer. Metode ini juga dikenal dengan 
istilah Carbon Capture and Storage (CCS). United States Geological Survey (USGS), sebuah 
lembaga sains yang bergerak di bawah pemerintah Amerika Serikat, menerapkan dua jenis 
metode CSC untuk membantu mengurangi jumlah kandungan karbon dioksida yang ada di 
atmosfer bumi. Metode tersebut adalah sekuestrasi karbon geologi dan biologi. Perbedaan 
antara dua jenis sekuestrasi karbon ini terletak pada lokasi penyimpanan karbon dioksidanya. 
Lihat https://kumparan.com/erina-prastyani/carbon-dioxide-sequestration-solusi-atasi-global- 
warming-1t8KzPmsmqn/2
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kelompok tani, dan mengembangkan mata pencaharian alternatif berbasis 
lahan. Selain itu, pelibatan kelompok perempuan dilakukan dengan mem­
perkuat kapasitas kelompok perempuan di tingkat desa dalam mengambil 
keputusan dan melaksanakan kegiatan, termasuk mengidentifikasi potensi 
mata pencaharian strategis untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan manfaat 
lingkungan bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya. 

Untuk melaksanakan program ini, maka Pemerintah Indonesia dan 
World Bank telah menetapkan beberapa kriteria terhadap calon lokasi 
proyek yuridiksi di Indonesia yaitu: terdapat deforestasi dan degradasi 
hutan, potensi stok karbon yang cukup tinggi, diutamakan mempunyai tu
tupan hutan tinggi, terdapat kelembagaan pengelolaan hutan sehingga 
bisa direplikasi pada skala yang lebih luas dan potensi pelibatan investasi 
sektor swasta dan komoditi terkait. 

Dari beberapa kriteria tersebut, pemilihan Provinsi Jambi sebagai lokasi 
implementasi program Bio CF ISFL disebabkan beberapa pertimbangan 
yang meliputi:
1.	 Mempunyai ekosistem hutan yang paling lengkap di Pulau Sumatera, 

dari ekosistem hutan dataran rendah, termasuk gambut sampai eko­
sistem hutan dataran tinggi

2.	 Salah satu provinsi yang mengalami deforestasi tinggi di Pulau Sumatera 
selain Provinsi Riau sehingga diharapkan dapat diukur upaya penurunan 
deforestasi dan degradasi hutan

3.	 Mempunyai komitmen yang cukup kuat dalam upaya penurunan emi­
si. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya Green Growth Plan (GGP) di 
Provinsi Jambi

4.	 Pemerintah Provinsi Jambi telah meluncurkan sejumlah reformasi penting 
termasuk moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, kebi­
jakan untuk perkebunan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan 
peningkatan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat, pencegahan ke­
bakaran hutan, resolusi konflik dan community based forest management

5.	 Termasuk salah satu dari 11 provinsi prioritas REDD+ yang mempunyai 
kemajuan dalam penyiapan perangkat REDD+

6.	 Inisiatif yang cukup kuat untuk melaksanakan REDD+
7.	 Mempunyai kelembagaan sekretariat bersama, kelompok kerja perce­

patan perhutanan sosial
8.	 Komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk berpartisipasi dalam program 

BioCF ISFL tertuang dalam surat Gubernur Jambi Nomor: S.522/Setda.Di­
shut-2.3/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal dukungan dan komitmen 
terhadap program BioCF ISFL; Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 
S.455/KEP.GUB/DISHUT-1/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pembentukan 
Tim Penyiapan BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes 
Provinsi Jambi; Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/2020 tentang Pelak­
sanaan Pre lnvestment Program BioCF ISFL Tahun 2021-2025 dan SK Gu­
bernur Jambi Nomor 687/ 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah 
Teknis Provinsi, Sub Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelak­
sana Teknis Program BioCF ISFL Provinsi Jambi.

Program BioCF ISFL sudah berlangsung sejak 2019. Terdapat tiga fase pe
laksanaan program, antara lain:
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1.	 Persiapan (2019–2020)
	 Fase ini dilakukan untuk melaksanakan berbagai persiapan pelaksanaan 

program seperti kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan penyiapan 
dokumen. Pada tahapan ini juga pemerintah telah memperoleh bantu­
an dana hibah untuk persiapan proyek sebesar US$1,5 juta yang digu­
nakan untuk membiayai persiapan program dan kegiatan pendukung 
tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020, Grant Agreement antara Peme­
rintah RI dengan World Bank tentang Bio CF plus ISFL Trust Fund; Jambi 
Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) telah disepakati.

2.	 Pra Investasi (2022–2025)
	 Fase ini dilakukan untuk kegiatan penguatan kelembagaan dan kebijak

an, implementasi pengelolaan lahan secara terpadu, berkelanjutan, 
management proyek, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

3.	 Pembayaran (2024 dan 2026)
	 Word Bank akan memberikan insentif sebesar US$70 juta jika Program 

BioCF ISFL berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 14 juta MtonCO2e. 

Berdasarkan tahapan tersebut, saat ini Program BioCF ISFL sudah mema­
suki tahap Pre-Investment di mana kegiatan intervensinya diharapkan dapat 
berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi. Fase ini sekaligus 
merupakan uji coba untuk melakukan intervensi langsung dalam mencapai 
target penurunan emisi sebelum memasuki tahap RBP. Di saat yang sama, 
proyek pengelolaan lahan berkelanjutan Jambi (J-SLMP) menerima bantu­
an dana hibah sebesar US$13.500.000 atau Rp188.682.116.400. Dari besar
an dana tersebut, besaran hibah yang akan diteruskan kepada pemerintah 
Provinsi Jambi adalah sebesar Rp82.386.889.200.

Kegiatan Pre-Investment ini akan difokuskan di 4 (empat) Kesatuan Pe
ngelolaan Hutan (KPH) yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung 
Jabung Barat, KPH Merangin dan 4 (empat) Balai Taman Nasional yaitu 
Taman Nasional Kerinci Sebelat, Berbak Sembilang, Bukit Dua Belas, dan 
Bukit Tiga Puluh ditambah dengan Balai KSDA Jambi. Selain itu, ada lima 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang terlibat sebagai Imple-
menting Agency yaitu Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, 
Dinas Perkebunan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peter­
nakan. Penyaluran mekanisme hibah kepada OPD Jambi direncanakan 
menggunakan mekanisme on granting20 yang dimulai pada tahun 2022.

Komponen kegiatan yang dilakukan dalam tahapan Pre-Investment meliputi:
1.	 Penguatan kebijakan dan kelembagaan (dukungan penguatan kelem­

bagaan dan koordinasi lintas sektoral, dukungan lingkungan pendukung 
Program ER, dan penguatan kebijakan dan peraturan penggunaan lahan 
berkelanjutan)

2.	 Penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan (dukungan terhadap pe
ngelolaan hutan dan lahan terpadu, khususnya pengelolaan kebakaran 
dan kegiatan konservasi dan restorasi bentang alam, serta bantuan teknis 
untuk membangun kemitraan sektor swasta dan petani kecil), dan 

3.	 Pemantauan dan evaluasi proyek.

20Skema penerusan hibah (on granting) dari Pemerintah Pusat yang tata caranya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjam
an dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
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Gambar 6. 
Komponen, Sub-Komponen dan Kegiatan Program Bio CF ISFL Jambi 

•	Legalisasi dan dukungan operasionalisasi kelembagaan provinsi untuk 
perubahan iklim; & Meningkatkan partisipasi swasta dalam menghasilkan 
manfaat ER;

•	Implementasi penuh dari system MAR; Peningkatan kapasitas untuk 
pelaksanaan kerangka pengaman social dan lingkungan; & Melakukan kajian 
manfaat non karbon & MHA

•	Percepatan penerapan kebijakan satu peta ditingkat provinsi; Peningkatan 
kerangka peraturan untuk manajemen kebakaran di Jambi; Pengakuan MHA di 
Jambi; Peningkatan kerangka implementasi moratorium gambut; Penyusunan 
RPPLH; & Kajian kerangka hukum rancangan kebijakan daerah untuk mendorong 
peran yang lebih besar dari sektor swasta dalam mengurangi emisi

•	Perlindungan & keamanan hutan alam tersisa termasuk pengelolaan kebakaran; 
Pemantauan SDA, penegakan hukum & resolusi konflik; perencanaan & pe
ngelolaan restorasi gambut; kemitraan konservasi untuk melestarikan sebagian 
besar hutan yang tersisa di Jambi; & pengembangan mekanisme insentif untuk 
mencegah perambahan untuk mendorong kantor tata ruang memasukkan per­
lindungan dalam pendekatan mereka termasuk system taman nasional

•	Peningkatan kapasitas & bantuan teknis kepada petani untuk mendorong intensifi­
kasi dan produktivitas tanaman pertanian skala kecil yang ada; agroforestry berke­
lanjutan dan tumpang sari untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengelola 
emisi dengan menghindari perambahan hutan; pengembangan pasar untuk tanam
an alternatif yg layak secara komersial di daerah terdegradasi untuk meningkatkan 
produktivitas sambal mengelola emisi dengan menghindari perambahan hutan teru­
tama di daerah lahan gambut yang tergenang; & koordinasi pemangku kepentingan 
dalam rantai nilai utama untuk mendorong penerapan standar produksi berkelanjut
an sertifikasi RSPO dan ISPI serta standar dalam kopi dan karet
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•	Implementasi kebijakan NKT pada perkebunan kelapa sawit
•	Dukungan untuk pekebun dan sistem pemantauan 

manajemen kebakaran berbasis masyarakat 
•	Implementasi kebijakan NKT dan RIL pada konsesi 

kehutanan

•	Manajemen proyek beroperasi pada 
tingkat nasionaldan sub-nasional

•	Pemantauan dan evaluasi berkala

Sumber: Diolah OCFI dari dokumen Pagu Daerah Indikatif Hibah Daerah JSLMP Bio CF ISFL Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian OCFI (2023) terkait Program BioCF ISFL di Provinsi 
Jambi diketahui bahwa mekanisme on granting mewajibkan adanya penggu­
naan APBD untuk menyiapkan dana talangan. Implementasi program dan 
kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jambi biasanya dilaksanakan 
di bulan Maret karena adanya tahapan persiapan setelah penetapan APBD. 
Kondisi tersebut membuat implementasi program BioCF kesulitan dapat 
dilaksanakan lebih awal pada bulan Januari dan Februari karena keterlam­
batan pelaksanaan APBD.

3.5.3 Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) di Provinsi 
Kalimantan Timur

Pemerintah Indonesia melalui sub nasional di Provinsi Kalimantan Timur 
menjadi wilayah yuridiksi pertama dari 47 negara yang menerima pemba­
yaran atas implementasi Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau 
Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) di kawasan Asia 
Pasifik bagian timur. Program ini menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dari upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target NDC. Selain itu, 
program FCPF-Carbon Fund juga hadir sebagai bagian dari implementasi 
REDD+ secara penuh di tingkat sub nasional dari sektor kehutanan. Hal ini 
diimplementasikan melalui pengurangan degradasi dan deforestasi hutan 
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yang mencakup 12,7 juta hektare lahan dimana 6,5 juta hektar atau 54% 
kawasannya masih ditutupi oleh hutan hujan tropis yang merupakan ru­
mah bagi keanekaragaman hayati yang signifikan secara global, dan men­
dukung masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya.

Tanggal 25 November 2020, Indonesia telah melakukan penandatangan
an Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Emission 
Reduction Payment Agreement/ERPA) dengan World Bank secara elektronik. 
Perjanjian pembayaran ini menyepakati potensi insentif bagi Indonesia, 
terutama Provinsi Kalimantan Timur, untuk memperoleh hingga US$110 
juta dari Carbon Fund sebagai insentif untuk mengurangi 22 juta ton emisi 
karbon di Kalimantan Timur pada periode Juni 2019 sampai 2024. Penanda
tangan kesepakatan ERPA ini menandai bahwa Program Penurunan Emisi 
GRK melalui skema FCPF-Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur telah me­
masuki tahap implementasi dan pengukuran capaian penurunan emisi yang 
akan dilaporkan pertama kalinya kepada Bank Dunia pada kuartal pertama ta­
hun 2021. Pemerintah Provinsi Kaltim dan KLHK memimpin proses penyusun
an proposal program penurunan emisi REDD+ sejak tahun 2015, didukung oleh 
Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Universitas Mulawarman Sa­
marinda, bersama para mitra pembangunan di Kalimantan Timur.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 30 De­
sember 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Provinsi Ka­
liman Timur menandatangani nota kesepakatan bersama Nomor: PKS.11/
SETJEN/ROCAN/SET.1/12/2021 dan Nomor: 119/7319/B.POD-III/2021 tentang 
pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Nota kesepakatan tersebut menjadi dasar 
pelaksanaan tindakan bersama untuk pengurangan emisi GRK dari deforestasi 
dan degradasi hutan melalui persiapan dan pelaksanaan program, perbaikan 
kebijakan dan kelembagaan, penerapan kerangka pengaman sosial dan ling
kungan, pembagian manfaat yang berkeadilan, pengukuran, pemantauan 
dan pelaporan yang akuntabel dan transparan, pertukaran, sinkronisasi 
dan verifikasi data pendukung pengukuran, dan pemantauan pelaksanaan 
pengurangan emisi di Kalimantan Timur.

Harapannya, program pengurangan emisi ini dapat meningkatkan tata 
kelola lahan, meningkatkan penghidupan masyarakat lokal, mengembang­
kan dan menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan habitat dan 
spesies, dan memungkinkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan 
dalam mengurangi penggundulan hutan dan degradasi hutan di wilayah 
mereka. Program ini akan mendukung praktik pengelolaan hutan berkelan­
jutan untuk mengatasi penyebab utama emisi. Sebanyak 86,3 juta ton CO2 
emisi akan berkurang selama periode lima tahun (2020-2024) melalui pro­
gram ini. Lokasi implementasi program pengurangan emisi ini mencakup 
seluruh batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 7 kabupa
ten dan 3 kota, 103 kecamatan, dan 1.032 desa. 

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan program FCPF-
Carbon Fund disebabkan karena beberapa hal, yaitu:
1.	 Provinsi Kalimantan Timur terletak di pulau terbesar ketiga di dunia, memi­

liki 7 juta hektare hutan tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi
2.	 Menjadi rumah bagi beragam satwa endemis, serta menjadi sumber 

penghidupan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya
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3.	 Memiliki areal seluas 2,7 juta hektare ekosistem esensial termasuk indikatif 
yang menjadi habitat satwa terancam punah dan ekosistem lahan basah

4.	 Sejak 2010, memiliki komitmen kuat untuk menerapkan program pem­
bangunan hijau yang berdampak terhadap perubahan tata kelola lahan 
dan pemanfaatan sumber daya alam, yang sekaligus telah dikuatkan 
dengan berbagai regulasi dan kebijakan terkait.

Jika dilihat dari model pengelola dana FCPF Carbon Fund di Provinsi Kali­
mantan Timur maka terdapat perbedaan dengan program BioCF ISFL Jam­
bi. Di mana implementasi program BioCF ISFL Jambi menggunakan skema 
Pre-Investment untuk melakukan penyiapan dokumen ERPA sementara di 
Kalimantan Timur tidak tersedia tahap Pre-Investment. Selain itu, di Provin­
si Jambi, tata kelola pendanaan untuk program BioCF dikelola melalui Sek­
retariat Program BioCF di bawah BAPPEDA Provinsi Jambi sementara di 
Provinsi Kalimantan Timur pengelolaan program FCPF dipimpin oleh Sek­
retaris Daerah sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2021 
tentang mekanisme pembagian manfaat dalam program penurunan emisi 
gas rumah kaca berbasis lahan Pasal 7 Ayat 3 yang berbunyi “Tim pengelola 
diketuai oleh Sekretaris Daerah”. Dalam gambar 7 diuraikan proporsi pem­
bagian manfaat program FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur.

Gambar 7. 
Distribusi Pendanaan Program FCPF Fund di Provinsi Kalimantan Timur
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3.6	Ta ta Kelola Lembaga Pengelola Pendanaan Perubahan 
Iklim di Indonesia 

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cara pandang mengenai 
pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan para pemangku kepentin­
gan yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan pendayagunaan 
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sumber daya alam, keuangan dan sumber daya manusia menurut kepenting
an semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi, trans­
paransi, akuntabilitas, berintegritas, efisiensi dan efektivitas, responsif dan 
daya tanggap. Poin utama dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah 
suatu gagasan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan beser­
ta implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Pendanaan lingkungan hidup sebagian besar melalui mekanisme pin­
jaman dan/atau hibah. Tata kelola pendanaan pinjaman dan hibah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Peng­
adaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang di­
peroleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh 
suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang 
harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Penerima Penerusan 
Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan BUMN.

Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap pene
rimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, ba­
rang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang 
tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Khusus hibah luar negeri dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu hibah 
terencana dan hibah langsung. Mekanisme penerimaan dan pemberian hi­
bah dan pinjaman didasarkan pada PP Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri, dan Penerimaan Hibah dan Peratur­
an Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengajuan Usulan Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Ke­
giatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.21

Tantangan terbesar bagi tata kelola perubahan iklim di dunia adalah 
wilayah kerjanya masuk daerah kekuasaan para pihak di sektor paling ko­
rup, seperti konstruksi, kehutanan dan energi. PBB memperkirakan setiap 
tahun sebesar US$20-US$40 miliar–setara dengan 20%-40% dari jumlah res
mi bantuan Pembangunan dicuri melalui korupsi tingkat tinggi dan disem­
bunyikan di luar negeri (TI, 2019).

Pada tahun 2019, muncul laporan ke publik bahwa ada penyalahgunaan 
jutaan dolar dana proyek GEF di Rusia yang dilaksanakan oleh UNDP. Klaim 
berfokus pada proyek senilai US$7,8 juta antara tahun 2010 dan 2017 untuk 
mengadaptasi standar efisiensi energi Rusia untuk mengurangi GRK di Uni Ero­
pa. Selama proyek berlangsung, tujuh pelapor berbeda melontarkan tuduhan 
korupsi. Pelapor utama menyatakan kantor Moskow milik UNDP mempunyai 
pengamanan yang lemah terhadap penipuan dan bahwa pejabat Rusia yang 
bertanggung jawab untuk pengadaan proyek secara rutin menggunakan da­
nanya dan secara korup memberikan kontrak kepada kerabat dan rekanan, 
serta merekrut staf yang tidak memenuhi syarat (TI, 2022).

Rishikesh Ram Bhandary, Kelly Sims Gallagher dan Fang Zhang (2021)
menyatakan permasalahan terkait transparansi dalam kebijakan perubah­
an iklim oleh negara dan lembaga pelaksana pendanaan perubahan iklim 
berdasarkan sembilan jenis kebijakan.Studi ini mengkaji kinerja sembilan je­
nis kebijakan pendanaan iklim, yaitu pinjaman bertarget, kebijakan obligasi 
ramah lingkungan, program jaminan pinjaman, asuransi indeks cuaca, feed-

21KPPN/Bappenas. 2021
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in-tariff, kredit pajak, bank pembangunan nasional, kebijakan pengungkap
an informasi, dan dana iklim nasional, melalui proses tinjauan literatur dan 
studi kasus. Kasus negara yang berhasil dan tidak berhasil diperiksa. Krite­
ria ditetapkan untuk mengevaluasi kebijakan pendanaan iklim, faktor-fak­
tor yang mengarah pada efektivitas kebijakan pendanaan iklim dalam prak­
tiknya diidentifikasi, kesenjangan pengetahuan saat ini diklarifikasi, dan 
implikasi kebijakan diberikan. 

Penilaian terhadap transparansi dalam kebijakan perubahan iklim secara 
empiris memandang bagaimana memobilisasi pendanaan iklim hingga tepat 
sasaran. Dalam memilih kebijakan pendanaan iklim, keseimbangan harus dica­
pai antara efektivitas mobilisasi, efisiensi ekonomi, dan dampak lingkungan, 
integritas, dan kesetaraan. Detail hasilnya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. 
Instrumen Kebijakan Perubahan Iklim Terkait Transparansi di beberapa Negara 

dan Lembaga Pelaksana

No Instrumen Kebijakan Transparansi Pengalaman Negara

1. Pinjaman yang 
ditargetkan

Biasanya kurang transparan India, Cina

2. Kebijakan Sukuk 
Hijau

Penggunaan hasil obligasi 
biasanya tidak diungkapkan

Cina, Indonesia, India, Eropa, Amerika 
Serikat 

3. Program 
penjaminan 
pinjaman

Rendahnya transparansi men­
genai proses seleksi. Program 
AS diganggu oleh tuduhan 
campur tangan politik

Amerika Serikat, Bank Dunia

4. Asuransi yang diindeks Data tidak mencukupi Asia, Afrika

5. Tarif pemberian 
awal

Informasi kebijakan tersedia 
di situs web pemerintah atau 
platform lain

Spanyol, Jerman, Itali dan Cina

6. Bank Pembangu­
nan Nasional

Informasi tersedia di situs 
web bank NDB

Jerman, Cina, India

7. Kebijakan 
Pengungkapan

Penegakan hukum yang 
tidak merata mengakibatkan 
sedikitnya data yang tersedia 
untuk umum

Amerika Serikat

8. Kredit Pajak Informasi biasanya tersedia di 
situs web pemerintah

Amerika Serikat, Belanda, Jepang

9. Dana iklim 
nasional

Campuran Amazon Fund (Brazil), CRGE Facility (Ethi­
opia), Climate Change Resilience Fund 
(Bangladesh), Climate Change Trust Fund 
(Indonesia)

Sumber: Diolah dari tulisan Rishikesh Ram Bhandary, Kelly Sims Gallagher dan Fang Zhang, 2021

Tranparency International (TI) pada tahun 2022 telah melakukan penilaian tata 
kelola atas beberapa donor pendanaan perubahan iklim. Program Integritas 
Tata Kelola Iklim TI berupaya menjaga pendanaan iklim dan mengambil tinda­
kan terhadap penyalahgunaan, tata kelola yang tidak baik, dan pemborosan 
dengan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari tingkat global 
hingga lokal. Risiko korupsi yang melemahkan investasi dan tindakan iklim di­
minimalisasi melalui program untuk meningkatkan kepercayaan terhadap 
cara alokasi dan penggunaan dana. Hal ini pada gilirannya dapat meningkat­
kan ketersediaan pendanaan iklim bagi negara-negara berpenghasilan rendah 
untuk mendukung ketahanan iklim dan revolusi energi bersih. TI memperkuat 
dan melibatkan masyarakat sipil dan komunitas lokal sehingga mereka dapat 
mengungkap risiko korupsi yang ada, dan memberdayakan masyarakat untuk 
menegakkan hak-hak mereka. Penilaian tata kelola tersebut menggunakan 
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pendekatan pemantauan penggunaan pendanaan, penyediaan layanan peng
aduan, dan perbaikan tata kelola.

Hasil studi TI kemudian dibukukan dalam judul “Corruption Free Climate 
Finance: Strengthening Multilateral Funds”. Metode TI mengunakan pe­
nilaian atas variabel atau aspek mulai dari integritas, transparansi, akunt­
abilitas, dan metode identifikasi kebijakan yang masing-masing memiliki 
indikator tertentu. 

3.7	 Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim 
Berorientasi GESI

Indonesia sudah lama menyusun kerangka kebijakan yang kuat untuk 
peningkatan kesetaraan gender, diikuti komitmen konkrit dalam pemba­
ngunan yang inklusif terhadap disabilitas dan kelompok rentan/marginal. 
Diantaranya adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women—CEDAW) pada tahun 1984, 
dukungan suara bagi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) pada tahun 2007, dan ratifi­
kasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Kaum Penyandang Disabilitas (UN Con-
vention on the Rights of Person with Disabilities) pada tahun 2011.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas diteruskan dengan Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten­
tang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Secara umum, perlu diketahui bahwa masih dirasakan ketimpangan dan mar­
ginalisasi atas dasar gender, disabilitas, etnisitas atau asal usul dipengaruhi, dan 
memengaruhi baik kehidupan privat maupun publik. Pengelola dana lingkungan 
perlu memperhatikan hal ini dalam mengelola pendanaan, terutama sasaran 
masyarakat. Demikian pula terjadi pada masyarakat adat atau masyarakat da­
lam hutan/daerah terpencil. Masyarakat adat dan daerah terpencil mengalami 
eksklusi karena keterpencilan geografis, diskriminasi, kurangnya informasi 
yang tepat dan dapat diakses; dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak 
mereka, atau kombinasi dari berbagai faktor-faktor ini.

Perubahan iklim, harus ditangani dengan mempertimbangkan spesifik 
gender, kebutuhan, kekhawatiran, lokasi, masyarakat adat/terpencil, dan 
kapasitas masyarakat lokal. Perempuan dan anak dengan segala keberaga
mannya, terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Da­
lam konteks regional dan sosial, perempuan masih dirugikan oleh distribusi 
hak dan sumber daya yang berbasis gender dan properti, akses terhadap 
pendidikan dan pekerjaan.

Mengingat bahwa dampak perubahan iklim tidak bersifat gender netral 
maka segala langkah adaptasi dalam NDC perlu dirancang dan dilakukan de­
ngan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan (GESI). Semua entitas harus 
melacak potensi manfaat dan dampak negatifnya tindakan terhadap kelom­
pok gender tertentu. Pengakuan peran perempuan sebagai agen perubahan, 
mengumpulkan data yang terpilah berdasarkan gender data dan perancangan 
instrumen dan strategi yang responsif gender (pendanaan) adalah kunci. 



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

9898

22https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/publikasi dan akses Panduan Pengarustamaan 
Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim

23https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/faq

Pengarasutamaan GESI pada pengelolaan dana perubahan iklim 
didukung dari tingkat kebijakan hingga implementasi di sasaran. Dari tahap 
perencanaan, monitoring sampai evaluasi. Selanjutnya, semua tahapan 
berperspektif kesetaraan dengan mempertimbangkan kebutuhan perem­
puan dan kelompok rentan untuk mengatasi ketimpangan dalam program/
proyek perubahan iklim. Selain itu, berperspektif pemberdayaan perem­
puan dan kelompok rentan diutamakan. Langkah yang diambil adalah me­
mastikan adanya kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dan 
kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dan menerima manfaat, ser­
ta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.22

Perubahan iklim memiliki dampak yang lebih besar pada populasi 
yang paling bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian 
mereka dan/atau yang memiliki kapasitas paling sedikit untuk menanggapi 
bahaya alam, seperti kekeringan, tanah longsor, banjir, dan badai, yaitu 
perempuan dan anak perempuan.

Perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko yang lebih ting­
gi dan beban yang lebih besar dari dampak perubahan iklim, terutama 
dalam situasi kemiskinan. Mereka secara tidak proporsional dipengaruhi 
oleh dampak perubahan iklim, termasuk tingkat kematian dan kemiskinan 
yang lebih tinggi, karena ketidakseimbangan hubungan gender yang ada. 
Hubungan gender yang tidak merata saat ini menghalangi perempuan un­
tuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam perenca­
naan dan pembuatan kebijakan terkait iklim, menyebabkan mereka menja­
di lebih rentan dan sulit beradaptasi dengan perubahan.23

Perempuan dapat memainkan peran penting dalam menanggapi peru­
bahan iklim karena pengetahuan dan kepemimpinan lokal mereka, misalnya 
dalam manajemen sumber daya berkelanjutan dan/atau praktik-praktik 
berkelanjutan terdepan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Dima­
sukkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan memberikan 
hasil yang lebih baik dalam proyek dan kebijakan terkait iklim. Sebaliknya, 
proyek atau kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi perempuan yang 
berarti dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keti­
daksetaraan yang ada dan memperburuk tingkat kemiskinan.

Dalam konteks pengelolaan dana lingkungan hidup, BPDLH mempunyai 
dan menerapkan 13 safeguard yang ditentukan. Safeguard yang ditetapkan 
mengakomodasi unsur dalam GESI dan afirmasi sosial yang diperlukan 
terutama menyangkut masyarakat tapak. Kemudian, sekurangnya ada 13 
entitas yang mengawasi BPDLH mulai dari Badan Pemeriksa Keuamham 
(BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), auditor indepeden, KAP, 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), dan berbagai pihak terutama donor baik bilateral 
maupun multilateral.

Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
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BAB IV 
PERJALANAN PENDANAAN 

PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA 

“Sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, 
masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan 
dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin 

maupun negara-negara berkembang.” 

(Joko Widodo, 2023)1 

Pendanaan perubahan iklim di Indonesia telah mengalami perjalanan yang 
cukup panjang. Dalam konteks dukungan pendanaan dari luar negeri, In­
donesia sudah mendapatkan dukungan pendanaan perubahan iklim sejak 
2009. Sementara dukungan pendanaan (APBN) perubahan iklim mulai 
dikapitalisasi pada 2016 melalui penandaan anggaran perubahan iklim (Cli-
mate Budget Tagging -CBT). 

Riset ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan men­
genai pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Uraian berikut berusaha 
memberikan temuan penelitian berupa informasi dan penjelasan menge­
nai pendanaan perubahan iklim baik dari sumber pendanaan, besaran pen­
danaan, instrumen pendanaan, lembaga pengelola dan tata kelola lemba­
ga pengelola, serta lembaga internasional yang terlibat dalam pendanaan 
perubahan iklim baik bilateral maupun multilateral.

4.1	 Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia
Pendanaan perubahan iklim di Indonesia yang dibahas dalam riset ini 
adalah berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Bantuan luar negeri 
tersebut dapat berasal dari institusi bilateral dan multilateral. Detailnya 
adalah sebagai berikut:

4.1.1 Pendanaan dari Dalam Negeri

Sumber pendanaan dari dalam negeri yang diuraikan adalah berasal dari 
anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), pendanaan dari swas­
ta dan korporasi, pendanaan inovatif (sukuk hijau), dan penerapan pajak 
karbon di Indonesia. 

1Jokowi Sebut Dana Perubahan Iklim yang Berbentuk Utang Tambah Beban Negara 
Berkembang (kompas.com, 16/11/2023). 
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4.1.1.1 APBN dan APBD

Anggaran dana lingkungan sejak Perjanjian Paris diratifikasi menjadi Un­
dang-Undang mengalami peningkatan cukup baik. Hasil penandaan ang­
garan yang dilakukan BKF mengindikasikan peningkatan 82,96% dari Rp72,4 
triliun pada 2016 menjadi Rp132,47 triliun pada 2018. Pada 2018 hingga 2020, 
pemerintah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 tri­
liun dengan rerata per tahun Rp102,65 triliun atau 4,3% APBN (BKF, 2020). 
Artinya, setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran perubahan 
iklim rata-rata sebesar Rp102,65 triliun per tahun atau 4,3% dalam APBN.

Anggaran dana lingkungan menurun pada tahun 2020, berkisar 2,8% 
APBN atau setara Rp77,81 triliun. Pada tahun 2021 anggaran untuk perubahan 
iklim mencapai Rp104,78 triliun, atau sekitar 3,8% dari total APBN. Angka ini 
meningkat dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan aki­
bat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampai saat 
ini, isu perubahan iklim kurang menjadi prioritas dibandingkan isu lain sep­
erti pemulihan ekonomi.

Ada perubahan tren dalam APBN 2019 dan 2020 karena faktor eksternal 
yaitu adanya pandemi virus Covid-19. Nominal alokasi anggaran tersebut 
mengalami penurunan akibat kebijakan relokasi dan refocussing anggaran 
untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dengan total anggaran 
perubahan iklim dalam APBN sebesar Rp104,79 triliun, menurut Menteri 
Keuangan dalam dalam webinar Unlocking Innovative Financing Schemes 
and Islamic Finance to Accelerate A Just Energy Transition in Emerging Econo-
mies (2021). Berdasarkan perhitungan Kemenkeu, dengan rata-rata anggaran 
yang mencapai Rp83,8 triliun atau 3,66% terhadap APBN per tahun bahwa ke­
butuhan dana perubahan iklim terpenuhi. Tabel 10 menguraikan alokasi dan 
realiasi dana perubahan iklim dalam APBN tahun 2016 hingga 2021.

Tabel 10. 
Alokasi dan Realisasi Dana Perubahan Iklim dalam APBN (dalam triliun)2

2https://visual.kemenkeu.go.id/apbn-menjaga-perubahan-iklim
3Ibid.

Tahun Alokasi Realisasi

2019 97,66 83,54

2020* 77,71 72,35

2021 112,74 104,79

*refocusing dari alokasi awal = 89,1 

Tahun Alokasi Realisasi

2016 72,35
*APBNP 

72,35

2017 95,58 
*APBNP

95,58

2018 132,48 126,0

Menurut Kemenkeu, alokasi APBN untuk perubahan iklim dari tahun 2016 
hingga 2020 rata-rata adalah 74% untuk mitigasi dan 26% untuk adaptasi. 
Pendanaan kegiatan mitigasi besar mengingat kegiatan ini lebih terlihat 
dan terukur pencapaian targetnya.3

Selain APBN, sumber pendanaan perubahan iklim berasal dari APBD. Dari 
2016-2021, rata-rata alokasi dana lingkungan hidup dalam APBD seluruh daerah 
hanya berkisar 3%. Artinya, alokasi ini lebih kecil dari rata-rata APBN. Padahal, 
peran Pemerintah Daerah sangat penting menangani perubahan iklim misaln­
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ya dalam fungsi proteksi lingkungan, mitigasi bencana, penanganan dampak 
perubahan iklim (cuaca ekstrim, bencana alam, dan masalah Kesehatan). Alo­
kasi APBD dalam perubahan iklim yang rendah ini dapat menyebabkan risiko 
tidak hanya lingkungan juga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2021 menyebutkan alokasi 
pelayanan umum 2016-2020 paling besar sedangkan tahun 2021 alokasi 
pendidikan dengan alokasi besar. Alokasi dana lingkungan hidup dalam 
APBD 2016-2018 adalah 1%. Alokasi ini naik menjadi 2% tahun 2019-2020 dan 
meningkat menjadi 3% pada 2021. Alokasi dana lingkungan ini masih sangat 
kecil padahal memiliki peran penting. Lihat grafik 6.

Grafik 6. 
Diagram Alokasi APBD Menurut Fungsi Seluruh Indonesia4

Sumber: LPEM UI, 2021

Energi merupakan salah satu sektor yang menjadi varibel pencapaian target 
NDC. Laporan BPDLH tahun 2022 menyebutkan bahwa besaran dana perubah­
an iklim sektor energi dari alokasi APBN dan APBD sejak tahun 2011-2023 setiap 
tahun meningkat. Pada tahun 2011 tercatat total alokasi sebesar Rp2,8 triliun 
dan pada tahun 2023 menjadi Rp20,9 triliun. Dapat dilihat di tabel 11.

Tabel 11. 
Besaran Dana Perubahan Iklim Sektor Energi dari Alokasi APBN dan APBD dari Tahun 2011-2023

Tahun Sektor Alokasi APBN 
(Triliun Rupiah)

Alokasi APBD 
(Triliun Rupiah)

Total (Triliun 
Rupiah)

2011 Energi 0,0 2,8 2,8
2012 Energi 1,5 2,7 4,2
2013 Energi 2,8 2,7 5,5
2014 Energi 3,6 3,6 7,2
2015 Energi 4,5 3,6 8,1
2016 Energi 5,4 4,5 9,9
2017 Energi 6,3 4,9 11,2
2018 Energi 7,2 5,2 12,4
2019 Energi 8,1 5,5 13,6
2020 Energi 9,0 5,8 14,8
2021 Energi 10,0 6,8 16,8
2022 Energi 11,0 7,9 18,9
2023 Energi 12,0 8,9 20,9

Sumber: Laporan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup 2022 oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BP­
DLH)

1%
5%
8%
9%

32%

44%

2016

1%
7%
8%

12%

32%

41%

2017

1%

8%
9%

19%

26%

37%

2017

2%

7%
9%

15%

23%

44%

2019

2%
8%
10%

14%

34%

34%

2020

2%

10%

11%

11%

32%

34%

2020

 Lingkungan Hidup 
 Pendidikan 
 Pelayanan Umum 
 Kesehatan 
 Ekonomi  
 Belanja Lainnya

4https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2021/04/ Infografis_Local_Budget.pdf



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

102

Data BPDLH ini sepertinya belum memasukkan pengeluaran BPDPKS dalam 
program B35. Hasil riset IBC (2022) menyatakan peruntukan untuk program 
biodiesel di BPDPKS antara tahun 2015 hingga 2021 sebesar Rp110 triliun. Apa­
bila data BPDPKS ini dimasukkan dalam penghitungan alokasi sektor energi 
maka tentu didapatkan angka lebih besar dari data BPDLH tahun 2022.

Pada sektor energi untuk transportasi dalam kerangka perubahan iklim, 
Indonesia menggagas program biodiesel yang dimulai sebelum tahun 2009 
yakni program B2,5. Pada 2010 berubah menjadi program B7,5 dengan jumlah 
produksi 243 ribu kiloliter. Sepuluh tahun kemudian (2020) telah menjadi B30 
dengan jumlah produksi 8.591 ribu kiloliter. Pada tahun 2023 berubah menjadi 
program B35 dengan perkiraan 13.150 ribu kiloliter. Detail lihat grafik 7.

Grafik 7. 
Linimasa Perkembangan Program Biodiesel di Indonesia Tahun 2009-2023
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Rp.23,1 T (13%) 
Program Riset, Promosi, SDM, Sarpas, Dukungan 
Manajemen, dll

Rp.7,6 T (4%)
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Rp.144,6 T
(82%)

Program 
Biodiesel

Sumber: Data dari Asosiasi Produsen 
Biofuel Indonesia (Aprobi) yang 
dikutip dalam laman resmi5

Berdasarkan data laporan tahunan BPDPKS antara tahun 2015-2022 diketa­
hui total penerimaan pungutan CPO yang dikelola BPDPKS adalah sebesar 
Rp175,3 triliun. Peruntukannya didominasi oleh program biodiesel yang 
mencapai Rp144,6 triliun atau 82%. Sementara pemberian bantuan kepada 
petani kecil dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat kecil 
yaitu Rp7,6 triliun atau hanya 4%. Detailnya lihat grafik 8.

Grafik 8. 
Distribusi Penggunaan Dana Pungutan Ekspor CPO dari Tahun 2015 hingga 2022

Sumber: Diolah OCFI dari Annual Report BPDPKS 
tahun 2015-2022

5https://palmoilina.asia/sawit-hub/biodiesel-indonesia
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4.1.2 Pendanaan dari Luar Negeri

Detail pendanaan perubahan iklim dari luar negeri yang diuraikan selan­
jutnya adalah: sumber dana, instrumen pendanaan, sektor penerima pen­
danaan dan tren global penguatan pendanaan perubahan iklim.

4.1.2.1 Sumber Pendanaan

Sebagaimana komitmen nasional sejak tahun 2015, Presiden Joko Widodo 
telah berjanji untuk mencapai target pengurangan emisi hingga 29% pada 
tahun 2030, atau 41% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional 
(KLHK, 2015). Dalam rangka mencapai target tersebut, Indonesia mendapat 
dukungan finansial internasional baik di sektor energi dan transportasi, 
pertanian, kehutanan, IPPU, dan limbah. 

Dalam gambar 8 dijelaskan bahwa skema pendanaan lingkungan hidup 
yang diterima Indonesia sejak tahun 2008 hingga 2020 dari luar negeri berasal 
dari institusi bilateral dan multilateral. Namun, skema tersebut belum terma­
suk program JETP dan ETM yang mulai muncul pada tahun 2022. 

Negara kontributor pendanaan perubahan iklim di Indonesia secara bilate­
ral tercatat sebanyak 13 negara yakni: Australia, Kanada, Norwegia, Swedia, 
Perancis, Inggris, Jerman, Denmark, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Korea 
Selatan dan Cina. 

Sedangkan secara multilateral tercatat cukup banyak lembaga yang ter­
gabung sebagai kontributor. Seperti lembaga-lembaga dalam skema me­
kanisme finansial UNFCCC seperti Adoption Fund (AF), Green Climate Fund 
(GCF) dan Global Enviromental Facility (GEF), dalam skema mekanisme 
finansial di luar UNFCC seperti dari organ PBB (UNDP, FAO, UNEP, UN-
Habitat, IRENA dan lain-lain), Multi Development Banks-MDBs (World Bank, 
ADB, EIB dan lain-lain) dan Bank Swasta Internasional (JBIC, Bank Exim 
Korea Selatan), serta skema mekanisme finansial lain non UNFCCC seperti 
Darwin Institute, Ford Foundation, CLUA, dan lain-lain.

Bahan riset menggunakan kompilasi 3 edisi Indonesia Biennial Update 
Report yang dikirimkan Pemerintah kepada UNFCCC. Didapatkan total 
pendanaan perubahan iklim dari luar negeri kepada Indonesia adalah se­
besar US$5,59 miliar dari kurun waktu 2008 hingga 2019. Dari total jumlah 
tersebut, sebagian besar berasal dari bilateral yakni sebesar US$4,94 miliar 
(87,5%) sedangkan multilateral sebesar US$652 juta (11,5%).

Untuk bantuan bilateral ke Indonesia, negara kontributor terbesar adalah 
Jepang yang mencapai US$3,33 miliar (67,4%) dan paling sedikit dari Belanda 
sebesar US$470 ribu. Adapun negara kontributor lainnya yaitu Jerman 
US$423,52 juta, Perancis US$385,2 juta, Amerika Serikat US$353,23 juta, 
China US$236,6 juta, Denmark US$83,47 juta, Inggris, US$61,91 juta, Korea 
Selatan US$59 juta, dan GGGI US$3,55 juta, dan Uni Eropa US$5,06 juta. 
Detailnya lihat grafik 9.

Sedangkan untuk bantuan multilateral ke Indonesia adalah sebesar 
US$652,13 juta. Diketahui sebagian besar berasal dari ADB yang mencapai 
US$420 juta (65,1%) dan paling sedikit dari Climate Technology Centre and 
Network (CTCN) sebesar US$30 ribu (4,6%). Pendanaan multilateral lain
nya yang tercatat adalah Inter-American Foundation (IAF/AIF) US$100 juta, 
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Global Environment Facility US$92,1 juta, gabungan donor (UNDP, DFID/
UKCCU, CIDA, USAID US$11,4 juta, UNDP US$10,5 juta, Bank Dunia US$9,44 
juta, UKCCU US$620 ribu, FAO US$120 ribu, Research Council Norway 
US$70 ribu, dan CTCN US$30 ribu. Detailnya di grafik 10.

Grafik 10. 
Pendanaan Perubahan Iklim dari Multilateral Tahun 2008-2019

Grafik 9. 
Pendanaan Perubahan Iklim 

dari Negara Kontributor (Bilateral) Tahun 2008-2019
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Sumber: Diolah oleh konsorsium OCFI dari 3 laporan BUR 
Indonesia ke UNFCCC, 2023

Sebagai perbandingan kompilasi 3 laporan BUR Indonesia ke UNFCCC 
adalah laporan The Europian Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) tahun 2020. Laporan EBRD (2020) menyebutkan bahwa pendanaan 
perubahan iklim untuk perekonomian Indonesia adalah sebesar US$3.857 
juta atau US$3,85 miliar. Perbandingan Indonesia dengan negara-negara di 
Asia Tenggara adalah Indonesia mendapatkan porsi paling tinggi mencapai 
US$3,85 miliar (39%), menyusul Vietnam sebesar US$3,11 miliar (31,5%), dan 
Myanmar US$1,16 miliar (11,7%), dan Thailand US$0,92 miliar (9,4%). Lihat ta­
bel 12 di bawah ini. Apabila total jumlah pendanaan berdasarkan data EBRD 
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(tahun 2015-2019) diperbandingkan dengan data kompilasi BUR Indonesia 
antara tahun 2008-2019 sebesar US$5,59 miliar terlihat total jumlahnya 
lebih besar. Tetapi, perbandingan ini dapat bias karena jumlah tahun data 
EBRD dimulai tahun 2015 sedangkan BUR Indonesia mulai tahun 2008.

Bahan untuk penulisan riset juga diambil dari program JETP dan ETM yang 
telah diimplementasikan pada 2023. Untuk mendapatkan data tersebut, kon­
sorsium telah bersurat kepada Sekretariat JETP di Kementerian ESDM. Jawab­
an dari Sekretariat JETP menyebutkan bahwa belum melakukan aktivitas 
dikarenakan pendanaan dari GFANZ (donor JETP) belum masuk.

Tabel 12. 
Climate Finance by Economy, Tahun 2015-2019 

(dalam US$ milllion)

Economy Region
Income Level 
of Borrowing 
or Recivient 

Economy

Lost 
Developed 
Economy/

Small Island 
State/both

Total Climate Finance in Reporting Years (in US$ 
million)

- 2015 2016 2017 2018 2019

Cambodia East Asia Lower-middle 
income

Least-de­
veloped 

economy
- 46 85 86 117 139

Indonesia East Asia Lower-middle 
income - 674 578 873 773 959

Laos East Asia Lower-middle 
income

Least-de­
veloped 

economy
106 13 40 109 72 59

Malaysia East Asia Lower-middle 
income - - - - - 0 -

Myanmar East Asia Lower-middle 
income

Least-de­
veloped 

economy
81 107 212 178 90 574

Vietnam East Asia Lower-middle 
income - 383 1211 862 210 442

Thailand East Asia Lower-middle 
income - 176 91 130 533 97 76

Timor-Leste East Asia Lower-middle 
income Both - 5 9 2 - 46

Sumber: EBRD, 2020

Namun demikian, melalui laman resmi Sekretariat JETP Indonesia, jetp-
id.org, konsorsium OCFI dapat mengunduh laporan JETP Indonesia yang 
diterbitkan pada 21 November 2023 berjudul “Just Energy Transition Part-
nership Indonesia (JETP): Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensi 
2023”. Dari laporan ini diketahui bahwa total komitmen pendanaan JETP 
di Indonesia adalah sebesar US$20 miliar. Program JETP diharapkan akan 
membantu Indonesia menerapkan upaya-upaya dekarbonisasi. Sumber 
pendanaannya berasal dari negara-negara anggota IPG sebesar US$10 mil­
iar dan sisanya US$10 miliar akan dimobilisasi melalui pendanaan swasta 
oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Negara-negara yang 
bergabung dalam IPG adalah Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jer­
man, Italia,6 Jepang, Norwegia, dan Jerman. IPG sifatnya bilateral. Gambar 
9 di bawah ini menunjukkan bagan yang memasukkan program JETP dan 
ETM di skema pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

6Italia bergabung IPG untuk program JETP merupakan pertama kalinya memberikan ban­
tuan pendanaan perubahan iklim untuk Indonesia. Dari reviu atas BUR Italia yang dikirimkan 
ke UNFCCC diketahui Italia belum pernah membantu Indonesia
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Pada tahun 2023, total bantuan IPG untuk Indonesia telah diidentifikasi 
adalah sebesar US$9.002,7 juta. Negara IPG yang terbesar memberikan 
bantuan adalah Amerika Serikat sebesar US$2.006 juta (22,96%), disusul 
Jepang sebesar US$1.700 juta (18,88%) dan paling kecil adalah Kanada 
sebesar US$91,4 juta (1,02%). Detailnya dalam grafik 11. 

Grafik 11. 
Rincian Pendanaan IPG berdasarkan 
Konstribusi Setiap Negara/Entitas 
(Bilateral) dalam US$ Juta

% terhadap total komitmen 
pendanaan Publik (US$9.007 Miliar)
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Sumber: 
diolah dari JETP 
Indonesia, 2023

Negara kontributor berdasarkan data kompilasi BUR Indonesia dan JETP tahun 
2023 diketahui bahwa sebagian besar merupakan negara-negara yang pernah 
dan masih memberikan dukungan pendanaan perubahan iklim di Indonesia se­
lama kurun waktu 2009-2019. Namun demikian, terdapat pula negara kontrib­
utor Indonesia yang tidak ikut program JETP seperti Belanda, Korea Selatan, 
China dan lain-lain. Hadirnya program JETP membuat penambahan signifikan 
total bantuan masing-masing negara ke Indonesia. Misalnya Jepang berdasar­
kan data BUR Indonesia sebesar US$3.334,36 juta ditambah JETP tahun 2023 
sebesar US$1.700 juta menjadi total US$5.034,36 Juta, Amerika Serikat sebesar 
US$353,23 juta ditambah sebesar US$2.066,7 juta menjadi total US$2.419,93 
Juta, dan seterusnya. Detailnya lihat 12 di bawah ini.

Grafik 12. 
Gabungan Data Kompilasi BUR Indonesia Tahun 2008-2019 dan Program JETP 

Tahun 2023 (Bilateral)
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Negara kontributor baru yang memberikan dukungan pendanaan melalui 
JETP tercatat tiga negara, yaitu Kanada sebesar US$91,4 juta, Italia US$270,3 
juta, dan Norwegia US$250 juta. Menariknya, berdasarkan data lain yakni 
kompilasi BUR negara-negara, kecuali Italia, tercatat adanya aliran dukun­
gan pendanaan untuk Indonesia. Total jumlah pendanaan dari skema JETP 
2023 lebih besar dari kompilasi BUR Indonesia dari 2008 hingga 2019 yakni 
selisih US$4.355,94 juta.

Program JETP berkaitan dengan program ETM yang di support CIF-ACT 
(ttermasuk donor multilateral). Tahun 2023, rencana investasi CIF-ACT In­
donesia berasal dari ADB dan Grup World Bank dengan total pendanaan 
sebesar US$500 juta, yang kemudian ditambah pendanaan bersama MDB 
sebesar US$2.059 juta. 

Pada saat ini, program ETM dari CIF-ACT untuk Komponen 1.1b yakni Pe­
mensiunan dini PLTU telah mendapat alokasi pendanaan dan sedang diker­
jakan oleh PT SMI. Lainnya, pendanaan juga didapatkan untuk Komponen 
1.2. sebesar US$500 juta dari ADB (US$400 juta komersial) dan CIF-ACT 
(US$100 juta konsesi). Berarti tersisa dana sebesar US$200 juta (US$150 
juta komersial dan US$50 juta konsesi) untuk pendanaan proyek pemen­
siunan dini pembangkit listrik swasta lain. Daftar terperinci program ETM 
oleh PT SMI tercantum di tabel 13.

Tabel 13. 
Daftar Proyek Prioritas Pemensiunan Dini dan Managed Phase-Out Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Batubara

No Nama Sistem Tahun Pemensi-
unan Normal

Tahun Pemensi-
unan Dini Kapasitas (MW) Estimasi Kebu

tuhan Investasi*

1 PLTU Pelabuhan 
Ratu 

Jawa-
Madura-Bali 2045 2037 1050 830

2 PLTU 
Cirebon 1

Jawa-
Madura-Bali 2042 2035 660 300

  Total 1710 1130

*(Juta US$)

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Sementara itu, lembaga multilateral yang memberikan dukungan pen­
danaan perubahan iklim selama tahun 2008-2019 dan terlibat dalam pro­
gram ETM adalah Bank Dunia sebesar US$100 juta dan ADB US$400 juta. 
Secara keseluruhan, total pendanaan multilateral untuk ETM mencapai 
US$2.559 juta yang berasal dari CIF-ACT dan MDB termasuk Bank Dunia 
dan ADB.

Berdasarkan bantuan multilateral dari MDB sebagai kontributor BUR 
Indonesia dan ETM tahun 2023 diketahui terdapat dua lembaga yang 
memberikan dukungan pendanaan perubahan iklim antara tahun 2009-
2019 yakni Bank Dunia dan ADB. Hadirnya program ETM mengakibatkan 
pertumbuhan signifikan total bantuan Bank Dunia yang awalnya tercatat 
sebesar US$9,44 juta ditambah ETM tahun 2023 sebesar US$200 juta 
menjadi total sebesar US$209,44. Sedangkan ADB yang awalnya US$420,74 
juta ditambah ETM tahun 2023 sebesar US$400 juta menjadi total sebesar 
US$820,74. Detailnya dapat dilihat di grafik 13 di bawah ini.
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Grafik 13. 
Gabungan Data Kompilasi BUR Indonesia Tahun 2008-2019 dan Program JETP 

Tahun 2023 (Multilateral)

Sumber: Diolah Konsorsium OCFI dari berbagai sumber, 2023

Hingga tahun 2023, diketahui total pendanaan berdasarkan kompilasi BUR 
Indonesia dari tahun 2009-2019 adalah sebesar US$5.968,25 juta. Sedangkan 
total pendanaan JETP dan ETM tahun 2023 yang telah diidentifikasi sebesar 
US$11.561,70 juta. Total pendanaan dari kompilasi BUR Indonesia ditambahkan 
dengan total pendanaan JETP dan ETM tahun 2023 maka didapatkan total 
jumlah sebesar US$17.655,15 juta. Sebagai catatan, data total ini belum 
memasukkan pendanaan luar negeri dari tahun 2020-2022 dikarenakan pada 
saat penelitian diketahui datanya belum tersedia. Lihat grafik 14.

Grafik 14. 
Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia dari Luar Negeri (Data BUR dan JETP-ETM)

Sumber: Diolah OCFI dari berbagai sumber

4.1.2.2 Instrumen Pendanaan

Instrumen pendanaan perubahan Iklim di Indonesia menggunakan skema 
consessional loan (pinjaman), grant (hibah),7 dan teknikal asisten. Dokumen 
Indonesia First Biennal Update Report (tahun 2008-2014) tidak menyebutkan 
instrumen pendanaan yang sebesar US$223,37 juta. 
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Adapun dokumen Indonesia Second Biennial Update Report (tahun 2015-
2016) mencapai US$1,84 miliar. Skema pinjaman dari total jumlah tersebut 
sebesar US$1,81 miliar atau 98,4%. Sedangkan skema hibah hanya US$36,37 
juta atau 1,6%.

Sementara itu, Indonesia Third Biennial Update Report (tahun 2017-2019) 
mencapai US$3,73 miliar. Skema pinjaman dari total jumlah tersebut sebe­
sar US$3,15 miliar atau 84,5%. Sedangkan skema hibah hanya US$573,26 
juta atau 15,5%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa dukungan finansial dari dunia interna­
sional untuk pendanaan perubahan iklim di Indonesia selama tahun 2015-2019 
mencapai US$5,57 miliar. Dari jumlah tersebut, instrumen pendanaan dari pin­
jaman sebesar US$4,96 miliar (89%) dan hibah US$609,63 juta (11%). 

Untuk program JETP dan ETM tahun 2023, tercatat total pendanaan 
yang telah diidentifikasi sebesar US$11.561,7 yang instrumen pendanaan 
meliputi consessional loan (pinjaman), grant (hibah), dan bantuan teknis. 

JETP Indonesia mengidentifikasi dana hibah sebesar US$153,8 juta dan 
bantuan teknis sebesar US$141,6 juta dan untuk proyek pembangunan ter­
tentu sebesar US$68 juta. Untuk instrumen hibah, jika kompilasi BUR In­
donesia (tahun 2015-2019) diperbandingkan dengan pendanaan JETP dan 
ETM (2023), tercatat, instrumen hibah di program JETP dan ETM lebih kecil, 
yakni US$295,40 juta atau 3%. Sedangkan untuk instrumen pendanaan un­
tuk pinjaman diketahui bahwa alokasi JETP dan ETM sebesar US$8.536,50 
juta atau 73%. Sisanya dari ekuitas sebesar US$384,50 juta atau 3%, jaminan 
US$2.075 juta atau 18%, dan lainnya sebesar US$270,3 juta atau 2%. Terlihat, 
persentase instrumen pinjaman di program JETP dan ETM tahun 2023 lebih 
besar dibandingkan data kompilasi BUR Indonesia (tahun 2015-2019).

Terdapat pinjaman konsesi sebesar US$6,9 miliar melalui lembaga ke
uangan publik dan internasional seperti MDB dan DFI. IPG membuat komit­
men pendanaan hingga US$8,4 miliar dengan jaminan pemerintah (nega­
ra) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Indonesia (kombinasi pin­
jaman pemerintah dan pinjaman yang dijamin negara). Pinjaman konsesi 
hanya dapat diberikan kepada BUMN seperti PLN atau Pertamina, serta 
special mission vehicles (SMV) Indonesia yaitu PT SMI, PT Geo Dipa, atau PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Inggris dan Amerika Serikat masing-masing berkomitmen untuk mem­
berikan jaminan sebesar US$1 miliar terhadap pinjaman dari IBRD kepada 
JETP. Bentuk bantuan Inggris dan Amerika Serikat merupakan jaminan 
yang disediakan sebagai tambahan terhadap Batas Maksimal Pinjaman 
(Single Borrower Limit -SBL) IBRD untuk Indonesia. Ketika SBL Indonesia 
tercapai, jaminan ini akan meningkatkan jumlah pendanaan konsesi yang 
dijamin negara untuk Indonesia dari World Bank.

Pinjaman non-konsesi dalam pendanaan JETP termasuk namun tidak 
terbatas pada: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), United 
States International Development Finance Corporation (DFC), dan Private 
Infrastructure Development Group (PIDG). IPG membuat komitmen pen­
danaan ekuitas sebesar US$384,5 juta. Investasi ekuitas dari pendanaan 
publik JETP termasuk namun tidak terbatas pada Dana Investasi Pemer­
intah Norwegia (Norfund) dan Investment Fund for Developing Countries 
(IFU). Uraian instrumen pendanaan tercantum di tabel 14.
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Tabel 14. 
Rincian Pembiayaan Publik JETP Per Negara/Entitas dan Mekanisme Pendanaan (dalam juta US$)*

Negara / entitas
Hibah / 

Bantuan 
Teknis

Pinjaman 
Konsesi

Pinjaman 
Non-Konsesi Ekuitas Jaminan 

MDB
Lainnya /
akan di 

tentukan
Total

Kanada 10,0 81,4         91,4
Denmark 1.9 60,0   100,0     161,9
Uni Eropa (UE) 29,6 1.091,1         1.120,7
Prancis 540,5         540,5
Jerman 167,2 1.474,5   9,5     1.651,2
Italia 270,3 270,3
Jepang 1.700,0         1.700,0
Norwegia 250,0 250,0
Inggris 50,0 25,0 1.000,0 75,0 1.150,0
AS 66,7 1.000,0   1000,0   2.066,7
ETM 20,0 1.999,0 540       2.559,0
Total 295,4 6.946,5 1.590,0 384,5 2.000,0 345,3 11.561,7

*Jumlah dalam US$ bersifat indikatif karena penggunaan nilai tukar dari mata uang asal. Penggunaan nilai 
tukar dimaksudkan untuk memberikan indikasi kasar untuk perbandingan.

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Berdasarkan uraian masing-masing sumber dana yang disediakan IPG, 
JETP Indonesia secara kualitatif mengategorikan pendanaan tersebut 
sebagai pendanaan dengan peruntukan atau tanpa peruntukan. Adanya 
peruntukan berarti dana tersebut memiliki cakupan tertentu yang telah 
ditentukan atau sedang dirancang/diusulkan pada saat proses konfirmasi 
dengan IPG. Ringkasan peruntukan pendanaan berdasarkan modalitas dan 
sektornya terdapat dalam tabel 15.

Tabel 15. 
Pendanaan Publik IPG dengan Peruntukan (Juta US$)

Peruntukan Hibah/ Bantuan 
Teknis

Pinjaman 
Konsesi

Pinjaman 
Non-Konsesi Total

Seluruh IFA memenuhi syarat 18,1 580,0   598,1
Transmisi 1,0 393,4   394,4
Transmisi dan Energi 
Terbarukan 5,4 371,8   377,2

Pemensiunan dini PLTU 6,0 1.045,0 400,0 1.451,0
Pemensiunan dini PLTU dan 
Energi Terbarukan 5,4 216,2   221,6

Energi Terbarukan 60,1 650,5 140,0 850,7
Transisi Berkeadilan 25,3 324,0   349,3
Transisi Berkeadilan dan 
Energi Terbarukan 3,8     3,8

Total 125,1 3.581,0 540,0 4.246,1

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Pendanaan tanpa peruntukan adalah pendanaan yang belum secara spesi­
fik mendefinisikan proyek atau program mana yang akan menerima dana 
ini, sehingga berpotensi menjadikan penggunaannya lebih fleksibel dalam 
hal pencakupan sesuai dengan kebutuhan investasi JETP dibandingkan 
pendanaan dengan peruntukan. Contohnya pendanaan dengan peruntu­
kan adalah pinjaman dari AS, Jepang, dan Uni Eropa. 

Pendanaan tanpa peruntukan dapat digunakan dengan keputusan 
investasi akan dibuat berdasarkan proyek per proyek. Keputusan investasi 
diperoleh melalui konsultasi dengan lembaga keuangan yang menyediakan 
pendanaan multilateral dan bilateral tanpa peruntukan (misalnya DFC, 
JBIC/JICA dan EIB). Pendanaan tanpa peruntukan berdasarkan modalitas 
dan sektornya terlihat di tabel 16.
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Tabel 16. 
Pendanaan Publik IPG Tanpa Peruntukan (Juta US$)

Tanpa Peruntukan
Hibah/ 

Bantuan 
Teknis

Pinjaman 
Konsesi

Pinjaman 
Non- 

Konsesi
Ekui-
tas

Jaminan 
MDB

Jami-
nan

Lainnya/ 
Akan diten-

tukan
Total

Seluruh IFA memenuhi syarat 134,7 1.700,0   9,5       1.844,2
Seluruh IFA memenuhi syarat 
kecuali Pemensiunan dini PLTU   1.081,1 1.000,0   2.000,0   270,3 4.351,4

Transmisi dan Energi 
Terbarukan 3,1 550,5           553,6

Pemensiunan dini PLTU 32,4             32,4
Energi Terbarukan dan Rantai 
Pasok Energi Terbarukan     50,0 25,0   75,0   150,0

Energi Terbarukan   33,9   350,0       383,9
Total 170,3 3.365,5 1.050,0 384,5 2.000,0 75,0 270,3 7.315,6

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Perbandingan antara kompilasi BUR Indonesia (2015-2019) dengan JETP 
dan ETM tahun 2023, pendanaan perubahan iklim yang bersumber dari 
skema hibah sebesar US$905,39 juta atau 5% dari total pendanaan sebesar 
US$17,141,89 juta. Sementara skema pinjaman sebesar US$13.506,7 juta 
atau 79%, ekuitas US$384,50 juta atau 2%, jaminan US$2.075 juta atau 12%, 
dan lainnya sebesar US$270,3 juta atau 1,6 persen. Detailnya lihat tabel 17.

Tabel 17. 
Perbandingan Instrumen Pendanaan antara BUR Indonesia Tahun 2015-2019 dengan JETP dan ETM

Sumber Dokumen Hibah/Bantuan Teknis Pinjaman Ekuitas Jaminan Lainnya Jumlah
BUR Indonesia 
(2015-2019) 609,99 4.970,20  -  -   5.580,19

JETP dan ETM 295,4 8.536,50 384,5 2.075,00 270,3 11.561,70
Total 905,39 13.506,70 384,5 2.075,00 270,3 17.141,89

Sumber: Diolah OCFI dari berbagai sumber, 2023

Sebagai ilustrasi, laporan OECD (2021) menyebutkan bahwa pendanaan 
perubahan iklim global selama kurun 2016-2019 mencapai US$218,9 miliar. 
Rinciannya adalah US$46,9 miliar pada 2016, US$54,5 miliar pada 2017, 
US$61,6 miliar pada 2018, US$62,9 miliar pada 2019. Dari jumlah tersebut, 
instrumen pendanaan sebagian besar bersumber dari pinjaman sebesar 
US$164,7 miliar atau 75% dari total pendanaan perubahan iklim global. 
Sementara pendanaan perubahan iklim dari hibah hanya sebesar US$54,2 
miliar atau 25%. Lihat grafik 15 di bawah ini.

Grafik 15. 
Public Climate Finance per Instrument, Excluding Export Credits (US$ Billion)

Sumber: OECD, 2021
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Jika data OECD tahun 2021 diperbandingkan dengan BUR Indonesia (tahun 
2015-2019) diketahui instrumen hibah persentase OECD (tahun 2016 hingga 
2019) lebih besar yakni 24,81% berbanding 11%. Sedangkan untuk instrumen 
pinjaman data BUR Indonesia lebih besar yakni 89% berbanding 79%.

World Bank (2023) juga telah menyusun perbandingan antar negara 
terkait ukuran pasar utang hijau dalam persentase produk domestik bruto 
(PDB) negara dan waktu jatuh tempo utangnya dari tahun 2017-2021. 
Negara-negara tersebut adalah China, Philipina, Brazil, Indonesia, India, 
Thailand, Ukraina, Mesir, Rusia, Nigeria dan Turki. Diketahui persentase 
terbesar adalah China dan terkecil adalah Turki sedangkan Indonesia 
mencapai 0,6 dari PDB (lihat gambar 10 di bawah ini). Untuk waktu jatuh 
tempo utang hijau Indonesia yang terbesar porsinya adalah 3-5 tahun disu
sul 10 tahun ke atas (lihat gambar 11 di bawah ini).

Gambar 10.
Green Debt Market Size, 
2017-2021

Sumber: 
World Bank, 2023

Gambar 11.
Maturity of Green Debt, 
2017-2021

Sumber: 
World Bank, 2023

4.1.2.3 Pendanaan Berdasarkan Sektor

Berdasarkan kompilasi Indonesia Biennial Update Report, kecuali Indonesia First 
Biennial Update Report untuk tahun 2008-2014, diketahui bahwa penyaluran 
atau penggunaan pendanaan perubahan iklim dari dunia internasional selama 
kurun 2015 hingga 2019 lebih banyak untuk sektor energi sebesar US$2.428,57 
juta atau 43,5%, disusul sektor transportasi US$2.422,34 juta atau 43,4%, multi sek­
tor US$412,46 juta atau 7,4%, limbah US$162,97 juta atau 2,9%, kehutanan US$153,78 
juta atau 2,8%, pertanian US$0,07 juta atau 0,01%. Detailnya lihat tabel 18.
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Tabel 18. 
Penggunaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia Berdasarkan Sektor 

Tahun 2015-2019

No Sektor US$ (Juta) Persentase
1 Energi  2.428,57 43,5%
2 Transportasi  2.422,34 43,4%
3 Multisektor  412,46 7,4%
4 Limbah  162,97 2,9%
5 Kehutanan  153,78 2,8%
6 Pertanian  0,07 0,0%

TOTAL  5.580,19 100,0%
Sumber: Kompilasi Indonesia Second dan Third Biennial Update Report, diolah Konsorsium OCFI, 2023

Instrumen pendanaan untuk sektor energi untuk pinjaman sebesar US$2.393,51 
juta sedangkan untuk hibah sebesar US$35,06 juta. Untuk sektor transportasi 
untuk pinjaman sebesar US$2.419,09 sedangkan untuk hibah sebesar US$3,25 
juta, sektor pertanian untuk pinjaman sebesar US$0,07 juta, sektor limbah un­
tuk pinjaman sebesar US$157,60 juta sedangkan untuk hibah sebesar US$5,37 
juta, sektor kehutanan untuk hibah sebesar US$153,78, dan multisektor untuk 
hibah sebesar US$412,46 juta. Detail uraian terdapat di grafik 16.

Grafik 16. 
Instrumen Pendanaan 
Perubahan Iklim 
Berdasarkan Sektor 
dari Tahun 2015-2019

Sumber: Kompilasi Indonesia Second 
dan Third Biennial Update Report, 
diolah Konsorsium OCFI, 2023

World Bank (2023) menyebutkan untuk alokasi peruntukan utang hijau ber
dasarkan sektor, antara 2017-2021 di beberapa negara yang didata diketahui 
didominasi oleh energi dan multisektor. Khusus untuk Indonesia, alokasi terbe­
sar di multisektor sekitar 60% lebih, disusul sektor energi sekitar 30% lebih. Lihat 
gambar 12 di bawah ini. Data World Bank tersebut berbeda dengan data hasil 
kompilasi BUR Indonesia seperti yang diterangkan di atas.

Gambar 12. 
Use of Green Debt Proceeds, 
Sector Allocation of Green Debt 
Issuances, 2017-2021

Sumber: 
World Bank, 2023
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4.1.2.4	 Perbandingan Kompilasi BUR Indonesia dengan Kompilasi 
Beberapa BUR Negara Kontributor 

Penelitian ini juga melakukan kompilasi laporan BUR yang dilaporkan ke 
UNFCCC dari berbagai negara yang menjadi kontributor kepada Indonesia. 
Kompilasi dari beberapa negara kontributor tersebut dari tahun 2008 hing­
ga 2020 menunjukkan pendanaan perubahan iklim Indonesia (bilateral) 
mencapai US$11,46 miliar. Dana tersebut berasal dari 13 negara kontributor 
yaitu Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Jepang, Jerman, Korea, Norwe­
gia, Swedia, Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Belanda. Dari total 
dana US$11,46 miliar, paling besar dari Jepang yang sebesar US$8,30 miliar 
(84,24%) dan paling kecil dari Swedia sebesar US$3,74 juta (0,01%). 

Secara umum, negara-negara kontributor melaporkan instrumen pen­
danaan perubahan iklim untuk Indonesia dalam bentuk loan, consessional 
loan, non consessional loan, dan grant. Adapun statusnya ada yang bersifat 
committed, provided, disbursed, completed, dan on going.

Sementara penggunaan pendanaan perubahan iklim dari luar negeri di­
gunakan adaptasi dan mitigasi baik di sektor forestry, environment, energy, 
transport, water and sanitation, maupun waste. 

Berdasarkan perbandingan kompilasi BUR Indonesia dengan kompi­
lasi BUR Negara Kontributor, terdapat ketidaksesuaian informasi penda
naan yang dilaporkan oleh Indonesia dan Negara Kontributor. Bahkan 
pendanaan perubahan iklim dari Australia, Kanada, Norwegia, Swedia ti­
dak tercatat secara spesifik dalam Indonesia Biennial Update Report. Di sisi 
lain, kompilasi BUR Indonesia mendapat dukungan pendanaan dari China 
sebesar US$236,6 juta. Padahal dalam China Biennial Update Report tidak 
menyebutkan pendanaan untuk Indonesia. Lihat grafik 17 di bawah ini.

Grafik 17. 
Pendanaan Perubahan Iklim untuk Indonesia 

dari Beberapa Negara Kontributor Tahun 2009-2020

Sumber: Diolah konsorsium OCFI dari berbagai sumber, 2023 

Riset OCFI menemukan bahwa total pendanaan perubahan iklim dari kom
pilasi BUR negara-negara kontributor yakni US$11,46 miliar, lebih besar 
dibandingkan kompilasi BUR Indonesia yang sebesar US$5,96 miliar. Se­
lisihnya mencapai US$5,5 miliar. Lihat grafik 18 di bawah ini.

Jepang

8.301,58

Denmark

93,13

Prancis

423,78

Inggris

262,77

Kanada

54,19

Belanda

6,53

Swedia

3,74

Jerman

191,30

Amerika
Serikat

1.636,80

Korea 
Selatan

68,71

Uni 
Eropa

25,88

Norwegia

281,16

Australia

110,99



Open Climate Change Financing in Indonesia 

117

Grafik 18. 
Perbandingan Kompilasi BUR Indonesia dengan Kompilasi BUR Negara Kontributor

Perbedaan besaran pendanaan perubahan iklim dalam kompilasi BUR In­
donesia dengan kompilasi BUR negara-negara kontributor dipengaruhi 
oleh beberapa faktor:
1.	 Dalam kompilasi BUR Indonesia hanya melaporkan pendanaan perubah

an iklim selama tahun 2008-2019, sementara laporan negara-negara 
kontributor rata-rata tahun 2008-2020

2.	 Negara-negara kontributor menggabungkan status instrumen bantuan 
pendanaan perubahan iklim kepada Indonesia baik yang bersifat com-
mitted, provided, disbursed, completed, dan on going sedangkan BUR 
Indonesia tidak mencantumkan status instrumen pendanaan tersebut

3.	 Pendanaan dari negara kontributor ada yang disalurkan langsung ke 
organisasi non-pemerintah yang kemudian tidak tercatat oleh Pemerin­
tah Indonesia atau dilaporkan.8

4.1.2.5 Perkembangan JETP dan ETM di Indonesia9

PT PLN mendukung pencapaian NZE di tahun 2060. Salah satu upaya yang 
dilakukan PT PLN melalui program JEP dan ETM. Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 275 Tahun 2022 menunjuk PT SMI untuk mengembangkan kerangka 
pembiayaan dan investasi untuk program ETM (Kemenkeu, 2022).

JETP Indonesia (2023) menyebutkan lima bidang investasi JETP dengan 
jumlah keseluruhan investasi yang diperlukan pada tahun 2023 hingga 2030 
diperkirakan US$97,3 miliar. Rincian investasi dibutuhkan untuk bidang trans­
misi/distribusi, pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ba­
tubara, pembangkit energi terbarukan, dan transisi berkeadilan. Prioritas JETP 
dalam penempatan modal secara strategis adalah memanfaatkan berbagai in­
strumen pendanaan dan modalitas yang diusulkan untuk mendukung transisi 
energi di Indonesia. Detailnya lihat bagan 14 di bawah ini.

8Indonesia First Biennial Update Report
9JETP Indonesia, 2023
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Bagan 14. 
Prioritas Penempatan Modal JETP
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Sumber: JETP Indonesia, 2023

Hingga akhir tahun 2023, pendanaan JETP dan ETM telah diidentifikasi se­
besar US$11.561,7 juta. Negara-negara yang tergabung IPG telah berkomitmen 
sebesar US$9,007 juta (77,87%) sedangkan dari MDBs telah berkomitmen se
besar US2.559 juta (22,13%). Uraiannya dilihat dalam grafik 19 di bawah ini.

Grafik 19. 
Rincian Pendanaan IPG berdasarkan Konstribusi Setiap Negara/Entitas

Sumber: JETP Indonesia, 2023
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Pendanaan program ETM melalui CIF-ACT pada tahun 2023 dikembangkan 
oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan ADB dan Grup World Bank 
sebesar US$500 juta. Dana tersebut akan ditambah pendanaan bersama MDB 
sebesar US$2.059 juta. Detail program dan pendanaan ETM lihat tabel 19.

Tabel 19. 
Program dan Pendanaan ETM Indonesia

Nama / Deskripsi Program Sektor Program/Badan 
Pendanaan Mekanisme

Jumlah 
dalam US$ 

(Juta)

Komponen 1.1.a. Program 
Pemensiunan dini PLN (RBL) Agnostik

CIF-ACT Pinjaman Konsesi 50,0
ADB Pinjaman Konsesi 530,0

Komponen 1.1.b. Program 
Pemensiunan dini PT SMI

Pemensiunan 
dini PLTU

CIF-ACT Pinjaman Konsesi 98,0
CIF-ACT Hibah 1,0
ADB Pinjaman Konsesi 102,0

Komponen 1.2 Program 
Pemensiunan dini PLTU milik 
Swasta

Pemensiunan 
dini PLTU

CIF-ACT Pinjaman Konsesi 100,0

ADB (Swasta) Pinjaman Non-Konsesi 400,0

Komponen 2.1.a Penggunaan 
Kembali PLTU

Pembongkaran, 
Perbaikan dan 
Penggunaan 
Kembali PLTU

CIF-ACT Pinjaman Konsesi 125,0

CIF-ACT Hibah 5,0

World Bank Pinjaman Konsesi 620,0

Komponen 2.1.b Transisi 
Berkeadilan di Sektor Ba­
tubara

Transisi 
Berkeadilan 
untuk Per­
tambangan 
Batubara

CIF-ACT Pinjaman Konsesi 57,0

CIF-ACT Hibah 5,0

World Bank Pinjaman Konsesi 128,0

Komponen 2.2 Program pen­
guatan energi terbarukan 
(on + offgrid)

Energi Terba­
rukan

CIF-ACT Pinjaman Konsesi 50,0

IFC Pinjaman Non-Konsesi 140,0

Komponen 2.3 Pengem­
bangan Energi Terbarukan 
(Prime STeP)

Transisi 
Berkeadilan 
- Pengemban­
gan Energi 
Terbarukan

CIF-ACT Hibah 9,0

ADB Pinjaman Konsesi 139,0

Subtotal Hibah  20,0
Subtotal Pinjaman Konsesi 1.999,0

Subtotal Pinjaman Non-Konsesi 540,0

Total 2.559,0

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Saat ini, Komponen 1.1.b yakni pemensiunan dini PLTU telah mendapat alo­
kasi pendanaan dan sedang dikerjakan oleh PT SMI. Program pemensiunan 
dini atas PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 1.050 MW dengan biaya sebe
sar US$201,0 juta. Detailnya dapat dilihat di tabel 20.

Tabel 20. 
Alokasi Dana Program Pemensiunan Dini PT SMI

Sumber Jumlah dalam juta US$ Tipe
ADB 102,0 Pinjaman Konsesi
CIF-ACT 98,0 Pinjaman Konsesi
CIF-ACT 1,0 Hibah
TOTAL 201,0

Sumber: JETP Indonesia, 2023
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PT SMI juga sedang melaksanakan program pemensiunan dini PLTU milik 
swasta (IPP) yakni PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 MW. Kebutuhan 
pendanaan diperkirakan mencapai US$300 juta. Detail anggarannya dapat 
dilihat di tabel 21. 

Tabel 21. 
Alokasi Dana Program Pemensiunan Dini PT SMI untuk Cirebon-1

Sumber Jumlah dalam juta US$ Tipe
ADB Swasta 250,0 Pinjaman Non-

Konsesi
CIF-ACT 50,0 Pinjaman Konsesi
TOTAL 300,0

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Dana yang dialokasikan untuk Komponen 1.2. sebesar US$500 juta yang 
didapatkan dari ADB (US$400 juta komersial) dan CIF-ACT (US$100 juta 
konsesi) untuk PLTU Cirebon 1. Artinya, terdapat sisa dana sebesar US$200 
juta (US$150 juta komersial dan US$50 juta konsesi) untuk pendanaan 
proyek pemensiunan dini pembangkit listrik swasta lainnya. Daftar terper­
inci program ETM yang dilaksanakan oleh PT SMI dapat dilihat di tabel 22.

Tabel 22. 
Daftar Proyek Prioritas Pemensiunan Dini dan Managed Phase-Out Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara

Nama Sistem Tahun Pemensi-
unan Normal

Tahun Pemensi-
unan Dini Kapasitas (MW)

Estimasi Kebu-
tuhan Investasi 

(Juta US$)

PLTU Pelabuhan 
Ratu 

Jawa-
Madura-

Bali 
2045 2037 1050 830

PLTU Cirebon 1 Jawa-
Madura-Bali 2042 2035 660 300

Total 1710 1130

Sumber: JETP Indonesia (2023)

4.1.2.5.1 Tata Kelola JETP

Definisi bidang Transisi Berkeadilan bagi Indonesia dalam Program JETP, 
dirumuskan dalam 3 tingkat. Kerangka tingkat pertama terdiri dari tiga 
konsep dasar yakni: (i) hak asasi manusia, (ii) kesetaraan wanita dan pem­
berdayaan, dan (iii) akuntabilitas. Landasan ini memandu proses Transisi 
Berkeadilan agar inklusif, tidak diskriminatif, berkeadilan, dan akuntabel. 

Landasan ini menjadi dasar bagi dua pilar yang membentuk kerangka 
tingkat kedua. Dua pilar ini adalah (i) Tidak satupun yang tertinggal (untuk 
menekankan pentingnya memberikan prioritas dan perlindungan sosial kepa­
da kelompok terpinggirkan dan rentan), dan (ii) Keberlanjutan dan Ketahanan 
(untuk menekankan pentingnya menciptakan masyarakat dan perekono­
mian yang tangguh yang dapat mengelola lingkungan alami mereka secara 
berkelanjutan). 

Kedua pilar tersebut menjadi dasar bagi standar Transisi Berkeadilan 
pada kerangka Tingkat ketiga dan final. Standar ini mengidentifikasi ber



Open Climate Change Financing in Indonesia 

121

bagai bidang yang dapat terdampak oleh investasi JETP, seperti keane­
karagaman hayati dan kondisi kerja. Sembilan standar tersebut dapat dili­
hat dalam bagan 15.

Bagan 15. 
Kerangka Transisi Berkeadilan

Sumber: JETP Indonesia, 2023

JETP Indonesia telah menyusun Standar Tata Kelola dan Implementasi 
JETP yang dirancang untuk memastikan (i) kepemimpinan dan kepemilikan 
yang memberikan arahan strategis yang jelas, transparansi, dan integritas; 
(ii) akuntabilitas lembaga pelaksana kepada seluruh mitra secara transparan; 
dan (iii) kapasitas untuk merencanakan dan menarik pendanaan berkelanjut
an dan meningkatkan pendanaan dari berbagai sumber yang menargetkan 
instrumen pembiayaan yang sesuai dan Bidang Investasi (IFA) JETP.

Mekanisme implementasi JETP memfasilitasi kolaborasi yang berke­
lanjutan dan nyata antar pemangku kepentingan utama. Para pemangku 
kepentingan tersebut antara lain adalah Pemerintah Indonesia dan lem­
baga-lembaga lain yang terkait dengan JETP, seperti IPG, GFANZ, sektor 
swasta, dan organisasi masyarakat sipil. 

Prinsip dasar di balik rencana pengembangan dan implementasi CIPP 
adalah sebagai berikut:
1.	 Tata kelola yang jelas untuk memastikan kepemimpinan, koordinasi, 

dan akuntabilitas dalam penyampaian CIPP
2.	 Pengaturan implementasi yang ketat untuk CIPP JETP, seperti pemilihan 

proyek yang sesuai dengan JETP, kinerja alokasi dan pencairan dana, 
pelaporan, dan verifikasi

3.	 Sebuah mekanisme yang secara efektif mengelola pengungkapan dan 
komunikasi antar pemangku kepentingan JETP termasuk namun tidak 
terbatas pada Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait, IPG, 
GFANZ, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, dan

4.	 Kerangka pemantauan dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran 
CIPP, berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam pernyata­
an bersama, untuk memberikan pengawasan, memastikan trans­
paransi, dan mendorong pembelajaran dan penyempurnaan yang 
bersinambungan; dan kerangka manajemen risiko untuk mengiden­
tifikasi potensi risiko dan usulan aksi mitigasi untuk mengelola risiko 
material terhadap CIPP.
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Untuk menopang kerja-kerja JETP Indonesia, pemerintah membentuk 
Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Nasional Indonesia yang merupakan 
ujung tombak tata kelola dan implementasi negara untuk mempercepat 
pencapaian komitmen transisi energi di Indonesia. Keputusan Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 144 Tahun 2023 
dalam point ketiga mengatur bahwa Satgas Transisi Energi Nasional diberi 
mandat untuk memberikan arahan, pedoman, dan pengawasan terhadap 
program percepatan transisi energi nasional di Indonesia, yang mencakup 
namun tidak terbatas pada Sekretariat JETP. Selain itu, Satgas, sebagai 
representasi dari pemerintah Indonesia, bertindak sebagai rekanan pe­
merintah IPG dalam pengambilan keputusan penting seperti investasi, 
pembiayaan, dan keputusan kebijakan JETP. Dalam bagan 16 di bawah ini, 
Satgas Transisi Energi Nasional bertujuan untuk memenuhi mandat tersebut 
melalui tiga satuan kerja utama: (1) Komite Pengarah, (2) Kelompok Kerja, 
dan (3) Komite Pengawas. Lihat bagan 16.

Bagan 16. 
Struktur Sekretariat JETP dan Kelompok Kerja

1.	 Hanya Terlibat dalam kelayakan pemerolehan pendanaan publik, 
2.	 Independent Power Producer, 
3.	Terlibat dalam mobilisasi dan disbursement US$10 miliar untuk JETP

Sumber: JETP Indonesia, 2023
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Keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan di luar pengembang 
proyek, baik Badan Usaha Milik Negara ataupun swasta, dan penyandang 
dana, baik lembaga keuangan internasional maupun bank komersial, ada­
lah kunci untuk menciptakan landasan yang kuat bagi implementasi JETP 
yang berupaya menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi, dan in­
klusif. Detail keterlibatan pemangku kepentingan utama JETP ditunjukkan 
dalam gambar 13.

Gambar 13. 
Pemangku Kepentingan Utama Implementasi JETP

Sumber: JETP Indonesia, 2023

Organisasi masyarakat sipil dan komunitas akar rumput (grassroot) ber­
tindak sebagai kelompok pemangku kepentingan yang mencakup masya
rakat yang terkena dampak termasuk masyarakat adat, kelompok rentan 
termasuk perempuan dan anak-anak, yang memantau dan memastikan 
bahwa implementasi JETP mematuhi prinsip-prinsip transisi yang adil. Hal 
ini mencakup penyelarasan dengan Undang-Undang dan peraturan yang 
berlaku mengenai upaya perlindungan lingkungan dan sosial, termasuk, 
namun tidak terbatas pada, Undang-Undang lingkungan hidup Pemerintah 
Indonesia yang mengatur ambang batas polusi dan emisi, keanekaragaman 
hayati, dan konservasi serta langkah-langkah upaya perlindungan seperti 
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pemangku kepentingan 
ini dilibatkan pada tingkat makro melalui proses konsultasi publik dan ter­
fokus, dan pada tingkat proyek, melalui proses penilaian AMDAL dan Tran­
sisi Berkeadilan.
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•	 Data dan informasi, mekanisme penanganan yang berfungsi, dan parti­

sipasi aktif dalam monitoring dan evaluasi

JETP
Implementation

Stakeholders

Pemerintah
Indonesia

Badan 
Usaha

Milik Negara

Think Tanks
Organisasi 
Riset Dan 
Akademi

Kelompok
Masyarakat 

Sipil

Pekerja 
Dan Serikat 

Pekerja

International 
Partners Group

Lembaga Pem­
biayaan Inter­
national, Bank 
Komersial dan 
Penyandang 
Dana Lainnya

Perusahaan 
dan Asosiasi 
Swasta

Badan dan 
Lembaga 
Internasional 
dan Antar 
Pemerintah



Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

124

•	 Memastikan pemangku kepentingan memiliki akses penyelesaian keluhan 
yang sesuai.

Catatan kritis Konsorsium OCFI terkait dokumen yang dikeluarkan oleh 
Sekretariat JETP Indonesia pada bulan November 2023 untuk program 
JETP dan ETM adalah:
1.	 Tidak menyebutkan upaya-upaya penegakan dan pencegahan tindak 

pidana korupsi secara spesifik dalam seluruh aktivitas program
2.	 Pelibatan masyarakat sipil hanya sebatas dalam program/aktivitas dan 

tidak mempunyai perwakilan di Sekretariat JETP Indonesia
3.	 Filosofi Just Transition atau Transisi Berkeadilan hanya dimaknai sebagai 

hak asasi manusia, kesetaraan wanita dan pemberdayaan, dan akun
tabilitas sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi atau good governance 
belum menjadi prioritas Just Transition, dan 

4.	 Simplifikasi makna akuntabilitas sebatas pembentukan mekanisme 
pengaduan dan pelibatan partisipasi masyarakat secara parsial.

4.2	Tren  Global Penguatan Pendanaan 
Perubahan Iklim

Dalam merespon perubahan iklim global, terdapat tren global penguatan 
agenda penanganan perubahan iklim. Beberapa agenda penanganan per
ubahan iklim tersebut, antara lain: 
1.	 COP 26 pada November 2021, mendorong negara-negara untuk menca­

pai net zero emissions (NZE) pada tahun 2050
2.	 Presidensi G20 mendorong komitmen negara-negara terhadap isu 

perubahan iklim, seperti menghapus secara bertahap subsidi terhadap 
bahan bakar fosil (fuel fossil)

3.	 Uni Eropa mewacanakan kebijakan pengenaan pajak impor terhadap 
barang yang menghasilkan emisi (border carbon arrangement)

4.	 COP 28 di Abu Dhabi menyepakati transisi dari bahan bakar fosil dalam 
sistem energi, dengan cara yang adil, teratur dan merata, dan

5.	 Lembaga-lembaga keuangan besar telah berkomitmen untuk mulai 
mengurangi pendanaan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan 
bahan bakar fosil, misalnya melalui program JETP. 

Hal yang menarik, maraknya obligasi ramah lingkungan yang dianggap sebagai 
pendanaan inovatif. Obligasi ramah lingkungan merupakan instrumen pen­
danaan iklim berbasis utang yang semakin umum ditawarkan dalam aliran 
ODA, khususnya oleh DFI besar seperti bank pembangunan. Misalnya, obligasi 
ramah lingkungan adalah bagian dari portofolio pinjaman International Fi­
nance Corporation, yang didanai oleh program Obligasi Hijau. 

Praktik ini ditunjukkan dalam Tabel Tinjauan Umum Mekanisme Pen­
danaan Iklim Global, penerbit obligasi ramah lingkungan lainnya di luar 
lingkup ODA yang mencakup penerbit sekuritas berbasis aset, penerbit 
korporasi keuangan, entitas yang didukung pemerintah, penerbit negara, 
penerbit korporasi non-keuangan, dan pemerintah daerah (CBI, 2020a, 
2020b). Uraiannya dapat dilihat dalam Tabel 25.
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Tabel 23. 
Tinjauan Umum Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim Global

Jenis Pendanaan Contoh
Lembaga Pembiayaan Pembangunan (DFI)

DFI Multilateral Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan 
Pembangunan, Perusahaan Keuangan Internasional

DFI bilateral CDC Group (Inggris), Swedfund (Swedia), International Development Finance 
Corporation (Amerika Serikat)

DFI Nasional China Development Bank, KfW Banking Group (Jerman), Bank Ekspor-Impor India

DFI Subnasional Dana Jaminan Buenos Aires, Jaminan dan Investasi Austria Hilir, Badan 
Pembangunan Rio de Janeiro

Mekanisme pendanaan khusus iklim
Dana Khusus Iklim 
Multilateral (UNFCCC)

Dana Adaptasi UNFCCC, Dana Iklim Hijau, Dana Negara-Negara Tertinggal dan 
Fasilitas Lingkungan Global (GEF)

Dana Iklim Non-
UNFCCC

Program Peningkatan Kapasitas Rendah Emisi UNDP, Inisiatif Efisiensi Energi 
En.lighten UNEP

Dana Iklim Nasional 
(NCF)

Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia, Dana Iklim Internasional Inggris, dan 
Inisiatif IKI Jerman

Kedermawanan Yayasan Rockefeller, Filantropi Bloomberg, Yayasan Energi, Ford Foundation
Penerbit obligasi ramah lingkungan

Bank Pembangunan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Bank Dunia, Bank 
Pembangunan Afrika, Bank Investasi Eropa

Penerbit keamanan 
berbasis aset Fannie Mae, Kredit Agricole CIB, Toyota

Emiten perusahaan 
keuangan BNP Paribas, Bank Amerika, Bank Tiongkok, Morgan Stanley

Entitas yang didukung 
pemerintah

Badan Konstruksi, Transportasi dan Teknologi Kereta Api Jepang, Badan 
Pengembangan Energi Terbarukan India

Penerbit negara Republik Fiji, Pemerintah Federal Nigeria
Emiten korporasi 
nonkeuangan Solar Kanada, Tesla Energy, Beijing Enterprises Water Group

Pemerintah lokal Pemerintah Metropolitan Tokyo (Jepang), Kota Gothenburg (Swedia), New York 
MTA (AS), Negara Bagian Connecticut (AS)

Sumber: Sarah dan Benyamin Leffel, 2021

Dalam beberapa laporan mengenai dana perubahan iklim ditemukan 21 ske-
ma perdagangan emisi GRK yang beroperasi di tingkat supranasional, nasio­
nal, dan subnasional, yang mencakup 9% emisi GRK di seluruh dunia (ICAP, 
2020). Hal ini bertindak sebagai mekanisme pasar untuk menentukan harga 
emisi yang menyebabkan perubahan iklim, untuk menguranginya). Mereka ber-
gabung dengan penyedia penyeimbangan karbon seperti yang diselenggara-
kan di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih. Baik skema perdagangan 
karbon maupun penyedia penyeimbangan karbon merupakan bagian dari upaya 
tata kelola perubahan iklim yang lebih luas, dan skema perdagangan merupakan 
“sine qua non dari pengelolaan iklim yang dibiayai oleh neoliberal” (Bigger & Can-
ton, 2020: 650), namun secara umum tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Tren penguatan pendanaan iklim global dapat dilihat berdasarkan wilayah tu-
juan pendaan seperti digambarkan dalam tabel berikut. Tabel 24 menggambarkan 
tren kenaikan tiap tahun dan tiap wilayah. Selama 2017-2022 untuk wilayah Asia Ti­
mur dan Pasific memperoleh pendanaan yang paling besar. Adapun wilayah yang 
mendapat pendanaan kecil tahun 2017 hingga 2022 adalah Oceanea yang lain.
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Mengurai Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 22,5

28,8

32

27

21

21

25,9

34,1

29,6

27,5

18,9

20,4

15,5

16,2

2,6

2,1

2,1

1,5

1,6

1,6

2,50

14

14,6

14,5

10,1

16,7

12,8

Total: 79,6

Total: 79,6

Total: 71,7

Total: 54,5

Total: 61,8

Total: 61,8

Total: 44,6

Tabel 24. 
Perincian Pendanaan Iklim Global Berdasarkan Wilayah Tujuan

Region 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Central Asia and Eastern Erope 19 24 34 26 32 36
East Asia and Pasific 309 191 279 284 455 660
Latin America and the Caribbean 37 37 37 33 45 59
Middle East and North Africa 15 14 15 17 18 20
Other Oceania 12 10 10 8 12 15
South Asia 30 31 30 33 40 50
Sub-Saharan Africa 15 23 21 22 26 34
Transregional 10 15 13 17 14 12
US and Canada 68 93 90 74 160 190
Western Europe 96 101 110 150 312 338

Total 608 539 640 665 1114 1415

Sumber: Buchner, Barbara, dkk. 2023

Penguatan tren pendanaan diikuti dengan alokasi dana untuk aksi mitigasi 
dan adaptasi. Selama tahun 2013 kedua aksi mendapatkan perhatian dan 
aliran dana yang proparsional dari pendanaan global. Aksi adaptasi yang 
semula kurang mendapat perhatian karena dianggap tidak dapat diukur 
dan kurang berdampak langsung dibanding aksi mitigasi. Sumber-sumber 
pendanaan global secara signifikan mennggelontorkan dana yang cukup 
berimbang dan fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2019. Detail uraian grafik 
20.

Grafik 20.
Pendanaan Mitigasi dan Aksi Adaptasi yang telah Disalurkan

Sumber: OECD, 2021
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BAB V
GOOD GOVERNANCE 

LEMBAGA PENGELOLA PENDANAAN 
PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
“Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches 

that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes 
towards nationally determined contributions, promote sustainable 

development and ensure environmental integrity and transparency, including 
in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the 

avoidance of double counting...”
(Artikel 6 Point 2 Paris Aggreement, 2015)

Tata kelola yang baik (good governance) pada hakikatnya suatu konsep 
yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Keputusan tersebut 
sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan 
sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Dana lingkungan yang besar harus diiringi dengan tata kelola yang trans
paransi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan. Untuk mengukur transpa
ransi pengelolaan dana oleh BPDLH, BPDPKS, dan PT SMI sebagai Country 
Platform penyaluran dana hijau dilakukan melalui pengamatan pada lapor
an yang dapat diakses oleh publik berdasarkan jangkauan dan efektivitas 
institusi melalui proyek prioritas dari masing-masing lembaga. 

Di samping tata kelola yang ketat, pengelolaan dana perubahan iklim 
perlu berperpekstif Gender Equality and Social Inclusion (GESI). Pengarus­
utamaan GESI dalam pendanaan perubahan iklim harus diakui masih meng­
alami kendala dan keterbatasan. Salah satu solusi adalah mendorong ke­
beradaan kebijakan pendanaan lingkungan hidup yang memperhitungkan 
dampak perubahan iklim terhadap ketahanan ekonomi perempuan dan 
kelompok rentan. Pendanaan ini perlu difokuskan pada promosi investasi 
ke dalam proyek perubahan iklim mikro dan ultra mikro, serta penentuan 
kebijakan nasional yang terkait iklim dan dapat memberikan manfaat lebih 
besar bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya (BKF, 2021).

Pembiayaan proyek mitigasi perubahan iklim yang menyasar pada pe
ngurangan emisi GRK agar dapat meningkatkan mata pencaharian perem
puan dan kelompok rentan. Demikian pula dengan pendanaan proyek adapta­
si perubahan iklim yang berfokus pada ketahanan pangan, ketahanan sosial, 
dan pengelolaan sumber daya alam harus selaras dengan kebutuhan dan 
kegiatan/aksi iklim perempuan dan kelompok rentan lainnya.
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Dalam riset ini, kami melakukan uji dokumen dari tiga lembaga/badan 
yakni BPDLH, BPDPKS dan PT SMI. Dikarenakan surat permintaan formal 
untuk mengakses data tidak direspon oleh ketiga lembaga tersebut, maka 
kami kemudian melakukan penelusuran melalui internet. Tentu saja akan 
ada keterbatasan kami dalam mengakses, mengumpulkan dan menga­
nalisis informasi atau dokumen terkait aturan dan praktik tata kelola pen­
danaan perubahan iklim atas ketiga lembaga tersebut. Detail hasil kajian 
atau reviu kami adalah sebagai berikut: 

5.1	 Metode Penilaian Governance Assesment
Hasil studi TI kemudian dibukukan dalam judul “Corruption Free Climate Fi-
nance: Strengthening Multilateral Funds”. Metode TI mengunakan penilaian 
atas variabel atau aspek mulai dari integritas, transparansi, akuntabilitas, 
dan metode identifikasi kebijakan yang masing-masing memiliki indikator 
tertentu. Detail aspek dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. 
Aspek dan Indikator Governance Assessment Climate Change Versi Transparency 

International (2022)

Aspek Indikator

Integritas Penilaian integritas dana mencakup: 
kebijakan etika dan konflik kepentingan; 
pengelolaan keuangan; kebijakan 
pelaporan dan audit, dan kebijakan 
antipencucian, anti gratifikasi.

•	 Etika dan konflik kepentingan 
•	 Manajemen keuangan
•	 Uji tuntas (pemeriksaan yang cermat) 

atas Anti Pencucian Uang
•	 Persyaratan Integritas untuk Entitas 

Pelaksana
Trans
paransi

Transparansi berkaitan dengan 
aksesibilitas informasi seputar aturan, 
rencana, tahapan dan pengeloaan 
keuangan proses,keputusan/kebijakan 
dan tindakan.

•	 Keterbukaan informasi tingkat 
pendanaan

•	 Aksesibilitas informasi lewat website 
•	 Persyaratan kebijakan keterbukaan 

informasi untuk entitas pelaksana
Akun
tabilitas

•	 Akuntabilitas mencakup adanya tahapan 
dan alur yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Setiap tahapan mempunyai 
acuan atau SOP. 

•	 Akuntabilitas mencakup tersedianya 
sarana pelaporan atau pengaduan, 

•	 Mekanisme penanganan laporan dan 
keluhan hotline anti korupsi

•	 Mekanisme banding/meminta 
penjelasan atas keputusan Dewan 
Pengambil Keputusan Tertinggi

•	 Sanksi terhadap Entitas Pelaksana 
terhadap manipulasi dan korupsi 

•	 Unit penanganan pengaduan yang 
cepat dan adanya hotline antikorupsi 
atau anti gratifikasi.

•	 Mekanisme pelaporan dan 
pengaduan dapat diakses oleh 
individu, masyarakat dan pemangku 
kepentingan di komunitas yang 
terkena dampak.

•	 Pelibatan stakeholder persyaratan 
akuntabilitas untuk entitas pelaksana

Metode 
Identifika-
si Kebija-
kan

•	 Adanya kebijakan keterlibatan 
pemangku kepentingan yang luas

•	 Kebijakan dan mekanisme untuk 
monitoring dan evaluasi.

•	 Kebijakan dan mekanisme untuk 
monitoring dan evaluasi

•	 Tindakan yang diambil untuk 
efektifitas kebijakan

•	 Persyaratan untuk mengkaji ulan 
efektifitas kebijakan

Orientasi 
pada GESI 
(gender 
and sosial 
inklusi)*

Kebijakan gender atau kebijakan lain 
yang secara khusus mengacu kepedulian 
gender, dan kelompok minoritas atau 
kelompok yang perlu afirmasi dari 
lembaga.

Pelibatan stakeholder yang secara khu­
sus mengacu kepedulian gender, dan 
kelompok minoritas atau kelompok yang 
perlu afirmasi dari lembaga dalam setiap 
tahapan (perencanaan, persiapan, pelak­
sanaan, dan monitoring dan evaluasi)

*Disadur dari dokumen lain

Selanjutnya dalam studi ini, penilaian terhadap konsep tata kelola pemerin­
tahan yang baik dalam pengelolaan pendanaan perubahan iklim di Indone­
sia menggunakan metode governance assessment (TI, 2022) melalui peng­
ukuran empat variabel yang meliputi: 
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1.	 Integritas melalui pengamatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan 
perilaku dan tindakan individu atau lembaga yang menjadi penghalang korupsi 

2.	 Akuntabilitas melalui pengamatan terhadap kebijakan yang mewajib­
kan individu dan lembaga untuk menjelaskan, membenarkan dan ber­
tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, termasuk tang­
gapan mereka terhadap korupsi 

3.	 Transparansi melalui pengamatan terhadap kebijakan yang berkaitan 
dengan keterbukaan informasi seputar aturan, rencana, proses, kepu­
tusan dan tindakan, dan

4.	 Metode identifikasi kebijakan melalui pengamatan terhadap mekanisme 
pengelolaan program dan tindakan yang diambil untuk meninjau efekti­
vitas kebijakan terkait tata kelola.

Penilaian governance assessment yang dilakukan 4 aspek yakni aspek integ­
ritas, akuntabilitas, transparansi dan metode identifikasi kebijakan. Seluruh 
instrumen pertanyaan terdiri dari jawaban “Ya” dan “Tidak”. Penilaian in­
strumen pertanyaan untuk mendapatkan skor berasal dari jawaban “Ya”. 
Sedangkan untuk jawaban “Tidak”, tidak memiliki nilai skor dan/atau di­
hitung nol. Setiap instrumen pertanyaan memiliki bobot bernilai 20 poin dan 
dikalikan 100 poin. Munculnya penilaian berdasarkan bobot merupakan 
adaptasi Konsorsium OCFI atas metode governance assesment TI (2022).

Adapun kategori penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:

Tabel 26. 
Skor Governance Assessment

No Penilaian Skor
1. Sangat Baik 81 – 100
2. Baik 61 – 80
3. Cukup 41 – 60
4. Buruk 21 – 40
5. Sangat Buruk 0 – 20

Penilaian tersebut di tentukan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan: 
S	 = 	 Skor Penilaian 
a	 = 	 Data tersedia
t	 = 	 Jumlah instrumen pertanyaan
b 	 = 	 20 nilai masing-masing pertanyaan

5.2	 Pengelolaan Pendanaan oleh Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Sejak Oktober 2019 (3,5 tahun sejak BPDLH berdiri), terdapat 6 donor yang 
menyalurkan dana untuk mitigasi iklim (Green Climate Fund, Forest Carbon 
Partnership Facility, BioCarbon Fund, Debt for Nature Swap, Ford Founda­
tion, dan Global Environment Facility) dan dana rehabilitasi mangrove dan 
dana reboisasi dari KLHK.

Jumlah dana sepanjang tahun 2021 hingga 2026 yang dikelola BPDLH 
adalah Rp14,52 triliun dari dana yang berpotensi dikelola Rp24,38 triliun. 

(a x b)

(t x b)
S=                       x 100
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(Kompas.id, 22/12/2022). Sejatinya, menurut Direktur Keuangan, Umum, 
dan Sistem Informasi BPDLH Langgeng Suwito bahwa dana yang sudah 
dikelola BPDLH sampai saat ini belum mencapai Rp10 triliun, tetapi yakin 
BPDLH ke depan akan terus meningkat. Jadi, setiap tahun akan ada target 
pengelolaan dana (21/6/2023). Tabel 27 menguraikan dana perubahan iklim 
yang dikelola BPDLH.

Tabel 27. 
Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di BPDLH

NO Nama 
Funding

Jumlah 
Fund

Ruang 
Lingkup Skema Penyaluran

1 Green Cli­
mate Fund 
(GCF)- Per-
formance 
Based Pay-
ment

US$103 juta 
(2021-2023)

REDD+ i.	 Merupakan dana piloting untuk pembayaran berba­
sis kinerja atas program REDD+

ii.	 Funding Proposal Indonesia atas penurunan emi­
si GRK 2014-2016 disetujui Agustus 2020 senilai 
US$103,8 juta

iii.	Project Document Prodoc sebagai tindak lanjut 
disetujuinya RBP telah selesai disusun

iv.	Elemen kegiatan pada project document penguatan 
enabling condition, performance based payment, dan 
project management

v.	 Rencana Penyaluran pertama Awal 2021 dengan 
fokus pendanaan untuk penguatan enabling envi-
ronment

2 REDD+ 
Norway- 
Result Based 
Payment

US$560 
juta * (2021 
2030)

REDD+ i.	 Merupakan dana pembayaran berbasis kinerja atas 
program REDD+

ii.	 Nilai pembayaran yang disetujui Norway atas pengu­
rangan emisi gas rumah kaca tahun 2016-2017 US$56 
juta

iii.	Sedang dalam proses pembahasan perjanjian pem­
bayaran

iv.	Rencana Penyaluran pertama pada awal 2021 melalui 
rekening Bank Kustodian (Bank BNI) yang telah ditunjuk 
pada bulan Desember 2020

3 Forest 
Carbon 
Partnership 
Facility 
(FCPF)

US$110 juta 
(2021, 2023)

REDD+ i.	 Merupakan dana pembayaran berbasis kinerja atas 
program REDD+ dengan lokus Provinsi Kalimantan 
Timur

ii.	 Target penurunan emisi yang akan dibayarkan WB 
terdiri dari 3 periode:
•	 2019-2020 sebesar 5 juta TonCO2e senilai US$25 

juta
•	 2021-2022 sebesar 8 juta TonCO2e senilai US$40 

juta
•	 2023-2024 sebesar 9 juta TonCO2e senilai US$45 

juta
iii.	Telah ditandatangani Emission Reduction Payment 

Agreement (ERPA) FCPF CF (Forest Carbon Partner-
ship Facility Carbon Fund) pada 27 November 2020 
antara Pemerintah RI dengan International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) as Trustee 
of Tranche A and B of The Carbon Fund of The Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF)

iv.	Saat ini sedang dalam proses finalisasi Benefit Sharing 
Plan oleh BPDLH, KLHK, dan Pemprov Kaltim

4 Bio Carbon 
Fund (BCF)

US$60 juta 
(2023-2025)

REDD+ i.	 Merupakan dana pembayaran berbasis kinerja atas 
program REDD+ dengan lokus Provinsi Jambi

ii.	 Target penurunan emisi yang akan dibayarkan WB 
tahun 2020-2025 sebesar US$60 juta atau 12 juta ton 
CO2e:

iii.	Sedang disusun Benefit Sharing Plan oleh KLHK, BP­
DLH dan Provinsi Jambi

iv.	Belum menandatangani Emission Reduction Payment 
Agreement (ERPA) Bio CF (Bio Carbon Fund)

5 World Bank US$2 juta 
(2021-2024)

REDD+ i.	 Institutional capacity building dalam pengelolaan 
dana LH

ii.	 Fokus dukungan : pengembangan MIS, safeguard, 
monitoring and evaluation framework dengan nilai 
US$2,1 juta

iii.	Masih dalam menunggu persetujuan WB



Open Climate Change Financing in Indonesia 

131

6 Ford Foun­
dation

US$1 juta 
(2021)

REDD+ i.	 Nilai komitmen US$1 juta dengan fokus kegiatan 
berbasis masyarakat (antara lain; perhutanan sosial, 
mangrove)

ii.	 Saat ini sedang dalam tahap penyusunan proposal 
kepada Ford Foundation dengan target penyelesa­
ian Juli 2021

iii.	Proses persetujuan proposal dan klarifikasi memer­
lukan waktu 3 5 bulan

Sumber: BPDLH

Berdasarkan laporan realisasi anggaran BPDLH tahun 2021 mengalami pening
katan nilai realisasi anggaran dan belanja dibandingkan dengan tahun 
2020. Hal tersebut terjadi dikarenakan operasional efektif BPDLH pada ta­
hun 2020 hanya selama tiga bulan sedangkan tahun 2021 telah beroperasi 
secara penuh. Realisasi pendapatan ini termasuk di dalamnya, termasuk 
dana subsidi bunga PEN yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp14,71 
miliar dan menerima kembali alokasi dana pada tahun 2021 sebesar Rp16,88 
miliar untuk kemudian disalurkan kembali sebesar Rp16,82 miliar kepada 17.761 
debitur. BPDLH juga melaporkan terkait belanja pengelolaan dana program 
lingkungan hidup yang sesuai mandat atau kesepakatan dengan pemberi 
hibah dan donasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp6 miliar atau sebe­
sar 95,47% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp6,3 miliar, yang 
mana nilai ini merupakan belanja pengelolaan dana program lingkungan 
hidup yang berasal dari proyek REDD+, RBP, UNDP, dan GCF.

Menurut laporan keuangan BPDLH tersebut, sebagian besar penerimaan 
BPDLH bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang re­
alisasinya mencapai Rp113,62 miliar atau 71,10% dari perkiraan penerimaan 
yang ditetapkan sebesar Rp159,81 miliar. Realisasi PNBP ini terdiri dari 
pendapatan badan layanan umum dan pendapatan PNBP lainnya. Selan­
jutnya, ada Penyaluran Dana Bergulir pada sektor kehutanan pada tahun 2021 
mencapai Rp47 miliar. Realisasi pendapatan ini termasuk di dalamnya, dana 
subsidi bunga PEN yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp14,71 miliar dan 
menerima kembali alokasi dana pada tahun 2021 sebesar Rp16,88 miliar untuk 
kemudian disalurkan kembali sebesar Rp16,82 miliar kepada 17.761 debitur. BP­
DLH juga melaporkan terkait belanja pengelolaan dana program lingkungan 
hidup yang sesuai mandat atau kesepakatan dengan pemberi hibah dan 
donasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp6 miliar atau sebesar 95,47% 
dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp6,3 miliar, yang mana nilai 
ini merupakan belanja pengelolaan dana program lingkungan hidup yang 
berasal dari proyek REDD+, RBP, UNDP, dan GCF.

Sepanjang Maret-Oktober 2022, BPDLH menyalurkan Rp7,96 miliar ke­
pada lebih dari 300 penerima. Dana tersebut disalurkan untuk berbagai 
program menjaga lingkungan terutama mendanai ekonomi berkelanjut
an masyarakat di sekitar hutan. Lembaga maupun perorangan bisa meng
ajukan proposal pendanaan kepada BPDLH. Berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan menghasilkan capaian kinerja yang beragam. Secara umum, 
tingkat capaian kinerja dari berbagai program/kegiatan telah memenuhi 
sebagaimana yang diharapkan.

Laporan BPDLH yang disajikan belum dapat menjelaskan lebih menda­
lam terkait pemanfaatan dari PNBP dan hibah yang didapatkan oleh BPDLH 
untuk pengelolaan dana lingkungan hidup dikarenakan laporan yang disa­
jikan masih terbatas dari sisi keuangan dan realisasi anggaran yang berhasil 
dihimpun oleh BPDLH, sehingga tidak tersedianya data mengenai peman­
faatan dari alokasi anggaran yang telah digulirkan kepada debitur.
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BPDLH perlu mempercepat proses untuk membangun manajemen 
informasi yang direncanakan rampung pada tahun 2030. Dalam konteks 
akuntabilitas pelaporan BPDLH harus menghimpun berbagai pelaporan 
dari lembaga perantara dan memastikan pelaporan setiap tahunnya dapat 
diterima oleh donor serta melakukan audit minimal 5 tahun sekali. Secara 
internal yakni di ranah struktural, dewan pengawas BPDLH harus lebih 
aktif dan tegas menjalankan fungsi sekaligus mekanisme kontrol dari per­
wakilan K/L dan lembaga penelitian. 

Dari informasi yang ditelusuri, BPDLH belum cukup mempunyai kapabili
tas untuk menghitung sejauh mana outcome yang dihasilkan dari berbagai 
proyek yang didanai dapat berkontribusi dalam pencapaian target pemerintah 
atau penurunan emisi GRK. Untuk feed back dan tindak lanjut dari program 
pemberian dana penelitian dan dana bergulir masyarakat harus dipertim­
bangkan dengan teliti. Mengingat BPDLH bukan lembaga pemberi bantuan 
atau hibah. 

Hal positif yang dapat dicatat bahwa salah satu program dari BPDLH dijad­
ikan contoh mengenai pengukuran kebermanfaatan penanganan perubahan 
iklim adalah Insentif surya atap atau ISURYA. ISURYA merupakan hibah dari 
Sustainable Energy Fund (SEF) yang menjadi salah satu program di bawah ke­
giatan Proyek Market Transformation through Design and Implementation of 
Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3), yaitu kerja sama 
antara Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbaru­
kan dan Konservasi Energi (DJEBTKE), KESDM dengan UNDP. Hibah ini berasal 
dari GEF yang disalurkan melalui BPDLH. Tujuan dari pemberian insentif pe­
masangan PLTS Atap ini agar dapat mencapai nilai keekonomiannya sehingga 
mendorong pemasangan PLTS Atap secara masif. Melalui pemetaan pelang­
gan, penerima insentif adalah rumah.

5.2.1 Hasil Governance Assessment atas BPDLH
Penilaian governance assessment atas BPDLH berdasarkan 4 aspek yakni 
sebagai berikut:
•	 Aspek Integritas
	P enerapan good governance di BPDLH dari aspek integritas mendapat 

penilaian “sangat baik” dengan skor 88. Secara umum, kebijakan kebi­
jakan terkait penerapan etika dan pencegahan konflik kepentingan dan 
kebijakan anti fraud yang diterapkan di BPDLH adalah kebijakan yang 
sama dengan kebijakan Kementerian Keuangan. 

Dalam dokumen BDPLH Operational Handbook, BPDLH telah meru
muskan kebijakan etika dan konflik kepentingan, manajemen keuangan, 
uji tuntas atas pencucian uang, serta persyaratan integritas untuk enti­
tas pelaksana. 

•	 Aspek Akuntabilitas
	P enerapan good governance di BPDLH dari aspek akuntabilitas mendapat 

penilaian “cukup” dengan skor 57. BPDLH telah menyediakan mekanisme 
penanganan keluhan dan hotline anti korupsi, sanksi terhadap enti­
tas pelaksana terhadap manipulasi dan korupsi, hingga pelibatan pe­
mangku kepentingan.

Skor penilaian “cukup” di atas disebabkan oleh belum tersedianya 
peraturan internal khusus yang diterbitkan BPDLH mengenai pengadu
an masyarakat. BPDLH secara internal melalui website, https://bpdlh.id/
pengaduan.html, telah membuat saluran pengaduan masyarakat. Da­
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lam laman tersebut, belum tersedia dokumen kebijakan untuk petun­
juk teknis pengaduan masyarakat versi BPDLH. Sejauh ini, pengaturan 
pengaduan masyarakat yang digunakan oleh BPDLH merujuk pada PMK 
Nomor 182/PMK.OS/2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum BPDLH. 

Penelusuran dokumen didapatkan pengaturan pengaduan masyarakat 
masih terserak. Dalam Pasal 31 Perdirut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pe­
doman Penyaluran Dana REDD+ juga menyebutkan mengenai pengaduan 
terkait pelaksanaan program. Namun, peraturan tersebut belum lengkap 
menjelaskan mengenai mekanisme hak-hak dan perlindungan saksi dan 
pelapor, informasi penanganan pengaduan dan lain-lain. 

BDPLH sebagai BLU sekaligus salah satu satuan kerja di bawah Ke­
menterian Keuangan hampir semua kebijakan mengacu dan ditetapkan 
kementerian. Sehingga BPDLH secara internal mengalami kesulitan un­
tuk menyusun kebijakan internal sendiri walaupun sudah ada rujukan regu
lasi di level kementerian. Posisi dewan pelaksana BPDLH yang berada di 
bawah Steering Committee (terdiri atas 10 Kementerian/Lembaga) terlihat 
“hanya menjadi operator” pengelolaan pendanaan lingkungan hidup.

Apabila BPDLH menerbitkan peraturan internal yang membahas 
mengenai pengaduan masyarakat secara detail, terutama mengenai 
kerahasiaan pelapor atau anonimitas, penanganan pengaduan tepat 
waktu dan efektif, tersedianya hak-hak dan perlindungan untuk saksi 
dan pelapor, dan lain-lain, maka skor penilaian untuk aspek akuntabili­
tas akan meningkat drastis.

•	 Aspek Transparansi
	P enerapan good governance di BPDLH dari aspek transparansi mendapat 

penilaian “baik” dengan skor 67. BPDLH sudah memiliki kebijakan keter
bukaan informasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 182/PMK.OS/2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum BPDLH 
dan dokumen BPDLH Operational Handbook. BPDLH juga mempunyai 
unit yang menangani informasi publik yaitu Divisi Sistem Informasi dan 
Teknologi.

Aksesibilitas informasi lewat website dan akun media sosial sudah baik, 
termasuk keterbukaan informasi tingkat pendanaan. Namun, BPDLH be­
lum menyediakan layanan permohonan informasi melalui website (Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumen-PPID), memberikan daftar pengecuali
an informasi yang tidak boleh diungkapkan, tidak tersedia informasi kon­
trak dengan entitas pelaksana seperti lembaga perantara.

Sementara itu, dalam lampiran PMK Nomor 182/PMK.05/2019 ten­
tang Standar Pelayanan Minimum BPDLH disebutkan bahwa semua 
proses pelayanan yang dilakukan oleh BPDLH dituangkan dalam stan-
dard operating procedure dan diinformasikan secara terbuka di website 
BPDLH. Hal ini bertujuan agar layanan BPDLH mudah diketahui dan 
dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

•	 Aspek Metode Identifikasi Kebijakan
	P enerapan good governance di BPDLH dari aspek metode identifikasi 

kebijakan mendapat penilaian “baik” dengan skor 80. Dokumen BPDLH 
Operational Handook menjelaskan mengenai kebijakan dan mekanisme 
untuk monitoring dan evaluasi, mekanisme pengambilan keputusan un­
tuk efektifitas kebijakan, serta prosedur untuk mengkaji ulang efektifit­
as kebijakan.
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Dalam konteks perpekstif GESI, BPDLH menerapkan berperspektif kesetaraan 
dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lain­
nya untuk mengatasi ketimpangan terutama dalam penyaluran dana lingkung
an hidup ke masyarakat. Di samping itu, BPDLH selalu melakukan inisiatif pro­
gram/kegiatan yang berperspektif pemberdayaan perempuan dan kelompok 
rentan, dengan memastikan adanya kesetaraan akses dan kesempatan bagi 
perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dan menerima 
manfaat, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

5.3 	Pengelolaan Pendanaan oleh Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

BPDPKS dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/
PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perke­
bunan Kelapa Sawit, yaitu merupakan unit organisasi non eselon di lingkun­
gan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

Tujuan pembentukan BPDPKS untuk mendorong pengembangan perke­
bunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kegiatan penghimpunan, 
pengelolaan, dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pe­
merintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan 
dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 yang telah beberapa kali di­
ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang 
Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 

Untuk memberikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPDPKS menerap
kan pola keuangan BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
650/KMK.01/2015 mengenai penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuan­
gan sebagai Instansi Pemerintah yang secara sepenuhnya menerapkan 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). BPDPKS memiliki 
tiga jenis program, yaitu:
1.	 Program bantuan: program yang memberikan bantuan kepada pelaku 

usaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk subsidi, hibah, atau fasili
tas lain yang tidak mengikat

2.	 Program insentif: program yang memberikan insentif kepada pelaku 
usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memenuhi kriteria tertentu, 
seperti sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), sertifikat RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), atau sertifikat lain yang diakui se­
cara internasional 

3.	 Program Kerja sama: program yang melibatkan kerja sama antara BPDPKS 
dengan pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam 
rangka mendukung program perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. 

Sumber dana perubahan iklim yang dikelola oleh BPDPKS adalah iuran ekspor 
CPO dan produk turunannya, yang dikenakan sebesar US$50 per ton CPO 
dan US$30 per ton produk turunan. Iuran ini bertujuan untuk mendukung 
program perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk program 
penurunan emisi gas rumah kaca, pelestarian lingkungan hidup, dan pen­
ingkatan kesejahteraan masyarakat.1 

1https://www.bpdp.or.id/sekilas-badan-pengelola-dana-perkebunan-kelapa-sawit



Open Climate Change Financing in Indonesia 

139

2https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/dibentuk-lembaga-pengelola-da­
na-lingkungan

Sumber dana lain yang sah yang dapat dikelola oleh BPDPKS adalah dana 
dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga internasional yang 
terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, misalnya dana dari 
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yakni lembaga yang diben­
tuk untuk mengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber 
daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, per­
tanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.2

Program kerja sama yang telah dilakukan BPDPKS: 
1.	 Kerja sama dengan BPDLH untuk mengelola dana-dana terkait bidang 

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa 
lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan 
bidang lainnya terkait lingkungan hidup

2.	 Kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) untuk mendukung program Kampung Iklim (Proklim) yang 
bertujuan untuk menciptakan masyarakat peduli lingkungan dengan 
menerapkan prinsip adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

3.	 Kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) 
untuk menyusun Road Map Program Kampung Iklim (Proklim) yang 
berisi rencana aksi, indikator, dan target pencapaian program Proklim 
di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPDPKS mengembangkan praktik good 
governance untuk mengimplementasi good governance di lingkup organisasi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No­
mor PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan 
Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penerapan prinsip-prinsip 
good governance di BPDPKS tercermin dalam kepatuhan terhadap prinsip-prin­
sip tata kelola yang baik dalam menjalankan operasional BPDPKS sebagai ben­
tuk komitmen implementasi tata kelola perusahaan yang baik. 

Berdasarkan penelusuran terhadap Annual Report BPDPKS, mekanisme 
penerapan good governance BPDPKS berlandaskan pada prinsip-prinsip 
dasar tata kelola, yaitu:
1.	 Transparansi. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi 
BPDPKS kepada stakeholder

2.	 Akuntabilitas. BPDPKS menjamin adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban insan BPDPKS yang memungkinkan pengelo­
laan BPDPKS terlaksana secara efektif

3.	 Pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuh
an terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- 
prinsip tata kelola BPDPKS serta etika bisnis yang sehat dalam penge­
lolaan BPDPKS

4.	 Independensi. Prinsip independensi merupakan pengelolaan BPDPKS 
secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku

5.	 Kewajaran dan Kesetaraan. BPDPKS selalu memastikan serta menjamin 
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepenting­
an yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-un­
dangan yang berlaku.
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Beberapa kebijakan BPDPKS mengenai standar good governance, antara lain:
1.	 Penerapan etika bisnis dan etika kerja di dalam setiap kegiatan usahanya. 

BPDPKS menganut pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil

2.	 BPDPKS memilik Satuan Pemeriksa Internal (SPI) untuk menjamin inde­
pendensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang 
diaudit

3.	 BPDPKS rutin menunjuk auditor eksternal (independen untuk melaku­
kan audit terkait operasional dan laporan keuangan BPDPKS yang ber­
tujuan untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif 
mengenai ketaatan, kewajaran, dan kesesuaian laporan keuangan BPD­
PKS dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peratur­
an perundang-undangan yang berlaku

4.	 Pengelolaan manajemen risiko di seluruh unit kerja BPDPKS sebagaima­
na Peraturan Direktur Utama Nomor PER-1/DPKS/2021 tentang Mana­
jemen Risiko di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit dan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP272/DPKS/2021 ten­
tang Penunjukan Pegawai Sebagai Manajer Risiko Pada Badan Penge­
lola Dana Perkebunan

5.	 BPDPKS telah menerapkan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) yang 
berfungsi sebagai media penyampaian pelanggaran (pengaduan) yang ter­
jadi dan diketahui baik oleh stakeholders, karyawan, maupun pimpinan. 
Saat ini aplikasi WBS BPDPKS masih mengacu pada WBS Kementerian 
Keuangan

6.	 Kebijakan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan 
berdasarkan Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-28/DPKS/2020 
tanggal 10 Juni 2020

7.	 Kebijakan mengenai keterbukaan informasi BPDPKS berpedoman pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pe­
doman Layanan informasi Publik oleh Pejabat Pengelola dan Dokumen­
tasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola informasi 
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi 
tata kelola BPDPKS, yaitu:
1.	 Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan alo­

kasi dana, serta rendahnya partisipasi dan pengawasan dari pemangku 
kepentingan, terutama petani sawit3

2.	 Lambatnya proses dan realisasi program replanting, yang disebabkan 
oleh berbagai faktor, seperti masalah perizinan, ketersediaan bibit, kesiap
an lahan, dan keterbatasan modal petani4

3.	 Belum optimalnya dukungan dan fasilitasi bagi petani sawit untuk me­
nerapkan praktik berkelanjutan, seperti sertifikasi ISPO, pengelolaan 
lingkungan, dan diversifikasi produk

4.	 Belum adanya mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengukur dan 
melaporkan dampak program BDPKS terhadap perubahan iklim, seper­

3https://spks.or.id/file/publikasi/TATA_KELOLA_BPDP%E2%80%93KS_YANG_BURUK_MERUGIKAN_
PETANI_SAWIT_Kajian_Good_Governance_Badan_Pengelola_Dana_Perkebunan_Kelapa_Sawit.pdf

4http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=797
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5https://spks.or.id/file/publikasi/Buku_Penelitan_BPDPKS.pdf

ti pengurangan deforestasi, penurunan emisi, dan peningkatan ketah­
anan iklim.5

5.3.1 Hasil Governance Assessment atas BPDPKS

Penilaian governance assessment atas BPDPKS berdasarkan 4 aspek yakni 
sebagai berikut:
•	 Aspek Integritas
	P enerapan good governance di BPDPKS dari aspek integritas mendapat

kan penilaian “baik” dengan skor 76. BPDPKS telah memiliki kebijakan 
terkait penerapan etika dan pencegahan konflik kepentingan, kebijak
an manajemen keuangan, dan kebijakan anti fraud. Terdapat larangan 
menerima hadiah secara tertutup dengan pengecualian serta kebijakan 
mengenai persyaratan hadiah dilaporkan dan pencatatan atas hadiah 
yang diterima.

•	 Aspek Akuntabilitas
	 Penerapan good governance di BPDPKS dari aspek akuntabilitas 

mendapatkan “cukup” dengan skor 52. Secara umum, BPDPKS telah 
menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan hotline anti korupsi, 
mekanisme banding/meminta penjelasan atas keputusan Dewan Pen­
gambil Keputusan Tertinggi, serta dokumen laporan pertanggungjawab
an dan audit hingga mekanisme penanganan pengaduan secara detail 
sehingga mudah dipahami. Pengaturannya melalui Standar Operasion­
al Prosedur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan 
(Whistleblowing) dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BPDPKS.

Namun, tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa BPDPKS 
memiliki kebijakan mengenai sanksi terhadap entitas pelaksana terhadap 
manipulasi dan korupsi. Kebijakan tersebut khususnya terkait dengan 
prosedur pengembalian dana yang hilang karena korupsi, sanksi penang­
guhan keuangan bagi pelaku korupsi, serta sanksi pembatalan pem­
biayaan/proyek bagi pelaku korupsi.

Selain itu, tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa BPDPKS 
memiliki kebijakan mengenai mekanisme pelibatan pemangku kepen
tingan, termasuk pelibatan kelompok marginal dan berbasis gender.

•	 Aspek Transparansi
	P enerapan good governance di BPDPKS dari aspek transparansi men

dapatkan penilaian “cukup” dengan skor 58. Secara umum, BPDKS tel­
ah memiliki aturan terkait pengelolaan keterbukaan informasi dan ak­
sesibilitas informasi melaui website, termasuk keterbukaan informasi 
tingkat pendanaan. Namun BPDPKS tidak menyediakan informasi kon­
trak dengan entitas pelaksana serta mekanisme permohonan informasi 
kepada publik.

•	 Aspek Metode Identifikasi Kebijakan
	P enerapan good governance di BPDPKS dari aspek metode identifikasi 

kebijakan penilaiannya “baik dengan skor 80. BPDPKS memiliki kebija­
kan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi, mekanisme pen­
gambilan keputusan untuk efektifitas kebijakan, serta prosedur untuk 
mengkaji ulang efektifitas kebijakan.
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4

5.4	 Pengelolaan Pendanaan oleh PT Sarana 
Multi Infrastruktur (Persero)

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia, melalui Kemenkeu mengambil 
langkah-langkah untuk membentuk dua special mission vehicles (SMV) yakni PT 
SMI dan PT PII. PT SMI mempunyai tujuan untuk mengkatalisasi pembiayaan 
infrastruktur, termasuk untuk sektor transisi energi. Kedua SMV bersama 
dengan berbagai lembaga pembangunan dan pembiayaan komersial inter­
nasional, memainkan peran penting dalam pembentukan Indonesia Infra-
structure Finance (IIF) pada tahun 2010 (JETP Indonesia, 2023).

PT SMI dan IIF fokus pada penyediaan solusi keuangan yang terstruk­
tur dan inovatif untuk proyek-proyek infrastruktur, yang dapat mencakup 
pengaturan jangka panjang melalui pembiayaan proyek recourse atau lim-
ited-recourse, sedangkan peran PT PII adalah sebagai penyedia penjaminan 
yang ditunjuk pemerintah, sehingga akan memitigasi risiko pemerintah se­
hubungan dengan Kemitraan Pemerintah-Swasta. PT SMI juga telah diberi 
mandat sebagai Platform Negara ETM untuk Indonesia oleh Kemenkeu 
yang memberi mereka wewenang dan perlakuan khusus untuk memper­
cepat program transisi energi nasional dan untuk mengoordinasikan pem­
biayaan dan kegiatan transisi energi yang adil, serta untuk menyalurkan 
dukungan fiskal, jika diperlukan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan No­
mor 275/KMK.010/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 
2023, PT SMI sebagai Platform Negara ETM:
1.	 Memiliki wewenang untuk menilai dan mengintegrasikan dukungan 

fiskal di Kemenkeu dan sumber-sumber fasilitas pengurangan risiko 
lainnya untuk meningkatkan keterlibatan pembiayaan non-anggaran 
negara guna mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan

2.	 Bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), yang memung
kinkan PT SMI menilai fasilitas dukungan pemerintah—termasuk 
dukungan fiskal dan penyertaan modal—dalam mengelola pendanaan 
program transisi energi di Indonesia, dan

3.	 Memiliki tugas untuk menerapkan berbagai instrumen tradisional 
seperti utang (pinjaman), ekuitas, jaminan, obligasi, dan instrumen 
pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran dalam menerapkan 
kerangka transisi energi yang adil (JETP Indonesia, 2023).

PT SMI sebagai badan usaha mempunyai fleksibilitas lebih tinggi untuk mel­
aporkan kegiatan usaha mereka kepada publik sesuai dengan peraturan 
perusahaan dan pemerintah yang berlaku. Misalnya, pada tahun 2016-2020 
PT SMI melaporkan kegiatan usaha yang berkontribusi dalam menambah 
kapasitas energi terbarukan sebesar 615,8 MW. PT SMI juga mencatat 
alokasi pembiayaan infrastruktur yang berasal dari hibah Uni Eropa sebe­
sar EUR21 juta. Selanjutnya, pada tahun 2021, melalui skema pembiayaan 
berkelanjutan dengan total nilai proyek Rp79,6 triliun, PT SMI telah mem­
biayai proyek energi terbarukan sebesar 669 MW.

Pelaporan sasaran dan manfaat oleh PT SMI disebutkan dengan jelas, 
tidak hanya terbatas pada output yang mendeskripsikan implementasi pro­
gram kegiatan, tapi juga outcome yang mengukur dampak. Hal ini dapat 
dibandingkan dengan laporan BPDLH tentang Program ISURYA. Dalam 
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laporannya, BPDLH menunjukkan hasil implementasinya hingga tahap out-
put, namun akan lebih baik jika outcome program juga dapat dijelaskan 
seperti yang dilakukan oleh PT SMI. PT SMI dengan program SDG One telah 
merumuskan potensi pemanfaatan penurunan emisi GRK dan menyer­
takan dalam pelaporannya. Manfaat sosial, manfaat ekonomi, dan manfaat 
lingkungan SDG One telah jelas tercantum dalam laporan dan berkontri­
busi pada penurunan emisi GRK dan penanganan perubahan iklim secara 
umum.

Berdasarkan pemantauan melalui website, secara umum PT SMI telah 
dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik. Terdapat beberapa kebijakan PT SMI untuk memastikan pelak­
sanaan tata kelola perusahaan yang baik di antaranya, Peraturan Bersama 
Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor 
PER-03/SMI/DK/1018 tentang Piagam Audit Internal, Peraturan Direksi PT SMI 
Nomor PD-037/SMI/1022 tentang Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud, 
Petunjuk Teknis Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Selain itu, PT SMI juga sudah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau 
Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan penjelasan sebagai 
berikut. 
1.	 Komite Audit Perseroan dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisaris 

dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite ini berpe­
doman pada Piagam Komite Audit mencakup susunan keanggotaan, 
struktur, tata kelola, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan 
kompetensi dan independensi, wewenang, tugas dan tanggung jawab

2.	 Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang membantu Dewan 
Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko dan menilai 
toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Komite ini diben­
tuk untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus menjaga ke­
berlangsungan bisnis Perusahaan

3.	 Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk 
oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite ini un­
tuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait 
Nominasi dan Remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pega­
wai Perseroan, menilai kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
serta memberikan penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

5.4.1 Hasil Governance Assessment atas PT SMI

Penilaian governance assessment atas PT SMI berdasarkan 4 aspek yakni 
sebagai berikut:
•	 Aspek Integritas
	P enerapan good governance di PT SMI dari aspek integritas mendapat­

kan penilaian “sangat baik” dengan skor 92. PT SMI telah memiliki ke­
bijakan terkait penerapan etika dan pencegahan konflik kepentingan, 
kebijakan manajemen keuangan, dan kebijakan anti fraud. Namun tidak 
terdapat informasi yang menjelaskan PT SMI sudah memiliki komite 
yang melakukan pengawasan tentang etika dan pencegahan konflik 
kepentingan.
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•	 Aspek Akuntabilitas
	 Penerapan good governance di PT SMI dari aspek akuntabilitas men­

dapatkan penilaian “baik” dengan skor sebesar 71. PT SMI sudah 
menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan hotline anti korupsi, 
mekanisme banding/meminta penjelasan atas keputusan Dewan Peng
ambil Keputusan Tertinggi, maupun pelibatan stakeholder persyaratan 
akuntabilitas untuk entitas pelaksana. Namun PT SMI tidak memberi­
kan penjelasan yang detail mengenai jenis pengaduan yang dapat di
sampaikan dan tidak terdapat informasi yang menjelaskan kerangka 
waktu yang jelas untuk merespons keluhan serta dampak gender di 
website.

•	 Aspek Transparansi
	 Penerapan good governance di PT SMI dari aspek transparansi mendapat­

kan penilaian “cukup” dengan skor 58. Hal ini dipengaruhi oleh tidak 
tersedianya keterbukaan informasi tingkat pendanaan yang cukup 
komprehenship maupun aksesibilitas informasi lewat website, terma­
suk klasifikasi informasi yang disampaikan ke publik dan dikecualikan. 

Selain itu, PT SMI juga tidak menyediakan layanan permohonan 
informasi dan tidak menyediakan informasi kontrak dengan entitas 
pelaksana.

•	 Aspek Metode Identifikasi Kebijakan
	 Penerapan good governance di PT SMI dari aspek metode identifikasi 

kebijakan mendapatkan penilaian “cukup” dengan skor 60. PT SMI su­
dah memiliki kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi 
serta mekanisme pengambilan keputusan untuk efektifitas kebijakan. 
Namun, tidak terdapat informasi bahwa PT SMI telah memiliki persya
ratan untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan.
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BAB VI
KESIMPULAN 

DAN REKOMENDASI

6.1	 Kesimpulan 

Terdapat dua cluster pembahasan kesimpulan dalam riset ini yaitu: (1) Pen­
danaan perubahan iklim di Indonesia; dan (2) Tata kelola lembaga pengelo­
la pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

6.1.1 Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Beberapa poin penting mengenai pendanaan perubahan iklim di Indonesia 
adalah sebagai berikut. 
1.	 Pendanaan dalam negeri
	T erdapat peningkatan anggaran untuk perubahan iklim dalam beberapa ta­

hun terakhir. Meski demikian, anggaran perubahan iklim masih relatif kecil 
dibandingkan kebutuhan. Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran 
perubahan iklim dalam APBN tahun 2016-2021 rata-rata Rp83,8 triliun atau 
3,66%. Artinya, masih kurang dari alokasi optimal sebesar 7-11% dari total 
APBN. Adapun perinciaan alokasi APBN untuk perubahan iklim dari tahun 
2016-2020 rata-rata adalah 74% untuk mitigasi dan 26% untuk adaptasi.

Selain dari APBN, pendanaan perubahan iklim didapatkan dari APBD. 
Menurut LPEM FEB UI (2021) dari tahun 2016-2021, rata-rata alokasi 
dana lingkungan hidup dalam APBD seluruh daerah hanya berkisar 3%. 
Artinya, alokasi ini lebih kecil dari rata-rata APBN. 

Khusus untuk sektor energi dan transportasi, BPDLH (2022) menye
butkan bahwa alokasi APBN dan APBD dari tahun 2011 hingga 2023 se­
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tiap tahun meningkat. Pada tahun 2011 tercatat total alokasi sebesar 
Rp2,8 triliun dan pada tahun 2023 menjadi Rp20,9 triliun. Namun de­
mikian, laporan BPDLH sepertinya belum memasukkan pengeluaran 
BPDPKS dalam program biodiesel B35 untuk transportasi. Data kon­
sorsium OCFI sejak tahun 2015-2022 diketahui total penerimaan pungutan 
CPO yang dikelola BPDPKS adalah sebesar Rp175,3 triliun. Peruntukannya 
didominasi oleh program biodiesel yang mencapai Rp144,6 triliun atau 
82%. Sementara pemberian bantuan kepada petani kecil dalam Program 
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat kecil yaitu Rp7,6 triliun (4%).

2.	 Pendanaan Luar Negeri
	 Terdapat 14 negara kontributor (bilateral) pendanaan perubahan iklim 

di Indonesia yang berdasarkan negara dengan total jumlah bantuan ter­
besar adalah Jepang dan Amerika Serikat. Sedangkan lembaga multilat­
eral seperti Multi Development Banks (MDBs) paling kurang terdapat 10 
lembaga yang berdasarkan MDBs dengan total jumlah bantuan terbe­
sar didominasi oleh ADB dan Bank Dunia (World Bank).

Konsorsium OCFI menemukan dari tahun 2009 hingga 2023, total 
pendanaan perubahan iklim dari luar negeri adalah sebesar US$17.655,15 
juta. Datanya berasal dari kompilasi BUR Indonesia dari tahun 2009-
2019 sebesar US$5.968,25 juta dan total pendanaan JETP dan ETM ta­
hun 2023 yang telah diidentifikasi sebesar US$11.561,70 juta. Sebagai 
catatan, data total ini belum memasukkan pendanaan luar negeri dari 
tahun 2020-2022 dikarenakan data BUR belum tersedia. 

Berdasarkan instrumen pendanaan, secara keseluruhan antara kompi­
lasi BUR Indonesia (2015-2019) dengan JETP dan ETM tahun 2023, pen­
danaan perubahan iklim dengan skema hibah sebesar US$905,39 juta 
atau 5% dari total pendanaan sebesar US$17,141,89 juta. Sementara ske­
ma pinjaman sebesar US$13.506,7 juta atau 79%. 

Untuk perbandingan dengan data global, OECD (2021) untuk tahun 
2016-2019 dengan BUR Indonesia untuk tahun 2015-2019 diketahui in­
strumen hibah persentase OECD lebih besar yakni 24,81% berbanding 
11%. Sedangkan untuk instrumen pinjaman data BUR Indonesia lebih be­
sar yakni 89% berbanding 79%. 

Berdasarkan sektor penerima pendanaan untuk tahun 2015-2019 
diketahui dari total jumlah dan persentase terbesar dialokasikan untuk 
sektor energi sebesar US$2.428,57 juta (43,5%), disusul sektor transpor­
tasi sebesar US$2.422,34 juta (43,4%), multisektor sebesar US$412,46 
juta (7,4%), limbah sebesar US$162,97 juta (2,9%), kehutanan sebesar 
US$153,78 juta (2,8%), pertanian sebesar US$0,07 juta (0,01%). 

Konsorsium OCFI juga menelusuri data kompilasi BUR negara kon­
tributor (bilateral) yang ditujukan ke UNFCCC terkait pendanaan peru­
bahan iklim untuk Indonesia dari tahun 2008-2020 dan menemukan to­
tal bantuan pendanaan sebesar US$11,46 miliar. Instrumen pendanaan 
tersebut dalam skema loan, consessional loan, non consessional loan, 
dan grant. Adapun statusnya bersifat committed, provided, disbursed, 
completed, dan on going. Perbandingan antara kompilasi BUR Indo­
nesia dengan kompilasi BUR negara kontributor, terdapat ketidakse­
suaian informasi mengenai total jumlah besaran pendanaan, yakni total 
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pendanaan dari kompilasi BUR negara kontributor lebih besar diband­
ingkan kompilasi BUR Indonesia yang sebesar US$5,96 miliar. Selisihnya 
mencapai US$5,5 miliar. 

Perbedaan besaran pendanaan perubahan iklim tersebut dipen­
garuhi oleh beberapa faktor: Pertama, dalam kompilasi BUR Indone­
sia baru melaporkan untuk tahun 2008-2019, sementara laporan neg­
ara kontributor rata-rata tahun 2008-2020. Kedua, negara kontributor 
menggabungkan status instrumen bantuan baik yang bersifat commit-
ted, provided, disbursed, completed, dan on going sedangkan BUR Indo­
nesia tidak mencantumkan status instrumen pendanaan tersebut. Keti­
ga, pendanaan dari negara kontributor ada yang disalurkan langsung ke 
organisasi non-pemerintah yang kemudian tidak tercatat oleh Pemerin­
tah Indonesia atau dilaporkan. 

Pelaksanaan program JETP dan ETM tahun 2023, total pendanaan 
yang telah diidentifikasi sebesar US$11.561,7 juta. Negara-negara IPG 
(bilateral) telah berkomitmen sebesar US$9,007 juta (77,87%) sedang­
kan dari MDBs (multilateral) telah berkomitmen sebesar US2.559 juta 
(22,13%). Program ETM mulai dilaksanakan PT SMI untuk program pe­
mensiunan dini PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 1.050 MW dengan 
biaya sebesar US$201,0 juta dan PLTU milik swasta (IPP) yakni PLTU 
Cirebon-1 berkapasitas 660 MW dengan biaya diperkirakan mencapai 
US$300 juta.

Hadirnya JETP dan ETM di sektor transisi energi di Indonesia men­
dorong munculnya kontributor pendanaan yang baru yakni pihak bank 
swasta murni (GFANZ). Sekretariat JETP Indonesia telah mengeluarkan 
dokumen pelaksanaan program. Konsorsium OCFI membuat catatan 
kritis untuk itu, antara lain dokumennya tidak menyebutkan upaya-upa­
ya penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam seluruh ak­
tivitasnya, belum memasukkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemer­
intahan yang baik (good governance), simplifikasi makna akuntabilitas 
sebatas pembentukan mekanisme pengaduan dan pelibatan partisipasi 
masyarakat secara parsial dan lain-lain.

3.	 Inisiatif Pendanaan Perubahan Iklim 
	T erobosan Pemerintah untuk menutupi selisih antara ketersediaan 

pendanaan dan kebutuhan pendanaan perubahan iklim masih men­
gandalkan gaya konvensional yakni mengharapkan pendanaan dari luar 
negeri baik bilateral maupun multilateral yang umumnya berbentuk 
utang (pinjaman). Terlihat kecenderungan dominasi utang dari lemba­
ga keuangan internasional (LKI) sejak pendanaan perubahan iklim di
praktikkan di Indonesia. 

4.	 Keterbukaan Informasi Lembaga Pengelola Pendanaan Perubahan Iklim
	 Terdapat kesulitan mengakses informasi dan dokumen terkait pen­

danaan perubahan iklim yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/
BUMN di Indonesia. Artinya, para lembaga pengelola pendanaan pe­
rubahan iklim di Indonesia penting untuk memperkuat akuntabilitas 
dan transparansi, terutama pendanaan yang menggunakan uang pajak 
rakyat baik APBN/APBD maupun utang dari luar negeri. 
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6.1.2	Tata Kelola Lembaga Pengelola Pendanaan Perubahan Iklim di 
Indonesia

Beberapa poin penting mengenai tata kelola lembaga pengelola pendanaan 
perubahan iklim dapat dinyatakan adalah sebagai berikut: 
1.	 BPDLH, BPDPKS dan PT SMI mengelola pendanaan perubahan iklim 

yang jumlahnya sangat besar setiap tahun yakni belasan trilunan rupiah
2.	 Besarnya jumlah dana perubahan iklim yang dikelola setiap tahun oleh 

ketiga lembaga rentan atas terjadinya praktik koruptif dan pelanggaran 
good governance

3.	 Dari ketiga lembaga yang telah mendapatkan penilaian berdasarkan 
4 aspek governance assessment untuk perubahan iklim yang disusun 
Transparansi Internasional (2022) diketahui bahwa rata-rata mendapat 
penilaian “cukup” dalam aspek akuntabilitas dan transparansi

4.	 Terdapat kesulitan mengakses informasi dan dokumen terkait kebijakan 
internal pengelolaan pendanaan perubahan iklim di Kementerian/
Lembaga di Indonesia

5.	 Khusus BPDLH, laporan yang disajikan belum menjelaskan lebih men­
dalam terkait pemanfaatan dari PNBP dan hibah yang didapatkan oleh 
BPDLH untuk pengelolaan dana lingkungan hidup dikarenakan laporan 
yang disajikan masih terbatas dari sisi keuangan dan realisasi anggaran 
yang berhasil dihimpun oleh BPDLH, sehingga tidak tersedianya data 
mengenai pemanfaatan dari alokasi anggaran yang telah digulirkan ke­
pada debitur.

6.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari Konsorsium OCFI untuk memperkuat dan men­
dorong good governance pendanaan perubahan iklim di Indonesia adalah 
sebagai berikut: 

6.2.1 Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
1.	 Menyusun mekanisme dan ekosistem pendanaan baru yang inovatif 

dan mampu mendukung pencapaian NDC 2030, dengan memanfaatkan 
alternatif pendanaan yang tersedia, baik dari dalam dan luar negeri, 
private sector serta publik/masyarakat

2.	 Membangun sistem anti korupsi dan tata kelola (good governance) untuk 
memastikan integritas, transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas di 
seluruh lembaga pengelola pendanaan dan pembiayaan perubahan 
iklim

3.	 Penyusunan program dan aktivitas pendanaan perubahan iklim secara 
aktif dan nyata melibatkan partisipasi masyarakat dan berorientasi 
pada GESI (gender, equality, social inclusion) terutama di daerah-daerah 
yang rentan dampak perubahan iklim (hutan, daerah aliran sungai, 
lingkungan sekitar pertambangan dan lain-lain).
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6.2.2	T ata kelola Lembaga Pengelola Pendanaan Perubahan Iklim di 
Indonesia

1.	 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
a.	 Memperbanyak sumber pendapatan yang lebih beragam dan baru, 

misal dari donor internasional baru, pasar karbon, dan portofolio 
proyek yang beragam

b.	 Menyusun road map internal terkait perubahan iklim yang inline dan 
support road map perubahan iklim di level nasional yang sudah ada;

c.	 Memperkuat kemitraan dan koordinasi dengan Sub Nasional 
(Pemerintah Daerah)

d.	 Porsi pendanaan yang cukup besar dan lebih luas untuk penerima 
manfaat (aktor/kelompok/isu) dan berorientasi pada GESI

e.	 Peranan BPDLH perlu ditingkatkan ke arah kerja berbasis pada out-
come, tidak hanya output. BPDLH sejauh ini hanya fokus mengum­
pulkan dan menyalurkan tapi belum menghitung timbal balik atau 
outcome secara mendalam dari dana yang disalurkan

f.	 Pengelolaan dana dari PNBP dan hibah penting untuk disediakan 
aksesibilitas informasi manfaat dan dampak alokasi anggaran yang 
telah digulirkan kepada debitur

g.	 Perlu meningkatkan tata kelola (good governance) kelembagaan 
terutama dari aspek akuntabilitas dan transparansi.

2.	 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
a.	 Mendukung dan memfasilitasi petani sawit untuk menerapkan 

praktik berkelanjutan seperti; memberikan insentif dan bimbingan 
sertifikat ISPO, mendorong pengelolaan lingkungan yang baik, dan 
membantu pengembangan produk hilir yang bernilai tambah

b.	 Mengembangkan dan menerapkan mekanisme yang jelas dan efek­
tif untuk mengukur dan melaporkan dampak programnya terhadap 
perubahan iklim

c.	 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
dan alokasi dana, dengan cara menyediakan informasi yang leng­
kap, akurat, dan mudah diakses oleh publik, serta melibatkan pe­
mangku kepentingan, terutama petani sawit, dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program.

3.	 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
a.	 Merumuskan potensi pemanfaatan penurunan emisi GRK lebih 

terukur dan menyertakan dalam pelaporannya
b.	 Penting mengembangkan program yang langsung menyasar masya

rakat luas, terutama masyarakat yang terdampak langsung proyek 
infrastruktur dan energi yang dilaksanakan

c.	 Meningkatkan manfaat sosial, manfaat ekonomi, dan manfaat ling
kungan SDG One;

d.	 Perlu meningkatkan tata kelola (good governance) kelembagaan 
terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. 
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PROFIL
Perkumpulan Indonesia 
Governance Insight (IGI) 

“Merdeka 100% dari Korupsi”

Dampak buruk korupsi di Indonesia sudah sedemikian dahsyat atas kondisi hukum, politik, 
sosial dan ekonomi masyarakat dan pemerintah hingga saat ini. Beberapa penguasa di 
Indonesia runtuh kekuasaannya diawali protes masyarakat karena muak atas perilaku korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela. 

Perilaku koruptif telah menghabiskan alokasi sumber daya alam dan publik, menimbulkan 
kerusakan demokrasi, mengkooptasi penegakan supremasi hukum, pemborosan uang negara 
dan publik, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta menghambat pembangunan sosial 
dan ekonomi. Korupsi bertentangan dengan kejujuran dan keadilan yang merupakan nilai-nilai 
utama yang menyangga kehidupan bermasyarakat.

Perlawanan anti korupsi adalah perjuangan tanpa henti hingga Merdeka 100% atas korupsi. 
Perjuangannya dilakukan secara semesta, sistematis, dan berkelanjutan dengan dukungan 
dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan swasta. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan 
pelanggaran HAM berat. 

Salah satu upaya melawan korupsi adalah melalui penyelenggaraan negara dengan 
menggunakan prinsip-prinsip dasar good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), 
penguatan jaringan dan movement gerakan anti korupsi, kampanye publik dan lain-lain. Pilar 
utama good governance adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 

Berkaitan dengan kondisi di atas, maka Perkumpulan Pusat Studi dan Advokasi Tata Kelola 
Indonesia atau biasa disebut Indonesia Governance Insight (IGI) dibentuk oleh beberapa aktivis 
masyarakat sipil di sektor korupsi, good governance, reformasi birokrasi dan demokrasi pada 
tanggal 09 Desember 2019. Website IGI adalah tatakelola.or.id.

Tujuan IGI adalah mendorong dan memperkuat good governance, jaringan dan movement anti 
korupsi di Indonesia sebagai upaya perlawanan seluruh masyarakat agar Merdeka 100% dari 
korupsi.

IGI merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam riset dan advokasi tata kelola 
pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. 
Ruang lingkup pekerjaan IGI:
1.	 Penelitian dan pengkajian masalah korupsi, tata kelola publik dan pembangunan
2.	 Advokasi kebijakan berkaitan dengan tata kelola publik dan pemerintahan yang baik
3.	 Pengembangan masyarakat dan pembangunan kapasitas (community development and capacity 

building).
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ProFIL
Perkumpulan Media 

Lintas Komunitas (Media Link)

Lembaga Perkumpulan Media Lintas Komunitas atau disingkat MediaLink didirikan pada 15 Januari 
2010 oleh orang-orang yang memiliki latar belakang jurnalis, ahli komunikasi, dan aktivis kebebasan 
informasi. Lembaga ini didirikan atas dasar keprihatinan terhadap pemanfaatan informasi bagi 
kepentingan publik. Era informasi membuat peredaran informasi makin masif, akan tetapi tidak 
semua orang memperoleh manfaat yang sama. Penguasaan terhadap informasi atau sumber-
sumber informasi tidak merata. 

Ada dua alasan mengapa arus informasi dan keberadaan media belum memberikan manfaat nyata 
bagi masyarakat. Pertama, derasnya arus informasi akibat globalisasi ternyata tidak menghasilkan 
pemerataan akses masyarakat terhadap informasi. Penguasaan informasi atau sumber informasi 
tidak merata. Ada pihak yang lebih mendapat akses terhadap informasi dan sumber informasi, 
termasuk media. Masyarakat yang semakin kompleks membawa konsekuensi distribusi dan akses 
informasi terbagi dalam kelompok dan jaringan. Yang memperoleh manfaat dari arus informasi 
hanyalah kelompok dan jaringan yang terhubung dengan sumber dan pusat penyebaran informasi.

Implikasi dari kondisi ini adalah ketimpangan akses terhadap informasi. Akses terhadap informasi 
berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari keberadaan informasi. 
Kenyataan empiris menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sepertinya hanya berlaku pada 
kelompok kepentingan tertentu yang menguntungkan mereka, dan mungkin merugikan pihak 
lain.

Penyebab kedua adalah media sebagai salah satu pusat penyebaran informasi mempunyai logika 
tersendiri dalam menentukan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Logika ini 
bukan hanya kepentingan publik, namun juga kepentingan ekonomi dan politik serta kepentingan 
media. Akibatnya, tidak jarang informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik terpinggirkan 
dan tidak masuk dalam agenda media. Di sisi lain media telah menjadi sumber informasi utama 
bagi masyarakat. Media adalah alat utama untuk membentuk opini publik.

Implikasinya, media dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang yang mempunyai kapasitas 
ekonomi dan politik untuk menyesatkan opini publik demi kepentingannya. Media dapat dijadikan 
alat pencitraan, manipulasi realitas yang dapat membodohi masyarakat. Pencitraan yang terjadi 
sedemikian rupa menjadikan substansi tidak lagi menjadi penting. Yang terjadi adalah kemasannya 
menjadi besar. Kebenaran fakta dan data sudah tidak penting lagi karena direduksi oleh upaya 
pencitraan. Yang muncul adalah kamuflase media yang menciderai hak masyarakat atas informasi 
yang benar dan sesuai hak asasi manusia.

Kondisi ini menjadikan demokrasi yang berkembang di negeri ini hanya memberikan manfaat dan 
keuntungan bagi kelompok tertentu, yang mungkin jumlahnya sedikit di masyarakat. Untuk itu 
lembaga ini didirikan dengan amanah untuk memastikan bahwa informasi yang beredar terutama 
melalui media, baik media massa maupun non media, bermanfaat bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong terciptanya kesetaraan dalam akses informasi dan 
kebermanfaatan informasi bagi semua orang, sehingga peredaran informasi dapat menyumbang 
sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama yang demokratis dan sejahtera. Visinya adalah 
menumbuhkan komunitas-komunitas informasi yang saling terhubung dan mempunyai kapabilitas 
untuk mengartikulasikan hak-haknya sebagai warga negara; mendorong lahir dan berjalannya 
kebijakan terkait informasi dan media yang mengarah pada kesetaraan akses bagi semua orang; 
dan mengembangkan pengetahuan terkait informasi dan media dengan mengkombinasikan 
pengalaman komunitas dan disiplin keilmuan.
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Profil 
Lembaga Indonesia 

Budget Center

Indonesia Budget Center (IBC) adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada 
isu-isu anggaran negara. IBC didirikan pada tahun 2008 oleh sekelompok akademisi, aktivis, dan 
profesional yang prihatin dengan kondisi anggaran negara yang belum transparan, akuntabel, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Visi dan Misi 
Visi IBC adalah terwujudnya perencanaan dan penganggaran negara yang terbuka, adil, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Misi IBC adalah: 
1.	 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran negara 
2.	 Memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran negara 
3.	 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran negara 

Pencapaian 
IBC telah banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 
responsivitas anggaran negara. Beberapa pencapaian IBC antara lain: 
•	 Mendorong reformasi anggaran negara, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja 

dan anggaran partisipatif. 
•	 Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran negara. 
•	 Menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi yang telah dimanfaatkan oleh 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Kegiatan IBC 
IBC telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya, antara lain: 
Publikasi anggaran: 

IBC telah menerbitkan berbagai publikasi anggaran, antara lain: 
1.	 “Ringkasan Eksekutif” yang berisi ringkasan anggaran negara secara komprehensif 
2.	 “Modul Anggaran” yang berisi panduan bagi masyarakat untuk memahami anggaran negara 
3.	 “Policy Brief” yang berisi analisis kebijakan anggaran.

Advokasi: 
IBC telah melakukan advokasi untuk berbagai kebijakan anggaran, antara lain: 
•	 Reformasi tata kelola anggaran 
•	 Pengalokasian anggaran yang lebih adil 
•	 Akuntabilitas anggaran 

Pemberdayaan masyarakat: 
IBC telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain: 
•	 Pelatihan-pelatihan tentang anggaran negara 
•	 Lokakarya-lokakarya tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran 
•	 Kampanye-kampanye publik tentang anggaran negara 

Kerja Sama
Pemerintah: IBC telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan institusi 
negara di tingkat pusat maupun daerah. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung upaya 
pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas anggaran 
negara.
Lembaga Internasional: IBC juga menjalin kerja sama dengan LSM internasional, antara lain 
Transparency International, The Asia Foundation. 


